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Pengantar

dikarenakan fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang

berpenduduk mayoritas Muslim. Benar bahwa fatwa bukanlah
bagian dari sumber hukum formal bagi hukum positif di Indonesia,
melainkan kekuatan fatwa yang jelas baik di dalam kehidupan masya-
rakat maupun kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Kedua-
nya baik itu negara dan masyarakat Indonesia memperhitungkan fat-
wa di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, banyak lembaga negara

Peranan fatwa di Indonesia merupakan hal tidak terelakan lagi

melakukan konsultasi kepada lembaga fatwa sebelum mereka menge-
luarkan kebijakan publik.

Banyak yang beranggapan bahwa fatwa hanya dikeluarkan untuk
mendukung konservatisme agama, tetapi pada faktanya, banyak fatwa
yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa juga memiliki kecende-
rungan ke arah moderatisme. Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU)
contohnya mengeluarkan sebuah fatwa mengenai pelarangan ujaran
kebencian untuk segala situasi pada Pertemuan Nasional di Lombok
tahun 2017. NU juga mengeluarkan fatwa tentang perlunya menghar-
gai difabel. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa ten-
tang prinsip monogami dalam pernikahan Islam.

Bagi anggota pengurus Muhammadiyah, poligami tidak diperbo-
lehkan yang berarti bahwa anggota pengurus Muhammadiyah yang
melakukan poligami akan dipecat dari kedudukannya sebagai struk-
tur dewan kepengurusan Muhammadiyah. Tentu saja ini merupakan
fatwa yang berani mengingat melarang poligami adalah sesuatu hal
yang sensitif. Tetapi Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengeluar-
kan fatwa tersebut. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) me-
ngeluarkan fatwa tentang pelarangan terorisme. Menurut MUI, teror-
isme atas nama Islam bukan dikategorikan sebagai jihad, melainkan
sebuah tindakan kriminal. Oleh karena itu MUI menyimpulkan bahwa
terorisme terlarang di dalam Islam.

Walaupun kita memiliki banyak contoh tentang fatwa yang mendu-



kung Islam moderat di Indonesia yang belum disebutkan di dalam kata
pengantar ini, akan tetapi jumlah fatwa moderat tetap saja lebih sedi-
kit dibandingkan dengan fatwa-fatwa yang konservatif.

Oleh karena itu buku ini ingin menyajikan hasil diskursus para
narasumber ahli, yaitu yang terdiri dari Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU), Ma-
jelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)
dan para akademisi dari berbagai universitas dalam acara lokakarya
“Penggunaan Fatwa untuk Mendukung Islam Moderat di Indonesia”
yang diadakan pada tanggal 6-7 Juli 2018 di Jakarta atas dukungan
Norwegia Centre for Human Rights, Oslo dan Wahid Foundation.

Adapun lokakarya tersebut memiliki beberapa tujuan, di antaranya,
pertama mempelajari dan mengkaji praktik baik dalam mengeluarkan
fatwa moderat—penguatan kapasitas mufti dan institusi—dari lemba-
ga fatwa selain di negara-negara Muslim. Kedua, Untuk mendiskusikan
prinsip-prinsip dalam mengeluarkan dan mempertimbangkan sebuah
fatwa moderat yang mengacu kepada tradisi sumber Islam yang klasik
dan modern. Ketiga, Untuk memformulasikan metodologi dan strate-
gi dalam mengeluarkan fatwa dan pertimbangan fatwa moderat di In-
donesia. Keempat, Untuk menjembatani mufti Indonesia dengan mufti
dari negara Muslim lainnya yang memiliki praktik baik dalam menge-
luarkan fatwa moderat. Kelima, Untuk mengekspos pemikiran mode-
rat Mufti Indonesia kepada dunia internasional.

Selain itu, buku ini juga memuat beberapa tulisan dari para ahli
dari lintas profesi dan organisasi Islam yang membahas lebih jauh ten-
tang moderatisme fatwa. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima
kasih kepada Wahid Foundation atas dukungannya dalam penerbitan
buku ini.

Selamat Membaca.



Bagian I:
Moderatisme (al-Wasatiyah) dalam Tradisi
Hukum Islam dan Perkembangannya



Hermeneutika Wasatiyah (Moderat)
dalam Tradisi Hukum Islam
Muhammad Khalid Masud

satiyah atau moderasi sebagai prinsip fatwa telah men-
Wapatkan popularitas akhir-akhir ini di tengah penyebaran
ekstremisme dan terorisme di negara-negara muslim. Se-
bagai sebuah prinsip fatwa, bagaimanapun, ini membutuhkan pemi-
kiran ulang yang serius. Banyak buku dan artikel penelitian tersedia
untuk subjek ini. Literatur ini mengacu pada berbagai aspek wasati-
yah, seperti komunitas moderat (ummahwasat), hanya, sangat baik,
seimbang, Para pengikut sunnah Nabi dan komunitas (Ahli Sunnah
Waljamaah), harmoni dan sebagainya. Definisi dan diskusi bervariasi
karena mereka didasarkan pada konsep keseimbangan yang menun-
jukkan makna yang beragam dari rata-rata, rata-rata dan tengah an-
tara kelebihan (ifrat) dan pengurangan (tafrit). ltu membuat konsep
relatif wasatiyah karena tidak menyediakan metode untuk mengukur
rata-rata, dan tengah. Sangat membantu untuk memahami prinsip
menghindari ekstrem di kedua ujungnya tetapi karena itu dibayang-
kan dalam ruang statis dan datar, itu tidak membantu dalam ruang-ru-
ang sosial yang dinamis dan bergerak.

Tulisan ini terbatas pada pembahasan konsep wasatiyah dalam
al-Qur’an. Kami telah merujuk pada beberapa diskusi penting dalam
Pendahuluan. Dengan mengacu pada al-Qur’an, tulisan ini berfokus
pada Surah al-Baqgarah.

Pendahuluan: Wasatiyah dalam Teori Hukum Islam

Dalam teori hukum Islam atau metodologi usul fikih, fatwa diba-
has sebagai pertanyaan tentang sumber-sumber fatwa. Para ahli hu-
kum awal berbicara tentang beberapa sumber, tetapi secara berta-
hap menyepakati empat sumber: al-Qur’an, sunnah Nabi, giyas atau
metode penalaran dan ijmak atau konsensus komunitas muslim. Pada
periode klasik, sumber dibagi menjadi dua kelompok, sumber prim-
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er dan sekunder, atau materi dan formal; al-Qur’an dan sunnah adalah
material serta giydas dan ijmak ‘adalah sumber formal. Setelah pendi-
rian mazhab hukum, konsensus (ijmak) para ahli hukum seperti yang
dinyatakan dalam koleksi fatawa juga dianggap sebagai sumber uta-
ma dan material. Dalam periode modern keempat sumber ini telah di-
bagi menjadi dua kelompok: Tekstual, yaitu al-Qur’an, hadis dan ijmak
‘para ahli hukum seperti yang dilestarikan dalam buku-buku fikih, dan
qlyas sebagai cara menemukan alasan hukum (masalik al-‘illa) atau
metode menurunkan aturan (istinbat) aturan dari sumber tekstual se-
bagai metodologi.

Konsep wasatiyah digunakan untuk tiga aspek berikut dalam meto-
dologi hukum dalam fatwa modern:

1. Memahami teks

Teks (nas) mengacu pada al-Qur’an, hadis, teks fikih dan fata-
wa, yang memberikan pengetahuan tentang konsensus (ijmak)
dari generasi muslim sebelumnya. Selain komentar dalam ben-
tuk interpretasi (tafsir) dari al-Qur’an dan komentar-komentar
(syar) pada teks hadis dan fikih, mufti juga tergantung pada ba-
hasa teori hukum Islam tentang kata dan makna (dalala), dan
komunikasi (khitab) dan seterusnya. Dalala mengacu pada ilmu
semantik (‘ulum al-ma‘ani), dan komunikasi (baldghah). Kon-
sep wasatiyah digunakan untuk menemukan makna yang paling
relevan dari teks

2. Wasatiyah dalam memahami Konteks.

Mufti diminta untuk memahami konteks untuk menentukan
ruang lingkup hukum dari teks yang relevan. Konteksnya meng-
acu pada mengetahui maksud dari pemberi hukum, sejarah
atau kesempatan wahyu, interpretasi, dan pemahaman sosial
dan sastra dari teks itu. Wasatiyah digunakan untuk menentu-
kan dan menganalisis relevansi makna dengan masalah hukum
yang diberikan

3. Wasatiyah dalam logika penalaran hukum.
Tradisi Islam menggunakan metode-metode berikut dalam



pertimbangan hukum: giyds (penalaran deduktif, logika silo-
gisme), maksim hukum (qawa‘id fighiyah), kebiasaan (‘urf dan
‘ada), praktik peradilan (‘amal), konsekuensi hukum (ma‘al),
dan prinsip-prinsip seperti preferensi juristik (istihsdan), kebaik-
an publik (maslahat), dan maqasid (tujuan hukum) metode pe-
nalaran penalaran induktif (istigra’) penalaran. Dalam perkem-
bangannya sebagai bagian penting dari teori hukum Islam atau
logika penalaran, magqasid telah melampaui penalaran gqiyas
atau silogisme. Wasatiyah membantu menemukan teks dan kon-
teks untuk menentukan norma hukum yang paling relevan de-
ngan masalah hukum yang diberikan.

Hermeneutika

Hermeneutika modern berhubungan dengan ketiga aspek di atas
dari metodologi hukum dan mencakup banyak hal. Cukup signifikan,
ini juga berkaitan dengan pergeseran makna-makna. Secara harfi-
ah, hermeneutika berarti interpretasi. Ini memiliki sejarah panjang
pergeseran penekanan dari interpretasi sebagai arti kata-kata untuk
menjelaskannya dan untuk memahami ekspresi yang luar biasa, ter-
masuk puisi dan teks-teks suci dan ide-ide nonlinguistik seperti mimpi
dan lain-lain. Biasanya, karena arti kata-kata atau ekspresi tubuh yang
dibangun dan ditegaskan. dalam interaksi sosial berulang, mereka di-
yakini memiliki makna yang nyata atau tetap. Teks luar biasa seper-
ti puisi dan frasa peribahasa memiliki lebih dari satu lapis arti. Dalam
teks-teks suci, lapisan mungkin milik makna yang jelas atau tersem-
bunyi atau untuk Niat Ilahi. Penerjemah pada periode awal mengi-
dentifikasi kategori metafora dan alegori yang merujuk pada makna
tersembunyi. Perdebatan dalam tradisi Hindu, Buddha, Yahudi, Cina,
Kristen, dan muslim kuno juga menegaskan gagasan lapisan makna
dalam teks-teks suci.

Kajian-kajian kritis dan ilmiah yang modern tentang Alkitab oleh
para cendekiawan dan teolog Yahudi dan Kristen, dan komentar-ko-
mentar, eksegesis dan keterangan-keterangan yang dihasilkan meng-
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hasilkan pendekatan-pendekatan baru bagi hermeneutika yang men-
jelaskan secara jelas perbedaan antara teks asli, maksud penulis dan
makna yang dipahami oleh para komentator teks. Perbedaan antara
memahami dan menjelaskan sebagai dua proses yang berbeda dari
metodologi hermeneutik mengambil hermeneutika sebagai ilmu mak-
na di luar tata bahasa dan komposisi kata-kata. Hermeneutika meng-
ungkapkan bahwa terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain dimung-
kinkan karena makna dapat berkomunikasi dan dipahami di antara
orang-orang dari berbagai bahasa, budaya dan generasi. Itu menjelas-
kan bagaimana pergeseran hermeneutik telah melestarikan tradisi de-
ngan perubahan zaman.

Metodologi hermeneutika modern dapat membantu dalam menga-
nalisis dan memahami teks-teks tradisional dan dalam merekonstruk-
si mereka secara bermakna dalam konteks modern. Prinsip utama
hermeneutika adalah bahwa seseorang memahami beragam lapisan
makna dalam situasi yang berbeda dalam interaksi sosial seseorang
dan bahwa kita dapat dengan mudah menemukan makna mana yang
relevan dengan situasi yang mana. Konflik berkembang ketika makna
yang dipilih ini diutamakan. Metodologi hermeneutik membantu kita
memahami proses interpretasi sosial.

Hermeneutika Tradisi Islam

Teks-teks tradisional pada semantik (‘ilm al-ma‘ani) bahasa Arab
mengakui bahwa makna lebih penting daripada kata-kata, karena tu-
juan dan tujuan bahasa adalah makna, dan bahasa adalah media untuk
mengomunikasikan maksud dari pembicara. Dalam bahasa Arab juga,
kata-kata memiliki banyak arti, bukan hanya metafora, alegori atau
simbol, tetapi juga kontekstual.

Al-Shatibi mendefinisikan metode pemahaman dan menafsirkan
teks syariat (ijra‘ al-fahm fi al-shari‘ah), hermeneutika, dari dua per-
spektif: kata dan makna, dan maksud dari pemberi hukum. Untuk
mengeneralisasikan metode penalaran hukumnya ke hermeneutika,
kita telah menggantikan nas, Lawgiver, dan obligated /mufti/mujtahid



masing-masing dengan teks, penulis, dan pembaca/pendengar dalam
diskusi berikut.

Al-Shatibi membahas multiplisitas makna dan tingkat pemahaman
dan keragaman penafsiran. Menurutnya, kata itu hanyalah sarana un-
tuk menyampaikan makna yang dimaksudkan; artinya adalah tujuan.
Kata-kata hanya masuk akal jika digabungkan; komunikasi hanya bisa
dipahami ketika kata-kata disusun dengan cara yang menggabungkan
makna menyampaikan ide. Percakapan menyediakan konteks di mana
kata-kata bersama-sama berbagi makna umum. Dia berpendapat kare-
na fokus adalah pada wacana, perhatian harus diberikan pada semua
makna yang tersebar dalam teksnya. Kata hanyalah kendaraan untuk
mengomunikasikan makna yang dimaksudkan. Arti adalah tujuannya;
tapi tidak semua artinya. [tulah mengapa kombinasi makna, bukan arti
individual, dianggap memahami percakapan.

Dia menggunakan dua istilah untuk maksud magqasid, dan qasd un-
tuk membahas niat ilahi dalam pembuatan hukum dan niat yang di-
wajibkan dalam kepatuhan hukum. Pemberi hukum maksud magqasid,
jamak dari maqasid (tujuan) dan gasd (maksud) untuk menjelaskan
tujuan hukum Islam, dan maslahat (baik) dan huzuz (manfaat) untuk
menjelaskan maksud dan tujuan manusia. Niat, digunakan dalam arti
biasa, mengacu pada maksud dari pemberi hukum (Tuhan), serta tuju-
an manusia. Maksud dalam arti hukum mengacu pada tujuan hukum.
Dari perspektif ini, al-Shatibi menjelaskan bahwa tidak ada kontradik-
si dalam tujuan hukum dan kepentingan manusia karena Tuhan juga
bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia.

Maksud utama dari pemberi hukum dalam melembagakan hukum
adalah untuk melestarikan kepentingan kolektif, serta individu, manu-
sia. Al-Shatib1t membedakan antara kehendak dan niat Ilahi, dan anta-
ra niat untuk menciptakan dan berniat membuat hukum. Dalam hu-
kum, kehendak manusia, atau agen diperlukan untuk menerjemahkan
perintah ke dalam tindakan. Sang pemberi hukum menghendaki sya-
riat untuk melindungi lima barang dasar manusia: agama (din), hidup
(nafs), progeni (nasl), intelek (‘aql) dan properti (mal). Dia juga men-
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jelaskan tiga zona perlindungan sebagai kebutuhan dasar (dartiri), ke-
butuhan (haji) dan estetika (tahsini). Ketiga zona ini berfungsi sebagai
lingkaran konsentris yang menentukan preferensi.

Tujuan kedua pemberi hukum (Lawgiver) adalah komunikasi, se-
hingga manusia dapat memahami hukum-hukum ini. Tindakan ko-
munikatif berhubungan dengan bahasa, persepsi manusia dan sosial,
hermeneutika dan semantik. Dia menjelaskan dua tingkat komunika-
si: seseorang berhubungan dengan bahasa yang mengacu pada mak-
na kata-kata biasa (al-dalala al-asliyah) dan yang lainnya berhubung-
an dengan tingkat pemahaman. Dia menjelaskan bahwa hukum harus
dapat dimengerti untuk orang biasa pada tingkat umum (‘ummiyah)
karena jika tidak, itu akan menciptakan kewajiban hukum yang musta-
hil. Perintah harus dapat dimengerti oleh semua mandatnya, tidak ha-
nya dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian linguis-
tik dan budaya dari pemahaman.

Tujuan ketiga pemberi hukum adalah kewajiban hukum atau kepa-
tuhan. Al-Shatib1 membahas dua aspek kewajiban: kapasitas fisik ma-
nusia untuk melakukan kewajiban ini, khususnya menjelaskan batas
kapasitas manusia dalam hal kemampuan fisik (qudrah) untuk melak-
sanakan kewajiban, dan kapasitas hukum (ahliyyah). Dia membahas
kapasitas fisik dan batas-batasnya ketika dianggap sebagai kesulitan
(mashaqqah), yang menuntut pengecualian atau pengecualian. Kesuli-
tan bukanlah tujuan hukum. Demikian pula, kapasitas hukum menen-
tukan kapan manusia dianggap diwajibkan secara hukum.

Niat keempat adalah agensi manusia untuk kepatuhan hukum. Al-
Shatibl menjelaskan mengapa manusia dituntut untuk mematuhi hu-
kum. Menganalisis gagasan kepentingan individu (huzuz), ia menje-
laskan bahwa kepentingan individu manusia dalam kepatuhan hukum
harus dibedakan dari pilihan, kesenangan dan keinginan yang se-
wenang-wenang (hawa). Dia juga menjelaskan mengapa berlebihan
dalam ketaatan beragama (ta‘abbud) tidak memenuhi syarat kepatuh-
an hukum.

Tingkat kedua berkenaan dengan maksud dari kewajiban (mu-



kallaf). Dalam diskusi ini, al-Shatibi membedakan antara motif legal
dan motif pribadi. Pada tingkat ini, al-Shatib1 terutama berkaitan de-
ngan pertanyaan tentang niat dan masalah yang terkait dengan hukum
dan psikologi atau perilaku pribadi. Sedangkan ia menyatakan bahwa
dalam kepatuhan pada hukum, manusia harus memiliki tujuan yang
sama dalam pikiran sebagaimana yang diucapkan oleh pemberi hu-
kum, dalam analisisnya, al-Shatibi menunjukkan bahwa maksud dari
pemberi hukum bukan untuk mencari ketaatan semata melainkan apa
yang merupakan kepentingan manusia. Singkatnya, hermeneutika, in-
terpretasi teks seseorang harus diingat bahwa maksud dari pemberi
hukum berkaitan dengan tiga konteks berikut untuk memahami teks:
sosial (bahasa, penggunaan kata-kata untuk mengomunikasikan mak-
na), komunikasi (makna tunggal dari sebuah kata, yang berarti dalam
komposisi kata-kata dalam sebuah wacana, dan tujuan komunikasi),
dan pemahaman (tingkat umum pemahaman makna dan tujuan).

Untuk menemukan makna umum dalam keragaman ini, al-Shatib1
menyarankan al-tawassut, metode menemukan jalan tengah, atau
jalan lurus (al-sirat al-mustaqim), untuk menghindari konflik da-
lam keragaman. Tawassut, untuk al-Shatibi, tidak hanya berada di te-
ngah antara dua arti yang berlawanan; ini adalah proses interpreta-
si yang rumit. Al-Shatibl menjelaskan bahwa syariat mengikuti tujuan
hukum dalam kewajiban pada pola tengah dan adil, hanya di antara
kedua ujungnya, tidak condong ke sisi mana pun. Itu harus bisa dica-
pai oleh manusia tanpa kesulitan dan tanpa melenyapkan aturan. Ke-
wajiban harus sesuai dengan standar yang paling adil berlaku untuk
semua yang berkewajiban. Jika suatu undang-undang bertujuan untuk
menghindari penyimpangan oleh yang mewajibkan atau kemungkinan
penyimpangan tersebut dari tengah ke satu sisi, undang-undang ha-
rus dikembalikan hanya ke tengah tetapi dengan cara yang seharus-
nya condong ke sisi lain untuk mencapai moderasi. Tawassut dikenal
oleh hukum, dan kadang-kadang juga dengan praktik dan adat istiadat
seperti yang disaksikan oleh orang-orang bijak, misalnya dalam kasus
kemewahan dan kekikiran.
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Singkatnya, al-Shatibi mengklarifikasi bahwa seseorang harus me-
mahami syariat secara sepadan dengan partisipasi mayoritas yang ber-
laku untuk umum maupun kepada orang lain. Salah satu persyaratan
tersebut adalah mempertimbangkan semua makna yang tersebar di
wacana. [tulah tujuan utama di antara orang-orang Arab; mereka ha-
nya memperhatikan arti. Kata-kata dibangun untuk menyampaikan
artinya. Ini adalah prinsip bahwa penutur bahasa Arab tahu betul.
Dengan demikian, kata adalah sarana untuk menyampaikan mak-
na yang dimaksudkan; artinya adalah tujuan. Juga, tidak semua arti-
nya; tujuannya adalah makna gabungan, bukan makna soliter (secara
menyendiri). Al-Shatibi menjelaskan bahwa hukum bertujuan un-
tuk kelangsungan kewajiban hukum dan itulah mengapa kewajiban
mengikuti prinsip tawassut, menghilangkan kesulitan dan melarang
ekstrem dan melebih-lebihkan. Bukti untuk aturan ini adalah bahwa
itu adalah jalan yang benar (al-sirat al-mustaqim) yang diperkenalkan
syariat. Pemberi hukum menginginkan yang berkewajiban untuk tetap
di tengah, tanpa kelebihan atau pengurangan. Jika para pencari fatwa
pergi keluar dari batas ini mereka meninggalkan batasan yang ditetap-
kan oleh pemberi hukum. Itulah alasan mengapa para cendekiawan
yang benar-benar berpengetahuan mengutuk mereka yang menyim-
pang dari jalan tengah.

Di antara para penulis modern, Muhammad Igbal (meninggal
1939) menawarkan makna unik dari ‘ummah wasatan. Dia menafsir-
kannya sebagai komunitas tengah historis yang muncul antara dunia
kuno dan dunia modern. Penjelasannya layak mendapat kutipan leng-
kap, karena arti dari wasatiyah ini tidak disebutkan oleh pemikir mus-
lim lainnya. Melihat hal ini dari sudut pandang ini, maka, Nabi Islam
tampaknya berdiri di antara dunia kuno dan dunia modern. Sejauh
sumber wahyu yang bersangkutan dia milik dunia kuno; sejauh arwah
wahyu yang bersangkutan dia milik dunia modern. Dalam hidupnya,
ia menemukan sumber-sumber pengetahuan lain yang sesuai dengan
arah barunya. Kelahiran Islam, karena saya berharap dapat membukti-
kan kepuasan Anda saat ini, adalah kelahiran kecerdasan induktif. Da-
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lam nubuatan Islam mencapai kesempurnaannya dalam menemukan
kebutuhan penghapusannya sendiri. Ini melibatkan persepsi yang ta-
jam bahwa kehidupan tidak dapat selamanya disimpan dalam string
utama; bahwa, untuk mencapai kesadaran diri sepenuhnya, manu-
sia akhirnya harus dilemparkan kembali ke sumber dayanya sendiri.
Penghapusan kependetaan dan kedudukan sebagai raja dalam Islam,
daya tarik konstan terhadap nalar dan pengalaman dalam al-Qur’an,
dan penekanannya pada Alam dan Sejarah sebagai sumber pengeta-
huan manusia, semuanya adalah aspek yang berbeda dari gagasan fi-
nalitas yang sama.

Namun, gagasan itu tidak berarti bahwa pengalaman mistik, yang
secara kualitatif tidak berbeda dari pengalaman nabi, kini telah lenyap
sebagai fakta vital. Memang, al-Qur’an menganggap baik anfus (diri)
dan afaq (dunia) sebagai sumber pengetahuan. Tuhan menyingkap-
kan tanda-tanda-Nya di dalam dan di luar pengalaman, dan itu adalah
tugas manusia untuk menilai kapasitas yang menghasilkan pengeta-
huan dari semua aspek pengalaman. Ide finalitas, oleh karena itu, tidak
boleh diambil untuk menunjukkan bahwa nasib akhir kehidupan ada-
lah perpindahan emosi secara menyeluruh karena alasan. Hal sema-
cam itu tidak mungkin atau tidak diinginkan. Nilai intelektual dari ide
tersebut adalah bahwa ia cenderung menciptakan sikap kritis inde-
penden terhadap pengalaman mistik dengan menghasilkan keyakinan
bahwa semua otoritas pribadi, mengklaim asal supernatural, telah
berakhir dalam sejarah manusia. Keyakinan semacam ini adalah keku-
atan psikologis yang menghambat pertumbuhan otoritas semacam itu.
Fungsi dari gagasan ini adalah untuk membuka pandangan baru dari
pengetahuan di dalam domain pengalaman batin manusia.

Sama seperti separuh pertama dari rumus Islam telah menciptakan
dan memupuk semangat pengamatan kritis terhadap pengalaman luar
manusia dengan melepaskan kekuatan Alam dari karakter Ilahi yang
telah dibiasakan oleh budaya-budaya sebelumnya. Pengalaman mis-
tik, kemudian, betapapun tidak biasa dan tidak biasa, sekarang ha-
rus dianggap oleh seorang muslim sebagai pengalaman alamiah yang
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sempurna, terbuka untuk pengawasan Kritis seperti aspek-aspek lain
dari pengalaman manusia. Ini jelas dari sikap Nabi sendiri terhadap
pengalaman-pengalaman psikis ibn Sayyad. Fungsi Sufisme dalam Is-
lam adalah untuk mensistematisasikan pengalaman mistik; meskipun
harus diakui bahwa ibn Khaldiin adalah satu-satunya muslim yang
mendekatinya dengan semangat ilmiah yang menyeluruh.

Wasatiyah dalam al-Qur’an

Saya mengusulkan untuk mempelajari konsep wasatiyah dalam al-
Qur’an dari perspektif hermeneutika dan logika semantik seperti yang
dijelaskan di atas. Saya telah memilih bagian 2 Surah al-Baqarah ka-
rena dua alasan, Pertama, bagian berikut segera menyusul setelah
surat al-Fatihah, pembukaan al-Qur’an, yang berbicara tentang jalan
yang lurus. Jalur melambangkan tindakan perjalanan dinamis yang
terus menerus sampai hari penghakiman. Perjalanan melambangkan
tindakan dan gerakan yang setiap individu dan setiap generasi ha-
rus lakukan di tempat dan waktu yang terus berubah. Surah Pembuka
diakhiri dengan doa kepada Tuhan untuk terus membimbing umat ma-
nusia di jalan lurus mereka yang dihadiahi dengan sukses. Itu juga me-
minta Dia untuk membantu manusia menghindari jejak orang-orang
yang menerima Kemarahan-Nya dan mereka tersesat. Oleh karena itu,
wasatiyah berarti langsung menghindari gangguan yang mengarah ke
arogansi dan kesalahan dan kehilangan jalan selat.

Kedua, mengeksplorasi makna wasatiyah, al-Baqarah adalah tem-
pat yang tepat karena Surah ini yang mendefinisikan komunitas mus-
lim sebagai komunitas moderat (ummah wasatan).
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Dan demikianlah Kami telah menetapkan kamu untuk menja-
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di umat jalan tengah sehingga kamu dapat menjadi saksi bagi semua
manusia dan Rasul mungkin menjadi saksi bagimu. Kami telah mene-
tapkan arah yang Anda tinjau sebelumnya sehingga Kami dapat mem-
bedakan mereka yang mengikuti Rasul dari orang-orang yang meng-
aktifkan hak mereka. Karena itu memang memberatkan kecuali bagi
mereka yang Allah tuntunan. Dan Allah tidak akan pernah meninggal-
kan imanmu untuk disia-siakan. Allah penuh dengan kelembutan dan
belas kasihan kepada manusia.

Berikut ini bukan terjemahan atau interpretasi dari Surah al-Baqar-
ah; itu terbatas untuk mengeksplorasi hermeneutika konsep wasatiyah
di bagian ini. Untuk menghargai pendekatan hermeneutika, penting
untuk mengingat bahwa gaya komunikatif dalam al-Qur’an berbeda
dari gaya lain di mana pendengar adalah penerima pesan belaka. Al-
Qur’an adalah sebuah wacana dan termasuk pembaca dan penden-
garnya untuk menjadi bagian dari wacana. [tu membuat pernyataan,
menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang, menyarankan
poin untuk disengaja, menceritakan kisah-kisah orang-orang yang hi-
lang, dan mengingatkan preseden yang sudah ada dalam pikiran pem-
baca sebagai pengetahuan yang diterima. Al-Qur'an memungkinkan
pembaca merumuskan kesimpulan dan berpindah ke tema lain, de-
ngan sengaja menghilangkan tautan dengan tema sebelumnya.

Pikiran manusia, dengan kebiasaan, berjuang untuk menghubung-
kannya dengan tema itu dan pada wacana utama. Itu kembali ke tema
asli lagi dan lagi, menyediakan tautan dengan menyebutkan atribut
yang relevan. Tuhan yang membuka dan menutup wacana tentang
tema dalam ayat-ayat. Pembaca mungkin tidak langsung mengerti
tetapi pada akhirnya pesan datang dengan jelas ke pikirannya. Pem-
bacaan berulang membawa lapisan makna lain ke pikiran pembaca.
Kami akan menggambar peta hermeneutika konsep limbah, pertama,
dengan membagi bagian menjadi beberapa bagian di mana sampah
muncul sebagai tema utama. Kita akan melihat bagaimana ayat-ayat di
bagian ini mengacu pada banyak makna dan menghubungkannya ber-
sama untuk menyarankan suatu makna umum. Kedua, kita akan me-

14



lihat konsep-konsep utama dalam tema-tema itu dan mengeksplora-
si maknanya di bagian-bagian lain di mana kata itu digunakan. Ketiga,
kami akan mengumpulkan berbagai arti ini untuk mencari untaian
yang memberikan arti yang sama.

Surah al-Bagarah

Untuk menggambar peta tema umum dalam surah ini, Amin Ah-
san Islahi membagi ayat-ayat itu menjadi enam bagian. 39 ayat per-
tama merupakan Pengantar yang menghubungkan dengan Surah se-
belumnya, al-Fatihah, dan memperkenalkan tema-tema utama: Buku,
al-Qur’an, keyakinan, ketidakpercayaan, bimbingan dan penciptaan
manusia. Yang kedua, ayat 39-121 adalah tentang orang Yahudi, aro-
gansi mereka, penyimpangan, undangan untuk Islam dan peringatan.
Yang ketiga, 122-162 mengacu pada Ibrahim, patriark Yahudi dan Kris-
ten dan bagaimana mereka menyimpang dari jalannya. Yang keempat,
163-241 memberikan hukum bagi umat Islam, yang kelima, 243-283
mengatur aturan perjuangan, Jihad dan yang keenam, 284-286 diakhi-
ri dengan doa, menyimpulkan pelajaran dalam surat itu.

Karena tulisan ini bukan terjemahan atau komentar tentang Surabh,
saya ingin menggambar peta dari perspektif tema wasatiyah. Surah
al-Baqarah menggunakan dua turunan dari limbah, wasata (ummah
wasatan) dalam ayat 143, dan wustd (al-salatal-wustd) dalam ayat
238. Saya telah menambahkan tema terkait wasatiyahal-sirat al-mus-
taqim (jalan lurus) yang terjadi dalam surah dalam ayat 142 dan 213.
Al-Mustaqim (lurus) dalam al-Qur’an dalam kaitannya dengan mak-
na-makna limbah, menekankan bahwa lurus berada di tengah-tengah
jalan mencegah dari penyimpangan ke samping. Dengan cara ini, saya
menyarankan tiga bagian; pertama 2-142, yang terkait dengan doa da-
lam Surah al-Fatihah untuk bimbingan ke jalan yang lurus dan menye-
lamatkan kita dari mengikuti beberapa komunitas yang menyimpang
dari jalan ini. Ayat-ayat ini menguraikan bagaimana orang-orang ka-
fir di komunitas masa lalu kehilangan arah. Bagian kedua, ayat 143-
172, menguraikan tema wasatiyah dengan contoh komunitas orang-
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orang percaya yang ditetapkan sebagai ‘ummah wasatan dan yang
menghindari arogansi dan penyimpangan dari komunitas masa lalu
yang berjalan di tengah di jalan yang lurus. Bagian ketiga, ayat 173-
286, memberikan rincian bagaimana jalan lurus syariat memungkin-
kan pengecualian dalam situasi sulit untuk memfasilitasi perjalanan
di jalan yang lurus.

Ayat 2-142

Menjawab bahwa doa, Surah al-Bagarah dimulai dengan deskrip-
si al-Qur’an sebagai buku panduan yang tidak diragukan. Sebagai pen-
gantar untuk diskusi tentang bimbingan, keberhasilan dan kegagalan,
ayat 2 membuat pernyataan pembuka yang menghubungkan bimbing-
an dengan al-Qur’an dan keyakinan. Sisa ayat-ayat masuk ke detail ten-
tang Surah al-Bagarah membuka wacana bimbingan dengan menghu-
bungkannya ke doa untuk bimbingan untuk jalan lurus dalam surat
al-Fatihah (ihdina al-sirat al-mustaqim), dan dengan mengacu pada
dua jenis orang, mereka yang menerima pahala, mereka yang men-
dapatkan kemarahan Tuhan dan yang tersesat. Jelaslah, orang-orang
yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Kristen di masa lalu
dan orang-orang muslim pada waktu itu, tetapi ayat 2-142 menje-
laskan secara rinci di mana orang-orang Yahudi dan Kristen melaku-
kan kesalahan dan tersesat. Wacana tentang bimbingan menjelaskan
bagaimana bimbingan dari Tuhan membuat Anda tetap di tengah dan
mencegah agar tidak tersesat. Ayat-ayat ini dengan cara memungkin-
kan pembaca memahami apa artinya tengah. Dari perspektif herme-
neutika, ayat-ayat ini mengarah ke ayat 143, yang memperkenalkan is-
tilah ‘ummah wasatan, komunitas tengahan, sebagai judul komunitas
muslim. Juga penting bahwa ayat 143 terletak di tengah-tengah Surah
al-Bagarah yang terdiri dari 286 ayat.

Surat terbuka dengan pernyataan, Ini adalah kitab suci, yang tidak
diragukan lagi, petunjuk bagi yang teliti. Pernyataan ini menghubung-
kan bimbingan ke tiga konsep yaitu buku, keyakinan tanpa keraguan
dan kesadaran. Kami akan kembali ke tiga konsep ini setelah beberapa
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saat. Selanjutnya 140 ayat menjelaskan secara rinci perilaku manusia
tentang keyakinan, ketidakpercayaan dan keraguan. Surah menyebut-
kan karakteristik mereka sebagai berikut dari orang-orang percaya:
keyakinan tanpa keraguan dalam yang tak terlihat, al-Qur’an dan kitab
suci sebelumnya, dan akhirat. Mereka membangun ibadah dan meng-
habiskan pendapatan mereka. Mereka adalah orang yang dibimbing
dan sukses. (ayat 3-5). Kedua adalah orang-orang kafir yang telah me-
nutup hati, telinga, dan mata mereka terhadap bimbingan dan keyak-
inan. Mereka jarang ditakdirkan untuk malapetaka yang menyakitkan
(ayat 6-7).

Di antaranya ada keraguan. Mereka mengklaim tetapi tidak percaya
pada Tuhan atau di akhirat. Mereka menipu tetapi hanya diri mere-
ka sendiri. Terserang hati mereka berbohong dan untuk itu malape-
taka yang menyakitkan menanti mereka. Mereka mengklaim sebagai
pembuat perdamaian, tetapi mereka membuat kenakalan. Di antara
mereka sendiri mereka mengejek orang-orang percaya untuk menja-
di bodoh. Mereka tenggelam secara buta dalam penolakan keras kepa-
la mereka sendiri. Mereka menawar kesalahan dengan harga panduan.
Mereka tuli, bisu dan buta. Mereka adalah orang-orang yang seperti
buta oleh cahaya api menyala mereka sendiri dan oleh kilatan cahaya
sesekali. Mereka berjalan ketika lampu menyala dan diam ketika gelap
(8-20). Penjelasan ini berakhir, seperti itu dimulai, mengingatkan bah-
wa bimbingan bergantung pada kesadaran Allah pencipta manusia,
dan memujanya (21). Referensi ke tiga sikap, keyakinan, keraguan dan
ketidakpercayaan menunjukkan bahwa tengah bukanlah antara keya-
kinan dan ketidakpercayaan tetapi dalam menjaga lurus menghindari
penyimpangan ke kedua sisi jalan, yang juga merupakan deskripsi dari
muttaqi, seorang yang sadar akan Tuhan.

Pengingat ini bertujuan lebih jauh untuk menantang keraguan da-
lam al-Qur’an sebagai wahyu. Ayat 21-22 menyebutkan karunia Allah
di bumi yang diciptakan untuk manusia. Menggunakan kata-kata anza-
la untuk air dalam karunia, dan nazzala untuk al-Qur’an, menyebutkan
dua karunia yang diturunkan oleh Allah, Dia menantang yang meragu-

17



kan. Bagaimana bisa meragukan wahyu itu. Jika mereka melakukan-
nya, mereka diundang untuk menghasilkan surat seperti al-Qur’an
(23-4).

Untuk menghilangkan keraguan tentang kebangkitan orang mati
pada hari penghakiman dan kehidupan akhirat, Tuhan menceritakan
kisah penciptaan dan Adam, menciptakan semuanya dari ketiadaan.
Kisah ini berakhir dengan pengingat bahwa kehidupan di bumi ber-
sifat sementara dan dengan jaminan bahwa Allah yang membimbing
Adam cara bertobat tidak akan membiarkan rasa takut dan kesedihan
mengunjungi mereka yang mengikuti bimbingan-Nya (28).

Surah melanjutkan kisah hukuman ilahi untuk perbuatan salah yang
dilakukan oleh anak-anak Israel dan orang Kristen (63-108). Anak-
anak Israel memalsukan para nabi, menunjukkan ketidaksopanan ke-
pada Tuhan. Dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan, mereka ter-
us berkomitmen (29-61), Tuhan menegaskan kembali janjinya kepada
orang-orang percaya, Yahudi, Kristen dan Sabean bahwa mereka tidak
akan memiliki alasan untuk takut atau berduka, asalkan mereka per-
caya pada Tuhan, di akhirat dan melakukan perbuatan baik (62).

Di antaranya, surat itu menceritakan kisah sapi, dari mana surat itu
mengambil namanya (ayat 67-75), mengilustrasikan sikap yang sangat
keras kepala dan membingungkan di antara Anak-anak Israel. Seseo-
rang dibunuh, dan orang-orang meminta Nabi Musa untuk menemu-
kan si pembunuh. Al-Qur’an tidak tertarik pada detailnya. [tu hanya
menyebutkan bahwa Musa memberi tahu mereka bahwa Tuhan me-
merintahkan mereka untuk mengorbankan seekor sapi sehingga de-
ngan menyentuh bagian korban ini, korban yang mati akan dihidupkan
kembali untuk memberitahukan nama pembunuhnya.

Alih-alih mematuhi perintah, orang-orang terus-menerus menga-
jukan terlalu banyak pertanyaan tentang usia, warna, dan kategori he-
wan untuk dikorbankan. Poin yang relevan dalam cerita adalah bahwa
Tuhan menjawab pertanyaan mereka dengan meminta untuk memi-
lih antara dua nilai; misalnya, “sapi muda seharusnya tidak terlalu tua
atau terlalu muda, tetapi dari usia yang terlalu tua” (2: 68).
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Di antara banyak kesalahan, orang-orang Yahudi mengklaim bah-
wa mereka adalah orang-orang pilihan dan bahwa mereka tidak akan
dikirim ke neraka kecuali selama beberapa hari (80). Al-Qur’an mem-
bantah klaim itu dan menjelaskan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan
independen; ia dapat membatalkan wahyu atau menyebabkannya lupa
untuk menggantinya dengan yang sama atau lebih baik (106). Seka-
rang Surah beralih ke kelompok orang-orang Kristen lainnya, yang
mengklaim bahwa hanya mereka yang akan pergi ke surga. Menga-
baikan klaim pengecualian, Surah menjelaskan bahwa siapa pun yang
berpaling kepada Allah dan melakukan perbuatan baik tidak akan
memiliki rasa takut atau kesedihan (112). Klaim pengecualian oleh
orang-orang Yahudi dan Kristen tidak dapat menunjukkan bukti da-
lam kitab suci, tetapi mereka menolak satu sama lain. Keduanya telah
tersesat dari jalan Ibrahim. Kisah Ibrahim diawali dengan pengingat
bahwa timur dan barat adalah milik Tuhan, Tuhan ada di mana-ma-
na (115). Orang-orang Kristen juga keliru dalam mengklaim seorang
putra bagi Allah (116). Bimbingan tidak beristirahat dalam milik Yu-
daisme atau Kristen; hanya diberikan oleh Tuhan. Jadi, jagalah dirimu
terhadap hari ketika tidak ada jiwa yang akan memanfaatkan yang
lain, tidak ada syafaat yang akan diterima, dan tidak ada yang akan
menerima bantuan dari mana saja (123).

Kisah Nabi Ibrahim diceritakan untuk mengingatkan orang-orang
dari buku bahwa agamanya lebih inklusif, tidak terbatas pada orang
Yahudi dan Kristen. Dia membawa bimbingan untuk seluruh umat ma-
nusia, dia dan putranya Ismail membangun Rumah Tuhan sebagai per-
satuan untuk seluruh umat manusia. Dia berdoa untuk kebangkitan
komunitas yang menyerahkan diri kepada Tuhan (ummah muslima),
dan untuk seorang Nabi dengan kitab suci untuk komunitas ini (127-
9). Dia meninggalkan warisan ini untuk Nabi Yakub, dan dia mewa-
riskan anak-anaknya bahwa Tuhan telah memilih agama penyerahan
(Islam) kepada Tuhan (132-3). Sekarang mereka mengatakan bahwa
Anda harus menjadi orang Yahudi atau Kristen untuk menerima bim-
bingan. Apakah Ibrahim seorang Yahudi atau Kristen? Mereka adalah
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komunitas di masa lalu, dan akan ada komunitas setelah mereka, tidak
ada yang bertanggung jawab untuk yang lain, semua orang bertang-
gung jawab untuk diri sendiri (137-41). Ayat 142 mengacu pada keri-
butan oleh orang-orang kafir pada perubahan arah Kiblat ke Kakbah,
melambangkan kembali ke tradisi [brahim.

Ayat 143-171

Ayat 143-171 melanjutkan tema-tema sebelumnya seperti kitab
suci, keyakinan, ketidakpercayaan, keraguan, bimbingan dan kesada-
ran Tuhan, tetapi fokus sekarang bergeser dari individu (nafs) ke ko-
munitas (ummah) yang diuraikan dalam ayat 2-142. Tujuh ayat per-
tama memilih benang arah dari ayat 115 (Tuhan tidak di Timur atau
di Barat; ia ada di mana-mana) dan menghubungkannya dengan kib-
lat, arah dalam doa untuk komunitas, dan menenunnya ke dalam te-
ma-tema komunitas yang lebih awal. Ummah (134, 141), ummah mus-
limah (128), millah (120), dan millata Ibrahim (130, 135), mencirikan
masyarakat: sebagai komunitas menengah (ummah wasatan), karena
berubah menjadi kiblat ke rumah Tuhan dibangun oleh Ibrahim. Un-
tuk memahami bagaimana perubahan ini dicirikan sebagai ‘tengah’,
dua poin perlu mendapat perhatian. Pertama, ayat 143 terletak per-
sis di tengah-tengah surat yang terdiri dari 286 ayat. Kedua, ayat 2 dari
bagian ini dimulai dengan “dhdlika” (itu) menunjuk pada al-Qur’an,
sebuah buku pedoman tanpa keraguan, dan ayat 143 dimulai dengan
kata “kadhalika” (demikian).

Oleh karena itu, ayat 143 menandakan konsekuensi (‘itulah sebab-
nya’) dari ayat atau ayat sebelumnya. Ayat ini mengomunikasikan pe-
san bahwa al-Qur’an sebagai sebuah kitab pedoman telah diturunkan
ke komunitas ini, dan dengan demikian ini adalah komunitas mene-
ngah, yang menjadi saksi bagi komunitas sebelumnya serta komunitas
masa depan. Kata keterangan ‘demikian’ sebagai referensi untuk per-
ubahan kiblat dalam ayat sebelumnya 142, terutama menjawab per-
tanyaan yang kafir bertanya, “Apa yang berubah mereka dari kiblat
yang digunakan?” Ayat itu menjawab, “Kepada Allah milik Timur dan
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Barat. Dia menuntun siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.”
‘ummah wasatan berarti komunitas yang berjalan di tengah jalan. ‘De-
mikian’ mungkin juga dipahami sebagai jawaban atas doa dalam Surah
al-Fatihah; komunitas ini telah dibimbing untuk jalan lurus, Ayat 143
juga menyebutkan alasan pengaitan ini: “Supaya kamu menjadi saksi
atas manusia, dan Rasul menjadi saksi atas dirimu sendiri.” (143)

Perubahan Kiblat datang sebagai kejutan bagi orang-orang ka-
fir; mereka menganggap perubahan ini asusila. Ayat 144-50 menye-
but keberatan ini bodoh. Tuhan bukan milik segala arah. Menghadapi
Kakbah, sebenarnya, mengubah arti arah. Itu tidak berarti mengha-
dap ke satu arah tertentu, timur atau barat. Muslim dari seluruh du-
nia menghadapi berbagai arah untuk menghadapi Kakbah. Kedua, per-
ubahan arah adalah uji coba keyakinan. Tuhan ada di mana-mana; ke
mana pun Anda berpaling, Anda menghadap Tuhan. Itu adalah kebe-
rangkatan dari kepercayaan masa lalu tentang menghubungkan arah
kepada Tuhan. Agama tidak terletak pada simbol; tujuan perjuangan
keagamaan adalah melakukan kebaikan, yang terletak pada mengiku-
ti Nabi. Tes ini juga untuk membuat komunitas muslim menjadi saksi
tak terbantahkan dari keyakinan mereka yang teguh pada Nabi. Ber-
putar untuk menghadapi Kakbah, yang dibangun oleh Ibrahim dan Is-
ma’il, adalah perubahan penting pada tradisi Ibrahim (millat Ibrahim,
verse 135). Ritual haji, ritual mengelilingi antara Safa dan Marwa (ayat
158) melengkapi perubahan ini. Perubahan ini menghidupkan kemba-
li Islam, pesan penyerahan kepada Tuhan bahwa Ibrahim dan semua
nabi lainnya datang. Sebagai ‘ummah wasatan, muslim menjadi saksi
bagi seluruh umat manusia karena Nabi adalah saksi atas komunitas
muslim (ayat 143).

Orang-orang dari Kitab tahu kebenaran tetapi menyembunyikann-
ya. Mereka tidak mengikuti arahan yang telah diambil umat Islam ka-
rena Anda tidak mengikuti mereka. Nabi mengajarkan komunitas mus-
lim kitab dan kebijaksanaan. Menambah hikmat pada tulisan suci juga
merupakan langkah menuju moderasi. Mengingat perjuangan di de-
pan, komunitas muslim disarankan untuk mencari kekuatan dari doa
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dan kesabaran.

Pergeseran dari individu ke komunitas juga terlihat dengan per-
ubahan alamat antara ‘O, manusia!’ untuk ‘O, Orang Percaya!’ Perbe-
daan yang signifikan antara Ayat 168, 170 dan 172 mengilustrasikan
pergeseran komunikatif. Ayat 168 membahas seluruh umat manusia:
Hai orang-orang! Makan apa yang ada di bumi, Baik dan baik, dan ayat
172 alamat orang percaya: Hai orang yang percaya! Makanlah hal-hal
baik yang telah Kami sediakan untuk Anda. Ayat 168 mengasumsikan
bahwa orang-orang tahu apa yang halal dan baik, dan apa yang jahat
dan memalukan. Mereka hanya diperingatkan untuk tidak mengiku-
ti setan, karena menjadi musuh ia hanya mengatur apa yang jahat. Se-
mentara umat Islam diajarkan oleh Nabi, mereka akan menemukan
apa yang sah menurut kitab suci dan mereka akan tahu apa yang baik
dengan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Nabi. Ayat 170 berbicara
tentang orang-orang Kkafir, tanpa berbicara kepada mereka. Orang-
orang kafir, di sisi lain, sombong. Mereka hanya mengikuti para pena-
tua®! mereka, meskipun mereka tidak bijaksana atau dibimbing oleh
tulisan suci. Mereka tidak menggunakan indra mereka sendiri. Mere-
ka tuli, bisu, dan buta; mereka tidak memiliki kebijaksanaan. Mereka
seperti kawanan kambing yang hanya mendengarkan panggilan dan
tangisan (170-1).

Ayat 172-286

Sebagai sebuah komunitas, orang-orang percaya harus tahu aturan
dan peraturan untuk menjaga masyarakat di jalan yang lurus. Namun,
Komunitas sebagai ‘ummah wasatan membutuhkan sesuatu yang leb-
ih jauh. Tengah tidak selalu berarti pusat atau di antara dua ekstrem.
Ayat-ayat memberikan arti lebih lanjut dari wasata. Mereka adalah
penganut Islam, agama Ibrahim. Mereka tidak sombong seperti Bani
Israel dan tidak menyimpang dari monoteisme seperti mereka yang
percaya bahwa Tuhan memiliki seorang putra. Mereka menyembah

1  Anggota pengurus gereja untuk membantu tugas pendeta.
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Tuhan, bukan agama, ritual atau simbol sakral. Mereka menyaksikan
manusia. Mereka sadar akan Tuhan. Mereka menghindari ekstrem.
Mereka menghindari menilai orang lain, karena semua orang bertang-
gung jawab dan bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri. Mere-
ka mengamati dan mempelajari perubahan di alam semesta dan cipta-
an Tuhan. Mereka mengakui kesalahan, bertobat dan kembali ke jalan
yang benar. Semua karakteristik ini membuat komunitas ini wasat dan
membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi saksi atas orang
lain dengan perbuatan mereka. Mereka harus memiliki aturan untuk
menangani kasus-kasus di mana urgensi, kebutuhan, dan kesulitan
membutuhkan relaksasi aturan. Rincian tentang halal dan terlarang
diberikan dalam ayat 173-255.

Mengatasi masyarakat, “Hai kamu yang percaya!”, Menyembah Tu-
han dengan penuh syukur bahwa dia telah membuat semua hal baik
menjadi halal. Tuhan telah melarang hal-hal khusus tertentu, tetapi la-
rangan ini dihapuskan dalam keadaan darurat dan dalam hal kebutuh-
an yang sangat mendesak. Ayat ini menundukkan ini sebagai sebuah
aturan moderasi: “tanpa ketidaktaatan yang disengaja, atau melang-
gar batas yang telah ditetapkan”. Melanjutkan kutukan wasatiyah da-
lam ayat-ayat sebelumnya yang menekankan pada takwa, ‘menangkal
kejahatan, ‘mengamati tugas’, ‘takut akan Tuhan’ untuk terus berjalan
di tengah-tengah ‘jalan lurus’, al-sirat al-mustaqim dan menyediakan
lebih detail karena komunitas muslim sekarang telah ditetapkan se-
bagai ‘ummah wasatan. Kumpulan ayat-ayat yang lebih awal mengu-
raikan makna wasatiyah dalam hal menghindari kejahatan, penyim-
pangan, dan mengamati tugas. Sekarang, arti lain dari wasat diuraikan,
yaitu moderasi, menghindari kesulitan, ekstrem, rasa religiositas yang
berlebihan.

Ini adalah daftar panjang dari peraturan yang tercakup dalam ayat
173 dan seterusnya. Tidak mungkin membahasnya secara detail. Beri-
kut ini adalah ringkasan prinsip:

1. Wasat adalah moderasi 173-241

2. Wasata adalah dunia dan akhirat keduanya 200-284
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3. Wasat artinya dalam kapasitas manusia

Wasat adalah moderasi 173-241
1. Sebuah moderasi (wasat) berarti “tanpa ketidaktaatan yang
disengaja (baghiy), atau melanggar batas karena” (adin);
mengamati batas dan mematuhi norma-norma.

a. Makanan (173): Konsumsi makanan terlarang diper-
bolehkan dalam kasus kebutuhan yang mengerikan,
tetapi tidak boleh melampaui batas atau menjadikan-
nya norma.

b. Qisas (178): Hukum kesetaraan dalam pembunuhan
dan cedera; Remisi diperbolehkan dengan kondisi di
atas

c. Perang (190, 191, 193, 194): selama perang, batasan
tidak boleh dilanggar.

d. Anggur dan perjudian (219): Dalam anggur dan per-
judian harus berhenti, dosa di sana lebih besar dari
keuntungan.

2. Moderasi berarti praktik sosial terbaik (Ma'ruf)

a. 178 (Kisas)

b. 180 (Warisan)

c. 228,232,233, 241 (ikuti hanya praktik terbaik dalam
hal yang berkaitan dengan Perceraian)

3. Kebajikan tidak dalam ketaatan literal.

Kebajikan tidak termasuk dalam ritual menghadap ke
timur atau barat (177) dan memasuki rumah dari belakang
pintu selama haji (189), kebajikan berarti iman, menangkal
kejahatan dan melakukan perbuatan baik.

4. Kesulitan, kehancuran fisik atau ekonomi (tahluka), dan
ketaatan tanpa berpikir bukanlah tujuan hukum.

a. Infak: Pengeluaran di jalan Tuhan tidak berarti meng-
hancurkan diri sendiri; itu melakukan yang terbaik
(195),
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b.

Sumpah: Allah tidak akan memanggil Anda untuk
memperhitungkan kesembronoan dalam sumpah
Anda, tetapi untuk niat dalam hati Anda (225).

5. Dalam kasus kesulitan, konsesi (takhfif), remisi (‘afw), ke-
nyamanan (yusr), tebusan opsional (fada’, fidyah)

a.
b.

178 (Kisas lihat di atas, tidak. 2)

Puasa: Konsesi dalam puasa Ramadan bagi seseo-
rang yang sakit atau dalam perjalanan untuk menyele-
saikan hari yang hilang kemudian, atau pilihan untuk
memberi makan orang miskin (183-186)

Puasa: Izin untuk tidur dengan istri selama malam Ra-
madan, (187)

Perceraian: Pilihan untuk istri yang mencari per-
ceraian untuk memberikan sesuatu kepada suami, ke-
tika keduanya takut bahwa mereka tidak dapat menja-
ga batas yang ditentukan oleh Allah (229)

6. Dalam kasus kebutuhan yang mendesak, tidak ada dosa, ke-
salahan, pertanggungjawaban.

a.
b.

173 (idtirar, lihat di atas no.1)

Wasiat: Mencari kedamaian antara pihak-pihak da-
lam kasus kesalahan, atau keraguan tentang keber-
pihakan atau kesalahan yang dilakukan oleh pewaris
(182-183)

Haji: Mencari karunia Tuhan saat melakukan ibadah
haji (198)

Haji: Tidak ada salahnya terburu-buru untuk pergi
dua hari lebih awal atau tinggal lebih lama dari hari
penunjukan selama Haji, asalkan tujuannya adalah
takwa (203)

Perkawinan setelah perceraian: Menikah kembali
setelah [perceraian yang dapat dibatalkan] jika suami
dan istri keduanya merasa bahwa mereka tidak dapat
mempertahankan batas yang ditentukan Allah (230)
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f. Perceraian: Jika suami dan istri memutuskan untuk
menyapih anak, atau memilih ibu angkat, dengan per-
setujuan bersama, dan setelah konsultasi, tidak ada
kesalahan pada mereka (233).

g. Janda: Ketika para janda telah memenuhi masa jabatan
mereka, tidak ada salahnya jika mereka memutuskan
tentang diri mereka dengan adil dan wajar (234).

h. Perceraian: Tidak ada salahnya jika seorang suami
menceraikan istri sebelum kesempurnaan atau fiksasi
dari mahar mereka; tetapi dia harus berpisah dengan-
nya dengan hadiah properti yang cocok (236).

i. Janda: Satu harus mewariskan untuk pemeliharaan
dan tempat tinggal seorang janda setahun; tetapi jika
mereka tidak mau tinggal [setelah Idah], tidak ada ke-
salahan pada orang lain untuk apa yang mereka laku-
kan dengan diri mereka sendiri, asalkan itu wajar
(240).

Wasata adalah dunia dan akhirat keduanya (200-284)

26

1. Sebuah Dunia

Menyimpulkan aturan tentang ritual haji, al-Qur'an me-
ngajarkan untuk mencari kebaikan di dunia ini dan akhi-
rat. Tuhan memperingatkan orang-orang yang berdoa kepa-
da Tuhan hanya untuk kehidupan duniawi yang baik mereka
tidak akan memiliki apa pun di akhirat. Tetapi orang-orang
yang berdoa untuk kebaikan di dunia ini dan baik di akhirat,
mereka akan sampai di sana berbagi untuk apa yang mere-
ka dapatkan (200-202). Ada beberapa orang yang kehidupan
duniawinya memesona orang lain. Mereka juga memang-
gil Tuhan untuk menyaksikan bahwa mereka baik hati. Tapi,
mereka adalah orang-orang nakal; mereka menghancurkan
ekonomi dan menghancurkan generasi. Mereka tidak takut
pada Tuhan, mereka bangga melakukan dosa dan kejahat-



an. Tuhan menyukai mereka yang hanya mencari kesenan-
gan dalam hidupnya (205-207). Kehidupan duniawi memi-
kat orang-orang kafir, tetapi kesuksesan adalah milik mereka
yang menjalankan kewajiban mereka kepada Allah (212).
2. Konflik dan perbedaan tidak sama
Manusia dipersatukan, konflik muncul ketika para nabi
mulai menyelesaikan perselisihan oleh Kitab yang diwahyu-
kan dan bukti yang jelas. Orang-orang yang egois menentang
dan menciptakan konflik. Mereka yang berada di kanan di-
bimbing oleh Tuhan (213). Sebuah Percobaan: Kehidupan
duniawi ini adalah periode pencobaan. Seseorang harus ber-
juang dan menghadapi kesulitan yang nyata untuk menda-
patkan kehidupan di Firdaus (214) harus berjuang dan per-
gi berperang untuk itu; ada kemungkinan bahwa apa yang
tidak disukai seseorang mungkin baik dan apa yang disukai
seseorang mungkin tidak baik; hanya Tuhan yang tahu real-
itasnya (216-18). Surah menceritakan kisah tentang anak-
anak Israel. Mereka meminta pengangkatan seorang raja un-
tuk memperjuangkan mereka. Ketika raja diangkat, dan dia
menyerukan perang, mereka mulai mengajukan keberatan.
Mereka berbalik, hanya beberapa yang bertarung. Mereka
memenangkan perang tetapi kebanyakan dari mereka tidak
mau (246-253). Kejelasan pesan Ilahi dan Keragaman pan-
dangan manusia. Tuhanlah yang menuntun ke jalan yang
benar. Kehidupan ini sedang diadili. Tema takwa. Tidak
mengklaim diri Anda sendiri.
3. Ekonomi dan kesejahteraan
a. Menghabiskan uang untuk keluarga dan yang membu-
tuhkan
Prinsip ekonomi al-Qur’an dimulai dengan kese-
jahteraan keluarga terdekat dan kemudian meluas ke
anak yatim, orang miskin dan pejalan. Keluarga dida-
hulukan dan kemudian yang lain. Aturannya adalah:
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“apa pun kebaikan yang Anda lakukan; Tuhan me-
ngetahuinya dengan baik (215). Kata khayr dalam al-
Qur’an berarti baik, kekayaan dan Yang Terbaik. Istilah
al-Qur’an menghabiskan untuk kebaikan rakyat seba-
gai pinjaman yang indah kepada Tuhan, yang memba-
yar kembali beberapa kali lipat banyak (245). Penge-
luaran ini disamakan dalam perumpamaan menabur
sebutir jagung yang tumbuh dengan tujuh telinga, dan
setiap telinga memiliki seratus butir (261). Untuk
ekonomi kesejahteraan, al-Qur'an ‘an menyediakan
aturan penting lain yang harus mencari kesenangan
Tuhan, bukan keuntungan egois dan bahkan tidak
mengingatkan orang atas kedermawanan seseorang
atau menyakiti harga dirinya (262). Perumpamaan un-
tuk pengeluaran seperti itu seperti menabur dengan
keras, tandus bebatuan, memiliki sedikit tanah. Ketika
hujan deras pengingat kedermawanan jatuh dan har-
ga diri terluka, mereka meninggalkannya hanya batu
kosong. Tidak ada yang tumbuh, dan tidak ada yang
diperoleh (263-4). Itu adalah Setan yang menakutkan.
Anda miskin jika Anda menghabiskan di jalan Tuhan
(268). Adalah baik jika Anda mengungkapkan tindak-
an kesejahteraan ekonomi Anda, tetapi lebih baik un-
tuk menyembunyikannya karena menghilangkan noda
jahat (271-4).

. Riba tidak seperti perdagangan

Dengan mengacu pada ekonomi kesejahteraan, ke-
salahpahaman yang fatal adalah menyamakan riba
dengan perdagangan; itu hanyalah kegilaan. Perda-
gangan diizinkan tetapi riba dilarang. Riba mengha-
pus pertumbuhan ekonomi kesejahteraan, dan itu
menghabiskan di jalan Tuhan yang tumbuh. Hanya
orang yang tidak bersyukur dan jahat tidak menyadari



fix numbering

hal itu. Riba adalah perang melawan Tuhan dan Ra-
sul-Nya. Jangan berurusan dengan orang lain secara ti-
dak adil, atau orang lain harus berurusan dengan Anda
secara tidak adil. Tarik kembali jumlah modal saja Jika
debitur mengalami kesulitan, beri dia waktu hingga
mudah baginya untuk membayar kembali. Tetapi jika
Anda mengirimkannya dengan amal, itu yang terbaik
bagi Anda jika Anda hanya tahu (275-281).

. Mendokumentasikan transaksi

Ketika Anda saling bertransaksi dalam transak-
si, melibatkan kewajiban masa depan dalam jangka
waktu yang tetap, baik kecil atau besar, ajarkan me-
reka untuk menulis. Dapatkan juru tulis untuk menu-
liskan dengan setia apa yang telah disepakati di antara
para pihak. Biarkan dia yang menimbulkan tanggung
jawab mendikte dengan benar. Jika ada pihak yang
tidak memiliki kapasitas hukum, biarkan walinya
melakukan itu dengan setia, dan dapatkan dua saksi.
Para saksi seharusnya tidak menolak ketika mereka
diminta. Dokumen tertulis cocok sebagai bukti dan
mencegah keraguan. Jika itu adalah transaksi yang
cepat, dokumentasi adalah opsional. Untuk kontrak
komersial, saksi diperlukan. Juru tulis dan saksi ti-
dak boleh dirugikan; untuk melakukannya adalah ke-
jahatan. Jika Anda sedang dalam perjalanan, dan tidak
dapat menemukan juru tulis, janji dengan kepemilikan
diperlukan. Dan jika salah satu dari Anda mendeposi-
tokan sesuatu pada kepercayaan dengan yang lain, bi-
arkan Wali melepaskan kepercayaannya. Bukti tidak
boleh disembunyikan; siapa yang menyembunyikann-
ya, hatinya tercemar oleh dosa (282-84).

4. Kebebasan beragama

Pentingnya hermeneutika dari ayat 256 tentang
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kebebasan beragama terletak pada tempatnya di ba-
gian ini. Itu terletak di antara syair (255) dan ayat-
ayat yang mengacu pada bukti-bukti dan pendekatan
rasional terhadap fenomena kehidupan dan kematian
di alam semesta (258-60). Syair dari sajak itu sendi-
ri merupakan contoh yang menantang dari komposisi
chiasmus?®. Ayat ini memiliki sembilan kalimat. Kalimat
kelima, di tengah diikuti oleh empat ayat yang bera-
da dalam struktur paralel terbalik untuk empat ayat
pertama, menciptakan chiasmus ABCD x DCBA dengan
makna sinonim dari ayat-ayat. Ayat 255 menyoro-
ti penghormatan Allah berikut: Hidup, Hidup Sendiri
Abadi yang sejajar dengan Yang Maha Tinggi dan Ter-
tinggi; Tidak ada tidur atau Tidur untuk tidak kelelah-
an dalam menjaga; memiliki apa yang ada di langit dan
bumi ke takhtanya membentang ke langit dan bumi; ti-
dak ada syafaat tanpa izinnya tanpa pengetahuan tan-
pa kehendaknya. Ayat utama adalah tentang pengeta-
huan Ilahi sebelum/di depan dan sesudah/belakang
(255)

Kebebasan beragama diucapkan dengan kekuatan
yang serupa. Tidak ada paksaan dalam agama. Kare-
na Dia telah membuat Kebenaran menjadi jelas dari
Kesalahan. Manusia bebas memilih antara Kebenaran
dan Kesalahan, baik dan jahat. Tuhan memberikan
pegangan yang paling dapat dipercaya kepada mere-
ka yang menolak kejahatan dan percaya pada Kebe-
naran (256). Ini seperti memilih antara kegelapan dan
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Sebuah figur retoris atau sastra di mana kata-kata, konstruksi gramati-
kal, atau konsep diulang dalam urutan terbalik, dalam bentuk yang sama
atau yang dimodifikasi; misalnya “puisi adalah catatan momen terbaik
dan paling bahagia dari pikiran paling bahagia dan terbaik”.



cahaya (257); pilihan antara hidup dan mati. Menga-
cu pada kisah Ibrahim, ketika raja yang mengaku se-
bagai Tuhan ditantang, dia kesalahan membedakan
antara hidup dan mati, tetapi dia tidak dapat salah an-
tara kegelapan dan cahaya. Dia bingung untuk mengu-
bah kegelapan menjadi terang (258). Ibrahim mencari
pertolongan Tuhan untuk meyakinkan hatinya ten-
tang bagaimana mati dibangkitkan (258-280). Setelah
ditunjukkan dengan contoh, dia puas (260). Kebe-
basan untuk memastikan keyakinan seseorang de-
ngan mengamati fenomena alam sering diulang dalam
al-Qur’an.

Wasat berarti dalam kapasitas manusia
Surat itu berakhir dengan sebuah doa ketika surah al-Fatihah ber-
akhir dengan sebuah doa untuk bimbingan ke jalan yang benar. Sebe-
lum doa, itu juga menegaskan seperti dalam Surah al-Fatihah keyak-
inan pada Tuhan, malaikat, Buku dan semua utusan tanpa perbedaan.
“Kami mendengar, dan kami patuh. Kami mencari pengampunan Anda,
Tuhan kami, dan bagi Anda adalah akhir dari semua perjalanan.” (285).
Surah mengulangi hukum-hukum Allah:
1. Diatidak menempatkan beban yang lebih besar daripada yang
dapat ditanggungnya.
2. Setiap jiwa mendapatkan setiap kebaikan yang diperolehnya.
3. Setiap jiwa menderita dari setiap kejahatan yang ia dapatkan.
Surah ini diakhiri dengan doa berikut yang mengingatkan kembali
prinsip wasatiyah: tidak ada kewajiban di luar kemampuan seseorang.

Ya Tuhan kami! Jangan menghukum kami jika kami lupa

atau jatuh ke dalam kesalahan;
Tuhan kami! Jangan menaruh pada kami beban seperti
itu yang Anda lakukan terhadap mereka yang ada di de-

pan Kkita;
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Tuhan kami! Jangan membebani kita dengan beban yang
lebih besar daripada kekuatan yang harus kita tanggung.
Hapuskanlah dosa-dosa kita dan beri kita pengampunan.
Kasihanilah kami; Anda adalah Pelindung kami;

Bantu kami melawan mereka yang melawan iman.



Fatwa dan Perubahan Sosial di Dunia Muslim
Zahia Jouirou

Beberapa Masalah dan Pertanyaan

Keadaan selalu berubah, namun ada masalah utama yang harus
diperhatikan yaitu mengenai yurisprudensi. Bagaimana fondasi mate-
rial hukum yang terbatas dapat diaplikasikan dalam menghadapi ke-
hidupan sehari-hari? Bagaimana peran hukum Islam dalam kaitannya
dengan perkembangan modern Islam di masyarakat? Bagaimana para
ahli hukum Islam melakukan interpretasi sumber materi hukum un-
tuk diterapkan pada kasus hukum aktual? Bagaimana seharusnya hu-
kum Islam dikembangkan agar menjadi relevan dengan kondisi dan
kebutuhan modern? Bagaimana seharusnya tempat mufti berada di
dalam sistem hukum dalam masyarakat muslim modern? Apa hubung-
an antara futya dan shari‘ah di sini dan sekarang?

Fatwa dan Sejarahnya

Sejarah fatwa dibagi beberapa bagian, pertama, periode formatif:
ifta’ yang bebas (ifta’'mursal): yang tidak dilembagakan Futya. Kedua,
periode institusionalisasi: kita membedakan dua momen: 1 momen
ijtihad ke-3-7 H/9-13 dan momen taklid (imitasi): 7th-13th H/13th-
19th. Ketiga, pembukaan kembali pintu gerbang ijtihad, 14 H/20: pera-
turan perundang-undangan, regresi institusi futya dan pembatasan
interupsi mufti dalam domain hukum dan dalam organisasi sosial. Ke-
empat, sejak awal 1970-an sampai sekarang: telah ada kecenderungan
yang meningkat terhadap Islamisasi berbagai domain hukum = kem-
balinya futya, dari awal abad 21, fenomena “futyachaos” (fawdhaal-if-
ta’) jelas: kembalinya mufti yang tidak dilembagakan, dari futya elek-
tronik, laman futya, jejaring sosial futya, laman pribadi atau lembaga
untuk futya: http://www.dar-alifta.org (Mesir), http://ecfrorg/ar
(Eropa), http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php (Qatar)

Teori hukum Islam dan pembentukan prinsip dan ajaran ijtihad

Modalitas transmisi pendapatan ijtihad dari domain profesi hu-
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kum ke publik, mufti adalah perantara antara konstruksi hukum te-
oritis dan “mukallafiin” (teori taklif sebagaimana dibentuk oleh al-
Ghazali. Seorang ahli hukum untuk memenuhi syarat sebagai mufti ia
harus menjadi mujtahid, memiliki pengetahuan ahli tentang penalar-
an hukum, pengetahuan ahli tentang teks yang diwahyukan dan ilmu-
ilmu, hadis dan ilmu-ilmunya (im al-riwaya wa al-ruwat) dan sains
dari rasio-legis (ilm al-’illah). Ketika semua ilmu ini telah dikuasai,
mungkin seseorang diizinkan untuk mengeluarkan fatwa. Dan seo-
rang mufti mujtahid, ketika diminta untuk mengeluarkan fatwa, tidak
harus mengikuti ajaran para ahli hukum lain tetapi harus membentuk
pendapatnya sendiri. Ifta’ berarti untuk generasi pertama dari usuli
ini pelaksanaan ijtihad. Mereka menggunakan secara bergantian isti-
lah “mufti” dan “mujtahid”

Sumber Futya dan Kualifikasi Mufti

Sumber Futya dan Kualifikasi mufti terdiri dari, pertama, al-Qur’an:
al-Qur’an berisi 500 ayat hukum (perintah). Kedua, sunnah: Nara-
si dari perbuatan Nabi dan ucapan. Konsensus: ijmak, secara teoritis
konsensus umat, Ketiga, giyds: penalaran hukum, metode analogi, di-
gunakan untuk menurunkan penguasa dari hal-hal yang tidak memi-
liki hukum eksplisit dalam nas (baik Quran dan hadis), atau dalam ij-
mak, mufti harus memiliki kemampuan untuk menggunakan gqiyds
dan untuk melakukannya ia harus memiliki pengetahuan ahli tentang
metode dan metodologi dalam usul fikih. Serta sumber-sumber utama
ini, ada yang sekunder (‘ustil thanawiyah) yang berbeda dari satu seko-
lah ke aliran lain. Keempat, Istihsan (Ekuitas): antara dua aturan seru-
pa, yang dianggap lebih menguntungkan bagi umat lebih disukai. Keli-
ma, Istislah (apa yang baik untuk masyarakat, berdasarkan kebutuhan
mutlak). Berdasarkan pengertian kebutuhan dan kebutuhan, konsep
“istislah” menjadi penting dalam beberapa teori reformis. Para reform-
is ini menekankan kebutuhan komunitas muslim yang penting bah-
kan dalam menggantikan pernyataan tekstual. Keenam, ‘urf: fenomena
umum dan berulang. Ketujuh, Istishab (praduga kontinuitas): Keadaan
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hukum yang sah dianggap sah sampai ada alasan untuk mengubah an-
ggapan ini. Kedelapan, Maslahah mursalah (pertimbangan keutamaan
publik).

Sang mufti harus memiliki pengetahuan tentang keputusan-kepu-
tusan syariat yang dikeluarkan dari sumber-sumber ini sebagai
“sawabiqal-ahkam = preseden putusan.

Kategori Mufti pada Abad Pertengahan

Ada beberapa kategori yaitu:

1. Mufti mujtahid mustagqil: kategori ini telah punah seperti yang
dikatakan di atas

2. Mujtahid fi al-madhhab: ifta’ mufti yang melakukan praktik nor-
matif

3. Mufti mukalid: yang menguasai dan dapat mempertahankan
ajaran mujtahid yang ia mengikuti tapi kemampuannya di ijti-
had tidak sama dengan dua kategori sebelumnya. Dia menda-
patkan pengetahuan dari ajaran sekolah, tetapi lemah dalam
metodologi dan pertimbangan hukum: dia tidak harus me-
mecahkan kasus sulit yang belum terpecahkan, jika kasus terse-
but tidak menimbulkan kesulitan tertentu ia harus berusaha un-
tuk mencapai solusi. Pertanyaan lain yang sebenarnya adalah:
apakah mukalid bisa mengeluarkan fatwa? Tampaknya konsen-
sus telah menerima bahwa di dalam situasi di mana “predikat
futya dalam pencapaian hukum-hukum ijtihad memiliki kesuli-
tan besar (haraj ‘azim), jika sang mufti adil dan mendapatkan
pengetahuan dari pemikiran mujtahid di mana ia mengutip fat-
wa, maka ini sudah cukup. Terdapat konsensus terhadap beber-
apa jenis fatwa.” Apakah ini berarti gerbang ijtihad benar-benar
tertutup? Menurut penelitian kami di sejumlah fatwa yang dike-
luarkan selama Abad Pertengahan, dapat disimpulkan bahwa
gerbang ijtihad tidak ditutup baik dalam teori maupun praktik
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Mufti dan Mujtahid

‘Ilm al-istinbat (ilmu pengetahuan yang diturunkan) memiliki mak-
na bahwa seorang mufti harus memperoleh norma-norma hukum un-
tuk kasus-kasus baru, selain itu ia juga harus fasih dalam usul fikih
di mana seorang mufti harus memiliki pengetahuan yang merangkul
semua dari ijtihad “kamil al-ala fi al-ijtihad.”

Seorang mufti haruslah seorang mujtahid yang memiliki kemam-
puan untuk menurunkan norma-norma hukum pada kasus-kasus
baru secara langsung dari sumber-sumber legal, seorang mujtahid ti-
dak diizinkan untuk mengikuti otoritas dan doktrin-doktrin orang lain
atau ajaran-ajaran lainnya. Pada abad ke 7 hingga abad ke 13, sebuah
pertanyaan diajukan: “apakah seorang nonmujtadid diizinkan untuk
mengeluarkan fatwa sesuai dengan kaidah mujtahid?”

Doktrin mujtahid fi al-madhhab berbeda dengan doktrin mujta-
hid independen-mustaqil, dia memiliki pengetahuan yang luas tentang
metodologi mujtahid independen. Pada abad 8 hingga 14, mufti mu-
jtahid-mustagqil “telah lama punah” seperti yang dikatakan oleh kami
ibn al-Salat.

Futya di Periode Pramodern

Periode abad ke 12 hingga abad ke 18 ini menghasilkan sejumlah
pertanyaan hukum baru yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi
dan sosial di negara-negara muslim. Pertanyaan-pertanyaan ini hanya
bisa dijawab oleh ulama. Di antara isu kritis yang menarik argumen
kuat adalah wakaf barang bergerak, terutama wakaf uang tunai, kopi,
obal-obatan, tembakau, musik, dan hal lainnya. Seruan untuk ijtihad
dengan penuh semangat dilanjutkan oleh reformis pramodern untuk
menemukan solusi hukum.

Lalu diskusi dimulai tentang bagaimana cara membuka kemba-
li gerbang ijtihad? Dan bagaimana menemukan solusi hukum untuk
kasus-kasus baru? Kemudian tentang kodifikasi hukum Islam sejak
pertengahan abad kesembilan belas (abad 19). Salah satu pertanyaan
paling penting, apakah hukum yang secara teoritis kekal dan tidak ber-
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ubah dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah?

Futya dalam Periode Modern: Mekanisme Tradisional

Qiyds atau penalaran analogis masih digunakan oleh mufti seba-
gai metode utama untuk mendapatkan keputusan baru untuk sejum-
lah kasus baru. Doktrin maslahat dan maslahah mursalah (kepentin-
gan umum) dianggap oleh beberapa fukaha sebagai “tujuan akhir dari
syariat,” dan takhayyur (kebijakan eklektik)® adalah mekanisme uta-
ma untuk reformasi.

Mekanisme tradisional ini masih digunakan oleh mulfti, tetapi tidak
cukup untuk menyelesaikan banyak masalah sosial sebagai akibat dari
perubahan sosial yang mendalam dan transformasi di semua negara
muslim bagi semua komunitas muslim.

Futya dan Ijtihad di Zaman Modern

Ijtihad sangat diperlukan karena ia merupakan satu-satunya sara-
na yang memungkinkan para ahli hukum untuk mencapai penilaian
yudisial yang ditetapkan oleh Tuhan, dan juga untuk menemukan solu-
si baru bagi pertanyaan dan masalah baru.

Magqasid (pembukaan kembali gerbang ijtihad) harus dilakukan ka-
rena ‘ilal: penalaran hukum (giyds) tidak cukup untuk mencapai solusi
hukum untuk kasus-kasus baru yang tidak berasal dari sumber-sum-
ber hukum utama dan sekunder maupun dalam preseden fatwa. Ka-
sus-kasus baru tidak dapat menjadi cabang furi‘ (kasus yang belum
pernah terjadi sebelumnya) dari setiap aturan hukum yang dikenal.
Para ahli teori seperti ‘Allal Fassi dan ibn “Ashiir menyarankan untuk
menemukan kembali ijtihad baru dengan menggunakan magqasid al-
shari‘ah sebagai ‘lal untuk menemukan solusi untuk kasus-kasus baru
ini. Dan ijtihad baru mempunyai arti bahwa ia harus dikaitkan dengan
(interpretasi)bacaan-bacaan al-Qur’an yang baru.

3 Bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber.
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Fatwa dan Transformasi Historis dalam Periode Modern

Para ahli hukum, mulai dari hukum perundang-undangan, un-
dang-undang yang dibuat oleh ahli hukum independen, hingga un-
dang-undang yang disahkan oleh legislatif nasional-teritorial oleh par-
lemen, semua itu adalah undang-undang interpretatif yang kemudian
menjadi undang-undang legislatif. Transformasi ini membawa imp-
likasi substansial, yang paling penting adalah perampasan ‘otoritas
legislatif’ fukaha dan manifestasinya di dalam undang-undang sekul-
er. Terbengkalai di dalam ranah pribadi, ifta’ modern dipengaruhi oleh
perubahan yang terjadi di lingkungannya. Transformasi-transforma-
si ini menghasilkan tinjauan mendalam terhadap ajaran dan konsep
metodologis, hukum dan bahkan teologis.

Konsep Baru Metodologis Ijtihad

Maslahat adalah konsep metodologis yang menjadi fundamen-
tal dalam yurisprudensi Islam. Setiap situasi yang tidak memiliki
bukti tekstual dapat dibenarkan dengan menggunakan pertimban-
gan maslahat. Dalam hal tertentu yang memiliki kekuatan adalah al-
Qur’an atau sunnah berdiri bertentangan dengan sumber universal,
yaitu maslahat, dominasi yang diberikan kepada sumber universal (al-
Shatibi). Konsep ini dianggap sebagai fitur yang membedakan hukum
Islam dari sistem hukum modern yang dikodifikasikan. Interpretasi
para ahli hukum terhadap maslahat telah mengintegrasikan konsep
ini ke dalam kerangka sistem hukum Islam.

Konsep neoreasoning yang berarti alasan logis di mana tujuan hu-
kum, yaitu maslahat, digunakan sebagai ‘illah dari penguasa. Maslahat
dengan demikian telah menjadi konsep murni utilitas yang secara luas
diterapkan sebagai tujuan dari syariat (hallag menganggap maslahat,
seperti yang digunakan oleh reformis modern, adalah perangkat seku-
larisasi).

Tinjauan Prasyarat Hukum dan Teologis
Perbedaan antara syariat dan fikih adalah syariat merupakan hu-
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kum penyataan abadi ilahi yang diaplikasikan kepada masyarakat dan
negara dari Tuhan sedangkan fikih adalah ilmu syariat yang dibangun
oleh akal manusia. Perbedaan antara keduanya adalah syariat yang ti-
dak dapat diubah dan fikih yang dapat diubah, syariat adalah hukum
sakral dan fikih adalah hukum positif artinya syariat adalah abadi dan
suci tetapi fikih dapat berubah dan positif. Para mufti dan fukaha’ ada-
lah agen utama untuk mengakomodasi syariat kepada keadaan yang
berubah-ubah dan fikih adalah hasil dari perubahan tersebut.

Perbedaan antara bidang otoritas fikih dan bidang otoritas nega-
ra pada zaman modern artinya perubahan luas yang telah diperkenal-
kan dalam proses pengembangan norma hukum yaitu adopsi lembaga
otoritas legislatif dan mekanisme kodifikasi

Mekanisme Modern

Neoijtihad yaitu mufti atau fakih (sarjana) bebas untuk mengambil
jalan langsung ke al-Qur’an dan hadis dan menafsirkannya secara in-
dependen dengan maksud untuk mengadaptasi syariat ke persyaratan
masa kini dengan memperhatikan kebutuhan kontemporer.

Pendekatan langsung mufti terhadap sumber tekstual syariat
memiliki kemiripan tertentu dengan ijtihad klasik. Tetapi terdapat
benturan yang murni bersifat teknis dikarenakan perbedaan materi:
penggantian giyas oleh maslahat, referensi dan inspirasi adalah refor-
masi modern dan ide-ide dan hukum Eropa dan internasional, tuju-
an utamanya adalah untuk mengakomodasi syariat dengan perubahan
struktural dalam kehidupan muslim.

Ifta’ dalam Konteks Sistem Hukum yang Dikodifikasi
Sementara ada dua jenis ulama yang bersikap terhadap kodifikasi
syariat, di mana ada dua atribut berbeda secara fundamental yang ti-
dak dapat direkonsiliasi. Pertama, ulama konservatif yaitu ulama yang
sangat memprotes tashri‘ yang mereka anggap sarana sekularisasi
syariat (lihat Brown, syariat dan Negara, 366). Kedua, ulama konform-
is: mendukung teknik tashri dengan berbagai tingkat antusiasme dan
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bahkan memberikan proposal khusus untuk legislasi.

Dasar hukum untuk mengakomodasi syariat melalui legislasi dan
kodifikasi hukum disediakan dalam berbagai metode, beberapa di an-
taranya diusulkan oleh kaum modernis, seperti untuk melakukan taf-
sir ulang tentang komponen-komponen syariat kode hukum di dalam
kerangka undang-undang nasional-teritorial.

Dan syarat utama dari metode ini adalah tidak bertentangan de-
ngan syariat (siyasah shar‘iyah), kepentingan umum (masla’a ‘amma)
dan reinterpretasi dari sumber-sumber tekstual, yaitu al-Qur’an, dan
hadis (yang disebut neoijtihad). Tinjauan atas aset-aset ini menjadi
konteks terjadinya banyak mekanisme modern ifta’.

Mekanisme Modern

Takhayyur yaitu perbedaan doktrin dengan menggunakan talfiq
(untuk menambal) dari berbagai aliran pemikiran untuk mengadop-
si varian yang sesuai dari doktrin yang berbeda yang cocok dengan re-
formis. [jtihad yang bebas artinya mengambil kebebasan untuk memi-
lih langsung kepada al-Qur’an dan hadis dan menafsirkannya secara
independen dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan nor-
ma-norma modern seperti kesetaraan dan keadilan sosial. Ini berbeda
dengan neoijtihad dalam referensi untuk kode modern dan sistem hu-
kum dari luar yang islami

Sejak awal abad dua puluh, kodifikasi hukum telah diperluas kepa-
da masalah status pribadi yang merupakan inti dari syariat, sementa-
ra masalah wakaf, yang tidak seperti perdata, pidana, komersial dan
domain hukum lainnya, tidak pernah tunduk pada ijtihad yang bebas.
Mengikuti Undang-undang Hak Asasi Keluarga Usmani 1917, sebagian
besar negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara telah member-
lakukan undang-undang reformis di wilayah-wilayah ini.

Futya sebagai Pendukung Pembangunan Sosial
Posisi mufti modernis adalah mengkodifikasi syariat yang merupa-
kan ekspresi dari vitalitas syariat dan kemampuan untuk mereformasi
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serta untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi. Futya dapat
menjadi pendukung pembangunan sosial.

Posisi mufti fundamentalis dan tradisional adalah menjaga kodifi-
kasi yang mencerminkan proses pembagian syariat dan ‘sekularisasi’.
Futya harus menghentikan proses ini.

Posisi moderat (al-wasatiyah) yaitu masyarakat muslim dan nega-
ra-negara nasional yang menjalani proses modernisasi di mana terja-
di perubahan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Alih-alih menolak
realitas ini, muslim harus berpikir tentang sejumlah pertanyaan pen-
ting apakah perubahan yang terjadi telah sesuai dengan sistem hukum
yang didasarkan pada teks yang terbatas, baik itu konstitusi atau ki-
tab suci agama.

Masalah utama ahli hukum adalah mereka harus mencapai solusi
namun dengan bahan dasar terbatas pada hukum dan menyesuaikan
pada kehidupan sehari-hari dalam lingkungan yang selalu berubah.
Seperti mengenai sistem hukum yang lain, para ahli hukum Islam ha-
rus mencari sumber interpretasi untuk menerapkan sumber bahan
hukum untuk kasus-kasus hukum lain yang perlu dikuasai. Kegiatan
interpretatif ini termasuk memperluas hukum yang ada dengan situ-
asi baru, yang tidak ditangani di dalam kitab suci serta mengadaptasi
atau menyisihkan putusan berdasarkan pada sumber-sumber bahan
hukum yang lain yang sesuai dengan perubahan keadaan.

Bagaimana Mufti Dapat Mengambil Keputusan
yang Benar untuk Kasus-Kasus Baru?

Memperluas keputusan dan mengadaptasi hukum harus dilakukan
dengan benar dan dianggap sah untuk diikuti. Ketika para ahli hukum
memperluas atau mengadaptasi hukum, mereka berisiko mendesta-
bilisasi kekuasaan dan yurisdiksi hukum mereka sendiri kecuali me-
reka dapat menunjukkan dengan berhati-hati dan kepastian bahwa
putusan baru tetap setia pada kehendak ilahi. Tujuan tinggi (al-ma-
qasidal-‘lya) digunakan sebagai referensi untuk menentukan kehen-
dak ilahi. Memperkenalkan aturan baru ijtihad yang bebas di dalam
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sumber syariat, keputusan baru ini harus sesuai dengan harapan dan
aspirasi muslim.

Menggunakan maslahat sebagai metodologi hukum secara kes-
eluruhan: maslahat adalah tujuan tertinggi dari hukum, baik itu ila-
hi atau positif. Maslahat terkait dengan teori maqasid al-shari‘ah dan
konsep-konsepnya seperti kulliyah, dartriydt, tahsiniyyat, konsep-kon-
sep metodologis lainnya seperti saddal-dara’i, istihsan, dan jadi dapat
menjadi alat untuk mengadaptasi sistem hukum Islam ke mengubah
keadaan.

Maslahat: dari Konsep ke Metodologi

Dalam prakteknya, aturan yang ada direvisi, mengacu kepada prin-
sip al-usul al-far ‘iyah seperti istihsan (preference hukum), istislah dan
‘urf (adat). Pada awalnya, permulaan prinsip ini terdapat sejumlah ke-
beratan, maka al-Ghazali, mengembangkan konsep maslahat sebagai
metodologi yang tidak hanya untuk memperpanjang hukum ilahi, teta-
pi juga untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah.

Konsep ini diperkenalkan ke dalam sistem hukum Islam melalui te-
ori maqasid al-shari‘ah, tujuannya adalah untuk melestarikan lima un-
sur penting bagi umat manusia untuk menjadi baik: agama, kehidupan,
kecerdasan, keturunan dan harta (al-kulliyat al-khamsah). Umumnya
konsep ini diterima sebagai tujuan pemberi hukum dalam meletak-
kan hukum. Tetapi pertanyaan kontroversial yang tersisa adalah: sia-
pa yang membedakan maslahat ini? Intelektualitas manusia atau teks-
teks wahyu dan sumber-sumber syariat.

Perdebatan ini menyebabkan konsep timbulnya konsep lain:
maslahah mursalah = maslahat tidak terisi dan tidak ada indikasi konk-
ret dalam al-Qur’an dan sunnah serta dengan ijmak. Meskipun kontro-
versial, konsep maslahat ini diterima oleh mayoritas ahli hukum.

Apa solusi yang cocok ketika hukum suci tidak membawa tentang
maslahat dalam kasus yang sedang berkembang? Bagi Al-Qarafi hu-
kum-hukum skriptual ini dapat disisihkan dan diubah. Diterapkan di
dalam hukum fungsi, maslahat sebagai standar independen untuk pu-
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tusan harus sesuai dengan hukum yang syah, ahli hukum tidak harus
mengambil jalan lain dalam merujuk sumber-sumber hukum secara
langsung seperti dalam prosedur analogi hukum

Maslahat dan Nas: Konformitas dan Kontradiksi?

Mencapai perubahan hukum tanpa menjauhkan diri dari hukum Is-
lam telah menjadi tantangan gigih untuk para ahli hukum Islam. Intin-
ya terletak pada tugas mencari keseimbangan antara akal dan wahyu,
sejumlah penalaran manusia memang untuk memperpanjang dan
menyesuaikan hukum yang diwahyukan bagi keadaan yang berubah
dan untuk mempertahankan relevansinya dengan masyarakat Islam.
Salah satu pendekatan yang sukses telah menjadi konsep maslahat,
yaitu teori hukum Islam sebagai konsep yang matang dalam abad ke-
11. Sejak itu maslahat telah ditafsirkan dengan berbagai cara.

Syarat utama dalam menggunakan maslahat bagi mayoritas ahli hu-
kum adalah maslahat tidak dapat digunakan ketika bukti tekstual ku-
rang atau ketika tidak terdapat di dalam teks, (dalam hukum pribadi:
poligami, penolakan, hak asuh, teritori dan dalam hukum pidana: kisas
dan ta‘zirat, riba dan bunga bank, peraturan untuk kontrak) bidang ini
diatur oleh Nas, yang oleh banyak muslim dianggap bertentangan de-
ngan maslahat. Untuk beberapa ahli hukum, seperti Al-Qarafi yang tel-
ah disebutkan di atas, hukum skriptual bisa dikesampingkan dan ber-
ubah.

Apakah metodologi maslahat dapat memberikan sistem hukum
di negara modern? Dan apakah sistem ini bisa menyesuaikan dengan
syariat? Bagaimana mufti menentukan putusan yang benar ketika dua
maslahat tidak tercapai atau dua maslahat dibuktikan justru menyeru-
kan putusan bertentangan? Apakah penggunaan kriteria kesesuaian
(mundsabah) mencukupi dalam kasus ini?

Kaum Modernis Berusaha untuk Membuka Pintu Kembali
Ijtihad dengan menciptakan metodologi hukum baru di mana dok-
trin maslahat memainkan peran yang penting; Namun, upaya mere-
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ka gagal dalam banyak kasus dan pertanyaan yang sama masih didi-
skusikan. Kemudian ada upaya sporadis untuk membentuk metodologi
hukum baru yang menggabungkan teori hukum syariat tradisional de-
ngan metode hukum Barat.

Beberapa pemikir modern menyarankan untuk mendefinisikan
kembali prinsip-prinsip penting syariat dan menciptakan filsafat hu-
kum modern yang menggantikan teori hukum klasik dan memfasilita-
si akomodasi syariat untuk kebutuhan masyarakat modern. Itu berar-
ti menciptakan landasan filosofis untuk transformasi syariat ke hukum
perundang-undangan.

Mereka juga mengklaim bahwa sangat penting untuk membuat per-
bedaan antara prinsip dasar dan aturan rinci. Prinsip dasar dan men-
dasar ini adalah norma hukum abadi dan tegas, bahkan prinsip-prin-
sip dasar yang sama dalam sistem hukum apa pun. Aturan rinci, di sisi
lain, dapat disesuaikan, dengan cara interpretasi, perubahan kondisi
waktu dan tempat, aturan rinci juga mampu memberikan fleksibilitas
yang diperlukan untuk menyesuaikan syariat dengan kondisi zaman
modern

Mufti, Parlemen Negara dan Tashri‘

Bagi beberapa pemikir, tashri adalah tindakan legislatif pertama
dan terutama dari anggota parlemen berdaulat, yang di antaranya ada-
lah ahli hukum yang memenuhi syarat dengan pelatihan hukum mod-
ern. Mereka adalah penafsir resmi eksponen syariat tersebut. Wael
Hallag, misalnya, menyatakan dengan tegas bahwa “syariat telah tidak
ada dan tidak ada kesempatan untuk dihidupkan kembali [...] syariat
telah pergi dengan tidak kembali.”

Dalam pandangannya, satu-satunya pertanyaan relevan yang tersi-
sa untuk dibahas adalah apakah mungkin untuk mengaitkan prinsip di
dalam hukum modern dengan sumber Islam. Untuk tujuan ini, ia mem-
pertahankan teori alternatif untuk usul fikih, teori analisis kontekstual
yang mirip dengan yang diprakarsai oleh ulama Pakistan Fazlur Rah-
man dan ahli hukum Mesir, Muhammad Sa‘ld ‘Asmawi, pemikir Mesir
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Nasr Hamid Abi Zid, pemikir Suriah Muhammad Shuhrur dan pemikir
dari Tunisia, Muhammad Talbi.

Untuk pemikir tradisionalis renovasi syariat tidak dikodifikasikan
kepada ulama yang independen. Mereka berpendapat bahwa itu ada-
lah tugas ulama yang memiliki kapasitas untuk menemukan cara dan
merumuskan prinsip-prinsip dan metodologi yang cocok dalam me-
munculkan solusi syariat untuk menyelesaikan masalah yang muncul.

Observasi AKkhir

Selama berabad-abad sistem hukum Islam telah mampu menemu-
kan solusi sendiri bagi kasus-kasus hukum yang muncul dan di dalam
keadaan yang berubah. Sejumlah besar alat, konsep, metode telah di-
uraikan oleh banyak ahli terkemuka. Di antara mereka banyak yang
berasal dari mufti mujtahid, sebagai perantara antara konstruksi hu-
kum teoritis dan awam (al-ammah), telah memainkan peran penentu
dalam proses ini.

Dari periode pramodern, masalah nyata muncul yaitu bagaimana
menyesuaikan syariat dengan perubahan yang terjadi di negara-neg-
ara muslim? Sejak saat itu sampai sekarang banyak ulasan telah di-
uraikan dengan mengerucut kepada dua sikap mendasar yaitu sikap
konservatif (tradisional) yang sudut pandangnya adalah sistem hu-
kum syariat mampu membawa solusi untuk setiap kasus baru dan
memiliki alat dan metodologi sendiri untuk disesuaikan dengan per-
ubahan. Sikap modernis yang mengklaim bahwa semua upaya untuk
menafsirkan kembali syariat dari dalam dan dengan alat sendiri tel-
ah terutama gagal, dan bahwa solusinya adalah perubahan dari syariat
untuk sistem hukum undang-undang. Sikap ini umumnya terjadi pada
banyak intelektual oleh karena itu pandangan mereka tidak memiliki
pengaruh besar pada massa yang merupakan konstituen alami sikap
konservatif.
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Membangun Fikih Moderat: Pendekatan Usul Fikih

Imam Nakha’i

Pendahuluan

Di dalam belantara pemikiran keagamaan Islam di Indonesia saat
ini dikenal berbagai macam aksidensi yang dilekatkan pada fikih mau-
pun Islam. Di antaranya Islam inklusif, Islam substantif, Islam rahmah
li al-‘alamin, Islam peradaban, Islam berkemajuan, Islam humanis, Is-
lam tradisionalis, Islam liberal, Islam radikal, Islam pluralis, Islam ort-
odoks, Islam fikih kontemporer, Islam progresif, Islam falsafi, Islam al-
ternatif, Islam normatif, Islam fikih perempuan, Islam rasional, Islam
Nusantara, fikih kebinekaan, fikih keindonesiaan, Islam fikih magqasidi,
Islam pembebasan, Islam politik, Islam sufistik, Islam kafah, agama
keadilan, fikih relasi sosial antar umat beragama, fikih hak asasi manu-
sia, fikih kepemimpinan nonmuslim, fikih minoritas, Islam modernis,
Islam agama peradaban, fikih anti korupsi, fikih anti trafficking, fikih
pekerja migran, fikih lintas agama, fikih jihad, pos-tradisionalisme Is-
lam, fundamentalisme Islam, Islam perenial, Islam Ahli Sunnah Wal-
jamaah, Islam puritan, dan mungkin masih banyak lagi kata sifat yang
disematkan pada kata fikih atau Islam. Lahirnya aksidensi-aksidensi
yang disematkan pada fikih atau Islam, sangat mungkin didasarkan
pada penolakan terhadap pendapat yang bertentangan dengan keya-
kinan kelompoknya atau ketidakpuasan terhadap pemahaman satu
kelompok terhadap ajaran luhur Islam dari kelompok yang lain.

Secara metodologis, aksidensi yang dilekatkan pada fikih lahir dari
cara pandang dan metode penafsiran terhadap teks-teks otoritatif se-
bagai sumber ajaran Islam, al-Qur’an dan al-sunnah, serta cara pen-
yikapan terhadap produk-produk hukum Islam sebagai buah penaf-
siran ulama masa lalu. Lahirnya aksidensi yang dilekatkan pada Islam
atau fikih di satu sisi menggambarkan begitu beragam dan kayanya di-
mensi-dimensi Islam, namun di sisi lain melahirkan klaim-klaim kebe-
naran hanya pada cara pandangnya. Kita masih mengingat bagaima-
na istilah Islam liberal disesal-sesatkan dan dikafir-kafirkan bahkan
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sampai pada ancaman pembunuhan karena pengikut Islam liberal di-
anggap halal darahnya. Baru baru ini Istilah Islam Nusantara yang ber-
nasib sama dengan Islam liberal, disesatkan dan dikafirkan, sekalipun
yang terakhir menguat bersamaan dengan menguatnya dukungan dari
umat muslim setidaknya sampai saat ini.

Sebagian kelompok berpandangan bahwa Islam tidak memerlukan
embel-embel, Islam adalah Islam, titik. Sebagai wahyu, menurut pan-
dangan ini, Islam wajib menjadi petunjuk dan pedoman hidup yang
pasti mengandung hikmah dan kemaslahatan bagi umat manusia, ka-
rena ia datang dari Zat yang Maha Mengetahui dan Bijaksana. Namun
dalam tataran praksisnya, ternyata produk dan ekspresi keagamaan
memang tidak tunggal sebagai akibat dari pemahaman dan metode
yang tidak tunggal pula dari al-Qur’an dan al-sunnah. Maka lahirn-
ya aksidensi terhadap Islam menjadi niscaya dan sulit terhindarkan.
Pengusung “Islam murni”, sulit menghindarkan diri dari predikat Is-
lam tertentu. Seorang yang bermazhab Hanafi, ia kan dituduh mengi-
kuti Islam ala Imam Hanafi yang dikenal lebih longgar khususnya da-
lam bidang muamalah sebagai buah dari corak pemikiran imam Hanafi
yang sering kali menggunakan “al-ra’y” sebagai salah satu metode is-
tinbatnya. Pengikut mazhab Hanabilah yang dikenal sebagai kelompok
ahl al-hadith, ia akan dituduh berislam ala Hanabilah yang lebih meng-
utamakan al-hadith sekalipun daif dari pada al-ra’y. Demikian pula
pengikut Shafi‘iyah yang dikenal moderat memadukan antara corak
ahl al-ra’y dan ahl al-hadith. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia,
ada Islam ala Gus Dur, Islam ala Nurcholis Madjid, Islam ala Quraish
Shihab, Islam ala NU, ala Muhammadiyah, ala Persis, ala HTI, ala FPI
dan lain-lain. Jadi manakah Islam “yang murni” sebagaimana yang ada
dalam (kalam) Allah. Saya berkeyakinan tidak ada satu orang pun yang
bisa memastikan bahwa penafsiran Islam yang mereka pahami adalah
[slam sebagaimana yang diwahyukan Allah. Apa yang sering dikatakan
sebagai Islam dengan mengutip “hanya” beberapa ayat al-Qur’an dan
kadang cukup dengan “hanya” satu dua hadis Nabi, hakikatnya bisa
jadi bukan Islam menurut wahyu, melainkan Islam menurut pilihan
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pemilih dan penafsir terhadap ayat al-Qur’an dan hadis yang telah ia
pilih dan ia pahami.

Pilihan bijak untuk memahami keragaman metode, keragaman
penafsiran, keragaman pendapat dan juga keragaman corak keber-
agamaan, sesungguhnya telah dicontohkan oleh beberapa ulama, se-
butlah misalnya Imam al-Sya‘rani, penulis kitab al-Mizan al-Kubra,
satu kita kitab yang mencoba meletakkan keragaman pendapat ula-
ma dalam posisinya yang tepat. Kitab yang meyakinkan bahwa seluruh
pendapat ulama adalah benar dan bahwa seluruh pendapat ulama
yang beragam itu di “ciduk” dari “lautan syariat” yang Maha Luas.
Yang dimaksud “lautan syariat” oleh al-Sya‘rani adalah ilmu Allah yang
melekat dalam diri Allah yang bila harfin wa |a shatin, yang seandain-
ya lautan di dunia dijadikan tintanya pasti tidak akan mampu menu-
liskan seluruh ilmu Allah itu.

Di sisi lain muncul kegelisahan akademik, mengapa Islam yang
ya‘li wa la yu‘la ‘alayh, Islam yang salih i kulli zaman wa makan, dan
Islam yang rahmah li al-‘alamin seperti hanya menjadi adagium nyar-
ing tanpa isi di tengah fakta masih terpuruknya umat Islam baik dari
aspek ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kegelisahan inilah yang
menggairahkan pemikir muslim untuk meyakinkan bahwa “Islam” se-
harusnya Islam yang menghargai kearifan lokal (al-aréf, al-‘adah),
menghormati kemuliaan kemanusiaan (al-karamah al-insdniyah),
menghormati keragaman, kemajemukan (ta‘addudiyah), toleransi
(al-tasamuh), keadilan (al-‘adalah), berkeadaban dan berkemajuan
(al-thaqafahwa al-hadarah), kasih sayang kepada siapa pun (rahmabh li
al-‘alamin), saling tolong menolong dan saling menghargai (al-ta‘awun
wa al-ikram), menghormati kebebasan dan kemerdekaan manusia
(al-hurriyah) dan prinsip-prinsip lain yang bertebaran di dalam ki-
tab suci. Jika kemudian yang terjadi sebaliknya, saling membenci (al-
tasha’'um), saling memusuhi (al-tabaghud) dan saling menzalimi (al-
tazalum), dan citra buruk lainnya terhadap Islam, maka pastilah ada
kesalahan di dalam memahami dan menafsirkan kitab suci. Keresah-
an inilah yang kemudian mendorong pemikir muslim untuk member-
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ikan “kata sifat” pada Islam yang sesungguhnya sifat-sifat itu memang
melekat dan tidak dapat dilepaskan dari Islam. Islam berkeadilan, Is-
lam berkemajuan, Islam kemanusiaan, termasuk istilah Islam Moderat
dan Islam Nusantara, hakikatnya adalah Islam yang disifati dengan si-
fat yang melekat dan inheren dalam jiwa Islam itu sendiri. Dalam tata
bahasa Arab, sifat seperti disebut sebagai al-shifah al-lazimah. Dalam
konteks inilah tulisan ini dibuat. Islam atau fikih moderat yang akan
coba ditelisik di sini, hakikatnya adalah Islam itu sendiri yang ketika
kehilangan moderatismenya, maka sesungguhnya bukanlah Islam.

Ruh Syariat

Selalu menarik mengutip pernyataan ibn al-Qayyim al-Jawziyah da-
lam kitab a’lamu al-muwaqqi’in, yang menegaskan bahwa syariat ada-
lah keadilan, kasih sayang, kebaikan, dan kebijaksaan. Ibn Al-Qayyim
al-Jawziyah (691-751 H) menyatakan:*
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Sekalipun apa yang dinyatakan ibn al-Qayyim mungkin belum
sepenuhnya mencerminkan keseluruhan syariat. Memang tidak ada
kata sepakat dari kalangan ulama, apa sesungguhnya “inti” syariat,
atau “inti” Islam. Sebagian ulama menyatakan bahwa inti Islam ada-
lah “jalbu al-masalih wa dar’u al-mafasid”. Sebagian ulama yang lain
menyatakan, inti Islam adalah jalbu al-masalih, karena di dalam jalbu

4 Ibnal-Qayyim al-Jawziyah, I'lami al-Muwaqqi‘in (Matabi’ al-Islam, Cairo,
1980) vol. I11, h. 3.
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al-masalih terdapat dar’u al-mafasid, dan sebaliknya. Sebagian ulama
lain, menyatakan bahwa inti Islam adalah Tauhidillah dan al-syafaqah
bi al-nas. Imam al-Haramayn, Al-Ghazali, Izzuddin ibn Abd al-Salam,
Najimuddin al-Tafi, al-Shatibi dan juga ulama-ulama lainnya menya-
takan bahwa tujuan, rahasia, nilai, hikmah dari syariat adalah melind-
ungi hak dan kebebasan beragama, berhidupan, berketurunan, berakal,
berkehormatan, dan berkepemilikan. Tidak mudah memang mencari
nilai utama syariat atau Islam, karena Islam memang bagaikan keda-
laman dan keluasan lautan yang tidak terselami dan tidak bertepi. Na-
mun ada pandangan yang nyaris menjadi kesepakatan hampir semua
ulama, yaitu bahwa tujuan syariat adalah “mewujudkan kemaslahatan
manusia” baik di dunia saat ini dan di akhirat saat nanti dan Inilah
yang menjadi Inti dan Ruh syariat.

Bagaimana memilih, memahami, dan menafsirkan Islam yang
menuju pada perwujudan nilai-nilai dan inti dari dihadirkannya ajaran
Islam? Pertanyaan ini diperlukan karena teks-teks otoritatif maupun
turunannya sebagai sumber ajaran Islam sangatlah luas. Pemilihan
teks dan atau penafsiran atas teks yang tidak tepat sangat mungkin
melahirkan doktrin Islam yang Justru tidak sejalan dengan ruh dan tu-
juan Islam. Sebab di dalam satuan-satuan (juziyah) ayat al-Qur’an dan
al-hadis memang tersedia ayat-ayat yang “secara zdhir” toleran dan se-
baliknya, adil dan sebaliknya, ramah dan sebaliknya. Artinya tidak su-
lit menemukan ayat yang secara zahir sangat keras terhadap orang sy-
irik-kafir dan sebaliknya sangat mudah menemukan ayat yang sangat
ramah dan toleran pada “liyan—the other”. Dengan demikian mema-
hami bagian-bagian ayat dan bagian-bagian hadis tanpa melirik pada
ayat-ayat dan hadis yang lain, apalagi dilepaskan dari konteksnya, ter-
lebih lagi jika disiplin oleh kepentingan kekuasaan dan kepentingan
kelompok (ashabiyah—populisme), maka alih-alih membawa rahmat
dan keadilan, justru sebaliknya menimbulkan kebencian dan kezali-
man. Pemilihan dan penggunaan metodologi yang tepat menjadi ke-
niscayaan untuk memasuki dan menyelami kedalaman dan keluasan
teks untuk kemudian menarik nilai-nilai dan inti ajaran Islam untuk
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ditebarkan dalam kehidupan manusia.

Moderatisme (Wasatiyah) sebagai Pendekatan

Sejak fajar kelahirannya, Islam telah membawa nilai-nilai mode-
rat (al-tawassut), keseimbangan (al-i‘tidal), toleransi (al-samahah),
memudahkan (al-yusruw al-taysir), tidak memberatkan dan tidak men-
yulitkan (daf* al-haraj wa al-mashaqqah), baik dalam akidah, ibadah,
akhlak, muamalah, serta dalam hubungan sosial dan kemanusiaan. Se-
bab itu Islam dikenal sebagai agama yang cinta kebenaran dan toleran
(al-Hanafiyah al-samhah)®. Ali ibn Nayif menyatakan:
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Moderat bukanlah menyatukan antara kezaliman dan keadilan, bu-
kan juga menyatukan antara mafsadah dan maslahat, antara yang ha-
lal dan haram dan bukan bukan pula menggabungkan antara yang hak
dan yang batil. Wasatiyah juga bukan berdiri di tengah-tengah dua ke-
benaran, atau berdiri di tengah antara dua kebatilan atau berada di te-
ngah kebenaran dan kebatilan. Sebab berada di tengah yang hak dan
yang batil, atau berada di tengah dua kebenaran atau dua kebatilan
bukanlah cara beragama, karena berarti ia tidak melakukan apapun.
Wasatiyah adalah bersikap adil dan seimbang di antara dua sikap yang
saling berlebihan sehingga kutub sebelah kanan cenderung menafikan
kutub sebaliknya. Wasatiyah adalah sikap tawdzun dan i‘tidal di antara
kecenderungan berlebihan (ifrat) dan kecenderungan kelengahan (ta-
frit). Wasatiyah adalah:®

5  “Ali ibn Nayif al-Sayahud, Al-Khulashah fi Figh al-Aqaliiyat (al-Maktabah
al-Shamilah) juz I, hlm, 47.
6  Ibid,juz], h. 48.
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Wasatiyah adalah cara pandang seimbang (manhaj mutawazin) de-
ngan melihat konteks zaman dan tempat di mana teks suci digali dan
akan diterapkan, serta melihat manusia sebagai bagian penting yang
akan menjalankan kebijakan hukum dan menerima manfaat dari ke-
bijakan hukum yang mereka jalankan. Wasatiyah adalah cara pandang
yang melihat realitas tidak terpisahkan dari upaya penafsiran teks suci.

Wasatiyah adalah cara pandang yang memadukan antara al-nag-
lu al-sahih dan al-‘aqlu al-sharikh dengan tetap mengikatkan pada tu-
juan syariat. Wasatiyah adalah cara pandang yang melihat al-wasa’il
bersifat lentur dan bisa beradaptasi dengan perkembangan peradaban
serta melihat tujuan sebagai sesuatu yang subtantif-ajek. Wasatiyah
adalah cara pandang yang memadukan secara apik antara nilai-nilai
syariat yang universal (kulliyah) dan ajaran syariat partikular sebagai
wujud praktis dari nilai-nilai universal. Wasatiyah adalah Islam yang
membuka diri dan mewarnai peradaban tanpa kehilangan spirit reli-
giositasnya. Yang keseluruhan bermuara pada Islam yang rahmah i al-
‘alamin, inklusif, dan semangat memudahkan manusia dan tidak mem-
beratkannya. Inilah makna wasatiyah sebagaimana dikemukakan oleh
Ali ibn Nayif dalam al-Khulashah fi Figh al-Aqalliyat.
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Al-Qur’an menegaskan, bahwa Allah menjadikan Umat akhir zaman
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sebagai ummatan wasathan, umat yang memiliki karakter wasati-
yah agar mereka menjadi saksi (syuhada) bahwa cara beragama se-
bagaimana dipraktikkan sebelumnya “gagal” menyatukan umat ma-
nusia. Sebagaimana dikisahkan dalam sejarah kenabian, bahwa umat
Bani Israil terlalu keras. Sebagai bentuk pertaubatan dan penebusan
dosa, misalnya, Bani Israil harus menghilangkan nyawa mereka sendi-
ri (faqtulii anfusakum). Contoh lain, jika pakaian-pakaian mereka ter-
kena najis, maka bukan dicuci, tetapi harus dipotong. Sebaliknya umat
Nasrani dikenal dengan sikap lemah lembut yang berlebihan sampai
nabinya pun rela dikorbankan sebagai bentuk penebusan dosa dan
kasih sayang pada umatnya. Kedua corak keberagamaan sebagaimana
dikisahkan dalam lembaran sejarah tersebut tidak mampu menyatu-
kan kemanusiaan di atas kemajemukan dan keragaman umat manusia.
I[slam, sebagai agama terakhir yang melanjutkan agama-agama besar
sebelumnya dicanangkan untuk memperjumpakan kemanusiaan itu.
Oleh karena itulah ia harus berdiri tegak menyuarakan keadilan dan
keseimbangan sebagai saksi bahwa hanya corak keberagamaan yang
wasathiyah-lah yang mampu menyatukan kemanusiaan dengan berb-
agai latar belakang etnis, geografis, ras serta agama dan kepercayaan-
nya. Al-Shatibi menyebut bahwa pengetahuan terhadap latar belakang,
realitas empiris dan kebutuhan manusia menjadi prasyarat penafsiran
sahih dari setiap teks suci.” Uji sahih kebenaran penafsiran di samping
pemahaman yang mendalam terhadap teks dan konteksnya adalah pe-
ngetahuan yang utuh terhadap latar belakang, realitas empiris dan ke-
butuhan manusia yang akan menjadi obyek hukum.

Karakteristik Islam (Fikih) Wasatiyah
Sebagian umat Islam mungkin masih dilanda kebingungan dengan

7  Abl Ishaq Ibrahim al-Lakhami al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam
(Dar ar-Rashad al-Hadithah, Dar al-Baidha), tt) juz III, h. 351. Baca juga
Ab1 [shaq Ibrahim al-Lakhami al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usil al-Ahkam
(Dar ibn Affan, Maktabah Shamilah, 1997) juz IV, h. 151.
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beragamnya istilah untuk menyebut hukum Allah. Ada yang menyebut-
nya syariat, syariat Islam, agama, agama Islam, Islam, hukum Islam,
fikih, fikih Islam dan lain sebagainya. Sekalipun belakangan, istilah
syariat lebih populer bersamaan dengan kecenderungan formalisasi
syariat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Sesungguhnya semua
istilah-istilah tersebut sama-sama menunjuk pada satu pusat, yaitu hu-
kum Allah. Dalam maknanya yang luas, fikih adalah syariat dan syariat
adalah fikih. Fikih dan syariat adalah Islam itu sendiri. Sebagian ulama
membedakan antara syariat dan fikih, bahwa syariat adalah hukum Al-
lah sebagaimana tertulis di dalam al-Qur’an dan al-sunnah al-sahthah
yang taken for granted, yang given, yang apa adanya sebagaimana di-
wahyukan sehingga kebenarannya bersifat absolut-universal, sedang-
kan fikih adalah produk dari penafsiran dari apa yang telah diwah-
yukan, dalam arti kata lain, fikih adalah produk ijtihad dari seorang
mujtahid yang karenanya kebenarannya bersifat relatif-termporer.
Namun pembedaan itu justru mengaburkan seakan akan fikih bu-
kan syariat dan dan syariat bukan fikih dan karenanya, fikih bukan Is-
lam. Pandangan yang tidak tepat karena; pertama tidak ada satu teks
suci pun baik teks yang bersifat qat7 maupun zanni yang lepas dari
penafsiran dan ijtihad, walaupun ijtihad dalam dua jenis teks berbe-
da dalam tingkat dan levelnya. ljtihad dalam teks qatT berada di lev-
el “tahqiqu al-manat”, bagaimana mengaplikasikan doktrin dalam teks
tersebut ke dalam realitas empiris kehidupan, sedangkan ijtihad da-
lam teks zanni, di samping di level “tahqiq” juga dalam level “takhrij
al-manat”, menggali sejauh kemampuan manusia makna dibalik teks
yang multimakna dan interpretable tersebut. Kedua, fikih kerap kali
didefinisikan dengan al-ahkam al-shar‘iyah atau al-‘ilm bi al-ahkami
al-syar‘iyah, yang digali dari teks-teks partikular.® Definisi fikih seperti
ini jelas menyatakan bahwa fikih adalah bagian dari syariat. Jadi syari-
at dan fikih sama-sama bersifat shariyah, disarikan dari dari teks sya-
riat, hanya yang pertama dipahami secara sederhana dari teks syariat,

8 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, Iimu Usil al-Figh.
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sedangkan kedua digali, diijtihadi dengan segenap kemampuan dari
teks syariat yang sama.

Hukum Allah adalah kalam Allah al-Nafsiy al-azaly yang melekat da-
lam zat Allah sebagai salah satu siat-sifat Allah. Dalam Teori al-Ash‘ari,
kalam Allah adalah sifat Allah yang la hiya huwa wa 1& hiya ghayruhii,
sifat itu bukan Dia, namun juga bukan selain-Nya. Dengan demikian
hukum Allah adalah firman Allah yang melekat dalam zat Allah yang
bi 1a harf wa la sawt. Hakikatnya tidak ada satu pun yang dapat me-
ngetahui “hukum Allah” kecuali orang yang bertemu dan berhadapan
langsung dengan Allah. Bahkan Orang yang berhadapan langsung de-
ngan Allah pun belum tentu secara otomatis mengetahui hukum Al-
lah, sebab hukum Allah adalah sifat Allah itu sendiri. Terkecuali jika
Allah memberikan Informasi, memberikan wahyu bahwa sifatnya ada-
lah begini-begitu. Dan ternyata, sebagai bentuk kasih sayang Allah ke-
pada umat manusia, dengan menyadari ketidakmampuannya memba-
ca kalam Allah yang bi Ia harf wa ld sawt itu, maka Allah menurunkan
apa yang disebut dengan “Tanda” sebagai penanda terhadap hukum
Allah yang melekat dalam zat-Nya. Tanda itulah yang kemudian dise-
but dengan “ayat”. Makaal-Qur’an disebut sebagai ayat karena ia seba-
gai tanda dari hukum Allah yang “di sana”. Jadi hukum Allah bukan be-
rada di dalam al-Qur’an, melainkan berada dalam zat Allah. Al-Qur’an
tidak lain adalah tanda atau ayat sebagai penanda hukum Allah. Jadi
hakikatnya, hanya Allah sendiri yang mengetahui hukum Allah, manu-
sia hanya berupaya mengetahui hukum Allah melalui pembacaan ter-
hadap tanda atau ayat itu.

Secara filosofis, pemahaman hukum Allah seperti ini, seharusnya
membuka ruang moderatisme dan toleransi untuk menghargai pan-
dangan orang lain yang berbeda sebagai buah dari cara pandangnya

9  Tajal-Din ‘Abdul Wahhab al-Subki, Jam‘al-Jawami’ (Dar al-Kutub al-‘Tlm-
iyah, Beirut, 2006) juz 1, h. 25.
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terhadap tanda atau ayat tadi. Menurut al-Tufi'® dan Juga al-Shatibi'?,
dari ribuan bahkan jutaan ayat-ayat Allah yang tersebut baik dalam ki-
tab Suci (ayat tanziliyyah) maupun yang tertulis di dalam jagat raya
(ayat kawniyah), nyaris mustahil ditemukan tanda atau ayat yang qat¥1,
yang secara terang benderang berimplikasi (dalalah) terhadap hukum
Allah. Mujtahid atau ulama yang menyadari akan hal ini, umumnya
mengakhiri pencariannya terhadap “hukum Allah” dengan ungkapan
Wallah a‘lam bi al-sawab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran
hakiki. Pandangan semacam ini seharusnya menghindarkan umat Is-
lam dari “truth claim”, klaim kebenaran yang menjadi akar dari per-
musuhan, kebencian, saling menyalahkan, merasa paling Islam, mera-
sa paling saleh, dan akhirnya berbuah fanatisme atas dasar perbedaan
mazhab atau perbedaan penafsiran terhadap ayat dan tanda itu. Pema-
haman hukum Allah dengan seluruh dimensinya—dengan demikian—
menjadi penting untuk mengurai benang kusut model keberagamaan
yang telah melahirkan permusuhan dan kebencian antara berbagai
mazhab, masa laly, kini dan yang akan datang.

Al-Sya‘rani dalam kitab Mizan al-Kubr4, bisa dilihat sebagai upaya
luar biasa moderatisasi hukum Allah setelah sebelumnya al-Sya‘rani
melihat permusuhan antara mazhab yang tidak kunjung usai. al-
Sya‘rani meyakinkan bahwa seluruh pendapat ulama yang digali de-
ngan kejujuran, ketulusan dan dedikasi tinggi dari teks suci dan kemu-
dian dirumuskan dalam kitab-kitab mazhab adalah berasal dari satu
sumber yang sama yaitu apa yang beliau sebut sebagai bahr al-shari‘ah,
lautan syariat. Semua mazhab, ungkapnya, menciduk dari sumber
yang sama walaupun dari sisi yang berbeda dan menuju pada tuju-
an yang sama, juga walaupun dari sisi yang berbeda pula. Bermazhab
hakikatnya adalah membangun jalan-jalan untuk menuju satu tuju-

10 Naj al-Din Sulayman ibn ‘Abd al-Qaws, al-Tifi al-Hanbali, Kitab al-Ta'yin fi
Sharh al-Arba‘in (Mu’assasah ar-Rayyan, Beirut, 1998) h. 251.

11 Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhami al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam
(Dar ibn Affan, Maktabah Shamilah, 1997) juz 4, h. 151.
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an dari seluruh umat manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
Tujuan itu digambarkan oleh Imam al-Sya‘rani sebagai “surga” yang
penuh dengan kebahagiaan tanpa kesengsaraan, kenikmatan tanpa
kepedihan. Semua mazhab, tuturnya, menuju tujuan yang sama seka-
lipun dari sudut yang berbeda dengan jalan yang berbeda-beda, itu-
lah mazhab. Sekalipun pandangan al-Sya‘rani cenderung absolutisme,
namun ia hendak menegaskan bahwa perbedaan jalan, tidak dapat di-
hindarkan, sehingga yang bisa dilakukan adalah memahamkan bahwa
jalan-jalan itu menuju tujuan yang sama.

Untuk mengembangkan corak keberagamaan yang al-wasati-
yah ulama telah berupaya menampilkan dimensi-dimensi ajaran Is-
lam (fikih) yang sangat kaya. Berikut ini beberapa dimensi yang telah
dikembangkan ulama untuk menampilkan bahwa Islam benar-benar
moderat: (1) syariat Islam antara akidah, akhlak dan amaliah; (2) sya-
riat Islam antara ilahi dan insaniah; (3) syariat antara al-mithaliyah
dan al-wagqi ‘iyah; (4) syariat antara ‘azimah dan rukhshah; (5) syariat
antara ta ‘abbudiyah dan ta ‘aqquliyah, (6) syariat antara qatiyah dan
zanniyah, (7) syariat antara al-wasa’il al-murunah, al-mutahawwilah,
al-mutaghayirah dan al-magqasid al-thabitah. Mengenal dimensi-di-
mensi ini sekaligus sebagai karakteristik ajaran Islam, menjadi pen-
ting untuk tidak terjebak dalam absolutisme, klaim kebenaran, for-
malisme, universalisme, nihilisme, liberalisme dan cara pandang yang
terlalu kanan atau terlalu kiri.

SyariatIslam bukan hanya dan bahkan bukan al-ahkamal-‘amaliyah,
seperti salat, zakat, haji, sedekabh, jihad, gital, kisas, hudud, munakahat,
jual beli (al-buyu’) atau muamalah, jinayah, dan amaliah lainnya yang
berkait erat dengan halal-haram, dan boleh-tidak boleh sebagaimana
dibahas secara detail di dalam kitab-kitab fikih. Syariat Islam juga bu-
kan al-ahkam khuluqiyah (akhlak tasawuf), seperti dermawan (al-jud),
jujur (as-shidqu), adil (al-‘adl), rendah hati (al-tawadu ‘), menerima
apa adanya (qana‘ah wa al-zuhd), rasa terima kasih, iri dengki, som-
bong, dan lain sebagainya yang berkait erat dengan baik-buruk dan
pantas-tidak pantas. Syariat Islam juga bukan al-ahkamal-i‘tiqadiyah
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(akidah), seperti iman kepada Allah, malaikat, para utusan, kitab suci,
dari pembalasan, konsep-konsep takdir, kufur, musyrik, alam gaib, sur-
ga-neraka, bidadari, dan lain sebagainya yang menyangkut keimanan
dan kepercayaan. Syariat Islam adalah perpaduan secara utuh antara
al-ahkam al-i‘tiqadiyah, al-khuluqiyah dan al-‘amaliyah. Yang pertama,
al-i‘tiqadiyah sebagai ruh-substansi, kedua, al-khuluqiyah sebagai nilai
moral etiknya dan yang ketiga, al-‘amaliyah sebagai perwujudan riil di
alam nyata, di tengah tengah kehidupan manusia.

Al-ahkam amaliah tanpa al-khulugiyah, bagaikan jasad tan-
pa nilai begitu pula al-ahkam al-‘amaliyah dan khulugiyah tanpa
al-ahkamal-i‘tiqadiyah bagaikan jasad yang bernilai tanpa nyawa. Se-
bagai ilustrasi, ajaran salat, zakat, haji, misalnya, tanpa menjauh-
kan orang dari sifat keji dan mungkar, tanpa menghadirkan rasa sa-
ling membantu, saling empati, dan saling menghargai kemanusiaan,
maka salat, zakat dan haji tersebut hanyalah amaliah tanpa nilai apap-
un. Demikian pula jika amaliah dan khulugiyah itu tidak didasarkan
pada ketuhanan, maka ia hanyalah amaliah tanpa ruh. Cara pandang
yang memisah-memisahkan ketiga ajaran inilah yang melahirkan cor-
ak keberagamaan yang tekstualis dan formalitas belaka yang menguta-
makan wadah dari pada isi. Kita melihat bagaimana konsep halal-ha-
ram dan boleh tidak boleh yang berkait dengan amaliah menjadi ajaran
yang begitu digandrungi sehingga mengabaikan nilai-nilai baik-bu-
ruk dan kepantasan. Yang penting halal, tidak peduli apakah pan-
tas dilakukan atau tidak, yang penting halal, apakah ia mencermink-
an rasa keadilan atau justru melahirkan kezaliman, itu tidak penting.
Cara berpikir dan beragama serba amalaiah atau yang umumnya dise-
but serba fikih inilah menjadikan Islam kehilangan ruh dan nilainya,
serta melahirkan corak Islam yang intoleran, keras kepada orang lain
dan juga kerap kali keras kepada orang dalam internal agamanya. Is-
lam moderat adalah Islam yang melihat ketiga kategori ajaran di atas
sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Demikian pula, syariat Islam bukan hanya semata-mata berbicara
tentang ketuhanan (ilahi) tetapi juga berbicara tentang kemanusiaan

58



(insani), sekalipun saya meyakini bahwa ketika Islam berbicara kon-
teks ketuhanan sesungguhnya inheren berbicara kemanusiaan dan se-
baliknya. Tuhan dan manusia tidak dapat di pisahkan. Ajaran Islam di-
wahyukan oleh Allah kepada umat manusia dan bahkan kepada alam
raya bukan untuk kebesaran Allah, bukan juga untuk membuktikan
bahwa Allah adalah Maha Segalanya, sebab tanpa itu pun, Allah su-
dah Maha Segalanya, melainkan lebih untuk mewujudkan kemaslaha-
tan dan kebaikan manusia dan alam raya baik di dunia dan akhirat ke-
lak. Ajaran salat dan haji misalnya, sekalipun secara kasatmata tampak
sebagai ajaran untuk mengagungkan Tuhan, tetapi sesungguhnya di-
canangkan untuk kemaslahatan manusia.

Bahkan terkadang untuk tujuan kepentingan manusia, Allah mem-
berikan kemudahan untuk mengurangi hak-Nya. Untuk kepentingan
mempermudah manusia ketika melakukan perjalanan untuk tujuan
memenuhi kebutuhannya, Allah mengajarkan salat yang awalnya ha-
rus dilakukan di lima waktu boleh dilakukan hanya dalam tiga waktu
(jamak), dan bahkan juga membolehkan pengurangan jumlah rakaat
yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Demikianlah Allah menunjuk-
kan bahwa ajaran Islam bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk
kepentingan manusia. Namun demikian pandangan yang “serba ma-
nusia” yang seakan menafikan Tuhan, juga telah terbukti melahirkan
individualisme yang mengajarkan kebebasan tanpa batas.

Islam moderat adalah Islam yang menyatukan antara aspek ilahi
dan aspek insani. Islam moderat adalah Islam yang menyatukan an-
tara yang mithaliyah (idelaitas) dengan yang waqi‘iyah realitas. Islam
moderat hakikatnya adalah Islam yang rahmah li al-‘Glamin itu sendiri,
yaitu Islam yang menghargai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, toler-
ansi, kesetaraan, berkemajuan, berkeadaban, sejalan dengan perkem-
bangan dunia, dan nilai-nilai agung lainnya, yaitu Islam sebagaimana
yang diwahyukan Allah SWT.

Metode Membangun Islam (Fikih) Moderat
Bagaimana cara memahami Islam, sehingga mampu mengantarkan
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pada Islam sebagaimana dicita-citakan di atas? Paradigma (wijhah al-
naddr) moderatisme atau wasatiyah sebagaimana disebut di atas, pen-
ting menjadi basis pemahaman bagaimana mendekati dan menafsir-
kan teks-teks suci dan sunnah nabi serta teks-teks lain yang tersebar
di alam raya. Dengan paradigma ini diharapkan memampukan melihat
Islam secara adil, seimbang, menyeluruh dan utuh. Dari aspek metod-
ologis, ulama masa lalu sesungguhnya telah meletakkan dasar-dasar
dan kaidah-kaidah bagaimana memahami sumber-sumber syariat
yang diyakini mendekatkan pemahaman Islam sebagaimana yang di-
wahyukan, sekalipun tetap saja menyisakan ruang ketidaktercukupan
metodologis. Dasar-dasar dan kaidah itu, antara lain, bisa disebut de-
ngan usul fikih.

Usul fikih adalah seperangkat metode untuk melakukan pemb-
acaan terhadap dialektika antara teks (nusis syar’iyyah) di satu sisi
dan realitas empiris masyarakat di sisi yang lain. Inti yang menjadi ka-
jian usul fikih adalah (1) al-qawa‘id al-lughawiyah dan ke (2) al-qa-
wa‘idal-tashri‘iyah. Qawa‘idlughawiyah digunakan untuk memahami
dan analisis teks-teks al-Qur’an dan juga al-sunnah secara benar. Se-
dangkan al-qawad ‘idal-tashri‘iyah yang berpusat pada kajian magqasid
al-shari‘ah ditujukan untuk mempersambungkan makna teks terse-
but terhadap realitas empiris dan kebutuhan riil masyarakat di mana
teks hendak dibumikan. Analisis teks dan analisis maqadsid al-shari‘ah
harus dijalankan secara padu ketika seseorang hendak mengijtihadi
problem kemanusiaan. Ijtihad yang hanya bertumpu pada teks akan
melahirkan corak fikih yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Seba-
liknya, ijtihad yang hanya berpijak pada maqdasid al-shari‘ah akan men-
gakibatkan tampilan wajah fikih yang liar.

Untuk memenuhi kebutuhan analisis teks, usul fikih menghadirkan
kaidah-kaidah kebahasaan yang luar biasa rumit sekaligus menarik.
Dimulai dari kategori lafal (kata) al-’amm, al-khads, al-mutlaq, al-muqa-
yyad, al-amr, al-nahi, al-mushtarak, al-muawwal, al-haqiqah, al-majaz,
al-kindyah, al-zahir, al-nash, al-mufassar, al-muhkdm, al-khafi, al-musy-
kil, al-mujmal, dan al-mutashabih sampai pada teori kalimat yang ter-
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diri dari al-manthiiq, al-mafhiim (dalam teori Shafi‘iyah), ‘ibarahal-
nash, ‘isyarahal-nash, dalalah al-nash, dan iqtidha’ al-nash (dalam teori
Hanafiyah).

Teori-teori tersebut dapat digunakan untuk membelah, mengga-
li dan membuka sekian makna-makna, pesan-pesan suci Tuhan yang
masih tersembunyi dalam dinding teks. Bukankah ucap Ali RA, al-
Qur’an hammal dht awjuh, al-Qur'an mengusung banyak kemungk-
inan arti? Arti-arti yang menggenang dalam nustsal-Qur’an bagaikan
air lautan yang terbungkus dalam celah-celah teks yang hanya dapat
dibaca dengan berbagai macam teori. Usul fikih menyediakan teori-te-
ori tersebut.

Suatu bagian lagi inti usul fikih yang tidak kalah pentingnya adalah
analisis maqasid al-shari‘ah sebagai tujuan substantif kehadiran nusts
syariat. Ulama terkemuka seperti al-Ghazali (W. 504), al-Tafi (W. 716),
dan juga al-Shatibi (W. 780) telah memberikan eksplorasi menarik dan
mendalam atas wacana ini. Sekalipun konsep maslahat mereka masih
terkesan teosentris, namun ada setitik cahaya yang dapat kita gunakan
sebagai lentera untuk membangun maslahat yang lebih humanis-an-
troposentris dan memberikan jaminan kesejahteraan pada seluruh
umat manusia.

Di sisi lain, usul fikih mempersiapkan metode-metode alterna-
tif lain ketika problem kemanusiaan tidak dapat dicukupi secara
langsung oleh teks setelah dilakukan pembacaan secara komprehen-
sif. Istihsan, al-‘urf, al-qiyas, sadd al-dzari’ah, maslahah mursalah ada-
lah sebagian metode alternatif itu. Metode yang pertama dan yang
kedua ini tidak bersifat hierarkis, melainkan berjalan beriringan dan
saling melengkapi. Metode-metode alternatif itu bukannya suatu hal
yang berdiri sendiri, melainkan telah diteladankan spiritnya justru
oleh al-Qur’an sendiri. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa untuk
memahami teks-teks suci baik ayat tanziliyah maupun kawniyah dib-
utuhkan langkah-langkah: (1) Pemahaman mendalam terhadap al-qa-
wa‘idal-ustliyahal-lughawiyah; (2) mengetahui sabab al-nuziil sebagai
konteks sosial-ekonomi, sosial budaya kelahiran sebuah teks; (3) men-
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gaitkan satu teks dengan teks yang lain. Hal ini perlu dilakukan, sebab
al-Qur’an adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut
‘ulum al-qur’an, bagian-bagian teks-teks al-Qur’an saling menafsirkan
antara yang satu dengan yang lain. Di samping itu, Islam wasatiyah se-
bagaimana Islam yang diwahyukan, pastilah tidak terdapat dalam ba-
gian-bagian nustis atau hadis nabi secara terpisah. Sebab itu pemaha-
man yang menyeluruh dengan mengaitkan satu teks dengan yang lain
menjadi keniscayaan;dan [4] memahami magqasid al-shari‘ah’?. Ma-

12
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Al-magsid (plural: al-magqashid) secara etimologi bermakna al-hadf (ob-
jective), al-gharad (principle), al-matlib (intent) dan al-ghayah (goal).
Kata al-magqshid dalam bahasa Inggris semakna dengan end (Y'), telos
(w5 dalam bahasa Yunani, finalite (4:3444ll) dalam bahasa Prancis, dan
zweck (43) dalam bahasa Jerman. Sedangkan secara terminologi, para
pakar al-maqshid memberikan definisi dengan redaksi yang berbeda na-
mun mengacu pada substansi yang sama. Maqadsid al-shari’ah adalah “ra-
hasia, makna, dan hikmah yang berada di balik setiap ketentuan hukum
yang disyariatkan Allah”. Pertanyaan-pertanyaan, apa makna, rahasia,
hikmah di balik kewajiban shalat, haji, zakat, pernikahan, perceraian, dan
seterusnya dapat mengantarkan pada pencarian maqasid al-shari‘ah di
balik ketentuan hukum itu. Sebagian ahli fikih berpandangan bahwa ma-
qasid al-shari‘ah atau magqasid al-shari‘atau maqasid al-sharfyah semak-
na dan sinonim dengan al-masalih. ‘Abd al-Malik al-Juwayn1 (w. 478 H/
1185 M) adalah salah satu ulama yang menggunakan istilah al-maqasid
dan al-masalih al-‘ammah dalam arti yang semakna. Al-masalih ada-
lah jamak dari kata al-maslahah yang berarti al-khayr (kebaikan) atau
al-manfa‘ah (kemanfaatan). Al-maslahah secara bahasa juga bermak-
na kebalikan al-mafsadah yang berarti kerusakan. Kata ‘maslahat’ (da-
lam Bahasa Indonesia) dialihkan dari Bahasa Arab “al-maslahah” yang
berawal dari kata dasar zlai-zls, yang berarti kebalikan fasada (keru-
sakan). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ‘maslahat’ de-
ngan “Sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan, dsb. faedah
atau guna”. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, dan



qasid al-shari‘ah bukan hanya memahami tujuan disyariatkan suatu
hukum, melainkan juga memahami secara komprehensif kebutuhan
nyata masyarakat dalam seluruh lapisan-lapisan kehidupannya di se-
tiap saat, setiap waktu dan setiap zaman. Dengan paradigma wasati-
yah dan metode usul fikih, sebagaimana tersebut, diharapkan syariat
Islam akan menjadi rahmah li al-‘dlamin, Islam yang menghormati hak
asasi manusia, Islam yang berpihak kepada kelompok yang lemah dan
dilemahkan, Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan kemanusiaan,
menegakkan keadilan, menghormati keragaman dan pluralitas, Islam
sebagaimana yang diwahyukan.
Wallah a‘lam.

kepentingan. (baca: Jasser Auda, Maqasid al-Shari‘ah as Philoshophy of
I[slamic Law: a Systems Appproach (London, Washington, IIIT, 2008) h.
2., Ahmad ar-Raysuni, Nadhariyah Al-Maqgasid ‘inda al-Imam al-Shatibj,
(al-Ma‘had al-Alami, li al-Fikr al-Islami, 1990) h. 18., dan al-Imam Mu-
hammad Tahir ibn ‘Ashiir, maqasid al-shari‘ah al-Islamiyah (Tunisia, Dar
al-Salam, 2006) h. 39).
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Penggunaan Maslahat dalam Fatwa:
Menjawab Tantangan Modernitas
Asep Saepudin Jahar

Pendahuluan
ajian fatwa selama ini menjelaskan tentang syarat, rukun dan
fungsi fatwa'® dalam menjawab masalah-masalah kontemporer.
Pada sisi lain kajian fatwa membahas tentang dinamika fatwa
sebagai respons atas perubahan sosial, ekonomi dan politik, sehingga
rumusan fatwa ditafsirkan ada hubungannya dengan isu-isu demikian.
Kajian tentang fatwa yang ada saat ini juga mendiskusikan fungsi muf-
ti dan pemohon fatwa (mustafti) dan sumber-sumber hukum yang di-
gunakan sebagai fatwa. Namun bagaimana maslahat digunakan untuk
merumuskan fatwa kontemporer saat ini masih sedikit dibahas para
ahli. Tulisan ini membahas posisi dan fungsi maslahat dalam meru-
muskan fatwa saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan per-
spektif baru bagaimana fatwa berfungsi merespons masalah-masalah
aktual dan modern sehingga menyelesaikan masalah masyarakat saat
ini yang selalu berkembang dan berubah.
Secara garis besar tipe fatwa dilihat dari metodologi dan cara peng-
gunaan sumber hukumnya dapat dibagi dua; pertama, fatwa yang ber-
sifat konservatif; dan kedua, fatwa yang beraliran modern.'* Model

13 Fatwa adalah jawaban atau pandangan ulama terkait masalah agama
dan sosial yang menjelaskan tentang boleh atau tidak sesuatu dilakukan
oleh seorang muslim.

14 Nico ]. G. Kaptein, “the Voice of the Ulama: Fatwa and Religious Authority
in Indonesia”, Archives de sciences sociales des religions, 49e Année, no.
125, Authorités Religieuses en Islam (Jan-Mar. 2004), PP 115-130. 115-
117. Pendapat para ulama yang dijadikan acuan biasanya yaitu imam
Mazhab Sunni yang empat seperti Hanafi, Maliki, Shafi‘t dan Hanbali. Na-
mun dalam prakteknya model taklid justru hanya mengambil dari salah
satu pengikut Mazhab Shafi, katakan, al-Ghazali yang dijadikan rujukan.
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fatwa konservatif sering disebut juga tradisionalis cenderung meng-
gunakan fatwa dengan merujuk atau mengadopsi pandangan para ula-
ma yang sudah disampaikan pada masa lalu, baik dari kitab-kitab fikih
atau kumpulan fatwa yang telah dibukukan. Cara ini dilakukan dengan
alasan untuk menghindari “serampangan” dalam berpendapat. Namun
juga pendekatan seperti ini sebagai sikap mengagungkan para ulama
masa lalu yang diyakini lebih mengetahui hukum dan menguasai hal-
hal terkait urusan agama dan sosial. Model fatwa seperti ini sering
disebut taklid, yaitu hanya mengikuti pendapat yang sudah ada. Tipe
kedua yaitu fatwa modernis. Model ini menggunakan pendekatan akal
(rasio) dalam memahami teks untuk mendalami makna dibalik nara-
si teks. Mengikuti pendapat ulama dengan mengabaikan analisis kri-
tis bukan bagian dari kelompok ini. Bahkan pendapat ulama masa lalu
dalam kasus yang sama tetapi konteksnya berbeda untuk saat ini ha-
rus ditolak. Inilah model fatwa yang mencoba melakukan ijtihad atau
ittiba’, mengikuti pendapat ulama masa lalu tetapi memahami konteks
dan metode yang digunakannya.

Untuk kajian esai ini, kita akan fokus pada model kedua, bukan da-
lam arti pengertian modernisnya tetapi pendekatan dan metodologi
yang digunakan. Pendekatan yang kita akan bahas yaitu tentang kon-
sep Maslahat yang digunakan dalam perumusan fatwa untuk kepent-
ingan fatwa saat ini.

Maslahat dan Hukum Islam

Menurut para ulama fatwa yaitu jawaban terhadap masalah yang
dipertanyakan masyarakat kepada para ulama untuk mendapatkan
jawabannya tanpa terkait dengan kepentingan apapun baik itu spon-
sor atau pesanan. la hanya respons objektif terhadap masalah ber-
dasar dalil-dalil nas syariat (al-Qur’an dan al-sunnah) serta kaidah-
kaidah yang umum (usul fikih dan kaidah fikih).

Secara akademis dan tanggung jawab, para ulama masa lalu ti-
dak mudah mengeluarkan fatwa atas pertanyaan yang disampaikan,
apalagi terkait pertanyaan yang mereka tidak tahu jawabannya. Di-
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jelaskan bahwa Imam Malik ditanya tentang suatu, lalu ia berkata,
“Ilmu itu lebih luas dari sekedar masalah ini.” Lalu penanya berkata,
“Kalau engkau Ayah Abdullah, mengatakan tidak tahu, maka siapakah
yang tahu?” Maka Imam Malik balik bertanya,’Aduh kasihan engkau,
apa yang engkau ketahui tentang aku ini? Dan bagaimana sebenarnya
aku ini? Dan bagaimana kedudukanku sehingga aku harus mengetahui
segala sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya?” Kemudian Imam
Malik berkata ibn ‘Umar mengatakan: “Aku tidak tahu.” Maka, katan-
ya selanjutnya “Siapakah aku? Sesungguhnya yang merusak manusia
itu adalah sikap ujub (bangga diri) dan mencari popularitas, sedang
sedikit sekali orang yang tidak bersikap seperti itu.” Pada kesempa-
tan lain Imam Malik berkata, “Umar ibn Khattab pernah diuji dengan
pertanyaan-pertanyaan semacam ini, lalu ia tidak menjawabnya. Ibn
Zubayr juga mengatakan, “Aku tidak tahu.” Demikian pula ibn ‘Umar
mengatakan, “Aku tidak tahu.” Di sinilah tradisi ulama salaf melaku-
kan kehati-hatian dalam berfatwa, apalagi terhadap sesuatu yang ti-
dak tahu.’ Pertanyaannya apakah konteks saat ini kemudian Kkita ti-
dak bisa atau berdiam diri terhadap sesuatu masalah yang dihadapi.
Tentu masalah-masalah yang ada perlu ada jawaban yang tegas. Kare-
na itu seperti pernyataan ibn Qayyim al-Jawziyyah masih relevan, yai-
tu: “Perubahan waktu dan tempat akan menentukan juga perubahan
penentuan hukum terhadap sesuatu.” Jawaban terhadap masalah ma-
sih tetap merujuk pada dasar hukumnya dan kepada metodologi yang
diakui oleh para ulama. Maslahat adalah bagian dari kerangka metodo-
logi hukum dalam praktik fatwa.

Maslahat adalah filsafat hukum Islam yang secara substansial
melekat dalam masalah perintah, larangan dan pilihan-pilihan dalam
ajaran Islam bagi kehidupan muslim (manusia) dalam mencapai keba-

15 M. Erfan Riadi,’Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hu-
kum Positif,” Ulumuddin, vol. VI tahun 1V, (2010): 468-477. Uraian ini di-
kutip langsung dari tulisan Riadi sebagai gambaran bagaimana para ula-
ma klasik sangat hati-hati dalam berfatwa.
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hagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bagaimana peran maslahat digu-
nakan dalam merumuskan hukum tergantung para ahli hukum.!¢ Peru-
musan fatwa adalah terkait dengan ijtihad ulama dalam menghasilkan
kesimpulan baru terhadap masalah-masalah yang belum ada penjelas-
an hukumnya. Maslahat adalah “rubrik” utama para ulama dalam mer-
umuskan fatwa. Alasan para ulama menggunakan maslahat dalam
menjawab masalah hukum bukan suatu mengada-ada, atau berdasar
pada pandangan rasional belaka atau sering disebut rasionalitstik ob-
jektif.}” Tetapi ia telah menjadi pijakan ulama sejak masa pengemban-
gan usul fikih. Menurut al-Ghazali, misalnya, maslahat dipahami seba-
gai tujuan Allah dalam menurunkan hukumnya, yaitu dalam rangka
menjaga lima pokok penting kehidupan manusia seperti agama, ke-
hidupan, akal, keturunan dan harta.'® Artinya, sesuatu yang meng-
ganggu kelestarian lima pokok di atas harus dihindari dan karenan-
ya tetap diarahkan untuk menjaganya. Sebab itu, fatwa sebagai produk
hukum dalam merespons masalah-masalah baru akan selalu beraras
pada paradigma maslahat sebagai tujuan disyariatkannya hukum.

16 Felicitas Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory” in Is-
lamic Law and Society 12,2 (2005): 182-223, 183.

17 Penggunaan istilah rasionalistik objektif sering dirujuk pada aliran Muk-
tazilah yang melihat bahwa baik dan buruk dapat dipahami dan ditetap-
kan oleh akal, tidak selalu dengan teks (wahyu). Opwis, “Maslaha in Con-
temporary Islamic Legal Theory”, 188-190. Lihat juga kutipan Opwis
pada George F. Hourani, Islamic Rationalism: The Ethics of ‘Abd al-Jab-
bar [Oxford: Clarendon Press, 1971], 3, 8-13). Pada bagian ini Hourani
membagi tentang aliran berpikir ulama klasik pada dua hal: Muktazilah
yang rasional di mana kebaikan dan keburukan dapat dinilai oleh akal
dan Asy’ariah menjelaskan bahwa wahyu (teks) yang menentukan sesu-
atu itu baik dan buruk bukan akal semata. A Kevin Reinhart, Before Reve-
lation: The Boundaries of Muslim Moral Thought (Albany: State Universi-
ty of New York Press, 1995), 38-61.

18 Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory,” 188.
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Substansi maslahat adanya syariat itu sendiri. Dengan kata lain,
syariat yang ada baik dapat dipahami secara mudah maknanya atau
memerlukan penafsiran dengan berbagai macam pendekatan harus
merujuk kepada kemaslahatan itu sendiri, yaitu kepentingan manusia,
baik personal maupun publik. Sumber-sumber syariat itu adalah al-
Qur’an, al-sunnabh, ijmak atau praktik sahabat Rasulullah dan juga logi-
ka (qiyds). Sebab itu, fatwa yang dibuat dengan pendekatan maslahat
dapat menggunakan pendekatan rasional formal dengan giyds (asal,
furd® hukum, dan illahnya) atau rasional substansial sebagai standar
independen dalam penentuan hukum sesuatu dengan merujuk pada
perlindungan kelima pokok utama dijelaskan di atas.

Penggunaan maslahat untuk hal-hal yang bersifat sosial dan di-
hubungkan dengan pemeliharaan lima dasar utama di atas (meme-
lihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan) akan sangat beragam.
Di sinilah posisi strategi maslahat dalam fatwa yang akan dibuat. Al-
Ghazali, misalnya, dalam suatu pandangan hukumnya menyatakan
bahwa nyawa satu bisa dipertukarkan dengan nyawa manusia yang
lebih banyak maslahatnya, jika betul-betul terjadi benturan dalam dua
kasus yang harus memilih. Dalam al-Qur’an sendiri tidak ditegaskan
tentang adanya pilihan dalam pertaruhan nyawa jika dihadapkan da-
lam suatu masalah yang pelik. Al-Qur’an menjelaskan tentang pentin-
gnya perlindungan nyawa, bahkan menjaga satu nyawa sama dengan
menjaga nyawa semua manusia. Inilah bagian dari posisi maslahat da-
lam hukum Islam ketika dituntut untuk memberikan solusi atas pi-
lihan-pilihan yang rumit. Maka kerugian atau bahaya yang lebih rin-
gan adalah yang didahulukan dari pada yang lebih berat. Kepentingan
sosial atau kemaslahatan umum jauh lebih diprioritaskan dari pada
kepentingan parsial atau individual walaupun berbenturan dengan
teks nas yang bersifat khusus.!” Demikian juga jika benturan itu ber-
sifat pada aspek kebutuhan (hajah) dan suplementari (tahsiniyah),
maka aspek yang sangat diperlukan (dariiri) lebih diutamakan.

19 Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory,” 194.
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Model maslahat yang digunakan untuk menjawab masalah-mas-
alah keagamaan dan sosial dirumuskan oleh ulama Malikiyah, Shihab
al-Din al-Qarafi (d. 684/1285), yaitu menggabungkan pendekatan qi-
yas dan rasional substansial dalam formulasi hukumnya, walaupun
berbenturan dengan teks. Teori-teori yang digunakan yaitu qawa‘id
fighiyah dalam kategori rukhshah dan sadd al-zariah. Posisi maslahat
bahkan ditempatkan sangat strategis oleh ulama Hanabilah, yaitu al-
Tafl (d. 716/1316). Kecuali urusan ibadah yang model dan contohnya
sudah baku, al-Tuft menggunakan metode maslahat yang harus diuta-
makan sebagai solusi masalah-masalah sosial, sekalipun berbenturan
dengan nas.?®

Penggunaan maslahat sebagai instrumen hukum bagi kesejahter-
aan masyarakat muslim dan menghindari dari perpecahan diadop-
si oleh ulama kontemporer yaitu Jamal al-Din al-Qasimi (1866-1914)
dan Rashid Rida (1865-1935). Maslahat bagi mereka ditempatkan
pada posisi sangat strategis dalam menyelesaikan masalah umat untuk
menghadirkan Islam yang utuh sebagai pemersatu dan penguat ma-
syarakat. Cara ini dipandang sebagai langkah untuk mewujudkan ma-
syarakat progresif, inovatif dan unggul.?! Dengan kata lain, pendekatan
dan metode maslahat dalam penentuan fatwa menjadi sangat penting
digunakan untuk mendapatkan solusi terhadap masalah-masalah yang
tidak dibahas secara tegas dalam al-Qur’an dan al-sunnah. Sebab itu
problem-problem sosial keagamaan akan menempatkan Islam seba-
gai agama yang memberikan kemaslahatan bagi umat dan kesejahter-
aan dunia jika fatwa-fatwa itu dibangun atas konsep maslahat syariat
itu sendiri, yaitu melestarikan kepentingan manusia untuk mengabdi
kepada Rabbnya.

20 Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory”, 195. Dan lihat
juga kutipan Opwis dalam buku Mustafa Zayd, al-Maslahah fi al-Tashri‘
al-Islami wa-Najm al-Din al-Taff (Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2" ed.
1384/1964), 206-17.

21 Opwis, “Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory,” 201.
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Bahkah Abi Ishaq al-Shatibi (1388), ulama Malikiyyah, mengem-
bangkan metode maslahat dengan lebih dalam lagi. Menurut al-Shatib1
ada tiga kategori maslahat yang bisa dijadikan pertimbangan hukum
manakala tidak ada penjelasan secara tekstual dalam al-Qur’an dan
al-sunnah. Pertama, dariiri (terkait dengan jiwa, agama akal, keturunan
dan harta); kedua, hdjiyah (kebutuhan), suatu kondisi yang menjadi
pendukung langsung hal-hal yang berkaitan dengan dartri; dan yang
terakhir yaitu tahsiniyah, yaitu sesuatu yang bersifat suplementer, ar-
tinya jika ditinggalkan juga tidak mengganggu secara substansial hal-
hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang lima di atas.
Walaupun pandangan al-Shatibi sekilas terlihat serupa seperti yang
disampaikan al-Ghazali tentang maslahat di atas, al-Shatibi lebih jauh
melakukan reformulasi maslahat dengan menempatkan akal pada po-
sisi yang lebih strategis. Menurutnya dengan keunggulan akal yang
diberikan Tuhan, ia akan mengetahui baik dan buruk bagi kepentin-
gan manusia dan juga bahaya yang mungkin akan timbul. Baginya, se-
cara mendasar benar dan salah adalah suatu nilai yang objektif bagi
semua manusia. Manusia juga akan menentukan sesuatu nilai-nilai
etis dan kemudian akan menentukan keputusannya. Penafsiran hu-
kum atas teks dapat menyimpulkan maknanya di luar narasi tekstu-
al untuk menggali pesan bijak Tuhan dibalik makna literal. Dalam hal
ini, kontribusi al-Shatibi sangat penting untuk menjadi pijakan dalam
berfatwa. Pertama, tujuan syariat dapat dibangun dengan cara deduk-
tif logis yang sering disebut giyds atau analogi. Kedua, yaitu penafsiran
makna dibalik teks terhadap fenomena-fenomena yang memberikan
kemaslahatan manusia dengan cara induktif, yaitu kasus-kasus yang
tersebar sehingga menjadi patokan umum. Di sinilah al-Shatibl men-
coba menghilangkan kesan adanya “kejumudan” hukum Islam. Dan
fatwa kontemporer harus mengarah ke model ini.??

22 David L. Jonhston, “Magqasid al-Shariah: Epistemology and Hermeneu-
tics of Muslim Theologies of Human Rights”, Die Welt des Islam 47, no.
2 (2007): 149-187, 160-164. Lihat juga kutipan Jonhston terkait dalam
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Beberapa konteks Maslahat yang diuraikan di atas sebagai metode
dalam merumuskan hukum patut menjadi pertimbangan dalam fat-
wa masa kini. Maslahat sebagai metodologi adalah jalan keluar un-
tuk menyelesaikan masalah-masalah saat ini yang rumit dan terus
berkembang begitu cepat dari waktu ke waktu. Tanpa merujuk pada
metodologi maslahat maka kehadiran Islam bagi masyarakat zaman
ini akan dianggap sebagai fosil yang usang dan tidak relevan lagi. Se-
baliknya, dasar-dasar teologis hukum Islam telah meletakkan fonda-
si penting untuk menjawab berbagai masalah dengan sangat fleksibel
tanpa mengabaikan tujuan ilahi. Berikut ini akan kita lihat bagaimana
fatwa dan metode maslahat selalu digunakan untuk menjawab mas-
alah-masalah yang rumit.

Dinamika Fatwa dalam Praktik

Dalam kajian hukum Islam klasik, penggunaan maslahat sebenarn-
ya menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan hukum. Abu
Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris al-ShafiT serta imam
Ahmad ibn Hanbal menggunakan standar maslahat sebagai pija-
kan pandangan hukumnya.?? Dalam standar maslahat sendiri secara
garis besar terbagi tiga: (1) maslahat yang secara jelas diuraikan da-
lam al-Qur’an dan al-sunnah atau mendapatkan ijmak dari para fuka-
ha; (2) maslahat yang secara nyata bertentangan dengan al-Qur’an dan
al-sunnah, karenanya ditolak. Model ini sering juga disebut maslahah
mulgha; (3) suatu maslahat yang tidak secara tegas diperintahkan atau
dilarangnya dalam al-Qur’an dan al-sunnah. Model seperti ini disebut

diskusi ini yaitu al-Shatibl dalam Muhammad Khalid Masud’s Islamic Le-
gal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought (Del-
hi-6, India: International Islamic Publishers, 1989).

23 Deina Abdelkader, “Modernity, the Principles of Public Welfare (mas lah a)
and the End Goals of Shart‘a (magqasid) in Muslim Legal Thought” in Islam
and Christian-Islam Relations, vol. 14, no. 2 (2003).
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maslahah mursalah.?*

Penggunaan maslahat dalam fatwa-fatwa yang selama ini dikelu-
arkan di Indonesia, walaupun tidak secara tegas, telah menggunakan
konsep maslahat sebagai pendekatan dalam mengambil kesimpulan
hukum urusan agama dan sosial. Sebab itu fatwa-fatwa yang ada sela-
lu dinamis mengikuti perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi dan
budaya masyarakat. Salah satu contoh menarik saat ini untuk mem-
buat suatu fatwa melibatkan para ahli sesuai dengan masalah yang di-
hadapi. Artinya orientasi fatwa betul-betul melihat aspek kemanfaatan
dan kemaslahatan. Maslahat yang sering dibangun dalam fatwa yaitu
memberikan kemudahan dalam kehidupan publik sehingga memberi-
kan kemaslahatan dan kebaikan.

Mari kita lihat contoh kasus fatwa yang dikemukakan oleh ibn Tay-
miyyah tentang cerai, tahlil (praktik menyelingi wanita yang telah di-
talak tiga). Dalam merespons praktik yang merata pada masanya seki-
tar abad 13 M. Fatwa ibn Taymiyyah menjelaskan larangan muhallil,
atau disebutnya itu sebagai bid’a. bahkan ia melarang praktik sump-
ah untuk talak. Fatwa ibn Taymiyyah dalam kasus larangan tahlil, tidak
secara kaku pada kebolehannya dalam fikih, tetapi ia melihat ada prak-
tik yang merata bahkan “joker” yang bisa dijadikan sebagai pelaku mu-
hallil, untuk menyahkan istri yang telah ditalak tiga untuk bisa kembali
kepada suami yang menceraikannya. Praktik seperti ini terjadi karena
dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.”® Yang menarik, ibn Tay-
miyyah dalam merespons masalah ini kembali kepada kemaslahatan

24 Abdelkader,”Modernity, the Principles of Public Welfare (mas lah a) and
the End Goals of Shari‘a (maqasid) in Muslim Legal Thought”, 170.

25 Mohamad Abdun Nasir, “ibn Taymiyah Fatwas on Polygamy in Medi-
eval Islam,” al-Jami‘ah, vol. 46, no. 2, 2008 M/1429 H, 314-315. Yossef
Rapoport, Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2005). Nasir juga mengutip Yossef
yang menjelaskan adanya praktik pernikahan yang dilakukan untuk tu-
juan ekonomi.
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yang lebih besar yaitu perlindungan perempuan dari tindakan per-
nikahan sesaat. Larangan tentang praktik cerai kawin dalam fatwa
ibn Taymiyyah yaitu karena tingginya tingkat perceraian pada saat itu.
Artinya, penentuan fatwa dilakukan bukan pada pendekatan fikih se-
mata dalam konteks terpenuhi sah, rukun dan syarat saja, tetapi tuju-
an substansial juga menjadi perhatian penting, seperti yang sudah dip-
raktekkan oleh ibn Taymiyyah. Di sinilah maslahat digunakan sebagai
metode dan pendekatan fatwa.?¢

Jika melihat pada metode pengambilan hukum atau prosedur fat-
wa yang digunakan ibn Taymiyyah, maslahat ditempatkan pada uru-
tan kelima setelah al-Qur’an, al-sunnabh, ijmak dan giyas. Namun de-
mikian, metode maslahat digunakan untuk memberikan solusi pada
kasus-kasus yang tidak secara nyata contohnya ditemukan dalam al-
Qur’an dan al-sunnah. Walaupun sekilas dianggap di luar dasar-dasar
dalil nas, pada pengertian substantifnya, pendekatan maslahat mem-
berikan jawaban yang jelas dan langsung terhadap tujuan syariat itu
sendiri, memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan
di dunia dan akhirat. Dalam prakteknya, ternyata ibn Taymiyyah juga
menggunakan maslahat, istihsan, sad al-zariah dan ‘urf ketika nas se-
cara sharih (jelas) tidak memberikan jawaban yang tegas tentang ma-
salah yang sedang dihadapi.?’

Model Fatwa Kontemporer di Indonesia

Dalam kasus fatwa di Indonesia dengan menggunakan metode
maslahat yaitu fatwa tentang Keluarga Berencana (KB) dalam penggu-
naan kontrasepsi. Pada tahun 1930an, Nahdlatul Ulama menolak ten-
tang KB karena alasan cara ini membunuh keberlanjutan keturunan
atau generasi. Namun dalam perkembangan selanjutnya sekitar tahun

26 Fatwa tentang kasus perceraian dan hukum keluarga dibahas dalam
kumpulan fatwa ibn Taymiyah vol. 32 dan 33.
27 Nasir, “ibn Taymiyah Fatwas on Polygamy in Medieval Islam”, 312.
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1990-an, larangan ini dicabut dan membolehkan alat kontrasepsi,?® se-
perti IUD digunakan untuk mengontrol jumlah anak. Bahkan praktik
aborsi juga diperbolehkan jika memang melihat ada kemaslahatan un-
tuk ibu atau terlihat anak yang akan dilahirkan cacat. Perubahan fat-
wa dan kebolehan alat kontrasepsi dianggap bukan lagi membunuh
atau mematikan secara permanen tentang kehamilan, tapi itu dipaha-
mi sebagai pengaturan anak. Bahkan perempuan dapat menggunakan
kontrasepsi dengan didampingi suaminya, walaupun yang memasang-
kannya dokter laki-laki. Alasan yang dikemukakan dalam kesimpu-
lan hukum NU yaitu adanya kebutuhan dan kesulitan untuk menjaga
kepentingan keluarga. Artinya di sini ada a kemaslahatan yang lebih
utama diambil dari pada maslahat lain yang lebih kecil.

Perubahan yang signifikan dalam fatwa NU ini dengan tidak lagi
mengadopsi pendapat ulama masa lalu (taklid) tetapi melakukan “ijti-
had” dalam penentuan hukumnya (Bahtsul Masa'il), adalah suatu lom-
patan yang berani dan ini sebagai konsekuensi dari tuntutan zaman
yang semakin kompleks dalam masalah-masalahnya. Di sinilah pros-
es ijtihad dengan menggunakan “maslahat” dimulai. Perubahan yang
menarik adalah menggunakan berbagai pendapat mazhab (talfiq) ses-
uai dengan kebutuhan hukumnya dengan melihat relevansi pendapat
dan kebutuhannya. Dalam hal tertentu juga qiyas (analogi) digunakan
untuk mendapatkan jawaban atas masalah baru yang sedang dihada-
pi.®

Perubahan fatwa dengan menggunakan pendekatan maslahat juga
dilakukan oleh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia pada
awal tahun 1980-an. Pascatahun 1980-an, Muhammadiyah dan MUI
memberikan kelonggaran dalam kontrasepsi wanita dalam pengatur-

28 Jeremy Menchik, “The co-evolution of sacred and secular: Islamic law and
family planning in Indonesia” in South East Asia Research, vol. 22, no. 3
(September 2014), PP 359-378, 373.

29 Achmad Kemal Riza, “Contemporary Fatwa of Nahdlatul Ulama”, Journal
of Indonesian Islam, vol. 5, no. 1 (2011): 34-65.
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an jumlah anak dengan melihatnya tidak semata-mata pada maslahat
bagi perempuan dan keluarga, tetapi lebih jauh dari itu dimaksudkan
untuk membantu pembangunan negara dalam hal penguatan keluarga
sejahtera dan keluarga berencana.

Beberapa perangkat hukum yaitu menggunakan pendekatan logis,
adil dan relevan. Penggunaan rasio, keadilan dan maslahat menjadi
bagian penting dalam penentuan hukum. Walaupun model konserva-
tif dengan mengambil pendapat ulama klasik tidak ditinggalkan sama
sekali, namun perubahan kepada penentuan hukum dengan “ijtihad”
terhadap makna dibalik teks dengan metode maslahat suatu lompatan
penting. Biasanya cara-cara ini dilakukan jika dalam referensi kitab
kuning tidak diketemukan dan paradigma usul fikih tidak memberi-
kan jawaban yang memadai terhadap masalah yang dihadapi, maka
penggunaan penafsiran hukum seperti yang dikembangkan al-Shatibi
dijadikan alternatif penting. Inilah perubahan penting dalam perkem-
bangan fatwa di Indonesia. Karena itu maslahat adalah menjadi solusi
utama dalam berfatwa.

Kesimpulan

Membaca masalah-masalah hukum begitu kompleks saat ini fatwa
membutuhkan instrumen, metodologi dan pendekatan yang memadai.
Salah satu perangkat penting untuk memberikan solusi fatwa yaitu de-
ngan metode dan pendekatan maslahat. Langkah ini telah menjadi pi-
jakan para ulama dalam merespons masalah-masalah hukum yang
semakin kompleks. Tanpa metode dan pendekatan maslahat akan me-
nempatkan hukum Islam kepada suasana kekakuan.

Penggunaan maslahat sebagai metodologi dan pendekatan menja-
di unik dan penting. Pertama, maslahat, seperti dijelaskan di atas, ada-
lah bagian penting dari tujuan syariat, yaitu memberikan kesejahter-
aan dan keberlanjutan hidup bagi manusia yang mengabdikan dirinya
untuk Tuhan dan khalifah di dunia. Kedua, maslahat akan memper-
jelas bagaimana tujuan hukum itu melindungi kepentingan manusia
di Dunia dan Akhirat. Artinya, formulasi hukum apa pun perlu meli-
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hat seberapa ‘maslahat’ bagi manusia. Di sinilah hukum Islam perlu
mendapatkan bantuan disiplin ilmu lain untuk memberikan perspek-
tif baru. Tanpa itu maka hukum Islam akan seperti fosil yang bertahan
pada waktu tertentu saja dan tidak relevan pada masa kini.
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Mengarusutamakan Magqasid al-Shari‘ah
dalam Memahami Sumber Hukum Islam
Hengki Ferdiansyah

Pendahuluan

Di antara persoalan dalam hukum Islam yang sampai saat ini masih
terus didiskusikan dan diperdebatkan adalah bagaimana cara mendia-
logkan teks yang terbatas dan realita yang terus berkembang. Ada ban-
yak permasalahan di era kontemporer yang jawabannya tidak ditemu-
kan secara spesifik dalam al-Qur’an dan hadis. Sebab itu, diperlukan
sebuah metode dan cara pandang baru terhadap al-Qur’an dan had-
is agar kedua sumber hukum ini tetap relevan dengan situasi kekinian
dan kedisinian.

Magqasid al-shari‘ah merupakan salah satu metode hukum Islam
yang mendapat perhatian lebih belakangan ini. Para sarjana muslim
mulai melirik kembali teori yang sebetulnya sudah lama dikenal da-
lam tradisi hukum Islam, namun tidak terlalu populer kecuali setelah
al-Shatibl menulis al-Muwafaqat dan diwacanakan kembali oleh ibn
‘Ashir melalui beberapa karyanya. Karenanya, tidak berlebihan bila
al-Shatib1 disebut sebagai mu‘allim al-awwal (guru pertama) dalam
ilmu magqadsid al-shari‘ah dan ibn ‘Ashir dianggap sebagai mu‘allim al-
thani (guru kedua).

Pasca ibn ‘Ashir mulai banyak sarjana muslim yang menaruh
perhatian dan mendalami kajian magqasid al-shari‘ah. Apalagi dalam
pendahuluan buku magqasid al-shari‘ahal-Islamiyyah, ibn ‘Ashir mel-
ontarkan pernyataan yang sangat kontroversial, yaitu ajakan untuk
meninggalkan usul fikih tradisional dan beralih kepada kajian magasid
al-shari‘ah.

Pernyataan ini dilontarkan sebagai kritik atas nalar tekstual yang
sangat dominan dalam tradisi usul fikih. Dampak dari tekstualitas itu
adalah pengabaian tujuan hukum dan prinsip dasar syariat dalam pe-
rumusan hukum. Sehingga hukum yang dirumuskan pun terkesan
kaku dan tidak bersahabat dengan situasi kekinian. Bahkan dalam be-
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berapa kasus cenderung mengarah kepada kekerasan dan diskrimina-
si.

Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa hukum Islam ser-
ing kali dijadikan rujukan atas tindakan kekerasan dan kriminal yang
dilakukan oleh teroris. Hal ini sebagaimana terlihat dalam penelitian
Jalil Roshandel dan Sharon Cadha.®° Selain itu, Khaled M. Abou El Fadl
dalam karyanya yang paling populer, Speaking in God’s Name, menye-
but beberapa lembaga fatwa kontemporer turut andil dalam mencip-
takan diskriminasi terhadap perempuan.®!

Supaya keluar dari nalar tekstual ini, sarjana hukum Islam kontem-
porer menawarkan magqasid al-shari‘ah sebagai jalan keluar dari mas-
alah hukum Islam. Dalam praktiknya, magasid al-shari‘ah tidak hanya
fokus pada makna literal teks, tetapi juga mengaitkan satu teks dengan
teks yang lain, serta memerhatikan konteks yang melatarbelakangi
teks. Sehingga kesimpulan yang diperoleh pun tidak parsial dan leb-
ih komprehensif.

Sebab itu, maqadsid al-shari‘ah sangat penting digunakan dalam
memahami sumber hukum Islam, khususnya al-Qur’an dan hadis se-
bagai dua sumber hukum tertinggi dalam Islam. Penerapan magqasid
al-shari‘ah dalam memahami al-Qur’an dan hadis ini sudah banyak
dikenalkan para ulama dan sarjana Islam. Di antara tokoh yang menje-
laskan bagaimana mempraktikkan magqasid al-shari‘ah dalam mema-
hami atau menafsirkan al-Qur’an dan hadis adalah Jasser Auda.

Tulisan ini akan difokuskan pada pemikiran Jasser Auda yang ter-
tuang dalam karyanya Maqadsid al-Shari‘ah ka Falsafah al-Tashri‘. Tu-
lisan ini tidak akan membahas seluruh dari pemikiran Jasser Auda,
tapi difokuskan pada bagaimana memahami al-Qur’an dan hadis de-
ngan menggunakan maqasid al-shari‘ah.

30 Jalid Roshandel dan Sharon Cadha, Jihad and International Security (Eng-
land, Palgrave Macmillan, 2006), 52-53.

31 Khaled M. Abou EL Fadl, Atas Nama Tuhan, terj. Cecep Lukman Yasin, (Ja-
karta: Serambi, 2004), 258-367.
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Penafsiran al-Qur’an Berbasis Maqasid

Al-Qur'an merupakan sumber tertinggi dalam perumusan hu-
kum. Begitu pula dengan fatwa. Setiap fatwa yang dikeluarkan dan di-
rumuskan mesti merujuk pada al-Qur’an dan tidak boleh keluar dari
ketentuan al-Qur’an. Hampir semua ulama dan sarjana menggunakan
al-Qur’an sebagai landasan berpikir mereka, meskipun cara mereka
memahami al-Qur’an antara satu dengan lainnya itu berbeda-beda.

Dikarenakan al-Qur’an disepakati sebagai sumber hukum tert-
inggi, maka sangatlah penting memahami al-Qur'an menggunakan
pendekatan magqasid al-shari‘ah. Tujuannya adalah agar pemahaman
dan penafsiran yang dihasilkan tidak melenceng dan menyimpang dari
tujuan syariat.

Memahami al-Qur’an dengan menggunakan magqasid al-shari‘ah ini
sering diistilahkan dengan tafsir al-maqasidi,** yaitu penafsiran yang
menekankan pada prinsip dasar dan tujuan syariat. Karakteristik taf-
sir al-maqasidi ini dalam pandangan Ahmad al-Raysini adalah me-
mahami ayat di dalam al-Qur’an secara utuh dan tidak sepotong-se-
potong, mendalami makna lahir dan batinnya, serta memahami ayat
al-Qur’an tidak hanya dari aspek kebahasaannya saja, tapi juga men-
dalami kandungan dan substansinya.

Salah satu cara untuk mengetahui maksud dan substansi ayat ada-
lah dengan menggunakan metode tematik atau yang selama ini dikenal
dengan istilah tafsir al-mawdiii. Menurut Quraish Shihab, tafsir tem-
atik berati penafsiran yang mengarahkan kepada satu tema tertentu,
lalu mencari pandangan al-Qur’an tentang tema tersebut dengan jalan
menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan
memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat
yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, yang mutlaq di-

32 Jasser Auda, Magqgasid al-Shari‘ah ka-Falsafah li al-Tashr’ al-Islami, (Hern-
don: I1IT, 2012), 368.

33 Ahmad al-Raysini, Maqasid al-Maqasid, (Beirut: al-Shabkah al-‘Arabi-
yyah, 2013), 7.
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gandengkan dengan yang muqayyad, dan lain-lain.?*

Tafsir tematik bertujuan untuk memahami ayat al-Qur’an secara
holistis dan komprehensif, karenanya yang menjadi acuan dalam
penafsiran tidak hanya satu ayat, tetapi melihat korelasi antara satu
ayat dengan ayat lainnya (mundasabah). Perhatian ulama terhadap taf-
sir tematik atau korelasi antara satu ayat dengan ayat lain ini, menurut
al-Raysiini, baru muncul belakangan ini.

Al-Bigat (w. 885) dianggap tokoh pertama yang menekankan
pentingnya memahami hubungan antara masing-masing ayat dan
surat dalam al-Qur’an. Al-Biqa't juga membahas tujuan dan maksud
dari surat-surat yang ada di dalam al-Qur’an secara utuh. Supaya
mengetahui maksud dari masing-masing surat, sangat penting untuk
memperhatikan hubungan masing-masing ayat (tandsub al-ayat), ki-
sah-kisah yang terdapat di dalamnya, serta hubungan awal surat de-
ngan akhir surat.*®

Kemunculan tafsir tematik ini memengaruhi paradigma ahli hukum
Islam dalam memahami ayat al-Qur’an, terutama ayat-ayat hukum. Se-
lama ini, model penafsiran ayat hukum yang berkembang masih re-
duksionis dan dikotomis, hanya memperhatikan satu ayat spesifik, dan
tidak dikomparasikan dengan ayat lain. Akibatnya,, ayat yang berkai-
tan dengan prinsip dasar syariat, moral dan etika, dan hikmah dari ki-
sah umat terdahuly, jarang dilibatkan dalam penafsiran ayat hukum.
Padahal jumlah ayat hukum yang spesifik sangatlah terbatas dan se-
dikit bila dibandingkan ayat moral dan etika, kisah, tauhid, dan prin-
sip dasar syariat.>

Oleh sebab itu, menurut Jasser Auda, ayat-ayat moral, kisah, dan
tauhid ini perlu digeser ke dalam wilayah ayat hukum, agar ia berper-
an penting dalam memahami ayat hukum dan menjadi pertimbangan
saat penggalian hukum. Terkait hal ini, Jasser menuliskan:

34 M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Ciputat: Lentera Hati, 2013), 387.
35 Ahmad al-Raystni, Maqgadsid al-Maqasid, 11.
36 ‘Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Usil al-Fiqh, 34.
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“Menurut saya, aliran tafsir tematik lebih banyak memberikan per-
hatian terhadap magqasidal-Qur’an. Pembacaan al-Qur’an secara tem-
atik, untuk memahami tema, prinsip dasar, dan kandungan al-Qur’an,
didasarkan pada pemahaman bahwa al-Qur’an merupakan satu kesat-
uan utuh. Berdasarkan pemahaman ini, maka sebagian kecil ayat yang
berhubungan dengan hukum, atau sering disebut ayat hukum, diper-
luas cakupannya hingga meliputi seluruh ayat al-Qur’an. Implikasin-
ya, ayat-ayat akidah, kisah-kisah Nabi, kehidupan akhirat dan alam se-
mesta, termasuk dari bagian utuh ayat al-Qur’an, yang memiliki peran
dalam perumusan hukum Islam.”%”

Substansi yang terdapat dalam kisah-kisah umat terdahulu dan ki-
sah mengenai hari akhir, menurut Jasser, dapat dijadikan sebagai ilat
hukum. Sebab kandungan kisah-kisah tersebut sesungguhnya merep-
resentasikan nilai dan prinsip dasar syariat Islam. Pendekatan ini
sekaligus memperkaya metode penelusuran fllal (takhrij al-manat)
yang sudah dikenalkan ulama terdahulu, terutama pada saat proses
tanqih al-manat (penyeleksian dan pemastian kausa) dan tahqiq al-
manat (penetapan kausa pada kasus baru).®

Pada hakikatnya, gagasan Jasser Auda untuk menerapkan tafsir
tematik dalam memahami ayat-ayat hukum, sebetulnya melanjutkan
paradigma ijtihad yang sudah yang dirumuskan al-Shatib1. Dalam pan-
dangan al-Shatibi, proses ijtihad sudah selayaknya menggunakan dalil-
dalil umum atau universal (al-kulliyat) untuk memahami dalil-dalil
spesifik, baik yang terdapat dalam al-Qur’an, hadis, ijmak, maupun
qiyas, sebab dalil-dalil spesifik terkait dan terikat dengan dalil-dalil
umum. Orang yang hanya berpegang pada dalil spesifik semata dan
berpaling dari umum, maka dapat dipastikan hasil ijtihadnya keliru.*

37 Jasser Auda, Magqasid al-Shari‘ah ka Falsafah li al-Tashri’ al-Islami, 328.
Bandingkan dengan Jasser Auda, Maqasid al-Shari‘ah: Dalil lil-Mubtadr’,
(IIIT: Herndon, 2011), 84.

38 Jasser Auda, Magqasid al-Shari‘ah ka-Falsafah li al-Tashri’ al-Isldmi, 368.

39 Abiu Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usil al-Shari‘ah, (Beirut: Dar al-Ku-
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Sebab itu, dalam proses perumusan hukum, seluruh ayat yang ber-
kaitan mestinya dijadikan sebagai rujukan utama, baik ayat tersebut
bersifat umum atau khusus. Misalnya, dalam merumuskan hukum
poligami misalnya, tidak cukup hanya merujuk pada satu ayat yang
berbicara secara spesifik soal poligami. Tapi permasalahan tersebut
mesti juga mempertimbangkan ayat lain yang berbicara mengenai kel-
uarga dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Pemahaman Hadis Berbasis Magqgasid

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an. Ia ber-
fungsi sebagai penjelas bagi hukum-hukum yang tidak disebutkan al-
Qur’an secara detail dan sekaligus memberi kejelasan hukum terhadap
praktik-praktik keagamaan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an.*
Seperti halnya al-Qur’an, kebanyakan hadis tidak diriwayatkan dengan
utuh dan konteks pembicaraan Nabi juga sering kali tidak ditampil-
kan dalam hadis. Tidak jarang pula ditemukan, antara satu hadis ber-
tentangan dengan hadis lain dari sisi pemaknaannya.

Dikarenakan sebagian besar periwayatan hadis tidak utuh dan ti-
dak menampilkan konteks pembicaraan Nabi, maka perlu melaku-
kan komparasi antara satu hadis dengan hadis lain dan menghimpun
seluruh hadis yang berkaitan dengan tema tertentu, setelah itu baru
dicari titik temu di antara masing-masing riwayat. Terkait pentingnya
memahami hadis secara holistis ini, Ali Mustafa Ya’qub berpendapat:

“Tidak diragukan lagi bahwa hadis satu kesatuan utuh, sekalipun
redaksinya terlihat berbeda-beda. Dikatakan utuh karena sumber uta-
ma hadis adalah Rasulullah SAW seorang: beliau terkadang menga-
takan suatu hal kepada sebagian sahabat dan perkataan itu tidak dis-
ampaikan kepada sahabat lainnya; terkadang ada dua riwayat dari
Rasulullah yang berbeda antara riwayat pertama dan kedua. Perbe-

tub, tt) vol. 3, 174.
40 Muhammad 4jjaj al-Khatib, Usul al-Hadith, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009),
31.
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daan kedua riwayat tersebut dikarenakan Rasulullah SAW melihat ada
kemaslahatan pada riwayat pertama dan tidak melihatnya pada ri-
wayat kedua.”*!

Pendapat Ali Mustafa ini hampir sama dengan pandangan Ahmad
ibn Hanbal (w. 242 H), bahwa hadis saling menafsirkan antara satu
sama lainnya. Ahmad mengatakan, “hadis terasa sulit dipahami bila
periwayatannya tidak dikumpulkan dalam satu tema, karena hadis me-
nafsirkan sebagian hadis lainnya.”** Al-Qadi ‘Iyad (w. 544 H) menam-
bahkan, “Sebagian hadis menghukumi hadis lainnya dan pemaknaan
hadis yang masih ambigu dapat dipahami melalui hadis lain yang mak-
nanya sudah jelas.”** Melalui metode tematik ini, yaitu mengumpulkan
seluruh hadis yang substansinya sama dalam satu tema (wihdah al-
mawdi’iyah fi al-hadith), pesan utama yang hendak disampaikan Nabi
melalui hadisnya akan lebih mudah ditangkap dan dipahami dengan
baik.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, setiap hadis harus dipahami melalui
metode yang benar. Di antara metodenya adalah menghimpun seluruh
periwayatan hadis dalam satu tema, sebab dengan metode ini hadis
mutashabih dapat dipahami kandungannya melalui hadis muhkam dan
hadis ‘am dapat dibatasi cakupannya oleh hadis khas.** Pada hakikat-
nya, metode komparasi atau memahami hadis secara tematik bertu-
juan untuk mengungkap maksud dan substansi yang terdapat dalam
masing-masing hadis. Akan tetapi, kelemahan metode ini adalah tidak
mampu mengungkap maksud terdalam pada sebuah hadis, khususn-

41 Ali Mustafa Yaqub, al-Turq al-Sahihah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah,
(Ciputat: Maktabah Dar al-Sunnah, 2016), 117.

42 Perkataan ini dikutip dari al-Khatib al-Baghdadi, al-Jami’ li Akhlaq al-
Rawi wa Adab al-Sima’, (Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, tt), vol. 2, 212.

43 Pernyataan ini diambil dari Ali Mustafa Yaqub, al-Turq al-Sahthah fi Fahm
al-Sunnah al-Nabawiyyah, 118.

44  Yusuf al-Qaradawi, Kayf Natd‘amal ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah, (Kai-
ro: Dar al-Shurtgq, 2002), 123.
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ya pada hadis-hadis yang ilatnya tidak disebutkan dalam redaksi atau
matannya (‘illah ghayr al-mansiisah).

Pada hadis yang tidak menampilkan kausa (‘illah) dan konteks
pembicaraan Nabi secara eksplisit, diperlukan pemahaman menda-
lam terhadap konteks sosial, politik, kultur, dan lingkungan pada saat
Nabi mengeluarkan pernyataan. Memahami konteks kemunculan had-
is membantu untuk mendapatkan maksud inti (magsad) dari pembic-
araan, pernyataan, dan tindakan Nabi SAW. Penggalian substansi hadis
ini sangat diperlukan untuk mengontekstualisasikan hadis-hadis yang
bernuansa lokalitas, budaya, dan politis.

Supaya mendapatkan pemahaman utuh terkait substansi hadis
Nabi SAW, Jasser menawarkan metode pemahaman hadis berdasar-
kan pemilahan posisi Nabi SAW.*> Metode ini bertujuan untuk meli-
hat posisi Nabi SAW pada saat menyampaikan hadis tersebut, sebab
masing-masing posisi memiliki implikasi hukum dan tujuan yang ber-
beda-beda. Al-Qarafi membagi Nabi SAW dalam tiga posisi: pemimpin
(imamah), hakim (al-qada’), dan mufti atau pembawa risalah kenabi-
an (al-fatwa, al-risalah, al-tabligh). Masing-masing dari tiga posisi ini
berpengaruh terhadap pengamalan sebuah hadis. Hadis yang disam-
paikan Nabi SAW dalam kapasitasnya sebagai seorang pembawa sya-
riat dan mufti keagamaan, maka wajib diikuti oleh seluruh umat Islam
sampai hari akhirat kelak. Setiap perintah Nabi terkait urusan keag-
amaan harus dikerjakan dan seluruh larangannya harus ditinggalkan.

Hal ini berbeda dengan pernyataan Nabi SAW yang muncul da-
lam kapasitas beliau sebagai seorang pemimpin (al-imamah). Setiap
putusan politik Nabi SAW dan menyangkut persoalan kemasyaraka-
tan pada waktu itu, tidak boleh diikuti sebelum mendapatkan persetu-
juan dari pimpinan politik atau pemerintah yang berwenang. Demiki-
an pula pernyataan dan sikap Nabi SAW dalam kapasitasnya sebagai
seorang hakim, yaitu orang yang diberikan amanah untuk memutus-
kan hukum, menyelesaikan konflik dan persoalan masyarakat secara

45 Jasser Auda, Maqasid al-Shari‘ah ka-Falsafah li al-Tashri’ al-Islami, 370.
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adil. Hadis-hadis yang dimunculkan pada saat posisi Nabi sebagai seo-
rang hakim tidak boleh diikuti kecuali berdasarkan putusan hakim se-
karang.*

Pemilahan posisi Nabi SAW yang dikemukakan Al-Qarafi di atas,
dikembangkan lebih luas oleh al-Tahir ibn ‘Ashir. Beliau membagi po-
sisi Nabi SAW menjadi dua belas: al-tashri‘ (pembentukan syariat ag-
ama), al-fatwd (pandangan keagamaan), al-qada’ (putusan hukum),
al-imarah (putusan politik), al-hady (petunjuk), al-sulh (kontrak da-
mai), ishdrah‘alaal-mustashir (pertimbangan), al-nasihah (saran),
takmilal-nufiis (penguatan mental), ta‘limhaqa’iqal-‘aliyyah (penga-
jaran nilai-nilai luhur), al-ta’dib (pendidikan budi pekerti), al-tajar-
rud‘anal-irshad (pernyataan tanpa motif tertentu).*’

Dua belas posisi Nabi versi ibn ‘Ashir ini dapat disederhanakan
dalam tiga kecenderungan: teologis (tashri® dan fatwa), sosiologis
(imarah, qada’, hady, al-sulh), dan etis (musalahah, isharah, nasthah,
takmil, ta‘lim, ta’dib, dan tajarrud). Ketiga kecenderungan ini menun-
jukkan tugas utama Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini. Beliau
mempunyai tanggung jawab meluruskan keyakinan teologis umat ma-
nusia, menyelesaikan problem-problem sosial umat, dan mengajar-
kan etika kepada mereka agar dapat menjalani prinsip keyakinan dan
bermasyarakat secara sempurna. “Dari tiga kecenderungan tersebut,
hanya kecenderungan teologis, yaitu hadis yang disampaikan dalam
kapasitas Nabi sebagai pembawa risalah dan mufti agama, yang ber-
laku umum dan mengikat semua umat Islam. Sementara dua kecen-
derungan lainnya perlu dikontekstualisasikan dengan cara memahami
substansi dan kandungan inti dari hadis tersebut agar relevan dengan

46 Al-Qarafi, al-lhkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Imam wa Tasarrufat al-
Qadi wa al-Imam (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 108-109.

47  Lihat penjelasan masing-masing kategori ini dalam al-Tahir ibn “Ashir,
Magqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah, 26-36.

48 M. Khoirul Huda, “Memahami Hadis Melalui Pemilihan Posisi Nabi SAW”
Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2013), 52.
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kondisi kekinian.

Teori Al-Qarafi dan ibn ‘Ashiir tentang pemilahan posisi Nabi SAW
di atas, menurut Jasser Auda dapat mengisi ruang kosong dalam had-
is Nabi SAW. Ruang kosong yang dimaksud di sini adalah kebanyakan
hadis Nabi SAW hanya terdiri dari satu - dua kalimat; jawaban atas
satu atau dua pertanyaan; tanpa menjelaskan konteks sosial, histo-
ris, politik, ekonomi, dan lingkungan yang mengitari kemunculan had-
is.*? Ketiadaan konteks ini pada gilirannya berimplikasi pada sulitnya
memahami substansi hadis dan melakukan kontekstualisasi terha-
dap hadis-hadis yang bersifat temporal dan situasional, semisal had-
is terkait putusan politik Nabi SAW. Karenanya, melalui teori pemila-
han posisi ini, hadis-hadis yang tidak disebutkan konteksnya secara
jelas, dapat dipahami maksudnya dengan baik dan mengontekstual-
isasikannya dengan kondisi kekinian terasa lebih mudah.*°

Selain menegaskan pentingnya memahami substansi hadis melalui
pendekatan tematik dan pemilahan posisi Nabi SAW, Jasser Auda juga
mengusulkan agar setiap hadis perlu diuji otentitasnya berdasar-
kan prinsip dasar syariat Islam atau maqadsid al-shari‘ah. Dalam kaji-
an hadis, sudah mafhum bahwa otentitas dan kebenaran hadis diukur
dari dua aspek: otentitas sanad dan matan. Keduanya mesti diverifika-
si terlebih dahulu sebelum diamalkan. Bila salah satu dari kedua per-
syaratan tersebut tidak terpenuhi, konsekuensinya hadis tersebut ti-
dak dapat diamalkan.’! Dalam pandangan Jasser, maqasid al-shari‘ah
berperan penting dalam ranah kritik matan hadis. Pengujian otenti-
tas redaksi hadis (matan) harus diukur keselerasannya dengan ma-
qasid al-shari‘ah. Implikasinya, kandungan hadis yang tidak sejalan
dengan prinsip dasar syariat Islam, otentitasnya perlu dipertanyakan

49 Jasser Auda, Maqasid al-Shari‘ah ka-Falsafah li al-Tashri’ al-Islami, 369.

50 Jasser Auda, Magqasid al-Shari‘ah ka-Falsafah li al-Tashri’ al-Islami, 369.

51 Salah al-Din al-Adabi, Manhaj Naqd al-Matn ‘Ind ‘Ulama’ al-Hadith al-
Nabawi, (Beirut: Dar al-Afiq al-Jadidah, tt), 33.
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dan dipermasalahkan.>?

Pandangan ini diajukan sebagai perluasan dari konsep hadis shadh
yang sudah lama dikenal dalam ilmu hadis tradisional. Hadis shadh
ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, namun makna
hadisnya bertentangan dengan orang yang lebih kredibel darinya.>
Pemahaman hadis shadh ini perlu diperdalam dan disandingkan de-
ngan magqasid al-shari‘ah agar lebih utuh. Konsep hadis shadh yang
dipahami selama ini bersifat parsial dalam arti sebatas melihat kontra-
diksi satu hadis dengan hadis lain dan tidak melihatnya dari perspek-
tif yang lebih holistis, misalnya bagaimana bila makna hadis tersebut
bertentangan dengan prinsip dasar al-Qur’an atau magqasid al-shari‘ah.

Oleh sebab itu, Jasser merumuskan istilah al-shudhidhal-man-
hji sebagai pengembangan dari konsep hadis shadh sebelumnya. Isti-
lah ini berati setiap hadis yang kandungannya bertentangan dengan
prinsip dasar dan tujuan umum syariat (magqasid al-‘ammah).>* Seper-
ti diakuinya, konsep dasar dari istilah ini sebenarnya sudah dikenal-
kan oleh beberapa ulama kontemporer,>® sebut saja al-Ghazali lewat
karyanya al-sunnah al-Nabawiyah: Bayn Ahl al-Figh wa Ahl al-Hadith.
Dalam buku ini, dia mengkritik ahli hadis yang hanya menguji keabsa-
han hadis berdasarkan kritik sanad dan mengabaikan kritik matan. Al-
Ghazali menuturkan:

“Adakalanya sanad hadis sahih, tetapi matan hadisnya lemah.
Kelemahan matan hadis diketahui setelah ahli fikih melakukan pene-
litian terhadap hadis tersebut dan mereka menemukan kelemahann-
ya. Sebenarnya, menemukan kelemahan matan hadis ini tidak hanya
monopoli ulama hadis. Seluruh ulama, baik ulama tafsir, usil, dan fikih
bertanggung jawab terhadap hal ini, bahkan mungkin tanggung jawab

52 Jasser Auda, Magqasid al-Shari‘ah ka-Falsafah li al-Tashri’ al-Islami, 368.

53 Mahmaud al-Tahhan, Taysir Mustalah al-Hadith, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),
97.

54 Jasser Auda, Magqasid al-Shari‘ah ka-Falsafah li al-Tashri’ al-Islami, 369.

55 Jasser Auda, Magqasid al-Shari‘ah ka-Falsafah li al-Tashri’ al-Islami, 369.
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mereka lebih besar dari selain mereka.”

Salah satu metode kritik matan, menurut al-Ghazali, ialah men-
guji validitas matan hadis berdasarkan al-Qur’an. Apabila ditemukan
matan hadis sahih bertentangan dengan al-Qur’an, maka hadis terse-
but dihukumi lemah secara otomatis dan tidak dapat diamalkan. Be-
liau menegaskan bahwa pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk
melemahkan hadis yang sudah diklaim sahih oleh ulama hadis. Akan
tetapi, hanya sebatas mengusulkan agar setiap matan hadis sahih per-
lu dipahami berdasarkan paradigma al-Qur’an.’’

Dilihat dari sejarahnya, kritik hadis berdasarkan al-Qur’an ini ses-
ungguhnya sudah dicontohkan “A'Ishah, sebagaimana yang digambar-
kan Badr al-Din al-Zarkashi dalam karyanya al-ljabah: kitab ini meng-
himpun seluruh riwayat yang berasal dari ‘A'Ishah, terkait kritikannya
terhadap hadis yang disampaikan oleh para sahabat lainnya. ‘AIshah
melakukan kritik terhadap beberapa riwayat dikarenakan riwayat
tersebut tidak sejalan dengan kandungan al-Qur’an.®

56 Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah: Bayn Ahl al-Figh wa
Ahl al-Hadith, (Kairo: Dar al-Shuriiq, 1989),19-20.

57 Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyyah:Bayn Ahl al-Figh wa
Ahl al-Hadith, 24.

58 Misalnya kritikan ‘A'ishah terhadap ‘Abdullah ibn “Umar yang mela-
rang menangisi mayat. Larangan ini merujuk pada hadis, “Sesungguhnya
mayat akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya” (HR: al-Bukhari
dan Muslim). Menurut ‘Aisyah, kemungkinan ‘Abdullah ibn ‘Umar salah
memahami pernyataan Nabi ini atau barangkali ia lupa. Pasalnya, hadis
ini dikatakan Nabi pada saat beliau bertemu dengan orang Yahudi yang
sedang menangis di kuburan. Nabi mengatakan, “Mereka menangisinya
dan dia akan diazab di dalam kuburnya” (HR: Muslim). Selain itu, peno-
lakan ‘Aisyah terhadap riwayat ‘Abdullah ibn ‘Umar dikarenakan larang-
an menangisi mayat tersebut bertolak belakang dengan surat al-Najm
ayat 38, yang berati bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang
lain. Lihat Badr al-Din al-Zarkashi, al-ljabah: Li irad ma Istadrakathu

88



Penutup

Mengarusutamakan maqasid al-shari‘ah dalam memahami sumber
hukum Islam semisal al-Qur’an dan hadis sangat penting di era kon-
temporer supaya tidak terjebak dalam pemahaman tekstualis yang
pada akhirnya membuat hukum Islam terkesan kaku, formalitas, dan
tidak bersahabat dengan situasi kekinian. Untuk kasus tertentu mun-
gkin memahami al-Qur’an dan hadis secara tidak tekstual tidak akan
menimbulkan permasalahan, tapi pada kasus lain seperti persoalan
muamalah dan relasi umat beragama, akan menimbulkan persoalan
bila teks dipahami secara tekstual.

Misalnya, ayat dan hadis yang berbicara soal jihad dan perang, kalau
tidak dipahami berdasarkan konteks dan situasinya bisa berdampak
terhadap kekerasan dan kriminalitas. Karena itu, selain memperhati-
kan konteks, relasi antara satu teks dengan teks lain perlu juga dipa-
hami dan dianalisis, karena hampir sebagian ayat al-Qur’an dan hadis
memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Dengan cara itulah tujuan
dan maksud yang terkandung dalam suatu aturan bisa diketahui.
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Metodologi Berfatwa dalam Islam: Studi Kasus
Pengambilan Keputusan Hukum di Lingkungan NU
Abdul Mogsith Ghazali

Pengantar
eribu empat ratusan tahun lalu Islam berdiri, dibawa Nabi Mu-
hammad SAW. Dalam kapasitasnya sebagai nabi dan juga kepala
pemerintahan, Nabi Muhammad SAW hadir menyelesaikan ma-
salah masyarakat, mulai dari soal-soal pribadi hingga soal-soal komu-
nal kemasyarakatan seperti menyelesaikan konflik antara Suku Aus
dan Khazraj yang sudah berlangsung ratusan tahun. Ia tak pernah be-
lajar resolusi konflik secara akademis. Tapi prestasi Nabi SAW dalam
menyelesaikan sengketa sosial bahkan ekonomi cukup mengagumkan.
Sebagai kepala negara di Madinah, Nabi SAW juga masuk ke pas-
ar-pasar untuk memastikan agar tak ada monopoli dan kartel. Karena
itu, beliau kadang bertindak sebagai hakim (qadi)®*® dalam mengatasi

59 Alkisah, laki-laki muslim golongan Ansar dari Bani Zhafar bernama
Tu’mah ibn Ubayriq mencuri baju besi milik tetangganya bernama Qa-
tadah ibn al-Nu’'man. Namun, untuk mengelabui dan menghindar dari
tuduhan, Thu'mah menitipkan baju besi curiannya itu di rumah Zayd
ibn Samin penganut Yahudi. Qatadah mengadu pada Nabi SAW. lalu Nabi
SAW memanggil para pihak yang berpekara. Hampir saja Nabi SAW men-
jatuhkan vonis bersalah pada Zaid karena barang bukti berupa baju besi
ada di rumah Zaid. Lalu turunlah ayat al-Qur’an Surah al-Nisa’ ayat 105-
108 yang membongkar kebohongan Thu’'mah. Zaid dibebaskan dari hu-
kuman, sementara Thu'mah divonis bersalah. Dengan vonis itu, ia lari ke
Mekah lalu ke Khaybar. Thu'mah dikisahkan mati dalam keadaan mur-
tad. Nawawi al-Bantani, Marah Labidz, Indonesia: Dar Thya’ al-Kutub
al-‘“Arabiyah, Tanpa Tahun, h. 172; Baca juga Al-Qurtubi, al-Jami‘li Ahkam
al-Qur’an, Kairo: Dar al-Hadith, 2002, jilid III, juz V, h. 327; ibn Katsir, Taf-
sir al-Qur’an al-Azhim, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, juz I, h. 624-625; Fakhr
al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, jilid VI, juz 11,
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masalah. Ia juga kerap berperan sebagai mufti ketika ada individu dan
masyarakat menanyakan hukum satu perkara. Sebab, sekalipun turun
pada pribadi Nabi, al-Qur’an tak hanya berfungsi menyelesaikan ma-
salah pribadi Nabi SAW melainkan juga untuk memecahkan masalah
umat, baik masa’il syahshiyah maupun masa’il ijtima‘iyah.

Nabi SAW adalah rujukan umat Islam. Sekiranya ada masalah, para
sahabat tinggal bertanya pada Rasulullah SAW. Di era kenabian, aktivi-
tas ijtihad tak banyak diperlukan, sebab Nabi SAW akan menjawab se-
tiap pertanyaan yang diajukan umat Islam.®® Namun, ketika Nabi SAW
sudah tidak ada, keadaan pun berubah. Masalah yang dihadapi umat
terus bertambah, sementara Nabi SAW sebagai tempat bertanya sudah
tak bersama mereka. Saat itulah, para sahabat mulai berijtihad meru-
muskan jawaban atas perkara yang dihadapi umat [slam.

Pada era sahabat itu muncul para mujtahid tangguh seperti Abu
Bakr al-Siddiq, ‘Umar ibn Khattab, ‘Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi
Thalib, Mu‘adh ibn Jabal, Ubay ibn Ka‘ab, Zayd ibn Thabit, ibn ‘Abbas,
ibn Mas‘id, ibn ‘Umar, dan lain-lain. Mereka menjadi rujukan umat Is-
lam saat itu. Sebab, sebagaimana dikatakan ibn Khaldin, tak semua

h. 33.

60 Para ulama berselisih apakah ketika Nabi SAW masih hidup sudah ada
sahabat yang tampil sebagai mufti atau tidak. Ibn ‘Umar pernah ditanya
tentang itu dan dia menjawab, “Abl Bakr dan ‘Umar adalah mufti pada
zaman Nabi. Selain dua orang itu saya tidak tahu”. Tentang itu, al-Qasim
ibn Muhammad juga berkata, “Abii Bakr, ‘Umar, Uthman, dan ‘Al ada-
lah para mufti di zaman Nabi SAW”. Nabi SAW pernah meminta ‘Amr ibn
‘Ash untuk menghukumi suatu perkara. ‘Amr ibn ‘Ash bertanya, “apa-
kah saya harus berijtihad sementara engkau masih hidup?”. Nabi SAW
menjawab, “iya. Sekiranya engkau benar, maka dapat dua pahala dan
jika salah, maka dapat satu pahala”. Humaydan ibn ‘Abdullah, “Fugaha’

al-Shahabah al-Muktsirun min al-Fatwa wa Manahijuhum al-Ijtihadi-

yyah”, dalam Majallah Jami‘ah Umm al-Qura, Mekah: 1411 H, tahun III,

vol. 5, h. 5-7.
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sahabat Nabi mencapai derajat mujtahid. Para sahabat itu memili-
ki keunggulan berbeda-beda. Kalau dalam soal fikih misalnya, ‘Umar
ibn Khattab sering merekomendasikan agar umat Islam bertanya pada
Mu‘adh ibn Jabbal.®!

Era sahabat berakhir lalu masuk zaman tabiin dan tabii tabiin. Ma-
salah yang dihadapi generasi ini sangat serius. Tak semua hal diatur
jelas-sharih dalam al-Qur’an dan hadis. Ulama mulai terbagi antara ahl
al-hadith yang direpresentasikan Imam Malik dan ahl al-ra’y yang di-
wakili Imam Abt Hanifah.®? Imam ShafiT yang datang belakangan coba
memadukan dua kecenderungan itu sehingga ra'y-akal tetap disand-
ingkan dengan hadis dalam menyelesaikan perkara fikih dan had-
is tetap bisa dijelaskan secara rasional. Bahkan, di sejumlah literatur
usul fikih disebutkan bahwa nas al-Qur’an dan hadis bisa dispesifikasi
oleh akal, disebut takhsis bi al-‘aql.

Jika diperhatikan, baik ahl al-hadith maupun ahl al-ra’y, dua-duan-
ya ingin menjawab masalah-masalah umat Islam dengan al-Qur’an dan
al-sunnah. Mereka hanya berbeda dalam mengukur porsi ketika nas
didialektikakan dengan akal atau nas berhadapan dengan realitas (al-
wagqi®). Dalam konteks itu, maka perbedaan tafsir tak terhindarkan.
Maksudnya, sekalipun merujuk pada sumber yang sama, perbedaan
pandangan di kalangan ulama tak terhindarkan. Perbedaan pandang-
an itu sekurangnya disebabkan karena dua hal. Pertama, perbedaan di
dalam memahami dalil. Artinya, dalil yang sama ketika dipahami ula-
ma berbeda bisa melahirkan produk hukum yang berbeda juga. Per-
bedaan tafsir terjadi karena dalam al-Qur’an terdapat kata-lafal yang
multitafsir seperti lafal mushtarak, lafal mujmal, 1afal ‘am, lafazmutlaq,
dan lain-lain. Kedua, perbedaan di dalam menggunakan dalil. Sekiran-

61 Humaydan ibn ‘Abdullah, “Fugaha’ al-Shahabah al-Mukthirin min al-Fat-
wa wa Manahijuhum al-ljtihadiyah”, dalam Majallah Jami‘ah Umm al-
Qura, h. 9.

62 ‘Abdullah ibn Bayah, Shina’ah al-Fatwd wa Figh al-Aqalliyat, Beirut: Dar
al-Fikr, 1999, h. 19.
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ya satu ulama menggunakan dalil giyas, sementara yang lain menggu-
nakan dalil istihsdn, maka dua ulama itu potensial melahirkan produk
hukum berbeda terhadap satu masalah yang sama.

Dengan itu, maka perbedaan pendapat fikih dan fatwa di kalangan
para ulama dalam banyak kasus tak terhindarkan. Bahkan, fatwa ula-
ma sekarang bisa berbeda dengan fatwa ulama terdahulu ketika mer-
espons persoalan fikih yang sama. Artikel ini akan mengupas meto-
dologi para ulama NU dalam merespons persoalan-persoalan fikih
sekarang. Bagaimana metodologi dan prosedur akademik yang dipa-
kai Nahdlatul Ulama dalam mengambil keputusan hukum dalam Islam.

Fatwa-Mufti-Mustafti

Tak semua orang memiliki kemampuan berijtihad. Sebagian be-
sar umat Islam tak mengerti argumen rinci suatu hukum dalam Islam.
Karena itu, bagi orang awam, bermazhab adalah pilihan paling masuk
akal. Bahkan, menurut Imam al-Ghazali, orang awam wajib meminta
fatwa dan mengikuti ulama.®®* Bukan karena mereka sibuk dalam hal-
hal di luar bidang keagamaan,®* melainkan juga karena kita tak mun-
gkin memberi beban akademis terlampau berat kepada masyarakat
awam untuk berijtihad.®® Allah SWT memerintahkan kalangan awam

63 Imam Ghazali, al-Mustafa min ‘llm al-Usul, Beirut: Dar al-Arqam ibn Abi
al-Arqam, Tanpa Tahun Juz II, h. 625.

64 Wahbah al-Zuhayli, Usiil al-Figh al-Islami, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, juz 11,
h.1128.

65 Ibn Hazm berkata tentang haramnya umat Islam bertaklid dalam semua
bidang syariat baik terkait akidah maupun hukum. Menurutnya, hanya
Rasulullah SAW yang layak ditaklidi tanpa perlu diketahui nalar atau ar-
gumennya. Sementara pendapat para ulama mulai sahabat Nabi SAW
hingga ulama sekarang tak boleh diterima begitu saja oleh umat Islam.
Mereka perlu mengetahui, mengapa yang ini diharamkan dan yang itu
dibolehkan. Ibn Hazm, al-Thkam fi Usil al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr,
1986, juz VI, h. 861. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhayli, Usil al-Figh
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bertanya pada para ulama yang mengerti dalil syariat. Allah SWT ber-
firman dalam al-Qur’an (al-Nahl: 43), “fas’alu ahl al-dzikr in kuntum la
talamtn” (bertanyalah kalian pada para ahli jika kalian tidak tahu).

Seorangahliyang dimintai pendapathukum disebut mufti, pendapat
hukum yang dikeluarkan seorang ahli disebut fatwa, hal yang dimint-
akan fatwanya pada mujtahid disebut mustafta bih, sedangkan orang
yang bertanya pada para ahli disebut mustafti. Jika yang bertanya itu
mengikuti pendapat ahli, maka ia disebut mukalid atau muttabi ‘.°®

Pertanyaannya, siapa para ahli yang pendapat hukumnya menja-
di rujukan umat Islam tersebut? Pada zaman Nabi SAW, orang ahli itu
adalah beliau sendiri. Al-Qur'an dalam surah al-Nisa’ menggambar-
kan posisi Nabi SAW sebagai mulfti atau ahli tersebut dalam ayat 127,
“wa yastaftinaka fi al-nisa” (mereka meminta fatwa kepadamu ten-
tang perempuan”. Namun, fatwa yang diberikan Nabi SAW tetaplah
berdasarkan wahyu al-Qur’an. Al-Qur’an menegaskan, “qulillah yufti-
kum fT hinn” (katakanlah [Muhammad], “Allah memberi fatwa kepada
kalian tentang mereka [perempuan]. Inilah yang membedakan antara
fatwa yang diberikan Nabi SAW dan fatwa yang dikeluarkan para ula-
ma sebagai pewaris Nabi SAW. Jika fatwa Nabi SAW adalah wahyu Al-
lah, maka fatwa para ulama merupakan tafsir mereka atas wahyu Al-
lah tersebut.

Setelah Nabi SAW wafat, sebagaimana dikatakan sebelumnya, para
ahli atau mufti itu adalah para sahabat beliau. Tentang ketinggian otor-
itas para sahabat, Nabi SAW menegaskan; “iqtadu min ladhayn min ba ‘-
di Abt Bakr wa ‘Umar” (ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abii Bakr

al-Islamt, juz I1, h. 1126.

66 Dalam kitab-kitab usul fikih biasanya dibedakan antara mugqallid dan
muttabi‘. Muqallid adalah orang yang mengikuti fikih seorang mujta-
hid tanpa mengerti argumen fikihnya, sementara muttabiadalah orang
yang mengikuti fikih seorang mujtahid dilengkapi pengetahuan menda-
lam tentang nalar fikih sang mujtahid tersebut. Baca Wahbah al-Zuhaylj,
Ustl al-Figh al-Islami, juz 11, h. 1121.
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dan ‘Umar). Nabi SAW juga bersabda, “ashabr ka al-nujim bi ayyihim
iqtadaytum ihtadaytum” (para sahabatku laksana bintang, ikut yang
mana saja kalian akan akan mendapat petunjuk darinya). Mungkin ka-
rena alasan itu, maka mazhab Maliki menjadikan perilaku penduduk
Madinah (‘amal ahl al-madinah) sebagai rujukan hukum. Namun,
mayoritas ulama tak memandang semua sahabat Nabi SAW memenuhi
kualifikasi sebagai mufti. Ibn Al-Qayyim al-Jawziyah memperkirakan
para sahabat yang memenuhi kualifikasi sebagai mufti tak lebih dari
130 orang. Dari jumlah itu hanya tujuh sahabat Nabi SAW yang pa-
ling banyak mengeluarkan fatwa, yaitu: ‘Umar ibn Khattab, ‘Al ibn Abl
Talib, ‘Abdullah ibn Mas‘ad, ‘A'lshah, Zayd ibn Thabit, ‘Abdullah ibn
‘Abbas dan ‘Abdullah ibn ‘Umar.®’

Usai fase sahabat, masuk fase berikutnya bahwa para ahli itu adalah
para mujtahid yang menghabiskan seluruh waktunya untuk meriset
soal-soal keagamaan seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam
Shafit, Imam Ahmad ibn Hanbal hingga ulama-ulama di bawah yang
disebut sebagai mujtahid takhrij atau mujtahid muqayyad seperti Ab1
Ishaq al-Syayrazi dan mujtahid tarjih seperti Imam Nawawi dan Imam
Rafil. Imam ShafiT dikenal sebagai mujtahid mutlaq mustaqil karena
ia bukan hanya mengeluarkan pendapat fikih melainkan juga menye-
diakan usul fikih sebagai metodologi pembuatan fikih.®

Pertanyaannya, bagaimana jika ada orang yang punya kemampuan
berijtihad tapi yang bersangkutan tak punya kesempatan berijtihad?
Bolehkah ia bertaklid? Sebagian ulama seperti Muhammad Hasan

67 Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Alam al-Muwaqqi’in, Beirut: Dar al-Fikr,
1999, juz 1, h. 12. Bandingkan dengan Jamaluddin al-Qasimi, al-Fatwa fi
al-Islam, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986, h. 35.

68 Banyak ulama berpendapat bahwa usul fikih Shafi‘iyah lebih obyektif ke-
timbang usul fikih Hanafiyah. Sebab, usul fikih Shafi‘T dibuat lebih awal
dari fikih. Sementara usul fikih hanafiyah lebih merupakan teorisasi fikih
Hanafi. Dengan perkataan lain, fikih Hanafl adalah pembentuk usul fikih
Hanafiyah.
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al-Shaybani dari mazhab Hanafi membolehkan mujtahid bertanya
pada mujtahid lain yang sudah berijtihad tentang satu soal. Ia berkata,
ld yayiz Ii al-‘alim taqlid man huwa a‘lam minh wa ld yajuz lahti taqlid
mithlih.*® Dengan perkataan lain, seorang menjadi mukalid atau mut-
tabi’ pada satu bidang dan menjadi mujtahid pada bidang lain. Ini be-
rangkat dari kenyataan kian tak mungkinnya seorang mujtahid men-
guasai berbagai perkara. Bahkan, dalam beberapa perkara haji, Imam
Shafi‘t mengikuti pendapat ‘Ata’. Imam Shafi‘l berkata, “qultuhu taqli-
dan li Atha” (saya menyatakan begitu taklid pada Imam Ata’).”®

Dalam menyampaikan pendapat hukum atau fatwa, seorang mu-
jtahid atau mufti tak cukup meriset satu perkara dari aspek koheren-
si dalil-dalilnya melainkan juga dari aspek korespondensinya dengan
kenyataan riil di masyarakat. Artinya sebuah fatwa tak hanya dilihat
dari kekuatan dalilnya melainkan juga harus teruji secara empirik bah-
wa pendapat itu membawa kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya
orang.

Dengan perkataan lain, ulama fatwa harus memiliki dua kecakapan
intelektual secara sekaligus, yaitu kecakapan untuk melakukan takhrij
al-manat (memproduksi hukum) dan kecakapan tahqi qal-manat (me-
mastikan dampak kemaslahatan dari penerapan satu hukum).”! Di
samping memiliki kemampuan mengistinbatkan hukum dari al-Qur’an

69 Man huwa a’lamu minhu wa la yajuzu lahu taqlidu mitslihi

70 Wahbah al-Zuhayli, Ustl al-Figh al-Islami, juz 11, h. 1082.

71 Disamping persyaratan itu, para ulama juga memperselisihkan apakah
seorang mufti harus laki-laki dewasa atau tidak? Apakah seorang difa-
bel boleh menjadi mufti? Imam ibn al-Salah tak mempersyaratkan itu
semuanya. Artinya, perempuan, budak, dan kaum difabel boleh menjadi
mufti. Menurut ibn al-Salah, tak masalah orang tunanetra atau tunarun-
gu menjadi mufti sebab tunanetra bisa berfatwa dengan tulisan dan
tunarungu berfatwa dengan bahasa isyarat. Ibn al-Salah, Adab al-Mufti
wa al-Mustafti, Kairo: Maktabah al-‘Ulim wa al-Hikam & ‘Alam al-Kutub,
1986, h. 106-107.
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dan al-sunnah, maka seorang mufti harus bisa melihat pendapat mana
yang berpeluang besar mencerminkan kemaslahatan bagi umat.

Sebagian besar ulama tak membedakan antara mufti, mujtahid,
dan fakih.”? Al-Shatibi berkata bahwa al-mufti huwa al-qa’im fi al-um-
mah maqam al-nabi (mufti adalah orang yang menduduki kedudu-
kan Nabi SAW di tengah masyarakat). Menurut ibn Hamdan, “al-muf-
ti huwa al-mukhbir bi hukmillah li ma ‘rifatih bi dalilih” (mufti adalah
orang yang mengabarkan hukum Allah karena pengetahuan yang ber-
sangkutan terhadap dalil-dalil hukum Allah). Tapi definisi ibn Hamdan
itu dikritik Muhammad Sulayman Abdullah al-Ashqgar. Menurut Mu-
hammad Sulayman, menginformasikan hukum Allah tanpa ditanya, itu
bukan fatwa tapi irshad (pengarahan). Sedangkan menginformasikan
hukum Allah atas satu perkara yang tak terjadi di masyarakat, itu juga
bukan fatwa melainkan ta‘lim (pengajaran). Karena itu, Muhammad
Sulayman mendefinisikan ifta’ sebagai:

U ol @ die Jlo 5h (o s s Jlss Al (Soms 5] 5o el

“Ifta’ adalah mengabarkan hukum Allah terkait dalil syariat pada
orang yang bertanya tentang hukum satu perkara yang sedang terjad-
i".73

Sementara tentang mufti, para ulama membuat definisi berbe-
da-beda; ada yang ketat sehingga tak semua ulama bisa memenuhi
persyaratan, ada juga yang longgar sehingga banyak ulama bisa dis-
erap ke dalam kategori mulfti. Ibn ‘Abidin dalam Radd al-Mukhtar ber-
kata:

JIST Jadoy e Lol agisdl 9o sulge¥l wie zabl skl sy § JB
BU 5o s geily pud 0lgidy Cidg s wgizd

72  Muhammad Sulayman Abdullah al-Ashqar, al-Futya wa Manahij al-Ifta’”:
Bahts Ushuli, Kuwait, Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1976, h. 9.
73 Jamaluddin al-Qasimi, al-Fatwa fi al-Islam, h. 54.
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“Ibn ‘Abidin dalam kitab Radd al-Mukhtar berkata: dalam pan-
dangan para ulama usul fikih, mufti adalah seorang mujtahid. Sedang-
kan orang yang hafal pendapat fikih para mujtahid tak disebut mufti.
Pendapatnya pun tak disebut fatwa. Ia hanya penukil saja”.”*

Ibn al-Himam berkata, “and al-mufti huwa al-mujtahid wa huwa al-
fagith” (mufti adalah serang mujtahid dan mujtahid adalah fakih, ahli
fikih).” Karena itu seluruh persyaratan mujtahid sekaligus merupa-
kan persyaratan mufti. Sebagaimana ada hierarki mujtahid, maka ada
juga penjenjangan mufti. Ada mufti mutlag mustagqil, mufti tarjih, dan
mufti muntasib. Seperti juga di dalam tingkatan mujtahid, sebagian
ulama juga membolehkan mufti hanya dalam kasus tertentu (yatajaz-
za’). Misalnya, jika seorang sangat mendalami soal waris, maka bagin-
ya dibolehkan untuk berfatwa dalam soal waris. la tak diperkenankan
untuk berfatwa pada bidang lain seperti fikih zakat, fikih jinayah, dan
lain-lain.

Demikian ketat persyaratan seorang mufti, maka dalam konteks se-
karang banyak ulama bersekutu membentuk lembaga fatwa yang dise-
but dar al-ifta’ Sebab, di satu sisi masalah fikih yang hendak dipecah-
kan kian kompleks, sementara di sisi lain kian tak mudah ditemukan
seorang ulama yang memenuhi kualifikasi mufti. Satu ulama mengua-
sai fikih dengan baik, tapi penguasaan yang bersangkutan di bidang
usul fikih sangat lemah misalnya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu
berfatwa secara gotong-royong lebih baik daripada berfatwa secara
individual. Sebagai bentuk kehati-hatian, kehadiran lembaga fatwa
yang menghimpun sejumlah ulama yang ahli di berbagai bidang ilmu
perlu disambut baik.

Di Majelis Ulama Indonesia ada Komisi fatwa, di Muhammadiyah

74  Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtar, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, juz IV, h. 306.
Bandingkan dengan Abdullah ibn Bayeh, Shina’ah al-Fatwa, h. 117.

75 Ibn al-Salah, Adab al-Mufti wa al-Mustafti, h. 70; Muhammad Yusri Ibra-
him, al-Fatwa: Ahammiyatuha Dhawabithuha Atsaruha, Kairo: al-Daurah
al-Tsalitsah, 2007, h. 27.
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ada Majelis Tarjih, dan di NU ada Lembaga Bahtsul Masa’il. Penggu-
naan nama “fatwa” pada MUI dan “tarjih” pada Muhammadiyah me-
nunjukkan kepercayaan akademik-intelektual tinggi dari organisasi
keislaman tersebut. Beda dengan dua organisasi itu, Nahdlatul Ulama
menggunakan istilah bahtsul masai’il yang mencerminkan kerenda-
han para kiai yang bernaung di dalam lembaga itu. Para kiai NU mera-
sa tak sekelas dengan Imam Nawawi1 dan Imam RafiT dalam mentar-
jih. Tak juga merasa selevel dengan ibn Hajar al-Haytami dan Imam
al-Ghazali dalam berfatwa.

Lepas dari itu, tiga organisasi keislaman tersebut telah mengeluar-
kan fatwa-fatwa keagamaan. Mungkin sudah ratusan bahkan ribuan
fatwa yang dikeluarkan tiga organisasi itu.”® Pertanyaannya, bagaima-
na jika sang mustafti menanyakan satu masalah ke beberapa mufti lalu
dijumpai beragam fatwa, maka fatwa mana yang harus diikuti si pe-
minta fatwa. Dalam soal ini, menurut ibn al-Salah, ada lima alternat-
if pilihan.”” Pertama, mustafti mengambil pendapat yang paling berat
dan yang melarang bukan yang ringan dan yang membolehkan. Sebab,
di situ ada kehati-hatian dan di setiap kebenaran selalu terkandung
beban yang memberatkan. Kedua, mustafti mengambil pendapat yang
paling ringan karena Nabi SAW diutus bukan untuk memberatkan me-
lainkan untuk meringankan. Pendapat kedua ini didasarkan pada had-
is Nabi SAW, “bu ‘itht bi al-hanifiyah al-samhah al-sahlah’.

Ketiga, mustafti mengambil pendapat dari mufti lain yang dinilai
paling alim dan paling wara’. Di lingkungan mazhab ShafiT misalnya
jika terjadi pertentangan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi‘T, maka
para ulama Shafil mengambil pendapat yang dikemukakan Imam
Nawawl. Ini karena Imam Nawawi dinilai memiliki pengetahuan yang

76 Rumadi Ahmad membuat perbandingan fatwa antartiga organisasi keis-
laman tersebut terutama fatwa terkait hubungan antaragama di Indone-
sia. Baca Rumadi Ahmad, Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia, Ja-
karta: Gramedia, 2016.

77 lbn al-Salah, Adab al-Mufti wa al-Mustafti, h. 164-165.
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dalam di bidang fikih dan hadis secara sekaligus. Imam Nawawi dise-
but sebagai fakih al-muhadditsin dan muhaddith al-fuqaha’. Sebagian
ulama juga menilai bahwa Imam Nawawi lebih wara’ dari Imam Rafi‘1.

Keempat, sang mustafti mencari mufti alternatif di luar dua muf-
ti yang pendapatnya saling berhadapan tersebut. Selanjutnya mustafti
bisa mengambil pendapat yang disetujui mufti ketiga tersebut. Ini ka-
rena mustafti tak punya kemampuan untuk mentarjih dan men-taqrir
pendapat para mufti tersebut baik dari aspek kuat dan tidaknya dalil
yang dikemukakan masing-masing maupun dari aspek luas dan sem-
pitnya maslahat yang dijangkau melalui pendapat-fatwa tersebut.

Karena itu dalam konteks Indonesia sekiranya mustafti tak puas
dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah misalnya, maka mus-
taftt bisa menanyakan hal yang sama pada Majelis Ulama Indonesia.
Namun, jika MUI dan Majelis Tarjih memiliki pandangan keagamaan
berbeda, maka mustafti bisa meminta pendapat Lembaga Bahtsul Ma-
sa’il (LBM) NU. Mengikuti nalar pendapat keempat itu, maka pendapat
mana saja yang didukung LBM NU, itulah pendapat yang dipilih sang
mustafti. Begitu juga sekiranya terjadi sebaliknya.

Kelima, menghadapi keragaman pandangan para mufti tersebut,
maka mustafti tak perlu bingung. la bebas memilih pendapat mana
yang lebih menenteramkan buat dirinya. Inilah pandangan yang
dikemukakan Abi Ishdq al-Shayrazi. Dalam konteks masyarakat mod-
ern, pendapat kelima ini layak dipertimbangkan.”® Biarlah individu per
individu muslim memilih pendapat atau fatwa yang cocok buat dirin-
ya.

Dengan penjelasan ini diketahui bahwa fatwa seorang ulama tak
mengikat kepada seluruh umat Islam. Fatwa hanya mengikat kepada

78 Problemnya dalam kenyataan terkadang mustafti bertanya suatu masa-
lah bukan pada seorang mufti melainkan pada seorang mubalig yang tak
memenuhi syarat sebagai mufti. Ia tak memenuhi persyaratan mufti, tapi
ia dipercaya masyarakat sebagai ulama, akhirnya sang mubalig mengelu-
arkan “fatwa” yang menyesatkan.
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orang Islam yang bertanya kepada mufti. Bahkan, ketika terdapat be-
ragam fatwa dalam satu masalah, maka mustafti bisa secara mandiri
menentukan dan memilih pendapat yang diinginkannya. Inilah beda
antara al-Qur’an dan fatwa keagamaan. Jika hukum al-Qur’an mengikat
kepada seluruh umat Islam, maka tidak demikian dengan fatwa kea-
gamaan yang dikeluarkan para ulama. Artinya, jika al-Qur’an bersi-
fat mulzim sharT, maka fatwa keagamaan ulama tak mengikat secara
langsung kepada seluruh individu umat Islam.

Perubahan Fatwa

Apakah fatwa pada satu masalah bisa berubah? Jawabnya: bisa, ka-
rena dua alasan berikut. Pertama, karena mufti baru menemukan dalil
baru yang menyebabkan fatwa tentang satu perkara berubah. Jika da-
hulu misalnya seorang mufti berkata halal dan sekarang berkata ha-
ram, itu dimungkinkan secara akademis. Itu sebabnya, pendapat Imam
Nawawi dalam kitab al-Majmii© bisa berbeda dengan pendapat yang
bersangkutan dalam kitab al-Taqiq dan al-Ragdah.”® Misalnya dalam
soal makmum masbuk yang tidak mengetahui susunan rakaat salat
imamnya, apakah yang bersangkutan bisa menggantikan imam yang
salatnya batal? Penjelasan Imam Nawawi dalam kitab al-Tahaqiq men-
yatakan boleh (wa istikhl&f al-masblq j&’iz wa in lam ya ‘rif nazm salat

79 Misalnya bolehkah makmum masbuk menjadi ganti imam shalat yang
batal, padahal dia tak mengetahui susunan rakaat tersebut? Imam
Nawawi dalam kitab al-Tahqiq menyatakan boleh. Sementara dalam ki-
tab al-Rawdah, ia menyatakan tidak boleh. Contoh lain bagaimana hu-
kum istitabah terhadap seseorang yang meninggalkan shalat (tariku
al-Salah) sebelum dilaksanakan hadd? Pendapat Imam Nawawi dalam
kitab al-Rawdah dan al-Majmi‘ menyatakan wajib istitabah. Sementara
pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Tahqlq menyatakan tidak wajib.
Baca Afifuddin Muhajir & Imam Nahe'i, “Fungsionalisasi Usul fikih dalam
Bahtsul Masa’il NU”, dalam M. Imdadun Rakhmat (editor), Kritik Nalar

Figih NU, Jakarta: PP Lakpesdam NU, 2002, h. 253.
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al-imam).Namun, dalam kitab al-Raudhah, Imam Nawaw1i berpendapat
bahwa dalil yang menyatakan tak boleh lebih kuat daripada yang men-
yatakan boleh (anna arjaha al-qawlain dalil ‘adam al-jawaz).®°

Dengan dasar ini, maka terbuka kemungkinan adanya perubahan
fatwa di kalangan para ulama NU karena adanya dalil-dalil baru teru-
tama yang terkait dengan dalil maslahah mursalah, istihsdn, ‘urf, dan
sadd al-dhari’ah. Dengan dalil-dalil itu, maka fatwa akan bergerak di-
namis. Tak menutup kemungkinan, sesuatu yang dulu mengandung
maslahat tapi sekarang memuat mafsadah, sehingga hukum pun bisa
berubah mengikuti perubahan maslahat tersebut.

Kedua, perubahan terjadi karena perubahan situasi, kondisi, dan
tradisi. Dengan perkataan lain, fikih yang dibangun berdasarkan ‘urf,
maka ia bisa berubah apabila ‘urf yang menjadi acuannya juga sudah
berubah. Karena fikih bisa berubah karena perubahan situasi dan
kondisi, maka—menurut KH. MA Sahal Mahfudh—sakralisasi fikih bu-
kan tindakan bijaksana. Lebih jauh Kiai Sahal Mahfudh menegaskan
bahwa sakralisasi fikih merupakan pengingkaran terhadap sejarah
yang mengakui adanya pengaruh budaya dalam pembentukan fikih
Irak dan fikih Madinah.®! Dalam kaitan itu, penting memperhatikan
pernyataan Imam al-Qarafi yang bisa menjadi pegangan para mufti:

28 0o 2 sl By Fhes Isb oS § sshud) e dezs Vs
021y oy Bye e dluls Juby Bje o 0,05 chtiiug chasld] Jal
ols)l 3ol 90 1igd S & pably Juls Bye O35 e 4 aidls ade
Swdud) slole wolie Jazs il § IMo Iul c¥sditl e seasdls
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80 Zakaria al-Ansari, Fathu al-Wahhab, Beirut: Dar al-Kutub, Tanpa Tahun,
juz 1, h. 79.

81 M. A Sahal Mahfudh, “Figh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli
dan Manhaji”, dalam Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa da-
lam Bidang Sosial, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, h. 22.
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“Janganlah anda terpaku pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab
sepanjang umurmu. Jika datang kepadamu seorang laki-laki dari luar
daerah untuk meminta fatwa, maka jangan terapkan sebuah hukum
menurut tradisi yang berlaku di daerahmu. Tanyakanlah kepadan-
ya tentang tradisi yang berjalan di daerahnya, lalu berilah fatwa ber-
dasarkan tradisi di daerahnya bukan berdasarkan tradisi yang ada
di daerahmu dan bukan berdasarkan keputusan yang tercantum da-
lam kitab-kitabmu. Ini adalah kebenaran yang nyata. Sungguh terpa-
ku pada teks semata merupakan kesesatan yang nyata selamanya. Itu
menunjukkan ketidaktahuan untuk menangkap maksud-maksud para
ulama salaf terdahulu.”®?

Pernyataan serupa dengan pernyataan Al-Qarafi di atas dikemuka-
kan ibn ‘Abidin:

Jsaikl e sgeodl d gud Lrabl O Je dedls J5Ys dlialy 4IS 1igd
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“Ini semua dan contoh-contohnya merupakan bukti kuat bahwa
seorang mufti tak boleh jumud dengan mengambil teks kitab yang
sumber periwayatannya sudah jelas tapi dengan mengabaikan ma-
nusia yang hidup dalam satu kurun waktu. Jika hal itu terjadi, maka
banyak hak-hak dasar yang terabaikan dan mudarat yang ditimbulkan

82 Shihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Furug, Beirut: Dar al-Gharb
al-Islami, 1994, Juz II, h. 176-177. Redaksi yang mirip dengan teks di
atas, baca dalam Al-Qarafi, al-lhkam fi Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam
wa Tasharrufat al-Qadhi wa al-Imam, Beirut: Dar ibn Hazm, 2010, h. 151.
Teksnya berbunyi demikian:
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juga lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh.”3

Dengan demikian, fatwa seorang ulama tentang satu perkara fikih
di satu lokasi bisa berbeda dengan fatwanya pada perkara itu pada lo-
kasi berbeda karena perbedaan situasi dan tradisi. Perbedaan fatwa
karena perbedaan tradisi itu bisa diambil dari pernyataan Abdul Wah-
hab Khallaf tentang ‘urfberikut:

pladls sl & g il § Byslly daSioms diy 5 Bolsd zelodsll JB gl
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“Oleh karena itu para ulama berkata: al-‘ddah shari‘ah muhakka-
mah (adat adalah syariat yang dijadikan hukum). Dan adat kebiasaan
(‘urf) dalam syariat harus dipertimbangkan. Imam Malik membangun
banyak hukum dengan bertumpu pada perilaku penduduk Madinah.
Imam Abi Hanifah dan para ulama pendukungnya berbeda pendapat
dalam soal hukum yang diakibatkan perbedaan adat kebiasaan me-
reka. Setelah berdiam diri di Mesir, Imam ShafiT mengubah seba-
gian pendapat hukumnya yang ditetapkan ketika dia berada Baghdad.
Ini karena perbedaan tradisi (dua negeri itu). Karena itu, ia mempu-
nyai dua pandangan hukum, yang lama (qawl gadim) dan yang baru
(qawl jadid). Dan dalam fikih Hanafi banyak hukum yang didasarkan
pada adat kebiasaan. .... Karena itu ada ungkapan-ungkapan populer,
“al-ma’rufu ‘urfan ka al-masyruthi syarthan” (yang baik menurut adat
kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi);

83 Ibn ‘Abidin, Majmii‘ah Rasd'il ibn ‘Abidin, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Ta-
hun, Juz II, h. 131. Bandingkan dengan KH. Afifuddin Muhajir, Figh Tata
Negara, Yogyakarta: IRCiSOD, 2017, h. 182.
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“al-thabit bi al-nash ka al-tsabit bi al-nash” (apa yang ditetapkan oleh
tradisi sama nilanya dengan apa yang ditetapkan berdasarkan nas (al-
Qur’an atau hadis).?*

Dengan dasar itu, maka ulama NU tak anti perubahan. Mereka bisa
mengubah pandangan-pandangan keagamaan karena adanya peru-
bahan situasi, kondisi dan tradisi, juga karena adanya perubahan argu-
mentasi keagamaan. Jika dahulu para kiai NU misalnya pernah meng-
haramkan umat Islam memakai dasi karena itu identik (tasyabbuh)
dengan kaum penjajah, maka sekarang fatwa itu sudah berlaku lagi ka-
rena perubahan situasi dan kondisi. ‘Abdullah ibn Bayeh menyatakan:

Susty Wousdy @Bglly Sslgad] ¢ gty Cee oS dyglids diles Oley JSUs
Sluall Jal Basly oagisl] Ololgz

“Setiap zaman punya masalah dan fatwanya sendiri. Fatwa itu cuk-
up bermacam-macam mengikuti keanekaragaman peristiwa dan keja-
dian. Fatwa beragam seiring keragaman hasil ijtihad para ulama. Fat-
wa juga berbeda-beda mengikuti perbedaan pandangan para pembuat
fatwa.”8

Perubahan-perubahan fatwa harus didasarkan pada pertimban-
gan matang dari seorang mufti. [tu sebabnya, ibn al-Sam’ani membuat
persyaratan sederhana tentang mufti. Baginya, mufti tak cukup hanya
mampu berijtihad dan adil. Mufti juga harus bisa menahan diri dari
kemungkinan mengobral fatwa dengan cara memudah-mudahkan hal
yang tak mudah (al-kaff ‘an al-tarkhis wa al-tasahul).®® Menurut ibn al-
Salah, tak boleh seorang mufti mengeluarkan fatwa yang menggam-
pang-gampangkan hal yang tak gampang (la yajiz li al-mufti an yata-

84 “Abd al-Wahhab Khallaf, TIm Uaul al-Figh, Mesir: Maktabah al-Da’'wah
al-Islamiyah, 1968, h. 90.

85 Abdullah ibn Bayeh, Shina’ah al-Fatwa wa Figh al-Aqalliyat, h. 9.

86 Abdullah ibn Bayeh, Shina’ah al-Fatwa wa Figh al-Aqalliyat, h. 117.
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sahal fi al-fatwa).t” Tak boleh menggampangkan hukum tidak berarti
juga terlalu kaku dan rigid dalam membuat hukum. Sikap kaku, wa-
lau dengan maksud baik, demikian Kiai Afifuddin Muhajir, belum tentu
memberi manfaat malah justru bisa menciptakan kemudaratan.®®

Masalah Baru dan Masalah Lama

Sulit diingkari bahwa para ulama terdahulu sudah berhasil men-
gatasi masalah-masalah fikih yang muncul di masanya. Mereka tel-
ah menyusun ratusan bahkan ribuan kitab untuk menyelesaikan ka-
sus-kasus fikih yang muncul di zamannya. Pertanyaannya, bagaimana
dengan ulama sekarang? Sebenarnya masalah-masalah fikih yang dih-
adapi umat Islam sekarang, ada dua. Pertama, masalah-masalah fikih
yang sudah ada di masa-masa sebelumnya yang hukumnya juga sudah
diputuskan para ulama terdahulu. Menghadapi kasus fikih demikian,
para ulama sekarang bisa melakukan ijtihad ulang atau meninjau kem-
bali pandangan ulama yang telah ada sebelumnya (i’‘adah al-nazhar).
Ijtihad ulang atau peninjauan kembali itu bisa melahirkan produk fikih
berbeda karena perubahan situasi dan kondisi.

Tapi dalam kasus itu para ulama NU memilih tak melakukan ijti-
had atau istinbat. Misalnya kalau hanya ada satu jawaban atas masalah
fikih yang diajukan, maka para ulama tinggal memungut saja pendapat
fikih tersebut terlebih jika pendapat itu dikemukakan para ulama yang
punya otoritas tinggi dan tercantum dalam kitab-kitab muktabarah.
Misalnya, dalam kasus perempuan yang ditalak raj’ oleh suaminya,
kemudian sebelum masa idahnya habis, maka bagaimana menghitung
idah perempuan tersebut? Sebagaimana diceritakan ibn al-Mudhir,
para ulama sudah berkonsensus bahwa idah perempuan itu adalah
idah wafat (walau mata ‘an muthallaqah raj ‘iyah intaqalat ila ‘iddah

87 Ibn al-Salah, Adab al-Mufti wa al-Mustafti, h. 111.
88 KH. Afifuddin Muhajir, Figh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem
Ketatanegaraan Islam, h. 180.
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wafat).® Dengan ketentuan itu, ulama NU bisa berfatwa.

Namun, jika ada banyak jawaban atas satu masalah fikih, maka para
ulama NU memilih satu pendapat fikih dari beragam pendapat para
ulama terdahulu itu. Pilihan pada satu pendapat itu, menurut Nahd-
latul Ulama, harus didasarkan pada pendapat yang paling kuat daliln-
ya dan yang paling banyak memberikan kemaslahatan. Cara demikian
dalam usul fikih disebut tarjih dan taqrir.

Bedanya, jika dalam tarjih yang dikritisi adalah nustis, maka dalam
taqrir yang dikritisi adalah aqwal al-‘ulama’. Dalam kasus tarjih, jika
terjadi pertentangan dalil (ta‘arud bayn al-adillah) yang tak bisa di-
kompromikan (al-jam‘wa al-tawfiq)®°, misalnya: (1) antara hadis mu-
tawatir dan hadis ahad, maka para ulama lebih mendahulukan hadis
mutawatir; (2) antara hadis yang tercantum dalam Bukhari-Muslim
dan hadis yang terdapat dalam kitab hadis lain seperti Sunan Abi
Dawud, Tirmidhi, Nasa’i, maka para ulama usul fikih lebih mengam-
bil hadis dalam Bukhari-Muslim; (3) antara hadis yang diriwayatkan
ahli fikih ketimbang yang lain, maka para ulama fikih lebih mendahu-
lukan hadis yang diriwayatkan ahli fikih; (4) antara hadis yang beru-
pa qawl al-nab¥ dan fi‘l al-nabi, maka yang didahulukan adalah qawl
al-nabi SAW. Jika dalam perbuatan Nabi SAW tak tampak antara yang
wajib, sunnah, dan yang mubah, maka dalam perkataan Nabi akan ter-

89 Muhammad al-Sharbini al-Khathib, al-Igna’, Surabaya: Nurul Huda, Tan-
pa Tahun, juz II, h. 174.

90 Dalam usul fikih Shafi‘l dinyatakan bahwa ketika terjadi ta’arudh bayn
al-adillah, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengom-
promikan dua dalil itu. Karena sebuah kaidah menyatakan, “al-‘amal bi
aldalilaini al-muta’aridhaini aula min ilgha’i ahadihima” (mengamalkan
dua dalil yang bertentangan itu lebih utama ketimbang menghilangkan
salah satunya). Jika kompromi tak bisa dilakukan, maka dua dalil itu ha-
rus ditarjihkan. Jika tarjih tak dimungkinkan, maka dilakukan nasikh
mansukh dengan persyaratan nasakah yang sudah ditetapkan para ula-
ma.
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lihat antara yang mengindikasikan wajib, sunnah dan yang mubah.
Perkataan Nabi SAW bisa menjelaskan lafal mujmal, mutlaq, dan yang
‘am, sementara dalam perbuatan Nabi SAW hal itu tak terjadi. Keti-
ka Nabi SAW sedang wukuf di satu lokasi, Nabi SAW bersabda, “saya
wukuf di sini, dan semua tanah di Arafah adalah tempat wukuf”. Keti-
ka Nabi menyembelih hewan di satu lokasi di Mina, Nabi menjelaskan,
“saya menyembelih hewan di sini, dan semua bagian Mina adalah tem-
pat penyembelihan hewan.”"!

Sementara taqrir adalah mengkritisi aqwal al-‘ulama’ berdasarkan
dalil yang dikemukakan, berdasarkan kemaslahatan jika pendapat itu
diterapkan, dan berdasarkan ulama siapa yang menyatakan. Misalnya;
(1). Pendapat fikih yang didasarkan pada dalil mantugq lebih didahu-
lukan dari dari dalil mafthum; (2). Pendapat fikih yang dar’ al-mafasid
lebih dahulukan dari pendapat yang jalb al-manafi‘. Sebab, dalam
dar’ul mafasid itu juga terdapat maslahat; (3). Di lingkungan pengi-
kut mazhab Shafi‘1 ketika terjadi pertentangan pendapat, maka yang
diambil adalah pendapat yang disepakati Imam Nawawi dan Imam
Rafi‘1. Tapi, jika Imam Nawawi dan Imam Rafi‘T berselisih, maka yang
diambil itu adalah pendapat Imam Nawawi bukan hanya karena Imam
Nawawl lebih belakangan dari Imam Rafi‘T melainkan juga karena
Imam Nawawi disebut sebagai muhaddith al-fuqahad’ dan fakih al-mu-
hadditsin.

KH. Husein Muhammad mengkritik keras kecenderungan men-
yakralkan Imam Nawawi dan Imam RafiT tersebut. Menurutnya, itu
bukan hanya menunjukkan lemahnya demokratisasi pemikiran di
lingkungan NU melainkan juga sebagai upaya pengabaian terhadap ge-
nius-genius raksasa lain dari Khurasdn seperti Imam al-Haramayn Aba
al-Ma’ali al-Juwaini, Imam al-Ghazali, Izzuddin ibn ‘Abd al-Salam, ibn

91 Keragaman pandangan para ulama ketika terjadi ta’arudh antara yang
dikatakan dan yang dilakukan Nabi ini baca Muhammad Sulayman
al-Ashqar, Af’al al-Rasul SAW wa Dalalatuha ‘ala al-Ahkam al-Syar’iyyah,
Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2003, juz I, h. 99-114.
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Daqiq al-'Id. Bagi Husein Muhammad, sikap NU yang mendahulukan
Imam Nawawi ketimbang ulama fikih Shafi‘iyah lain menunjukkan ke-
menangan kelompok ahli hadis atas kelompok lain.??

Namun, sejauh bisa dilihat, kritik Kiai Husein Muhammad itu tak
seluruhnya benar. Sebab, dalam mekanisme taqrir dalam NU, seti-
ap pendapat fikih dipilih bukan hanya berdasarkan pada siapa yang
menyatakan dan seberapa kuat dalil yang diajukan melainkan juga
pendapat fikih itu harus ditimbang dari sudut kemaslahatannya ter-
hadap masyarakat. Jika maslahat yang menjadi acuan hukum, maka
boleh jadi satu pendapat dipandang maslahat di masa lalu dan hari
ini sudah tidak maslahat lagi. Karena itu kita bisa menerima pendapat
Imam Nawaw1i dari sudut takhrij al-manat, dan pada saat yang sama—
menurut KH. Afifuddin Muhajir—kita tak menerapkan pendapat Imam
Nawawi itu dari sudut tahqi gal-manat karena dinilai tak memberikan
dampak kemaslahatan secara empirik di lapangan.”® Ini karena kita
mengikuti satu kaidah bahwa hukum bisa berubah karena perubahan
situasi, kondisi, dan tradisi.

Penting diketahui bahwa dalam mekanisme penyelesaian per-
tentangan antardalil atau antarpendapat fikih, tarjih dan taqrir ada-
lah solusi kedua setelah solusi pertama, yaitu al-jam‘ wa al-tawfiq, tak
bisa dilakukan. Namun, sekiranya tak bisa dilakukan tarjih al-adillah,
maka dalam kasus pertentangan antardalil, mazhab ShafiT melakukan
jalan nasakh (pembatalan hukum). Sementara dalam kasus pertentan-
gan antarpendapat fikih, para ulama tetap mengarahkan penyelesaian
kedua, yaitu al-jam‘dan al-taqrir dan tak ada penyelesaian ketiga, yai-

92 KH. Husein Muhammad, “Tradisi Istinbat Hukum NU: Sebuah Kritik”, da-
lam M. Imdadun Rahmat (ed., Kritik Nalar Figih NU: Tranformasi Para-
digma Bahtsul Masa’il, Jakarta: Lakpesdam NU, 2002, h. 28-29.

93 Pendapat ini dikemukakan KH. Afifuddin Muhajir dalam sebuah diskusi
terbatas tentang “Prosedur Taqrir Jama’i dan I[lhaqul Masa’il Binazhairi-
ha di Lingkungan NU” pada tanggal 30 Oktober 2107 di Kantor PBNU Ja-
karta.
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tu nasakh berupa pembatalan fikih.

Pertanyaan yang krusial berikutnya adalah bagaimana sekiranya
ada satu pendapat ulama yang kuat dari segi dalil tapi lemah dari segi
maslahat; atau pendapat fikih yang kuat dari segi maslahat tapi lemah
dari segi dalil? Dalam menjawab kasus ini, para ulama cenderung
menyepakati bahwa secara umum dalil nas harus didahulukan dari
maslahah mursalah. Namun, dalam kasus tertentu, maslahah mursalah
bisa didahulukan dari dalil nas jika meninggalkan maslahat itu akan
menimbulkan kekacauan (fawdha’) di masyarakat.

Contoh menarik dalam soal di atas dikemukakan KH. Afifuddin Mu-
hajir. Menarik pajak secara paksa tidak boleh jika mengacu pada had-
is Nabi SAW yang berbunyi, “Ia yahill mal imri’in illa ‘an thib nafs minh”
(tidak boleh menarik harta orang lain kecuali dengan kesukarelaan
dari pemilik harta itu). Namun, jika pajak tak ditarik dari masyarakat
terutama orang-orang kaya, maka akan timbul mala petaka; negara
akan hancur yang menyebabkan kehancuran masyarakat. Dalam kon-
teks itu, menurut KH. Afifuddin Muhajir, menarik pajak secara paksa
dibolehkan dengan mengacu pada dalil maslahah mursalah.*

Kedua, masalah fikih yang dihadapi umat Islam betul-betul mas-
alah baru, tak ada presedennya di masa lalu. Dalam menangani ma-
salah ini, secara metodologis para ulama bisa melakukan dua cara.
Satu, yaitu takhrij al-furd‘ ‘ald al-furi’, yaitu menganalogikan masalah
(furi) yang belum ada hukumnya dengan masalah lain (furi‘) yang
sudah ada hukumnya. Penyamaan dilakukan karena adanya kesamaan
substansi antara masalah kedua dengan masalah pertama.

Pola ini secara metodologis biasanya disebut dengan ilhaq al-ma-
sa’il bi naza’iriha. Masalah yang tidak ada hukumnya disebut mulhaq
dan masalah yang sudah ada hukumnya disebut mulhaq bih. Sedang-
kan yang menjadi jembatan penghubung antara dua masalah itu dise-

94 Contoh ini dikemukakan KH. Afifuddin dalam diskusi terbatas tentang
Prosedur Taqrir Jamai dan [lhaqul Masa’il Binazhairiha, pada tanggal 30
Oktober 2017, di Kantor PBNU Jakarta.
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but wajh al-ilhdq. Yang menjadi wajh al-ilhdq itu bisa berupa kaidah
fikih yang sudah mengikat kepada banyak furtd‘. Bisa juga berupa
furt yang hukumnya sudah di-taqrir secara jamd ‘7 oleh para ulama.
Prosedur ilhdq ini dianggap solusi akademis yang lebih hati-hati agar
ulama NU tak cepal-cepat menempuh prosedur giyds yang merupakan
kewenangan para mujtahid.

Dua, yaitu takhrijal-furt“ala al-usul, yaitu dengan meminjam usul
fikih terdahulu para ulama sekarang melakukan aktivitas ijtihad, se-
bagaimana dilakukan Imam Nawawl dan Imam Rafi‘T dahulu. Ini,
menurut ulama sekarang, karena kehadiran mujtahid mutlaq mus-
taqil seperti Imam ShafiT makin sulit ditemukan. Sejauh yang bisa di-
pantau tak ditemukan bangunan usul baru untuk menggantikan usul
fikih lama. Yang dilakukan para ulama sekarang adalah menyistemati-
sasikan usul fikih lama. Ini misalnya dilakukan Wahbah al-Zuhayli, Ah-
mad al-Raysini, Jasser Auda, ‘Allah al-Fasi, dan lain-lain.

Khusus di lingkungan NU, kerja takhrij al-furi‘ ‘ala al-usul itu dise-
derhanakan menjadi prosedur istinbat jamadT yang meliputi istinbat
bayani, istinbat qiydsi, dan istinbat maqasidi.®> NU merasa nyaman de-
ngan penggunaan istilah “istinbat” ketimbang “ijtihad”. Dengan peng-
gunaan istinbat ini, NU hendak menghindarkan diri dari penggunaan
ijtihad karena para ulama NU berpandangan bahwa dirinya tidak me-
menuhi kualifikasi sebagai mujtahid, baik secara kolektif apalagi se-
cara individual. Padahal, jika diperhatikan dari semua literatur usul
fikih, maka tak ditemukan penjelasan memadai yang membedakan an-
tara kerja ijtihad dan kerja istinbat. Kerja ijtihad sama belaka dengan
kerja istinbat.

Yang dimaksud istinbat bayani adalah mengkaji nusis dengan
menggunakan qawa ‘idlughawiyah-usiliyah sehingga dapat dilakukan
al-tahlil -lughawi (analisis kata), al-tahlil -ma‘nawi (analisis makna),
al-tahlil -dalali (analisis dalalah-penunjukan), mengaitkan nas dengan

95 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul
Ulama, Jakarta: PBNU, 2016, h. 153-172.
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sebab turunnya, mengaitkan nas dengan nas lain sehingga tampak
adanya takhsis al-’am, taqyid al-mutlaq, tabyin al-mujmal, mengaitkan
nusus al-shari‘ah dengan maqasid al-shari‘ah. Nusiis al-shari‘ah (teks
syariat) dan magqasid al-shari‘ah (tujuan syariat) adalah dua entitas
yang tak terpisahkan. Sebab, maqasid al-shari‘ah lahir dan mengacu
pada nusts al-shari‘ah, sementara nusis al-shari‘ah ditafsirkan dengan
mempertimbangkan maqasid al-shari‘ah yang mencakup pada ter-
penuhinya kemaslahatan manusia lahir-batin dan dunia akhirat.’®

Rumusan ini tampak lebih maju dari kecenderungan umum para
ulama tekstualis yang sering melakukan generalisasi dan universalisa-
si teks ajaran dengan mengabaikan konteks atau sabab al-nuziil yang
mengitari kehadiran teks itu. Betapa dengan mengacu pada kaidah al-
‘ibrah bi ‘umum al-lafal 1& bi khusush al-sabab (yang penting adalah
keumuman lafal dan bukan kekhususan sebab), sejumlah ulama tek-
stualis tak memedulikan konteks sebuah nas ini. Lebih dari itu, kepu-
tusan istinbat bayani NU di atas tak memandang teks hanya pada dir-
inya sendiri melainkan teks itu tetap harus dikaitkan dengan konteks
dan tujuan-tujuan umum dari syariat Islam.

Dengan nalar tersebut bisa dimaklumi sekiranya para ulama mem-
bolehkan mengeluarkan gimah (harga) pada biji-bijian, kambing, dan
unta sekalipun hadis Nabi SAW secara tekstual sama sekali tak menye-
but harga atau gimah dari barang atau benda-benda itu. Sebab, bagi
para ulama, tujuan dari hadis Nabi SAW tersebut adalah memberi
kemudahan bagi muzaki (yang mengeluarkan zakat) dan mustahik
(yang menerima zakat) secara sekaligus. Karena itu jika mengeluar-
kan zakat dalam bentuk gimah lebih mudah dan gampang, maka tidak
ada alasan untuk tak membolehkan.®”

Tak sekedar itu, NU pun membuka kemungkinan dilakukannya is-

96 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul
Ulama, Jakarta: PBNU, 2016, h. 154-155.

97 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul
Ulama, h. 155-156.
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tinbatqiyasi. Yang dimaksud istinbatqiydsi dalam perspektif NU ada-
lah menganalogikan masalah yang tidak ada hukumnya dengan ses-
uatu yang ada hukumnya dalam al-Qur’an dan al-sunnah karena ada
kesamaan ilat hukum (kausa hukum). [lat hukum ada yang tercantum
dalam nas, disebut illah mansiisah. Dan ada juga ilat hukum yang mer-
upakan hasil kerja intelektual para ulama, disebut illah mustanbatah.
Dengan menggunakan giyds ini, diharapkan seluruh masalah fikih bisa
diberi status hukum. Al-Qur’an dan hadis yang terbatas bisa mere-
spons peristiwa-peristiwa hukum yang tak terbatas, terbentang sejak
zaman Nabi SAW hingga akhir zaman.

Banyak hal yang bisa dipecahkan melalui mekanisme giyas teru-
tama kasus-kasus yang tak ada ketentuan hukumnya secara langsung
dalam al-Qur’an dan hadis. Misalnya, bagaimana hukum politik uang
(money politic)? Ini adalah kasus baru yang tak ditemukan hukumnya
dalam nusis. Dengan menggunakan giyas, para ulama sepakat meng-
haramkan. Keharaman politik uang ini disamakan dengan keharaman
memberikan sesuatu pada para pejabat sebagaimana dalam hadis Nabi
SAW, “hadaya al-ummal haram kulluha” (seluruh hadiah atau pemberi-
an terhadap pejabat adalah haram). Ilat hukum yang menyambungkan
antara keduanya adalah khawf al-mayl (tidak fair) yang dikhawatirkan
memengaruhi penerima hadiah untuk memperlakukan pemberi hadi-
ah secara khusus, mengikuti keinginan pemberi, membuat kebijakan
tidak adil, dan lain-lain.’®

Namun begitu, di tingkat bawah masih dijumpai keengganan dari
sejumlah kiai NU untuk melakukan aktivitas giyas. Menurut mereka,
yang melakukan giyas itu adalah mujtahid sementara para kiai NU me-
mandang tak ada satu pun kiai dalam NU yang memenuhi kualifikasi
sebagai mujtahid. Namun, rumusan telah ditetapkan dalam muktamar
NU ke 33 di Jombang sehingga suka atau tidak suka, NU telah memu-
tuskan giyds sebagai salah satu mekanisme akademis yang bisa dipa-

98 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Hasil-Hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul
Ulama, h. 164.
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kai para ulama NU untuk mengistinbatkan hukum dari al-Qur’an dan
al-sunnah.

Adapun istinbat istislahi yang juga disebut istinbat maqasidi ada-
lah istinbat yang diacukan pada tujuan-tujuan syariat, yaitu tercapa-
inya kemaslahatan baik kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan
ukhrawi, kemaslahatan ‘ammah dan kemaslahatan khassah. Tentu saja
magqasid al-shari‘ah tak bisa dipisahkan dari nusts al-shari‘ah bahkan
magqasid al-shari‘ah tak akan terwujud tanpa nusts al-shari‘ah.”® Se-
bab, magqasid tanpa nustis, ibarat ruh tanpa jasad. Sebaliknya, nusts
tanpa maqasid sama dengan jasad tanpa ruh.

magqasid al-shari‘ah itu sebagaimana dirumuskan Imam al-Ghazalt
terdiri dari lima ajaran pokok, yaitu memelihara agama (hifz al-
din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-‘aql),
memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-
mal). Imam al-Ghazali berkata demikian:

Bl e & 3l dgualieg g il dgate e dadlod) dolall i LS
IS8, 0alles paluss ealiss eaudis pand paals Jadoy Ol 55 duss
Jea¥l 0 Ogile JS5 dxlas 94 dunsdl Jgo¥l 0dn bris eanle

dorbas g=809 duwda ¢48

“Akan tetapi, kami memaksudkan dengan maslahat itu adalah men-
jaga tujuan syariat. Sedangkan tujuan syariat terhadap makhluk itu ada

99 Belakangan buku-buku yang membahas maqasid al-Shari‘ah banyak di-
jumpai terutama buku-buku yang ditulis ulama kontemporer seperti
‘Abd al-Majid al-Najjar, Ahmad al-Raystni, dan Jasser Auda. Baca ‘Abd
al-Majid al-Najjar, Maqasid al-Shari‘ah bi Ab’ad Jadidah, Beirut: Dar
al-"Arab al-Islami, 2008; Ahmad al-Raysiuni, Madkhal ila Maqasid al-
Shari‘ah, Ribath: Dar al-Salam, 2010; Jasser Auda, Figh al-Magqasid: Ina-
thah al-Ahkam al-Syar’iyyah bi Maqashidiha, USA: al-Ma’had al-"Alami li
al-Fikr al-Islami, 2006; Jasser Auda, Naqd Nazhariyyah al-Naskh: Bahts fi
Figh Maqasid al-Shari‘ah, Beirut: al-Sabakah al-‘Arabiyah, 2013.
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lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, me-
melihara keturunan, dan memelihara harta. Segala sesuatu yang men-
gandung pemeliharaan terhadap lima pokok ajaran itu adalah masla-
hat. Sedangkan segala sesuatu yang meniadakan lima pokok ajaran itu
ada mafsadah dan menolaknya merupakan maslahat.”%

Istinbat magqadsidi dibutuhkan terutama untuk menangani perka-
ra-perkara yang hukumnya tak ditunjuk langsung oleh nas al-Qur’an
dan al-sunnah. Dalam konteks ini, maka dalam implementasinya is-
tinbat magqasidi bergerak pada tataran maslahah mursalah, istihsan,
dan ‘urf. Sejauh tak ada nas yang mengatur dengan pasti, maka hukum
yang didasarkan pada ‘urf, maslahah mursalah, dan istihsan akan ber-
ubah mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan tradisi (taghayyur al-
ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-ahwal, wa al-’awa’id).

Sejauh yang bisa dipantau, sejak dirumuskan di Munas Alim ulama
NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992 hingga sekarang,
istinbat jama 7 tak banyak dipakai NU dalam menyelesaikan kasus-ka-
sus fikih. Tentang pokok soal ini ini ada dua kemungkinan. Pertama,
kasus-kasus yang hendak dipecahkan NU dari sudut fikih, sebagian be-
sarnya tak memerlukan istinbat jamaT. Sebab, masalah-masalah fikih
yang selama ini berkembang di masyarakat Indonesia cukup disele-
saikan dengan merujuk pada penjelasan kitab-kitab fikih klasik Is-
lam. Meminjam bahasa Kiai Sahal Mahfudh, dalam menyelesaikan ma-
salah-masalah fikih, para kiai NU lebih suka bermazhab secara gawli
ketimbang bermazhab secara manha;ji.**!

Kedua, sebenarnya kasus-kasus fikih yang dipecahkan para kiai NU
selama ini membutuhkan aktivitas istinbat. Namun, karena ada keeng-
ganan intelektual, maka para kiai NU memilih tak menggunakan is-
tinbat. Upaya akademik maksimal yang dilakukan para kiai NU da-

100 Imam al-Ghazali, al-Mustafa min ‘Ilm al-Usil, juz 1, h. 636.

101 KH. MA Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masa’il dan Istinbat Hukum NU: Sebuah
Catatan Pendek”, dalam M. Imdadun Rakhmat, Kritik Nalar Figih NU:
Tranformasi Paradigma Bahtsul Masa’il, h. XIV.
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lam menyelesaikan masalah-masalah fikih tampaknya terhenti pada
metode ilhdaq al-masa’il bi nazad’irihd. Artinya, sekalipun pintu istinbat
sudah dibuka (infitah bagian al-istinbat), arus utama di lingkungan NU
lebih memilih tak memasuki pintu istinbat tersebut. Sebab, bagi se-
bagian besar ulama NU, yang melakukan aktivitas istinbat itu adalah
mujtahid, sementara mereka memandang dirinya tak memenuhi pers-
yaratan mujtahid. Mungkin karena ini, maka masalah-masalah fikih di
lingkungan NU kerap tak terpecahkan. Daripada menggunakan istin-
bat, tidak jarang para kiai memilih men-tawaqquf-kan masalah dari-
pada menjawabnya dari sudut fikih Islam.

Penutup

Dengan paparan di atas, maka jelas menjadi mufti bukan perkara
mudah. Ada sejumlah persyaratan akademik yang harus dipenuhi seo-
rang mufti. Demikian sulit kualifikasi mufti itu dipenuhi individu-in-
dividu muslim, maka para ulama pun berhimpun membentuk lemba-
ga fatwa. Di Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah organisasi keulamaan
yang cukup produktif mengeluarkan pandangan-pandangan keag-
amaan terutama terkait dengan soal-soal fikih yang muncul belakan-
gan. Agar tak melahirkan produk fatwa yang melanggar pokok-pokok
ajaran Islam, maka Nahdlatul Ulama membuat prosedur penyelengga-
raan Bahtsul Masa’llL.

Pandangan atau fatwa keagamaan yang dikeluarkan NU sebagiann-
ya merupakan saduran dari pandangan keagamaan para ulama terda-
hulu. Penyaduran (naqlal-‘ibarah) ini biasanya ditempuh NU jika ma-
salah fikih yang hendak diputuskan hukumnya itu bisa diatasi dengan
pandangan ulama terdahulu. Namun, jika masalah fikih yang ditan-
gani NU tak cukup dengan menyadur fikih lama karena memang ma-
salahnya betul-betul masalah baru, maka para ulama biasanya mene-
mpuh mekanisme ilhaqul masa’il binazhairiha bahkan jika dibutuhkan
para ulama NU bisa melakukan istinbat secara jamaT. Namun, walau
prosedur istinbat jamaT sudah dibuat, banyak para kiai NU yang tak
menerapkannya dalam penyelesaian masalah-masalah fikih. [...]
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Penguatan Prespektif Keadilan Gender
dan Keterlibatan Perempuan dalam Forum
Bahstul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU)
Riri Khariroh

Perempuan dalam Belenggu Fatwa

Di dunia Islam, keberadaan fatwa (religious ruling) dan otoritas
lembaga fatwa memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial-poli-
tik keagamaan di masyarakat. Peran fatwa sebagai pedoman hidup,
sumber inspirasi, rujukan hukum, dan pemberi solusi umat terhadap
isu-isu aktual-kontemporer yang berkembang dan semakin kompleks
yang merupakan hasil dari ijtihad ulama di berbagai bidang seperti
akidah, ekonomi, hukum, politik, sosial dan sebagainya. Dalam konteks
Indonesia, sebuah fatwa keagamaan pada dasarnya tidak mengikat se-
cara hukum (legally binding) tapi hanya mengikat secara moral (mor-
ally binding), namun pengaruh fatwa cukup signifikan di dalam ranah
kebijakan publik dan bangunan relasi kehidupan sosial-kemasyaraka-
tan Indonesia yang mejemuk. Sebagai contoh fatwa Majelis Ulama In-
donesia (MUI) tentang kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah
dan Ahmadiyah, sering kali dijadikan rujukan oleh aparat pemerintah
baik di level pusat maupun daerah di dalam menangani kasus-kasus
terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kritik yang selama ini berkembang adalah bahwa beberapa solu-
si yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa di berbagai negara di
mana Islam menjadi agama mayoritas, ternyata justru membuat ma-
syarakat muslim bingung untuk menentukan sikap. Bahkan di anta-
ra fatwa yang dikeluarkan disinyalir sarat dengan kepentingan politik,
menciptakan potensi konflik dan disharmoni antar umat beragama,
khususnya hubungan antar umat Islam dengan umat beragama lain.

Terkait dengan isu-isu perempuan, fatwa-fatwa yang muncul sering
kali bias gender, kurang memperhatikan realitas pengalaman perem-
puan, dan semakin memperkokoh diskriminasi dan subordinasi per-
empuan di dalam kultur masyarakat yang memang masih patriark-
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is. Fatwa ulama Saudi Arabia tentang larangan perempuan menyetir
dan bekerja menjadi kasir toko, fatwa MUI terkait dengan khitan per-
empuan yang dianggap mulia (makrumah), fatwa ulama Iran tentang
perempuan dilarang menonton bola bersama laki-laki, Dewan fatwa
Nasional di Malaysia yang mengharamkan Yoga dan melarang perem-
puan berperilaku tomboi, hanyalah sebagian contoh dari fatwa-fatwa
yang menghambat pemajuan hak-hak perempuan di dunia Islam. Ke-
hadiran fatwa diskriminatif terhadap perempuan ini berdampak pada
menguatnya pandangan negatif (khususnya di dunia Barat) bahwa du-
nia Islam kurang berpihak terhadap perjuangan kesetaraan gender.

Mengapa banyak fatwa keagamaan yang bias gender? Beberapa hal
dapat dikemukakan yaitu; Pertama, karakter fikih konvensional sangat
bercorak patriarki. Meskipun secara normatif, para ulama bersepakat
mengatakan bahwa Islam tidak memasung hak-hak perempuan dan
menjamin kesetaraan di hadapan Allah dan antar sesama manusia, na-
mun adanya doktrin-doktrin keagamaan atau lebih tepatnya pikiran-
pikiran penafsir agama yang tersebar di berbagai khazanah Islam telah
memberikan dampak luas terhadap peran-peran perempuan dalam
hubungannya dengan relasi sosial mereka. Dalam kajian fikih, tam-
pak sekali posisi dan peran perempuan berada di bawah dan tereduk-
si oleh peran laki-laki. Eksistensi biologis, seksualitas kaum perem-
puan dan fungsi-fungsi reproduksi mereka, oleh para penafsir agama
kemudian ditarik ke arah fungsi-fungsi sosial mereka. Dalam arti lain,
dalam urusan-urusan sosial keberadaan perempuan karena eksisten-
si biologis dan seksualitas mereka oleh para penafsir tersebut harus
dibedakan dengan laki-laki hampir dalam seluruh dimensi kehidupan.
Pandangan-pandangan tersebut telah memberikan kesan kuat bahwa
agama memang melakukan pembedaan (distingsi, diskriminasi) an-
tarmanusia. Padahal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip agama
sendiri; al-musawah bayn al-nas (kesetaraan antarmanusia).

Kedua, karena sebagian besar ulama yang menyusun fikih dan
memproduksi fatwa adalah laki-laki dan dalam kultur yang sangat di-
dominasi laki-laki, sehingga tidak mengherankan jika produk fatwa
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sangat berwajah patriarki.Kebudayaan patriarki menempatkan kaum
perempuan pada wilayah marjinal yang kemudian mendapat pembe-
naran dari teks-teks keagamaan. Kita perlu memahami dalam situasi
sosial (termasuk di dalamnya konteks politik, ekonomi dan sebagain-
ya) yang seperti apa teks-teks keagamaan tersebut lahir dan disusun.
Para ulama yang merumuskan fatwa perlu merumuskan cara-cara
atau metode untuk melakukan interpretasi ulang atas teks-teks keag-
amaan yang sangat diwarnai oleh kultur lokal masyarakat Arab, anta-
ra lain melalui analisa sosial yang mendalam termasuk realitas ketida-
kadilan dan ketimpangan gender.

Ketiga, ulama yang tergabung dalam lembaga fatwa pada umumn-
ya tidak memiliki sensitivitas dan kepekaan yang tinggi terhadap berb-
agai isu kontemporer, khususnya isu-isu perempuan. Bagaimana para
ulama bisa berempati pada persoalan perempuan kalau tidak menger-
ti problematika yang dihadapi oleh kaum perempuan. Ditambah lagi
keterlibatan perempuan yang sangat minim di dalam penyusunan se-
buah fatwa, sebab akses serta peran mereka di lembaga fatwa sampai
saat ini masih terbatas.

Minimnya lembaga fatwa yang membahas isu ketidakadilan atau
ketimpangan gender yang banyak dialami perempuan saat ini seper-
ti perdagangan (trafficking) perempuan dan anak, eksploitasi per-
empuan pekerja migran, kejahatan seksual terhadap perempuan, ke-
kerasan dalam rumah tangga (KDRT), perkawinan anak dan isu krusial
lainnya patut disayangkan, padahal agama sangat jelas menentang se-
gala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi terhadap perem-
puan. Sebagai bangsa yang religius, eksistensi fatwa di Indonesia seha-
rusnya menjadi dorongan moral (moral force) bagi aktor-aktor negara
dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi upaya
penegakan nilai-niai demokrasi dan Hak Asasi manusia yang member-
ikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kelom-
pok rentan lainnya.

Di Indonesia, selain Majelis Ulama Indonesia (MUI), di antara or-
ganisasi keagamaan yang kerap mengeluarkan fatwa adalah Muham-
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madiyah dan NU. Dengan basis masa yang jelas, fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh kedua organisasi ini telah menemukan segmenn-
ya sendiri-sendiri. Dengan bahasa lain, orang-orang Muhammadi-
yah merasa nyaman dengan fatwa Majelis Tarjih dan orang-orang NU
merasa cocok dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Ma-
sa’il. Sekalipun fatwa terhadap suatu kasus sering kali berbeda anta-
ra Muhammadiyah dan NU, namun kondisi ini tidak menyebabkan dis-
harmoni antara keduanya. Sebab, secara psikologis seorang pencari
fatwa akan mempertanyakan sesuatu kepada pihak-pihak yang mem-
punyai hubungan emosional dengan dirinya.

Tulisan ini secara khusus hendak menelisik bagaimana isu-isu per-
empuan dibahas dalam forum-forum Bahtsul Masa’il NU, di mana ti-
dak bisa dilepaskan dari berkembangnya wacana kesetaraan gender di
dalam ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Dengan mengambil dua
contoh yaitu terkait putusan NU tentang kepemimpinan perempuan
dan isu khitan perempuan diharapkan dapat menggambarkan peluang
dan tantangan ke depan untuk lahirnya fatwa keagamaan di lingkun-
gan NU yang lebih ramah terhadap perempuan.

Wacana Gender di NU

Peran perempuan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama sangat pen-
ting. Dalam sejarah dicatat bahwa, santri-santri perempuan tampil da-
lam pergerakan kebangsaan. Ketika para santri dan pemuda dikoman-
do dalam barisan Hizbullah, oleh Kiai Wahid Hasyim, Kiai Masjkur
dan Kiai Zainul Arifin, santriwati juga tidak ketinggalan untuk me-
manggul senjata, ikut berperang melawan penjajah demi menjemput
kemerdekaan. Para perempuan dari pesantren juga ikut aktif dalam
membantu para pejuang dengan merawat yang sakit dalam pertempu-
ran bersejarah, 10 November 1945 di Surabaya.

Pada Kongres ke XV di Surabaya, 5-9 Desember 1940, perempuan
mulai aktif untuk mengambil peran dalam ruang sosial dan pergera-
kan sosial. Kiprah Nyai Murtasiyah di Surabaya, Nyai Khuzaimah Man-
shur Gresik, Nyai Aminah Sidoarjo dan beberapa perempuan lainn-
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ya, menginspirasi barisan perempuan untuk ikut aktif berorganisasi
di Nahdlatul Ulama dan ikut berperan dalam pergerakan kebangsaan.

Pada kisaran tahun tahun 1960an, Kiai Bisri Syansuri melaku-
kan terobosan penting dengan membolehkan perempuan sebagai
hakim. Pada masa itu, Universitas Nahdlatul di Solo, membuka kulli-
yah al qada’ dan menerima mahasiswi yang kemudian melahirkan lu-
lusan sebagai gadi perempuan. Dalam konsep kepemimpinan negara,
pada tahun 1997 pada momentum Musyawarah Nasional Alim Ulama
di Lombok Tengah, Nahdlatul Ulama telah memutuskan perempuan
boleh menjadi pemimpin negara, sebagai presiden.

Kepemimpinan Perempuan

Keputusan penting terkait dengan posisi perempuan di dalam Is-
lam telah dilahirkan dalam Munas NU di Lombok tahun 1997. Mu-
nas tersebut melahirkan sebuah keputusan atau maklumat tentang
“Kedudukan Perempuan Dalam Islam” (Makanah al-Mar’ah fi al-Is-
lam). Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam maklumat tersebut
dapat disimpulkan dalam 5 (lima) poin berikut:

a. Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang

utuh dan karenanya patut dihormati;

b. Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki da-

lam hal pengabdian kepada agama, nusa, dan bangsa;

c. Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan

perempuan yang disebabkan karena perbedaan kodrati;

d. Islam mengakui peran publik perempuan di samping peran do-

mestiknya, dan

e. Ajaran Islam yang menempatkan perempuan pada posisi yang

setara dengan laki-laki itu dalam realitasnya telah mengalami
distorsi akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya.

Meskipun kalau dibaca secara tuntas dokumennya, masih tera-
sa bias nilai-nilai patriarki di dalamnya, maklumat ini sangat funda-
mental dalam mendukung gerakan perempuan di lingkungan NU, se-
perti Fatayat, Muslimat dan IPPNU, dan menegaskan pengakuan akan
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kebolehan perempuan berkiprah di dunia publik yang selama ini di-
anggap sebagai monopoli kaum laki-laki. Bagi organisasi perempuan
di kalangan NU, maklumat ini merupakan dokumen historis yang amat
strategis yang dapat dijadikan dasar legitimasi dan advokasi bagi upa-
ya-upaya pemberdayaan perempuan yang sebelumnya masih kontro-
versial di lingkungan NU.

Yang menarik untuk dilihat adalah bagaimana keputusan soal pen-
gakuan akan kepemimpinan perempuan ini lahir di NU. Keputusan mu-
nas tentang kedudukan perempuan ini muncul dalam konteks pemba-
hasan masalah-masalah agama tematis (masail diniyah maudllu’iyah).
Ketetapan tersebut merupakan salah satu dari sejumlah keputusan
penting lain di forum yang sama, antara lain tentang nasb al-imam dan
demokrasi, hak asasi manusia dalam Islam, kedudukan wanita dalam
Islam, dan reksa dana. Berbeda dari bahtsul masa’il diniyah wagqi‘iyah
yang berorientasi menemukan ketegasan status hukum “halal-haram”,
bahtsul masail diniyah maudlu’iyah mengkaji tema-tema spesifik-ak-
tual untuk dijelaskan secara deskriptif-naratif.

Pembahasan tentang kedudukan perempuan dalam Islam tak lain
terkait dengan diskursus ilmiah yang berkembang dan menjadi perha-
tian banyak orang di dalam forum nasional maupun internasional. Se-
jak tahun 1990-an diskusi-diskusi tentang kesetaraan gender marak di
lingkungan aktivis, akademisi, dan kaum agamawan dengan latar be-
lakang pesantren. Dalam NU, gerakan keadilan gender tidak dimulai
dari wilayah strukturalnya, tapi dari wilayah kulturalnya, khususnya
kader-kader mudanya yang sedang gandrung dengan wacana-wacana
kritis yang dibangun oleh KH. Abdurrahman Wahid sebagai kiblat dari
gerakan pemikiran Islam yang progresif.

Pergulatan wacana gender terus meningkat levelnya, tidak hanya
sekadar di pesantren-pesantren tertentu, tetapi merambah ke forum
tertinggi para kiai, yaitu munas, konbes, dan muktamar NU. Fatayat,
[PPNU, akademisi, dan aktivis pejuang keadilan gender berkolabora-
si untuk memenangkan wacana keadilan gender dalam komunitas
NU dalam forum-forum resmi organisasi supaya sosialisasi nilai-nilai
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keadilan berjalan dengan efektif dan masif. Akhirnya, lahirlah kepu-
tusan-keputusan yang memihak kepada keadilan gender, khususnya
dalam konteks kepemimpinan perempuan. Tentu, isu kepemimpinan
perempuan ini mendapat pertentangan keras dari kalangan Kiai-Kiai
konservatif yang mendasarkan pada teks-teks keagamaan yang diam-
bil dari kitab-kitab kuning secara taken for granted dan mengabaikan
aspek sosial-kultur para penyusun kitab yang lahir dan hidup di ma-
syarakat Timur Tengah yang patriarkis.

Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh NU, khususnya dalam
forum Bahtsul Masa’il, selalu mengacu kepada metode istinbat hu-
kum. Dalam konteks NU, istinbat hukumnya tidak langsung dari al-
Qur’an dan hadis, tetapi melalui kajian serius terhadap produk hu-
kum yang dihasilkan oleh para ulama mujtahid dan para pengikutnya
atau kaidah-kaidah metodologis yang dihasilkan untuk menghasilkan
hukum. Metode yang pertama dikenal dengan istinbat qawli karena
menggunakan pendapat-pendapat (aqwal) ulama yang termaktub da-
lam kitab kuning untuk merespons persoalan sosial yang terjadi. Ada-
pun metode yang kedua dikenal dengan istinbat manhaji karena meng-
gunakan metodologi (manhaj) yang ada dalam kaidah fighiyah dan
kaidah usiiliyah untuk merespons persoalan yang ada. Istinbat atau
dalam terminologi NU bermazhab secara manhaji adalah pengemban-
gan dari bermazhab secara gawli yang diputuskan dalam Munas NU di
Lampung pada tahun 1992.

Dalam isu kepemimpinan perempuan ini, NU lebih menggunakan
mazhab manhaji, sehingga hasilnya cukup baik mengakomodir hak
asasi perempuan. Produk hukum NU yang bersifat inklusif dan sen-
sitif gender tidak lepas dari perjuangan para pembaru dalam tubuh
NU yang gigih memperjuangkan keadilan gender dalam forum Bahtsul
Masa’il NU. Mereka siap berhadapan dengan para kiai yang mayoritas
masih eksklusif dan eternal dalam memahami teks-teks fikih. Namun,
dengan semangat dan cita-cita besar untuk menegakkan keadilan gen-
der, para pembaru di tubuh NU akhirnya berhasil menggolkan keputu-
san yang spektakuler, seperti dalam Munas NTB tahun 1997 dan Muk-
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tamar ke-30 di Lirboyo tahun 1999. Para pembaru tersebut adalah KH.
Masdar Farid Mas’udi, KH. Said Aqil Siradj, KH. Said Agil Munawar, KH.
Ahmad Machasin, KH. Afifuddin Muhajir, Najihah Muhtaram, Machru-
sah Taufik, Dr. Zaitunah Subhan, dan lain-lain. Mereka tidak mengede-
pankan argumentasi teks yang biasa digunakan para ulama fikih, tetapi
pendekatan personal, sosiologis, antropologis, historis, dan nasionalis
dikedepankan, sehingga para ulama memahami argumentasi mereka.

Sayangnya, setelah Munas Alim ulama da Konbes NU yang mela-
hirkan maklumat terkait dengan kepemimpinan perempuan ini, be-
lum tampak respons yang serius di jajaran Pengurus Besar NU untuk
menindaklanjuti atau mengelaborasi keputusan tersebut dalam ben-
tuk program kerja yang konkret. Lebih dari 10 tahun pascadiputus-
kannya maklumat “Makanat al-Mar’ah fi al-Islam” suara-suara yang
meminta peningkatan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan
PBNU masih terus terdengar.

Khitan Perempuan

Tidak seperti isu kepemimpinan perempuan di mana keputusan
NU diapresiasi dan dipuji oleh banyak kalangan, posisi NU yang tidak
melarang khitan perempuan menjadi ganjalan aktivis keadilan gender
di lingkungan NU dan kerap menjadi objek kritik akan ketidakkonsis-
tenan organisasi NU dalam pembelaannya terhadap praktik-praktik
kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan di organisasi Muhammad-
iyah, Majelis Tarjih dan Tajdid secara tegas menyatakan bahwa khitan
(bagi perempuan) tidak ada petunjuk dalil yang kuat, dan tidak begi-
tu jelas, maka khitan bagi perempuan bukanlah suatu kewajiban, ten-
tu perempuan yang sampai dewasa ataupun perempuan yang menya-
takan Islam setelah dewasa tidak wajib khitan.

Lahirnya keputusan NU terkait dengan isu khitan perempuan tidak
bisa dilepaskan dari perjuangan Fatayat NU khususnya di era kepemi-
mpinan Maria Ulfah Ansar. Fatayat NU mengirimkan delegasi khu-
sus dalam Bahtsul Masa’il Pramuktamar NU di Cirebon, 29-31 Januari
2010 untuk menyampaikan usulan dalam pembahasan komisi diniyah
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wagqi‘iyah, terutama menyangkut pembahasan soal khitan perempuan.

Selain mengirimkan delegasi, PP Fatayat NU juga menyampaikan
rumusan draf materi masa’il diniyah waqi’iyah khusus tentang khitan
perempuan ini. Salah satu kesimpulan yang diajukan dalam makalah
setebal 15 halaman menyatakan bahwa khitan bagi perempuan ha-
nyalah tradisi, bukan perintah agama. Dinyatakan, jika khitan mem-
punyai manfaat maka tradisi ini dapat dilanjutkan apabila tidak ada
manfaatnya dapat dihentikan tanpa adanya ancaman sharT bagi yang
meninggalkannya ataupun pujian sharTbagi yang melakukannya.

Khitan untuk laki-laki diwajibkan karena menyebabkan tidak sah
salatnya dikarenakan ada indikasi tersimpannya najis yang berada di
kemaluannya yang belum dipotong. “Walaupun najis yang berada di
kemaluan laki-laki masih diperdebatkan, apakah termasuk bagian da-
lam, seperti kotoran yang masih berada di dalam perut atau bagian
luar,” demikian dalam draf yang diajukan Fatayat NU.

Sedangkan bagi perempuan khitan tidak ada pengaruh apapun.
Bahkan disebutkan, Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan rusakn-
ya organ kemaluan perempuan apabila khitan dilakukan tidak hati-ha-
ti.“ Maka beliau menasihati Umm ‘Atiyyah untuk tidak ceroboh dalam
mengkhitan perempuan. Atau mungkin saja Rasulullah lebih mengh-
endaki tidak dikhitan untuk perempuan, karena akan lebih aman dari
kerusakan yang dikhawatirkan, tapi Rasulullah menasihati Umm ‘Ati-
yyah untuk hati-hati dalam mengkhitan perempuan, karena khitan pe-
rempuan merupakan tradisi yang sudah membudaya dan sulit untuk
dihilangkan, bukan perintah agama,” demikian dalam draf Fatayat NU.

Pemaparan ini juga disertai dengan dengan dalil-dalil al-Qur’an dan
hadis, serta penelitian lebih mendalam tentang derajat kesahihan had-
is-hadis tersebut. Jawaban dari pertanyaan “Apa hukum khitan perem-
puan?” di-tafsil atau dirinci sebagai berikut; Apabila dilakukan dengan
cara yang aman hukumnya mubah. Namun apabila dilakukan dengan
cara yang tidak aman dan membahayakan maka hukumnya haram. Da-
lam draf PP Fatayat itu juga dilengkapi dengan penjelasan seputar khi-
tan perempuan baik secara medis maupun teknis pelaksanaannya.
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Namun forum bahtsul masa’il pada komisi diniyah waqi’iyah akh-
irnya menyepakati, ada dua hukum khitan bagi perempuan yakni wa-
jib dan sunnah. Khitan untuk perempuan dilakukan dengan memotong
sebagian kecil dari klentit (clitoris) dan tidak terlalu banyak karena
akan membahayakan. Hasil bahtsul masa’il ini akan dibahas lagi dan
diputuskan dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar.

Hasil pembahasan Sidang Bahtsul Masa’il Diniyah Maudlu’iyyah
pada Muktamar ke-32 NU di Makassar 2010 memutuskan; “Pendapat
yang melarang khitan bagi perempuan, tidak memiliki dalil syariat.
Pelarangan khitan perempuan itu lebih kepada didasarkan atas per-
timbangan bahwa khitan itu menyakitkan perempuan.”

Sidang BM yang dipimpin oleh Kiai Masyhuri Na'im, Kiai Maghfur
Usman, dan Kiai Afifuddin Muhajir, mendasarkan putusan tersebut
pada kaidah usul fikih yang berbunyi, “Adam al-dalil laisa bi dalil,” ti-
dak adanya dalil bukan merupakan suatu dalil.

Adapun teknisnya menurut putusan sidang, “Khitan perempuan
dilakukan dengan cara menghilangkan sebagian kecil kulit ari yang
menutupi Klitoris, bukan membuangnya sama sekali. Bahkan Rasulul-
lah SAW. justru mengingatkan agar tidak berlebihan dalam memotong,
sebagaimana terungkap dalam hadis Ummu ‘Athiyah al-Anshariyah,
sungguh di Madinah ada seorang perempuan yang akan khitan. Lalu
Nabi Saw. bersabda padanya, ‘Jangan kamu habiskan dalam memo-
tongnya, sebab sungguh itu lebih menguntungkan wanita dan lebih
menyenangkan suami, (HR. Aba Dawud)”

Hasil sidang menyatakan, “hadis tersebut memberikan pengertian
dua hal. Pertama, berkhitan bagi perempuan dianjurkan, dan ini ba-
gian dari hadis taqriri, mengingat Rasulullah SAW. tidak melarang tr-
adisi orang Madinah, bahkan memberikan pengarahan cara melaku-
kan khitan. Kedua, Rasulullah SAW. melegitimasi khitan perempuan,
padahal kekhawatiran Beliau akan terjadinya malapraktik, sehing-
ga akan menyebabkan frigid tampak jelas dalam hadis tersebut. Hal
ini mengindikasikan hikmah dan manfaat dalam khitan lebih penting
dibanding dengan kekhawatiran terjadinya malapraktik.”
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Sehubungan dengan hukum khitan perempuan, hasil sidang men-
yatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan
bagi perempuan. Sebagian ulama menghukumkan mubah. Sedangkan
sebagian lain memutuskan bahwa hukum khitan perempuan bersifat
sunnah.“Sedangkan menurut al-Shafi‘T hukumnya wajib, seperti hu-
kum khitan bagi laki-laki sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi,”
termaktub dalam laporan dan pembahasan hasil Sidang Bahtsul Ma-
sa’il Diniyah Maudlu’iyyah yang disampaikan pada sidang Pleno VII
Muktamar ke-32 NU, 27 Maret 2010.

Mereka yang terlibat sebagai anggota adalah Kiai Romadlon Chotib
(PBNU), Kiai Muhibbul Aman Aly (PWNU Jatim), Abdul Jalil (PWNU
Jateng), Kiai Imam Syuhada (PBNU), Muhammad Harfin Zuhdi (PBNU),
Mahbub Ma’afi Ramdlan (PBNU), Fuad Tohari (PBNU), Kiai Zainuddin
Abdullah (PWNU Banten), Rumadi (PBNU), Hj. Faizah Ali Sibramalisi
(PBNU), dan Hj. Fauziah Masyhari (PP Fatayat NU).

Keputusan NU soal khitan ini sangat disayangkan oleh para aktiv-
is gender di lingkungan NU, sebab ini merupakan salah satu praktik
membahayakan (harmful practices) dan mengandung kekerasan terh-
adap perempuan. Berbagai riset telah menunjukkan bahwa Khitan/Su-
nat perempuan adalah praktik kuno yang menjadi bagian kebudayaan
di negara-negara Afrika, Timur Tengah dan Asia dan merupakan tr-
adisi yang dilegitimasi oleh agama. Praktik sunat perempuan dilaku-
kan di agama Islam, Kristen, Katolik, animisme, dinamisme, dan Ya-
hudi. Menurut WHO praktik sunat perempuan terbanyak dilakukan di
sebagian besar negara Afrika, khususnya di negara bagian Afrika Saha-
ra, beberapa negara Timur Tengah, serta sebagian kecil negara di Asia,
Pasifik, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Eropa. Setidaknya, sera-
tus juta perempuan di dunia telah mengalami tindakan ini, yang terja-
di pada sekitar tiga juta anak usia di bawah sepuluh tahun per tahun.
Jadi, khitan perempuan ini lebih kental aspek budayanya daripada aja-
ran agama yang kita percayai memuliakan perempuan.

131



Menuju Forum Bahtsul Masa’il yang Sensitif Gender

Tradisi Bahtsul Masa’il berkembang cukup pesat di lingkungan NU
sebagai salah satu wadah untuk mengkaji persoalan-persoalan yang
terjadi di masyarakat. Di lembaga pesantren forum Bahtsul Masa'il
yang terinspirasi model halakah dari tanah suci terus dilaksanakan
dan dikembangkan oleh kalangan pesantren. Pesantren-pesantren
beserta kiainya telah mempraktekkan model halakah untuk memper-
oleh hukum dari kitab-kitab kuning yang sehari-hari dipelajarinya. Fo-
rum ini terus berkembang dan dilaksanakan di dalam organisasi NU.
Berkembangnya tradisi bahtsul masa’il di kalangan NU bukanlah ses-
uatu yang mengherankan, sebab hampir seluruh perangkat metodo-
logi dan referensi-referensi (maraji’), serta model halakah yang digu-
nakan dalam pembahasan Bahtsul Masa’il di NU paralel dengan yang
ada di pondok pesantren.

Posisi strategis Forum Bahtsul Masa'il baik di NU maupun di pe-
santren dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai
kesetaraan gender di dalam masyarakat Islam, serta melahirkan fat-
wa-fatwa yang memberikan solusi atas berbagai persoalan kontempo-
rer yang dihadapi oleh perempuan pengikut NU itu sendiri. Terlebih
saat ini di mana Islam Indonesia dipandang oleh umat Islam dari neg-
ara lain sebagai sumber harapan bagi tumbuhnya oase pemikiran dan
gerakan perempuan pascakolonial yang bersumber dari ajaran ag-
ama, eksistensi NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia menja-
di tumpuan. Dengan kata lain, Islam Indonesia seharusnya dapat men-
jawab soal-soal kekinian yang dihadapi kaum perempuan Indonesia,
dan bahkan dapat menyumbang pada pemikiran Islam dunia yang juga
menghadapi persoalan perempuan di dunia global.

Untuk mewujudkan fatwa keagamaan yang sensitif gender ha-
sil dari forum bahtsul masa’il, beberapa langkah hendaknya diambil;
pertama, melibatkan para ulama perempuan NU. Kita tahu bahwa ba-
ru-baru ini telah terjadi momen historis yang sangat penting terkait
dengan lahirnya Kongres ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pe-
santren Kebon Jambu al-Islami, Cirebon, Jawa Barat, pada bulan April
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2017, di mana aktor-aktor yang membidani kongres ini adalah aktiv-
is NU. Kongres ini dihadiri sekitar 1.280 ulama dan cendekia perem-
puan dari seluruh penjuru tanah air, dan menghasilkan sejumlah hal
penting; adanya pengakuan terhadap eksistensi dan peran ulama per-
empuan dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia; KUPI berhasil
mengeluarkan fatwa atas tiga isu besar, yakni kekerasan seksual, per-
nikahan anak, dan kerusakan alam. KUPI juga hadir karena selama ini
persoalan-persoalan berkaitan dengan perempuan diputuskan oleh
laki-laki tanpa melibatkan kaum hawa dan hal tersebut kerap menim-
bulkan kesalahan. Karena itu, KUPI ingin memperbaiki situasi sema-
cam itu, dan sudah saatnya eksistensi dan peran ulama perempuan ti-
dak lagi terkubur sejarah.

Kedua, partisipasi aktif perempuan di dalam setiap perumusan fat-
wa khususnya yang menyangkut isu perempuan secara luas, termasuk
perlunya representasi atau kuota perempuan di dalam struktur lajnah
bahtsul masa’il NU, setidaknya 30 persen sebagaimana kuota perem-
puan di bidang politik. Minimnya keterlibatan perempuan menyebab-
kan tidak didengarnya pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan kaum
perempuan sehingga tidak heran jika hasilnya sangat jauh dari men-
guntungkan kaum perempuan, seperti fatwa tentang khitan, batas usia
pernikahan, anak yang lahir di luar nikah, dan sebagainya.

Ketiga, realitas empiris dan kondisi faktual perempuan harus dija-
dikan pertimbangan yang sangat penting di dalam merumuskan fat-
wa. Sebagaimana Asghar Ali Engineer mengusulkan agar tidak menaf-
sirkan al-Qur’an dan hadis yang lepas dari konteks sosial. Seyogianya
penafsiran itu menggunakan pendekatan sosio-teologis sesuai dengan
ayat al-Qur’an itu sendiri yang amat kontekstual selain harus norma-
tif yang menginginkan keterlibatan perempuan dalam segala aspek ke-
hidupan. Muhammad Arkoun menawarkan pembacaan ulang (i’‘adat
al-gira’ah) yang juga penting untuk dikembangkan dalam tradisi bah-
tsul masa’il. Arkoun menekankan orientasi kontekstualitas dan histo-
ris atas wahyu tanpa melupakan tekstualitas dan normativitas wahyu
tersebut. Dalam kritik ini ia menawarkan empat analisis dalam mema-
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hami al-dahirah al-qur’aniyah (fakta Qur’ani) dan al-dahirah al-Islami-
yah (fakta Islami) yaitu: analisis historis, antropologis, sosiologis yang
ketiganya itu berorientasi pada konteks, serta analisis linguistik (her-
meneuitika dan semiotik) yang berorientasi pada tekstualitas dan nor-
mativitas wahyu. Melalui alat analisis tersebut, teks-teks agama ten-
tang perempuan dapat dibaca secara lebih terbuka dan objektif.

Keempat, menggunakan perspektif keadilan hakiki bagi perem-
puan. Mengutip Dr. Nur Rofi’ah, salah satu pimpinan KUPI mengatakan
bahwa ada lima prinsip dasar terkait keadilan hakiki bagi perempuan
yaitu; 1) memandang proses turunnya al-Qur’an secara berangsur dan
bertahap (tadriij) sebagai hidayah (petunjuk) tentang pentingnya dia-
log antara nas agama dan realitas kehidupan. 2) mempertimbangkan
pengalaman nyata perempuan sekaligus sebagai individu, umat Islam,
warga negara Indonesia dan warga dunia dalam memahami nas ag-
ama dan realitas kehidupan. 3) menempatkan nilai-nilai keislaman se-
cara tidak terlepas dari nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, 4)
memperhatikan perlunya membangun secara sekaligus kesalehan in-
dividual dan kesalehan sosial (struktural), dan 5) memastikan metode
apapun yang digunakan dalam memahami nas agama dan realitas ke-
hidupan mesti memperhatikan kondisi khas perempuan, baik secara
biologis maupun sosial yang berbeda dari laki-laki.

Saran dan pertimbangan penulis di atas didasari atas keyakinan
sebagai seorang Muslimah bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk
kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, yai-
tu kemaslahatan (al-maslahah), keadilan (al-‘adl), kerahmatan (al-
rahmah), dan kebijaksanaan (al-hikmah). Kebenaran sebuah fatwa
hukum tidak semata-mata terletak pada akurasi dari sisi kesesuaian
dengan dalil-dalil nas, tapi sejauh mana fatwa tersebut bisa memberi
panduan moral yang berkeadilan bagi masyarakat, termasuk dalam
konteks keadilan gender.

Sebagai penutup, keterlibatan aktif perempuan dalam penyusunan
fatwa akan meningkat jika ada pengakuan/rekognisi secara luas dari
umat Islam di Indonesia atas otoritas perempuan untuk menafsirkan
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teks-teks agama (women’s juristic authority). Bagi ulama perempuan,
hal ini membutuhkan proses pergelutan dan peningkatan kepakaran
terhadap metode penafsiran sumber-sumber agama yang waktunya
pasti panjang demi mengejar ketertinggalan dengan kepakaran ulama
laki-laki.

Wallah a‘lam bi al-sawab.
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Upaya Majelis Tarjih dan Tajdid
Mengembalikan Wajah Muhammadiyah
yang Progresif dan Moderat
Endang Mintarja

Pendahuluan

ada medio 90-an seorang cendekiawan muslim terkemuka di
P negeri ini menilai bahwa slogan tajdid yang menjadi jargon Mu-

hammadiyah sebagai organisasi modern terlalu berat, karena
faktanya Muhammadiyah tidak melakukan pembaharuan yang berar-
ti bagi Islam (di era) modern. Paling banyak, Muhammadiyah malah si-
buk "ngurusin” hal-hal yang sifatnya tidak prinsipiel karena terjebak
dalam kubangan furt* khilafiyah.'*? Di lain pihak, ada pernyataan bah-
wa dalil-dalil dan penjelasan yang terdapat dalam HPT (Himpunan Pu-
tusan Tarjih) dinilai "cetek” alias tidak berbobot.!?® Bahkan, di kalan-
gan intern Persyarikatan mulai meragukan kompetensi Majelis Tarjih
untuk menjalankan fungsinya sebagai think tank Muhammadiyah yang
mampu memberikan tuntunan warga persyarikatan dalam menjalank-
an ajaran agama dan melakukan pembaharuan guna melahirkan se-
buah genre baru gerakan Islam yang progresif, inklusif dan berkema-
juan.

Warga persyarikatan lebih khususnya Majelis Tarjih tentu tidak
perlu berkecil hati apalagi merasa dilecehkan dan bersikap emosion-
al dalam menyikapi dugaan-dugaan kritis tersebut. Sikap positif dan
produktif dalam menyikapi itu semua adalah dengan melakukan in-
trospeksi atau auto kritik terhadap rumusan dan putusan yang telah

102 Kutipan secara maknawi ini disarikan dari pernyataan Cak Nur (Nurcho-
lis Madjid) dalam dies natalis HMI di Aula Insan Cita Ciputat pada per-
tengahan 90-an.

103 Ungkapan ini pernah terlontar di antaranya oleh beberapa kelompok
yang mengclaim kelompokya dengan nama salafi (lebih tepatnya tasal-
luf), karena uraian dan penjelasan dalil dalam HPT teramat ringkas.
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ditetapkan dan berupaya untuk memberikan penjelasan yang lugas
dan tuntas, bahkan jika perlu melakukan revisi terhadap hasil ijtihad
yang memang diyakini kekeliruannya. Sikap seperti itu merupakan
watak dan sifat dari pedoman ijtihad Majelis Tarjih yang bersifat ter-
buka, toleran dan fleksibel.’** Sehingga dugaan bahwa warga Muham-
madiyah sebagai penganut fanatik "Mazhab Tarjih” dapat diminimali-
sir.

Namun demikian, dengan tidak bermaksud berapologi, terkadang
dugaan tersebut muncul akibat ketidaktahuan proses pengambilan
keputusan dalam berbagai musyawarah tarjih yang dilaksanakan,!%®
bahkan tidak jarang dipicu oleh ketidakmengertian atas manhaj atau
metode istinbat hukum yang menjadi rumusan yang baku di Muham-
madiyah. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menjelaskan kaidah-
kaidah ijtihad (manhaj) yang menjadi kerangka usul dalam berijtihad
sebagaimana yang berlaku di dalam persyarikatan pada umumnya dan
Majelis Tarjih pada khususnya.

Wajah Wasatiyah (Moderatisme)
Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Yang dimaksud dengan wasatiyah atau moderatisme dalam be-
ragama dalam tulisan ini adalah suatu pemahaman keagamaan (keis-

104 HPT, 369 maupun Pokok-Pokok Manhaj Majelis Tarjih dalam hasil Munas
Tarjih XXV.

105 Proses pengambilan keputusan dalam musyawarah tarjih tidaklah se-
sederhana yang dibayangkan, sering kali diskusi berlangsung sangat di-
namis dan sengit, karena berbagai macam rujukan dari berbagai kitab
kuning (klasik) sampai karya ulama kontemporer menjadi bahan per-
timbangan. Seorang aktivis jihadi, Ja'fal ‘Umar Thalib bahkan mempu-
nyai kesan yang sangat positif melihat kitab-kitab rujukan yang jumlah-
nya sangat banyak (satu truk besar) sebagai rujukan para ulama tarjih.
(Perbincangan Endang Mintarja dengan Ja'far ‘Umar Thalib di Pesantren
Thya'u Sunnah Yogyakarta tahun 2004).
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laman) yang tidak terjebak oleh literalisme tekstual (zahiriyah) dan
tidak terbawa arus permisivisme rasional yang cenderung antropo-
sentris dan mengabaikan nas (sekuler) dan kepentingan pragmatis
jangka pendek (hedonis liberal). Muhammadiyah memosisikan akal
manusia secara proporsional untuk hal yang berkaitan dengan mua-
malah duniawiyah, di mana nas tidak mengatur petunjuk teknis pelak-
sanaannya. Bahkan Rasulullah SAW secara tegas dan jelas memberikan
kebebasan kepada umatnya untuk berani berkreasi dan menciptakan
inovasi untuk hal yang tidak diatur agama secara spesifik. Berbeda
halnya dengan hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah mahdah
yang merupakan ajaran yang taken for granted, di mana hanya Allah
dan Rasul-Nya sajalah yang memiliki otoritas eksklusif untuk menen-
tukan juklak dan juknisnya. hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah
SAW dalam hadis yang diriwayatkan ibn Majah:

dl oS3 ssel (e O Ol s eSSLed @SLis ol e el OIS 0]

Dengan demikian yang menjadi concern Muhammadiyah dalam
melakukan pembaharuan adalah hal yang berkaitan dengan perad-
aban manusia di mana manusia diberi wewenang untuk melakukan
rekayasa untuk kemaslahatan hidupnya. Termasuk di dalamnya ada-
lah rekayasa sosial yang mengatur hubungan antarmanusia yang ber-
beda ras, agama dan kepentingan lainnya. Manhaj moderat Muham-
madiyah terkait dengan sikap terhadap kelompok lain termasuk yang
berbeda keyakinan sudah sejak awal diperlihatkan oleh para genera-
si pertama Persyarikatan ini. Kiai Ahmad Dahlan tidak pernah sung-
kan untuk bekerja sama dengan perkumpulan yang kental dengan se-
mangat tradisi lokal seperti Budi Utomo yang dianggap dihuni oleh
para pengurusnya yang “Kejawen”. Bahkan Kiai Dahlan mendemon-
strasikan bagaimana umat tidak perlu alergi bekerja sama untuk ke-
manusiaan walau bersama para menir Belanda yang notabene berbe-
da agama.

Di dalam pedoman ijtihadnya, Muhammadiyah dengan tegas men-
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yatakan terbuka untuk dikritik, menghormati perbedaan pendapat
dan nonmazhab.'%¢ Sikap membuka diri ini membuat Muhammadi-
yah menjadi salah satu organisasi yang mungkin sangat dinamis da-
lam pemikiran dan gerakan, karena hal tersebut Muhammadiyah tidak
merasa terlalu terikat dengan masa laly, tetapi merasa terikat akan ke-
wajiban untuk menelusuri kebenaran. Hasil ijtihad hari ini adalah up-
aya optimal hari ini yang kemungkinan kekurangan dan kekeliruann-
ya baru dapat dilihat di masa yang akan datang. Oleh karena itu bagi
Muhammadiyah bukan merupakan suatu hal yang tabu untuk mere-
visi hasil ijtihad di masa lalu jika ditemukan pandangan lain yang leb-
ih argumentatif dan lebih jelas maslahatnya. Sebagai contoh misalnya
revisi atas larangan memajang foto Kiai Dahlan, revisi keharusan me-
masang tabir/hijab dalam perkumpulan atau pertemuan rapat yang
dihadiri laki-laki dan perempuan, revisi terhadap pengutamaan hasil
rukyat dari pada hasil hisab dan lain-lain yang terlihat cukup progresif
dan modern pada zamannya.'"’

Sebagai akibat dari sikap terbuka akan kritik tersebut, Muham-
madiyah secara manhaji lebih dapat memahami sekaligus menghor-
mati apa yang diyakini dan dipilih orang lain dalam menjalankan keya-
kinannya. Meniru para ulama salaf termasuk juga para ulama mazhab
selalu menganggap relatif terhadap hasil ijtihad masing-masing, kare-
na yang mutlak benar adalah nas bukan kesimpulan terhadap nas yang
merupakan hasil olah pikiran manusia yang bisa jadi benar sekaligus
bisa jadi salah. Dari sinilah kaidah “ijtihad yang satu tidak bisa mem-
batalkan hasil ijtihad lainnya” dapat dipahami sebagai kaidah yang
mendidik umat ini untuk lebih bersifat tawadu dan tidak memutlak-
kan pendapatnya sendiri.

Karena penghormatan terhadap semua hasil pikiran para ulama
terdahulu dan relativitasnya, Muhammadiyah lebih memilih untuk ti-

106 Lihat Pedoman Ijtihad Majelis Tarjih dalam lampiran.
107 Lihat HPTjilid 1 dan bandingkan dengan dengan putusan selanjutnya se-
perti yang dimuat dalam HPT jilid III.
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dak terikat pada salah satu mazhab tertentu.'%® Sikap ini sering kali dis-
alahpahami baik oleh warga Muhammadiyah terlebih lagi yang antipa-
ti terhadap Muhammadiyah yang dengan salah kaprah menyimpulkan
Muhammadiyah adalah gerakan anti mazhab. Padahal nonmazhab bu-
kan berarti anti mazhab, tetapi memosisikan semua pendapat mazhab
secara adil dan setara sebagai hasil pikiran manusia yang bersifat nis-
bi/relatif dan harus dihormati secara proporsional. Oleh karena itu-
lah, sering kali Muhammadiyah merujuk pada pendapat para ulama
terdahulu dari berbagai mazhab sebelum mengambil kesimpulan ter-
hadap hasil ijtihadnya. Ketidakterikatan pada satu mazhab tertentu,
membuat Muhammadiyah lebih leluasa untuk memproduksi fatwa
yang lebih progresif, moderat dan lebih kuat maslahatnya sesuai de-
ngan kebutuhan umat dan zaman yang dihadapi. Misalnya saja, dalam
hal syarat dan rukun nikah Muhammadiyah selaras dengan Shafi‘iyah
yang dianggap lebih berhati-hati agar terlindunginya kesucian dan
kemuliaan lembaga pernikahan dengan mewajibkan adanya wali dan
saksi pada saat akad. Bahkan ditambah dengan adanya kewajiban un-
tuk mencatatkan pernikahan pada lembaran negara untuk lebih dapat
menjamin perlindungan terhadap perempuan. Namun dalam masalah
anak yang lahir di luar pernikahan yang sah (walad zina), Muhammad-
iyah lebih condong pada Hanabilah yang pendapatnya dianggap lebih
pro terhadap perlindungan dan hak anak.'®

108 Bagi Muhammadiyah, tidak bertaklid pada satu Imam/mazhab adalah
pengajaran dari para Imam mazhab yang mendidik semua murid dan
pengikutnya agar lebih memperhatikan argumentasi dan sumber hu-
kumnya dari pada orangnya. Hal seperti ini dinyatakan sejak dari Imam
Abii Hanifah hingga Imam Ahmad yang merupakan muridnya Imam
Shafil.

109 Mengenai dinamika fikih perempuan yang kemudian lebih dikenal de-
ngan tuntunan Keluarga Sakinah ini mendapat perhatian dalam materi
Musyawarah Nasional Tarjih di Makassar pada tahun 2017 lalu. Lihat
Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
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Responsivitas dan Dinamika Ijtihad Muhammadiyah

Ada tiga produk Majelis Tarjih dalam upaya merespons perkem-
bangan dan permasalahan di masyarakat, yaitu; wacana Tarjih, fat-
wa Tarjih dan Putusan Tarjih. Masing-masing produk mempunyai kon-
sekuensi yang berbeda, baik daya ikatnya maupun pelaksanaannya.
Wacana Tarjih merupakan respons atau gagasan yang bersifat individ-
ual dan karenanya tidak mempunyai daya ikat apapun terhadap indivi-
du lainnya apalagi secara kelembagaan. Adapun fatwa Tarjih merupa-
kan respons sekelompok ulama Tarjih yang berada dalam divisi fatwa
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Fatwa Tarjih merupa-
kan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan ma-
syarakat dan bersifat mengikat sementara dan terbatas bagi penan-
ya dan pemberi fatwa. Sedangkan Putusan Tarjih merupakan produk
ijtihad yang dihasilkan melalui proses musyawarah di tingkat Nasion-
al dan bersifat mengikat secara kelembagaan dan terhadap setiap indi-
vidu atau anggota Persyarikatan Muhammadiyah di mana pun berada.
Produk ijtihad Tarjih mesti dipahami sebagai upaya Organisasi untuk
membuka dan mewadahi setiap gagasan yang muncul di masyarakat
sehingga tidak ada kesan pembungkaman terhadap setiap pendapat
atau pikiran-pikiran baru. Di sisi lain, produk fatwa dan putusan ber-
fungsi sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam bersikap
dan melaksanakan ajaran Islam dengan tetap menjaga sikap terbuka,
toleran dan kritis sebagai ruh gerakan yang menjunjung tinggi seman-
gat pembaruan (tajdid).

Rumusan tajdid sebagai ruh penggerak semangat ijtihad Muham-
madiyah mengisyaratkan bahwa ijtihad dapat dilakukan terhadap
peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sum-
ber utama ajaran Islam, al-Qur’an dan hadis; dan terhadap kasus yang
terdapat dalam kedua sumber itu. Karenanya, arah tajdid Muhammad-
iyvah menuju pada pemurnian (purifikasi/ijtihad salafi) dalam mas-
alah akidah dan ibadah mahdah, dan pengembangan (modernisasi/

2017).
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dinamisasi/tatawwur) dalam masalah muamalah duniawiyah.'*® Ijti-
had dalam bentuknya yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan
kembali al-Qur’an dan hadis sesuai dengan kondisi masyarakat seka-
rang ini. Oleh karena itu, pada prinsipnya Muhammadiyah mengakui

peranan akal dalam memahami al-Qur’an dan hadis. Walaupun diakui

kenisbian akal terutama dalam memahami masalah-masalah ibadah
yang ketentuannya sudah diatur dalam nas.

Untuk lebih dapat melihat responsivitas dan dinamika Muham-
madiyah (Majelis Tarjih) dalam berijtihad dapat dilihat beberapa poin
berikut ini yang berimplikasi terhadap produk-produk ijtihad yang di-
hasilkan:

1. Upaya menyeimbangkan antara seleksi (tarjihi) dan kreasi (in-

sha’n)

Dalam beberapa hasil atau produk ijtihad, Muhammadiyah
terkesan masih lebih banyak menggunakan cara ijtihad intiga’i
atau ijtihad tarjihi (khususnya dalam permasalahan yang ber-
kaitan dengan ibadah mahdah/khusus) ketimbang ijtihad in-
sha’l yang jumlah produk ijtihadnya belum begitu banyak.'*! Ij-
tihad insha’t merupakan upaya mengambil kesimpulan hukum
mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan
oleh para ahli fikih terdahulu, sedangkan ijtihad tarjihi merupa-
kan ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang

110

111
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Lihat Berita Resmi Muammadiyah Nomor Khusus, “Tanfidz Keputusan
Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, (PP Muhammadiyah, 1990).

Bandingkan produk ijtihad yang terdapat dalam HPT maupun hasil-hasil
munas tarjih, permasalahan khilafiyah furi‘iyah dalam ibadah mahdah
masih terlalu dominan dibandingkan respons Muhammadiyah terhadap
masalah kekinian. Menurut Asjmuni Abdurrahman, upaya Majelis Tarjih
dalam menyikapi masalah sosial kemasyarakatan dan teknologi baru di
mulai pada saat muktamar di Garut pada tahun 70-an. Asjmuni Abdurah-
man, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

cet. IV).



untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai ma-
salah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai
kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya
dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang ini.*

Walaupun ijtihad tarjithi yang dilakukan Muhammadiyah le-
bih maju dari cara tarjihi pada masa kemunduran ilmu fikih
(di mana mujtahid hanya menyeleksi ragam pendapat di ka-
langan mazhab tertentu saja), yakni dengan melakukan selek-
si pendapat lintas mazhab. Akan tetapi, respons terhadap ma-
salah sosial politik, kebudayaan, ekonomi dan perkembangan
pesat teknologi, Muhammadiyah nampaknya kedodoran. Misal-
nya saja masalah korupsi dan bunga bank (interest) baru diba-
has tahun 2000-an, padahal ormas lain bahkan yang kecil-ke-
cil sudah meresponsnya jauh-jauh hari. Baru sekitar sepuluh
tahun kemudian (2010-sekarang) produk-produk ijtihad mu-
lai lebih banyak membahas masalah-masalah kontemporer da-
ripada masalah Ibadah, seperti dihasilkannya keputusan Tarjih
tentang Fikir Air yang menyangkut hak eksplorasi dan pengelo-
laannya bagi kepentingan orang banyak, Fikih kebencanaan, ga-
gasan Kalender Global dan lain-lain.

2. ljtihad tidak merambah bidang akidah?

‘Keengganan’ Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad da-
lam masalah akidah terkesan agak aneh. Pertama, perbincan-
gan masalah akidah sudah sejak lama dibicarakan dan diper-
debatkan di kalangan umat dengan bermunculannya para ahli
kalam yang cukup berkontribusi dalam mengarahkan cara ber-
pikir umat. Kedua, sebetulnya Majelis Tarjih Muhammadiyah
pernah mengambil sikap dalam masalah akidah Ahmadiah (qa-
diyani), yang divonis kafir karena meyakini adanya Nabi setelah

112 Yusuf al-Qaradawi, al-ljtihaad fi al-Syri’at al-Islamiyyaat ma‘a nazharati
tahliliyyat fi al-ijtihaad al-mu’ashir, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1985), h. 115.
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Muhammad SAW, yakni Mirza Ghulam Ahmad.'!* Padahal tidak
ada dalil yang sharih apalagi mutawatir yang mengafirkan orang
yang mengakui kenabian setelah Rasulullah SAW, lebih lagi pen-
gertian nabi penganut Ahmadiyah tidak seperti pengertian yang
baku di kalangan umat Islam. Sebaliknya, yang ada adalah pen-
gakuan keislaman orang yang mengakui ketuhanan dan ke-esa-
an Allah serta menerima nubuat dan risalah Muhammad SAW.
Diduga kuat tidak disebutkannya nama kelompok tertentu (Ah-
madiyah) dalam fatwa soal kepercayaan adanya nabi setelah
Muhammad SAW adalah bentuk kehati-hatian Muhammadiyah
agar fatwa yang muncul tidak menghasilkan persekusi terhadap
kelompok lain yang mungkin punya pengertian lain soal kenabi-
an. Di samping itu juga, bisa jadi mempertimbangkan rasa hor-
mat mereka kepada ‘irfan Dahlan, salah satu putra Kiai Dahlan
yang diduga sebagai mubalig Ahmadiyah Lahore yang kemudi-
an menetap di Thailand.

Kehati-hatian Muhammadiyah dalam masalah akidah de-
ngan hanya merujuk pada dalil-dalil yang bersumber dari al-
Qur’an dan hadis yang derajatnya mutawatir, tidak dapat me-
nenteramkan sebagian warga persyarikatan. Pertama, begitu
banyak hadis ahad yang berkualitas sahih (dari segi sanad pa-
ling tidak) mengenai masalah akidah, seperti tentang asyraa-
tus saa’ah (tanda-tanda kiamat), isra mikraj, kehidupan alam
barzakh dan suasana di akhirat kelak. Kedua, Majelis Tarjih
pun ternyata pernah menggunakan hadis ahad dalam bidang
akidah, misalnya saja mengenai hadis rukun Iman yang berjum-
lah enam, padahal derajat hadis tersebut tidak mencapai dera-
jat mutawatir.!'* Sikap Muhammadiyah dalam masalah-masalah

113 Vonis Kafir terhadap Ahmadiah ini tidak dinyatakan eksplisit dalam HPT,
namun dilihat dari latar belakan munculnya fatwa tersebut jelas menge-
nai Ahmadiah. Lihat HPT, Kitab beberapa masalah h. 280.

114 Padahal hadis dari ‘Umar yang diriwayatkan Muslim tersebut tidak men-
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tersebut perlu mendapat penjelasan lebih lanjut untuk menen-
teramkan sebagian warga persyarikatan, dan tidak cukup hanya
dengan mengambil sikap tawaquf terhadap hadis-hadis ahad
yang sebagiannya berkualitas sahih tersebut.!’®> Dampak posi-
tif dari kaidah soal akidah ini, Muhammadiyah tidak terlalu di-
pusingkan dengan berbagai macam hadis ahad yang satu sama
lain harus dicarikan komprominya karena terlihat saling kon-
tradiktif secara lahir. Ber-tawaqufterhadap dalil akidah yang ti-
dak mutawatir adalah sikap moderat untuk tidak terjebak pada
ekstrem pembenaran mutlak dan penolakan vulgar terhadap
nas-nas yang terkadang jumlahnya tidak sedikit dalam bebera-
pa masalah akidah.
Kritik Sanad lebih dominan dari Kritik Matan hadis

Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam ti-
dak hanya diakui oleh Muhammadiyah saja, tetapi juga diakui
oleh seluruh mat Islam dalam berbagai mazhab dan aliran. Di
antara dua sumber itu, al-Qur’an merupakan sumber dari sega-
la sumber hukum. Artinya, al-Qur’an merupakan rujukan uta-
ma dalam menetapkan hukum. Sedangkan hadis berfungsi se-
bagai penjelas terhadap al-Qur’an. Tentu penjelasan dari Nabi
tidak mungkin bertentangan dengan apa yang dijelaskannya, al-
Qur’an. Karena itu, menurut sebagian ahli hadis,''® salah satu
tolok ukur untuk menyeleksi kualitas hadis adalah kesesuaian-
nya dengan al-Qur’an. Jika sejalan dengan al-Qur’an dapat diter-

115

116

capai derajat mutawatir. Lihat HPT, Kitab Iman, h. 10-11.

Sikap Muhammadiyah terhadap hadis ahad dalam bidang akidah ini se-
ring dimanfaatkan oleh pihak yang apriori terhadap Muhammadiyah un-
tuk mendiskreditkan persyarikatan sebagai tidak konsisten terhadap
hadis dan meninggalkan jejak salaf al-salih.

Di antara ulama yang keta menggunakan tolok ukur ini adalah Imam Ma-
lik. Lihat Muhammad Sa’id Ramadan al-Buthi, Dhawabith al-Maslahat fi
al-Syari’at al-Islamiyah, (Beirut, Mu’assasah al-Risalah, tth. 188-189.
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ima, jika tidak harus ditolak. Inilah yang kemudian disebut de-
ngan kritik matan.'*”

Agaknya Muhammadiyah tidak begitu mengembangkan Kri-
tik matan tersebut. Sebagai indikatornya adalah terdapat be-
berapa hadis yang dijadikan dasar putusan tarjih, yang diduga
oleh sementara orang tidak sejalan dengan al-Qur’an. Seperti
putusan tentang hukum membayar puasa dan menghajikan un-
tuk orang yang sudah meninggal dunia, begitu juga dengan hu-
kum memakai emas bagi laki-laki. Namun demikian, dalam hal
ini Muhammadiyah menggunakan takhsisul ‘am sebagaimana
dilakukan oleh sebagian ahl ushul seperti al-Shafi1 yang dijulu-
ki sebagai Nashir al-sunnah.!*® Sikap tersebut menjadi indikator
bahwa Muhammadiyah lebih menitikberatkan pada kritik sanad
ketimbang kritik terhadap matan. Demikian juga dalam mener-
ima hadis daif sebagai hujah, pertimbangannya adalah ban-
yaknya jalur periwayatan atau sanad,'*® bukannya makna yang
dikandung dalam matan hadis yang biasanya menjadi fokus per-
hatian ulama fikih.'?°
Metode Tarjih Dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

Penggunaan metode tarjih sebenarnya merupakan salah
satu metode yang ditempuh Kketika terjadi ta‘arud al-‘adillah,
yakni pertentangan beberapa dalil yang berkualitas sama, di
mana masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang ber-
beda. Namun ta‘arud tersebut secara hakiki dianggap sulit bah-

117

118

119
120

146

Bandingkan dengan ‘Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadith, ‘Ulumuhti wa Mustala-
huh, (Beirut: Dar al-Fikr,1989), h. 434.

Azhar Basyir, Imam Shafi‘l Mujaddid Pembela As-Sunnah, dimuat dalam
Suara Muhammadiyah, (No. 02/76, tahun 1991), h. 12-13.

Lihat “Pokok-Pokok Manhaj Majelis Tarjih, h. 24-25.

Ulama kontemporer yang memberi perhatian besar dalam masalah ini,
di antaranya adalah al-Ghazali, as-Sunnah an-Nabawiyah bayn Ahli al-
Hadith wa Ahli Figh.



kan mustahil dalam syariat Islam. Pemikiran tersebut dilandasi
atas dasar ketidakmungkinan pembuat syariat (Allah dan Ra-
sul-Nya) membuat pernyataan yang saling bertentangan. Leb-
ih tidak mungkin lagi ta‘arud tersebut terjadi dalam al-Qur’an
(al-Nisa:82) yang sifatnya qatT al-wurtid (kepastian sumber
dari Allah SWT). Oleh sebab itu Abia Zahrah menyatakan bah-
wa terjadinya ta‘arud, sering kali bukan terjadi pada makna
nas, akan tetapi akibat kekeliruan pemahaman orangnya (mu-
jtahid) terhadap Ilahir nas (teks). Misalnya saja, sesuatu diang-
gap dalil padahal bukan, periwayatan yang dianggap sahih pa-
dahal tidak, orang diduga ‘adil (kredibel) padahal tidak, diduga
ada dalil yang berbeda dalam masalah yang sama, padahal ber-
kaitan dengan masalah dan situasi serta kondisi yang berbeda.'?!
Secara lebih sederhana, diduga ada pertentangan (ta‘arud) pa-
dahal tidak. Dengan demikian ta‘arud terjadi pada pikiran si
mujtahid, bukan pada nas dan madul-nya. Namun demikian, wa-
lau hanya sekedar kesan, tentu harus dicarikan jalan keluarnya.
Untuk menyelesaikan kesan terjadinya ta‘arud (pertentangan),
para ahli usul fikih memberikan solusi dengan beberapa taha-
pan metode sebagai berikut:!?2
a. Al-Jam‘ wa al-Tawfiq, yakni sikap menerima semua dalil
yang walaupun lahirnya ta‘arud. Sedangkan pada dataran
pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (takhy-
ir).
b. Al-Tarjih, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk dia-
malkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
¢. Al-Naskh, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih
akhir, dan membatalkan dalil yang terdahulu.
d. Al-Tawaqquf, yakni menghentikan penelitian terhadap

121 Lihat Abi Zahrah, Ushul Figh, (Dar al-Fikri al-Arabij, tth), h. 308-30.
122 Lihat ‘Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usil al-Figh, (Maktabah Da‘wah Islami-
yah, Kairo, 1968) cet. VIII, h. 229.
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dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Sebagaimana ketentuan pokok-pokok manhaj tarjih, metode
al-jam‘ diutamakan jika masih memungkinkan, kecuali tidak
dapat dikompromikan, maka metode tarjih menjadi pilihan
berikutnya.

Beberapa produk ijtihad dalam HPT yang merupakan hasil
dari metode al-jam‘ini di antaranya adalah; dibenarkan memb-
aca basmalah secara sirr maupun jahar dalam salat jahar, mem-
perkenankan membaca doa atau zikir bacaan salat yang berma-
cam-macam sepanjang berdasarkan hadis sahih atau makbul,
dan menerima pengamalan hadis-hadis ragam bacaan salam,
termasuk tambahan wa barakatuh (tanawwu’ fi al-‘ibadah),
mengakomodir hadis-hadis yang melarang dan membolehkan
kencing sambil berdiri, mengakomodir hadis yang melarang
dan membolehkan buang hajat membelakangi kiblat (di tempat
tertutup) dan lain-lain.'?3

Faktor yang mesti menjadi perhatian dan pertimbangan da-
lam ijtihad mujtahid tarjihi adalah perubahan sosial dan bu-
daya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lebih dari
itu harus sesuai dengan tuntutan zaman.!** Oleh karena itu, Ma-
jelis Tarjih mendefinisikan tarjih secara teknis merupakan pros-
es analisis untuk menetapkan hukum dengan menetapkan dalil
yang lebih kuat (rajih), lebih tepat analogi (qiyds) dan lebih kuat
maslahatnya.'? Tiga aspek inilah yang menjadi tolok ukur un-
tuk melakukan tarjih terhadap masalah-masalah yang mempu-
nyai kesan pertentangan (ta ‘arud)

123 Lihat HPT dan Hasil Munas Tarjih ke XXV di Jakarta.

124 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Lo-
gos, Jakarta, 1995), h. 34.

125 Manhaj ljtihad Hukum, sebagaimana termuat dalam Keputusan Munas
Tarjih XXV dan penjelasan Fathurahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis
Tarjih Muhammadiyah, hal 78.
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Dengan demikian, dilihat dari teknis tarjih yang dilakukan
Majelis Tarjih Muhammadiyah, dapat ditarik kesan yang kuat
bahwa Majelis Tarjih bukan sekumpulan orang-orang yang
mempunyai kecenderungan tekstual semata-mata. Akan tetapi
untuk mewujudkan teknik ijtihad tersebut melakukan pemba-
caan terhadap nas melalui metode, pendekatan dan teknik ter-
tentu.'?6

Metode yang dimaksud adalah:

a. Bayani (semantik), yaitu metode penetapan hukum yang
menggunakan pendekatan kebahasaan atau tekstual.
Dengan metode ini banyak menjelaskan hukum yang ka-
susnya telah terdapat dalam al-Qur’an dan hadis.

b. Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang
menggunakan penalaran. Melalui metode ini, Majelis be-
rupaya menyelesaikan kasus baru dengan cara mengana-
logikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur da-
lam al-Qur’an maupun hadis (giyasi).

c. Istislahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang
menggunakan pendekatan kemaslahatan. Dalam hal ini
Majelis berupaya menyelesaikan kasus baru yang tidak
terdapat dalam kedua sumber pokok (al-Qur’an dan ha-
dis) dengan cara menggunakan penalaran yang didasar-
kan atas kemaslahatan.

Adapun pendekatan dalam penetapan hukum ijtihadiyah

adalah:

a. Al-Tafstr al-Ijtima ‘T al-Mu’ashir (hermeunetik); secara se-
derhana pendekatan ini dimaksudkan untuk menggali
makna di balik teks yang tersurat, sehingga dapat diper-
oleh substansi hukumnya. Dengan pendekatan ini dihara-
pkan dapat terlepas dari aspek yang semata-mata meng-
utamakan formalitas keagamaan.

126 Keputusan Munas Tarjih XXV, Bab Manhaj Ijtihad Umum, h. 10-11.
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b. Al-Tarikhi (historis); pendekatan sejarah diperlukan agar
konteks sejarah masa lalu, kini dan akan datang berada
dalam satu kaitan yang kuat dan kesatuan yang utuh
(kontinuitas dan perubahan). Ini bermanfaat agar upaya
pembaharuan pemikiran Islam Muhammadiyah tidak ke-
hilangan jejak historis. Ada kesinambungan historis anta-
ra bangunan pemikiran lama yang baik dengan lahirnya
pemikiran keislaman baru yang lebih memadai dan up to
date.*”’

c. Sosiologis; Pendekatan sosiologis digunakan dalam pemi-
kiran Islam untuk memahami realitas sosial-keagamaan
dari sudut pandang interaksi antara anggota masyarakat.
Dengan metode ini, konteks sosial suatu perilaku keber-
agamaan dapat didekati secara lebih tepat, dan dengan
metode ini pula kita bisa melakukan reka cipta masyara-
kat utama (Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya).'?®

d. Antropologis; Pendekatan antropologi bermanfaat untuk
mendekati masalah-masalah kemanusiaan dalam rang-
ka melakukan reka cipta budaya Islam. Tentu saja un-
tuk melakukan reka cipta budaya Islam juga dibutuhkan
pendekatan kebudayaan (tsaqafi) yang erat kaitannya de-
ngan dimensi pemikiran, ajaran-ajaran, dan konsep-kon-
sep, nilai-nilai dan pandangan dunia Islam yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat muslim. Agar upaya
reka cipta masyarakat muslim dapat mendekati ideal ma-
syarakat utama dalam Muhammadiyah, strategi ini juga
menghendaki kesinambungan historis.'?’

Mengenai teknik yang digunakan dalam berijtihad terma-

127 Penjelasan mengenai hal ini, lihat Manhaj Pemikiran Islam hasil MUNAS
Tarjih XXV Jakarta. 17.

128 Ibid., h. 16.

129 Ibid,h 16-17.
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suk mentarjih adalah:

a. Ijmak (kemufakatan): dalam hal ini Muhammadiyah
hanya menerima ijmak yang terjadi pada zaman saha-
bat Nabi SAW, karena umat Islam masih relatif terba-
tas sehingga dimungkinkan terjadinya ijmak.!3°

b. Qiyas: kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya
tidak terdapat dalam nas dengan cara menyamakann-
ya dengan kasus hukum yang ada pada nas, disebab-
kan adanya persamaan ilat hukum.!®! Bagi Muham-
madiyah gqiyas tidak dapat diberlakukan pada ranah
ibadah mahda yang teknisnya sudah ditetapkan nas.

¢. Masalih Mursalah: teknik ini digunakan untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang belum diatur
al-Qur'an maupun hadis sama sekali. Menurut Mu-
hammadiyah, kemaslahatan umat merupakan sesu-
atu yang harus diwujudkan. Karena itu, dalam masa-
lah-masalah yang berhubungan dengan muamalah
duniawiyah peranan akal cukup besar dalam rangka
mewujudkan kemaslahatan itu.!*

d. ‘Urf. (tradisi yang baik yang sejalan atau tidak ber-
tentangan dengan syariat); dalam berijtihad, Muham-
madiyah juga mempertimbangkan wurf atau tradisi
yang dianggap baik oleh masyarakat, selama tradisi
itu sejalan, atau paling tidak, tidak bertentangan de-
ngan syariat.

Untuk merespons masalah-masalah kontemporer yang
lebih kompleks, Majelis Tarjih dan Tajdid dengan rumusan pe-

130 Pokok-Pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah, h. 22.

131 Lihat ‘Abdul Wahab Khallaf, Mashadir al-Tashri‘ al-Islami fima la nasha
fih, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1972), h. 19.

132 Sebagaimana dijelaskan Fathurrahman Djamil mengenai Pokok-Pokok
Manhaj Tarjih Muhammadiyah, h. 77.

151



mikiran Islamnya menggunakan pendekatan (logic of expla-
nation and logic of discovery) bayani dan ‘irfani.**® Pendekat-
an bayani digunakan untuk memahami dan menganalisa teks
guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikand-
ung dalam, atau dikehendaki oleh lafal. Untuk itu, pendekatan
bayan mempergunakan alat bantu (instrumen) berupa ilmu-
ilmu kebahasaan dan uslub-uslub-nya serta asbab al-nuziil,
dan istinbat atau istidlal sebagai metodenya, karena domina-
si teks sedemikian kuat, peran akal hanya sebatas sebagai alat
pembenaran atau justifikasi atas teks yang dipahami atau di-
interpretasi.

Pada pendekatan burhan, menggunakan pengetahuan yang
diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika.
Dalam pendekatan ini teks dan realitas (konteks) berada da-
lam satu wilayah yang saling memengaruhi. Teks tidak berdi-
ri sendiri, ia selalu terikat dengan konteks yang mengelilingi
dan mengadakannya sekaligus dari mana teks itu dibaca dan
ditafsirkan.

Sedangkan Pendekatan Sirfan bersifat subjektif, implikasi dari
pendekatan Grfan dalam konteks pemikiran keislaman, adalah meng-
hampiri agama-agama pada tataran substantif dan esensi spirituali-
tasnya, dan mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adan-
ya pengalaman keagamaan orang lain (the otherness) yang berbeda
aksidensi dan ekspresinya, namun memiliki substansi dan esensi yang
kurang lebih sama.'3*

133 Munas Tarjih XXV.

134 Sebagaimana dijelaskan Syamsul Anwar (Ketua Majelis Tarjih dan Taj-
did PP Muhammadiyah) saat menyampaikan materi manhaj tarjih pada
pelatihan ketarjihan dan hisab rukyat, Jumat-Selasa (1-5/2008) di ruang
laboratorium Information Technology Universitas Muhammadiyah Yog-
yakarta (IT UMY). Muhammadiyah online.
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Produk Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

Jika dilihat dari metode, pendekatan, teknik dan produk ijtihad Ma-
jelis Tarjih Muhammadiyah, dalam masalah yang berkaitan dengan
akidah dan ibadah mahdah (tuntunan ritual), majelis selalu meng-
gunakan metode baydni (pendekatan tekstual kebahasaan) sebagai
pegangan. Sedangkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan
keduniawian (al-umiir al-dunyawiyah/al-mu‘a@malah al-dunyawiyah)
selalu bertumpu pada magqasid al-shari‘ah (kontekstual) demi untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.’*®

Pendekatan aspek kekuatan ilat dalam giyds dan maslahat oleh

Majelis Tarjih dalam menyelesaikan beberapa masalah yang terkesan
ta‘arud dapat dilihat dari beberapa contoh putusan berikut ini:

1. Majelis Tarjih melarang pernikahan beda agama, walaupun la-
ki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi atau Nasrani)
berdasarkan prinsip sadd al-dhari'ah (preventif) karena be-
sarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan beda
agama tersebut.!*® Disadari atau tidak, Majelis Tarjih dalam hal
ini telah mendahulukan aspek maslahat dari pada lahir nas al-
Qur'an maupun hadis dan athar sahabat yang membolehkan
pria muslim menikahi wanita ahli kitab.

2. Dalam masalah KB (keluarga Berencana) Majelis Tarjih mem-
bolehkan bahkan menganjurkan menjarangkan kelahiran de-
ngan pertimbangan-pertimbangan tertentu.’®” Jelas dalam
masalah ini Majelis Tarjih lebih mempertimbangkan aspek mas-
lahat ketimbang lahir nas (yang bersifat khusus) yang mengan-
jurkan umat Islam memperbanyak keturunan dengan (sepertin-
ya) menggunakan metode istihsan.!®

135 Lihat Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadi-
yah, (Logos, Jakarta, 1995).

136 Lihat Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, h. 9.

137 Baca Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyabh, cet. I, h. 307.

138 Istihsan dapat diartikan sebagai upaya untuk men-tawaqquf-kan prin-
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3. Majelis Tarjih membolehkan memajang gambar, termasuk gam-

bar KH. Ahmad Dahlan dengan pertimbangan ada dan tidaknya
ilat hukum, di mana larangan dikaitkan dengan kekhawatiran
keberadaan gambar yang akan mendatangkan kemusyrikan.'*
Ketika ilat tersebut dipandang tidak ada, maka hukum yang ter-
cantum dalam nas pun menjadi tidak berlaku (al-hukm yadiir
ma‘a al-"illah wujiid wa adam).**® Sehingga hal-hal yang sifatnya
di luar ranah akidah dan ibadah (mahda), termasuk di dalam-
nya masalah gambar, dikembalikan pada kaidah umum; al-asl fi
al-ashy&’ al-ibahah.

Demikian juga HPT menyebutkan bolehnya, bahkan menganjur-
kan (sunnah) memainkan berbagai jenis alat musik jika men-
datangkan keutamaan atau manfaat seperti menimbulkan se-
mangat dan keberanian di medan perang, atau mungkin di
zaman ini banyak musik yang bisa menggugah kesadaran spi-
ritual atau keagamaan seseorang. Namun hukumnya bisa juga
pada makruh jika melalaikan atau sekedar berleha-leha atau
main-main saja, bahkan bisa haram jika mengundang timbul-
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sip-prinsip umum dalam satu nas disebabkan adanya nas lain yang
menghendaki demikian (‘Abdul Wahab Khallaf dalam Mashadir, h.70.
bandingkan dengan Taftazani, Syarh al-Talwih, h. 81-82). Istihsan dapat
dibagi pada istihsan bi al-nash, di mana adanya nas bersifat umum yang
menghendaki tidak diberlakukannya nas yang lain yang bersifat khusus.
Kemudian istihsan bil maslahat yang didasarkan pada maslahat dalam
berbagai peringkatnya. (Musthafa Syalabi, Usul al-Figh al-Islamy, h. 27 2-
275.

Ibid., h. 313.

Dalam beberapa hadis tersurat kecaman dan ancaman bagi gambar dan
pembuatnya. Namun dari hadis-hadis tersebut pula dapat dipahami
bahwa kecaman dan ancaman tersebut berkaitan dengan kekhawatiran
akan timbulnya kemusyrikan. Hal ini dikenal dengan ilat mustanbitah, di
mana ilat diambil berdasarkan istinbat terhadap nas.



nya kemaksiatan. Dengan demikian status hukumnya bergan-
tung pada ilat.1*!

Tidak mengharuskan adanya tabir/hijab dalam hal terjadinya
ikhtilat antara perempuan dan laki-laki bukan mahram dalam
kegiatan yang diduga tidak menimbulkan fitnah. Seperti per-
temuan rapat ‘A'ishah dan Muhammadiyah, proses belajar men-
gajar, pengajian dan lain-lain.'*?

Tidak melarang isbal (memanjangkan kain yang menutup mata
kaki) jika tidak disertai rasa angkuh/sombong.!*® Dalam ma-
salah ini, bahkan yang menjadi ilat hukum merupakan ilat al-
mansusah (sebab hukum yang disebutkan dalam teks/nas, bu-
kan berdasarkan hasil ijtihad), yang mana Rasulullah SAW
sendiri yang menjelaskan latar belakang atau sebab hal ihwal
pelarangan isbal tersebut.!**

Membolehkkan abortus provokatus (pengguguran kandungan
dengan sengaja) atas pertimbangan medis. Abortus provokatus
medicanilis ini dapat dibenarkan lantaran darurat, yaitu adanya
kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan ibu waktu me-
ngandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan
para ahli yang bersangkutan.'*®

Walaupun menilai kedudukan hisab dan rukyat sama, namun
Muhammadiyah lebih memilih menggunakan hisab wujudul hi-
lal dalam menentukan awal dan akhir Ramadan.!*® Penggunaan
hisab dalam menentukan waktu-waktu ibadah termasuk di da-
lamnya Ramadan dan Syawal merupakan hasil dari pendekatan
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Ibid., 282

Ibid., 311.

Tim Fatwa Tarjih dalam Suara Muhammadiyah.

Keputusan Muktamar Tarjih ke-XXII di Malang.

al-Shan‘ani menjelaskan hal ini secara ringkas dan padat dalam Subulus
Salam, Kitab al-Jami, h.20.

Munas Tarjih ke-XXIV di Padang.
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bayani dan burhani sekaligus.

9. Membolehkan pemanfaatan organ tubuh jenazah (donor) untuk
orang yang masih hidup. Seperti donor kornea mata dengan sya-
rat ada keikhlasan dari donor secara tertulis maupun lisan, ada
izin tertulis dari ahli waris terdekat dan dua orang saksi yang se-
hat jiwa.'*’

10.Membolehkan transplantasi organ tubuh dalam kondisi-kondisi
tertentu untuk kemaslahatan pasien.’*® Di mana pencangkokan
sebagai cara pengobatan, yang jika tidak dilakukan akan mem-
bahayakan jiwa pasien atau mencegah komplikasi kejiwaan da-
lam hal pengobatan cacat badan.

11.Muhammadiyah mengharamkan rokok, merupakan fatwa ter-
baru Majelis Tarjih dan Tajdid (9 Maret 2010) sebagai revisi
fatwa sebelumnya (2005) yang membolehkan rokok.'*® Fatwa
diambil setelah menimbang manfaat dan mudarat yang ditim-
bulkan. Hasilnya mudarat lebih dominan daripada manfaat, se-
hingga berlaku kaidah "dar’ al-mafasid mugaddamiin ‘ala jalb
al-masalih”.

12.Mewajibkan pencatatan nikah secara resmi oleh petugas pen-
catat nikah (KUA). Walaupun secara fikih tradisional tidak
ditemukan secara eksplisit akan adanya kewajiban pencatatan
nikah ini, namun Muhammadiyah melihat ada aspek maslahat
yang lebih kuat dan jelas guna melindungi hak-hak dan marta-
bat kaum perempuan.

13.Dalam dinamika diskusi Musyawarah Nasional Tarjih, ada ke-
cenderungan kuat yang menggiring Majelis untuk dapat meng-
hubungkan anak hasil hubungan di luar nikah dengan ayah bio-
logisnya dengan alasan perkembangan teknologi medis modern

147 Munas Tarjih ke-XXI di Klaten, h. 165.

148 Ibid., h. 185.

149 Lihat Muhammadiyah online, MTT: Hukum Merokok Haram, 9 Maret
2010. Namun fatwa ini belum dipleno di PP Muhammadiyah.
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yang dapat menjelaskan asal-usul gen seseorang (DNA) dan le-
bih pro terhadap perlindungan hak anak yang tidak semestinya
menanggung kesalahan orang tuanya.

14.Dalam Tuntunan Keluarga Sakinah, Majelis Tarjih menegaskan

kesetaraan antara kaum perempuan (istri) dan laki-laki (sua-
mi) yang sama mempunyai peran dan tanggung jawab yang ha-
rus ditunaikan sebagai khalifatullah fi al-ard. Perempuan bukan
warga kelas dua, tapi dia adalah partner laki-laki dalam bera-
mar makruf nahi mungkar.

Muhammadiyah juga membuka peluang kaum perempuan untuk
menjadi pemimpin tanpa harus menanggalkan perannya sebagai istri
dan ibu dari anak-anaknya. Kepemimpinan bukan masalah kelamin,
akan tetapi ditentukan oleh kemampuan kapasitas dan integritas se-
seorang. Ayat-ayat dan hadis serta athar para sahabat tentang kiprah
para perempuan yang sukses menjalankan peran dan fungsinya se-
bagai khalifatullah fi al-ard membuktikan bahwa Islam adalah agama
orang-orang yang mencari kesetaraan kesamaan kemuliaan.

Penutup

Melihat perkembangan Manhaj atau paradigma yang dikembang-
kan Muhammadiyah pada milenium ke dua ini, mestinya Persyarika-
tan, dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid lebih berani, responsif dan
progresif dalam menyikapi masalah-masalah aktual dengan memper-
luas daya jangkau ijtihadnya termasuk ranah pemikiran yang menyang-
kut isu pluralisme, sekularisme dan liberalisme. Perangkat dan modal
intelektual Muhammadiyah sudah lebih dari cukup untuk tampil seba-
gai ormas [slam yang modern dan progresif. Hanya saja perlu ada up-
aya membuka wawasan di kalangan para mubalig sebagai komunitas
yang sering bersentuhan dengan jamaah (grass root). Demikian juga
dengan para pimpinan di setiap tingkatan agar tidak terpenjara oleh
tradisi dan pikiran masa lalu yang belum tentu relevan dengan kondi-
si yang dihadapi pada saat ini. Mulai banyaknya kader-kader Muham-
madiyah yang belajar dari luar negeri yang memiliki kultur keilmuan
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yang berbeda, dari Timur yang akrab dengan turats, maupun Barat
yang kuat dalam metodologi menjadi modal yang sangat berharga bagi
persyarikatan untuk melakukan langkah-langkah dan terobosan ijti-
had yang mampu menjawab tantangan zaman dan sekaligus membuk-
tikan bahwa Islam mampu berdialog dengan setiap kondisi dan zaman
yang berbeda (salih li kulli makan wa zaman).

Kemampuan pimpinan persyarikatan dalam menyinergikan para
kader intelektual dari beragam tradisi keilmuan tersebut sangat dib-
utuhkan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat bahkan hanya
sekedar kecurigaan yang tidak beralasan. Sikap-sikap yang kadang
kontra produktif terhadap tradisi keilmuan yang dianggap berbeda
akan membuat Persyarikatan kehilangan kesempatan untuk mewu-
judkan Muhammadiyah sebagai tempat berkumpulnya kaum perger-
akan yang antisipatif dan proaktif terhadap perubahan dan perkem-
bangan zaman. Ingat kata Kiai Dahlan bahwa Muhammadiyah yang
akan datang bukan atau tidak sama dengan Muhammadiyah hari ini.
Oleh karena itu, sejak awal Muhammadiyah didirikan sebagai tempat
wahana untuk mempersiapkan generasi-generasi yang mampu meng-
hadapi zamannya. Tanpa melupakan tradisi di masa lalu, Muhammad-
iyah harus berani mengambil pilihan yang lebih maslahat (al-muha-
fazah ‘ald al-qadim al-salih wa al-akhdh bi al-jadid al-aslah) walaupun
mungkin awalnya akan dihujat sebagaimana pada saat awal kemuncu-
lan Muhammadiyah yang mengalami persekusi, penyesatan dan bah-
kan pengafiran. Akan tetapi memang bisa jadi, seperti yang dikatakan
Prof. Yunan Yusuf, untuk mengenalkan kebenaran dan kebaharuan ha-
rus berani membuat “kekufuran-kekufuran” yang baru.

Semoga Persyarikatan tidak terlalu lama menunggu dan mengako-
modir kader-kader yang tidak hanya mumpuni dalam menguasai khaz-
anah literatur Islam klasik, tetapi juga memiliki wawasan yang luas,
terbuka, toleran dan mampu membaca zaman yang sangat dinamis
serta mempunyai visi yang tajam untuk meraih kejayaan di masa yang
akan datang. Oleh karena itu Muhammadiyah berkewajiban menye-
mai lembaga-lembaga pendidikan yang mampu memproduksi kader
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yang diharapkan tersebut dengan membangun semacam pesantren

atau

MBS (Muhammadiyah boarding school) yang mampu memadukan

khazanah turats dan sains modern serta membangun kesadaran akan
pentingnya keterpaduan antara keislaman dan keindonesiaan.

Pokok-Pokok Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah*°

1.

[$2 B NGV NS}

(@)}

Sumber Ajaran Islam adalah al-Qur’an dan al-sunnah al-ma-
gbiilah (perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi SAW,
yang menurut hasil analisis memenubhi kriteria sahih dan hasan)

. Keputusan diambil secara musyawarah (ijtihad jama).

. Tidak terikat oleh mazhab tertentu.

. Terbuka dan toleran serta tidak mengklaim paling benar.

. Dalam masalah akidah (tauhid) hanya menggunakan dalil mu-

tawatir.

. Tidak menolak ijmak sahabat sebagai dasar keputusan.
. Jika terjadi ta‘arud (pertentangan dalil) didahulukan metode al-

jam* wa tawfiq, jika tidak dapat baru kemudian menggunakan
metode tarjih.

. Menggunakan asas sadd al’zaraTuntuk menghindari terjadinya

fitnah dan mafsadah.

. Mencari sebab hukum (ta 7il) dapat dilakukan untuk memahami

kandungan dalil-dalil al-Qur’an sepanjang sesuai dengan tujuan
syariat. Oleh karena itu kaidah "berlakunya suatu hukum (wu-
jud al-hukm) tergantung ada dan tidaknya sebab hukum (ilat)”
dapat berlaku.

10.Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum dilaku-

kan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat dan tidak terpi-
sah-pisah.

150

Disadur dan sedikit diringkas dari Pokok-Pokok Manhaj Tarjih Muham-
madiyah, Munas Tarjih XXV. Lihat Asjmuni Abdurahman, Manhaj Tarjih
Muhammadiyah, 12-14. Lihat juga Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad
Majelis Tarjih Muhammadiyah, 161-164.
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11.Dalil umum al-Qur’an dapat di-takhsis dengan hadis ahad kecua-
li masalah akidah.

12.12.Dalam mengamalkan ajaran Islam menggunakan prinsip
kemudahan (al-taysir)

13.Akal dapat dipergunakan untuk memahami ketentuan al-Qur’an
dan sunnah dalam bidang ibadah sepanjang diketahui latar be-
lakang dan tujuannya. Meskipun diakui kenisbian akal, sehingga
prinsip mendahulukan nas dari pada akal memiliki kelenturan
dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.

14.Dalam hal yang termasuk al- ‘umdr al-dunyawiyah yang tidak
termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan
demi untuk tercapainya kemaslahatan umat

15.untuk memahami nas yang mushtarak, paham sahabat bisa di-
terima.

16.Dalam memahami nas, makna lahir didahulukan dari ta’'wil da-
lam bidang akidah. Dan ta ‘wil shashabat dalam hal itu tidak ha-
rus diterima.

Beberapa Kaidah Mengenai hadis

1. Hadis mawqiif murni tidak dapat dijadikan hujah.

o 45 350 52 § 50 G385

2. Hadis mawqiif yang termasuk ke dalam kategori marf’ dapat di-
jadikan hujah.

eﬂlg;zaa;iizéﬂeieé@éibi}eéééﬁ‘°J§’ﬂ¢5? 03 S5
65535 Laall - B a8 .50 O 5385 8 1l o1 U35 (palo)

3. Hadis mawgqiif termasuk kategori marfii apabila terdapat kar-

160



inah yang daripadanya dapat dipahami ke-marfu’-annya kepa-
da Rasulullah SAW, seperti pernyataan Ummu ‘Athiyyah: “Kita
diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang se-
dang haid pada Hari Raya” dan seterusnya bunyi hadis itu, dan
sebagainya.

4 255 Y Sad)l G JoA
. Hadis mursal tabi murni tidak dapat dijadikan hujah.
el Jo S 55 8 ST ¢ 5 (o S

. Hadis mursal tabi‘ dapat dijadikan hujah apabila besertanya ter-
dapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.

A1 e S5 E 5 & BT 4 £33 el Jusk.

. Hadis mursal sahabi dapat dijadikan hujah apabila padanya ter-
dapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.

J35 65,5 1485 s 658 2 91 Ty 450 U Lis Ty sy iy Rl 5oLV
ol Eualls SN 215 635 Tekel 035 Je.

. Hadis-hadis daif yang satu sama lain saling menguatkan ti-
dak dapat dijadikan hujah kecuali apabila banyak jalannya dan
padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asal-
nya serta tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis sahih.

e sEead) 3L ol 35 Jaasdh Jio 2344 g5l

. Jarah (cela) didahulukan atas ta‘dil setelah adanya keterangan
yang jelas dan sah secara syariat.
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9. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan tadlis dapat dite-
rima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu
bersambung dan tadlis-nya tidak sampai merusak keadilannya.

Il Cols aing w5l Je JRba) BA gl Jis.

10.Penafsiran Sahabat terhadap lafal (pernyataan) mushtarak de-
ngan salah satu maknanya wajib diterima.

salally Jasi o2 Jo 5ol Gl Jas.
Penafsiran Sahabat terhadap lafal (pernyataan) lahir dengan mak-

na lain, maka yang diamalkan adalah makna lahir tersebut [Penye-
suaian penempatan: Huruf H diambil dari HPT, h. 300-301 (MTPPI)].
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Menjemput Fatwa yang Berkeadilan
untuk Perempuan; Putusan Majelis Tarjih
Muhammadiyah tentang Khitan Perempuan
Yulianti Muthmainnah

Pengantar

ukum Islam, sebagaimana narasi yang umum didengar, ada-

lah hukum yang berasal dari al-Qur’an dan al-sunnah. Kedua-

nya menjadi pedoman hidup dan sumber hukum bagi manusia
untuk mengambil ketetapan hukum. Secara ideal dalam menerapkan
hukum Islam tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai umum dan
berlaku secara universal. Sayangnya, ketika dipraktikkan, hukum Is-
lam juga dipengaruhi oleh cara pandang, norma, budaya, dan adat
yang berlaku di suatu tempat. Sehingga, ada kalanya pada kasus yang
sama tetapi diterapkan atau diputuskan berbeda.

Selain itu, ada pula hukum yang belum ditemukan jawabannya da-
lam al-Qur’an dan al-sunnah sehingga membutuhkan ijmak atau kes-
epakatan dan giyds atau perumpamaan. Kedua hal ini digunakan bila
al-Qur’an dan al-sunnah belum memberikan jawaban atas suatu peris-
tiwa atau kasus. Sehingga mengiaskan dengan sesuatu hal dan kes-
epakatan mujtahid menjadi cara untuk menentukan hukum suatu
peristiwa/kasus.!** Untuk mencapai terwujudnya hukum Islam yang

151 Ijmak adalah persepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu
masa sepeninggal Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syariat men-
genai peristiwa. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu peristi-
wa yang tidak ada nas (dalil) hukumnya dengan hukum suatu peristi-
wa yang sudah ada nas (dalil) hukumnya lantaran adanya persamaan
ilat hukumnya dari kedua peristiwa itu. Ilat adalah suatu sifat yang ter-
dapat pada asal (pokok) yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum
pada asal dan untuk mengetahui hukum pada cabang yang hendak dicari
hukumnya. [lat hukum juga disebut ‘manat hukum’, ‘sebab hukum’, atau
‘amar hukum'’ Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar
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maslahat, ada kaidah fikih yang disebut sebagai maqdsid al-shari‘ah
atau al-kulliyat al-khamsah atau magqasid al-shari‘ah.

Magqasid al-shari‘ah atau tujuan-tujuan syariat merupakan salah
satu rumusan mencapai hukum Islam. Magqadsid al-shari‘ah didefi-
nisikan para ahli hukum Islam sebagai tujuan dan rahasia yang dipatri-
kan Pembuat syariat dalam ketentuan hukum syariat (‘Allal Al-Fasi, w.
1394/1974); makna-makna dan hikmah yang diperhatikan Pembuat
syariat dalam penetapan hukum guna mewujudkan maslahat bagi ma-
nusia (al-Yubi); makna-makna yang hendak diwujudkan oleh Pembuat
syariat melalui ketentuan-ketentuan hukum syariat (manubah irfani);
serta makna atau tujuan yang diperhatikan oleh Pembuat Syara’ dalam
semua atau sebagian besar ketentuan hukum (Wahbah al-Zuhayli).*>?

Magqasid al-shari‘ah atau al-kulliyat al-khamsah atau magqasid al-
shari‘ah yang dikenalkan Al-Ghazali, yang oleh Al-Shatibi dijelas-
kan menjadi al-maqadsid yang selanjutnya dibagi menjadi dua; ma-
qasidal-syari’ atau maqasid al-shari‘ah dan magqasidal-mukallaf atau
niat. Maqasid al-shari‘ah ini kemudian dibagi menjadi tiga kategori
dartriyat (primer atau kebutuhan utama), hajiyat (sekunder atau ting-
katan kebutuhan yang kedua), dan tahsiniyah (suplementer atau kebu-
tuhan pelengkap).

Dartiriydt ini mengucapkan dua kalimat syahadat dan ibadah mah-
da (ibadah yang sudah memiliki ketentuan hukum pasti) lainnya ser-
ta kebutuhan akan jiwa seperti makan, minum, perlindungan akal, dan
keturunan. Sedangkan hdjiyat dinarasikan kelonggaran bagi orang
yang tidak berpuasa pada saat Ramadan dengan menggantinya di bu-
lan lain bila sedang sakit atau perjalanan jauh. Sehingga hajiyat ini be-

Pembinaan Hukum Figh Islami, (Bandung: PT. Al-Ma’arif: 1983), h. 28, 58,
66, dan 83-84.

152 Syamsul Anwar, ‘Magasid Al-Shari‘ah dan Metodologi Usul Fikih’, dalam
Wawan Gunawan ‘Abdul Wahab, dkk (editor), Fikih Kebinekaan, Pan-
dangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan
Nonmuslim, (Jakarta: Maarif Institute, 2015), cet. ke-2, h. 72-73.
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rada di bawah tingkatan dartriyat. Sedangkan tahsiniyah dimaknai
sebagai hal-hal yang berada pada tingkatan yang tidak mengganggu
dartriyat dan hajiydt seperti menghilangkan najis ketika akan berib-
adah, sopan santun ketika makan dan minum, larangan membunuh
hamba sahaya (budak), perempuan, ataupun anak ketika perang.’>?

Becermin dari pandangan para tokoh di atas, bila magasid syari-
at dipahami dan dijalankan dengan apa adanya terutama ketika me-
nafsirkan al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW (al-sun-
nah) tanpa melihat realitas dan perkembangan yang terjadi di tengah
masyarakat, maka hukum-hukum syariat akan mengalami kebuntu-
an dan sangat dimungkinkan terjadinya ketegangan hukum sehing-
ga tidak bisa memberikan solusi. Terutama pada persoalan-persoalan
yang belum ada jawabannya dari teks al-Qur'an maupun hadis Nabi
Muhammad SAW. Inilah yang ditawarkan oleh Muhammad Khalid Ma-
sud, pentingnya menggunakan berbagai pendekatan penelitian hu-
kum Islam dan landasan normatif dari syariat yang bersifat universal
atau hal-hal yang bersifat umum sebagai fondasi.’>* Masud juga men-
jelaskan bahwa menjaga jiwa (hifz nafs) lebih utama dari pada hifz al-
din. Karena seseorang yang sehat jasmani, rohani, sosial, ekonomi, dan
budaya akan memungkinkannya ibadah dengan baik. Masud juga me-
nempatkan jiwa sebagai dartriydt (primer atau kebutuhan utama).
Masud mencontohkan, perempuan korban kekerasan seksual harus
dibela, tidak boleh dikucilkan atau dihukum karena jiwanya yang ber-
harga dan boleh menggugurkan kandungannya untuk menyelamatkan
psikologis jiwa sang perempuan.!®

153 Said Aqil Siradj, ‘Belajar Maqasid dari Al-Syatibi: Kata Pengantar’, dalam
Lies Marcoes, dkk, Maqasid Al-Islam, (Jakarta: Rumah KitaB, 2018), cet.
ke-1,h. 11-14.

154 Muhammad Khalid Masud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ish-
aq al-Shathibi’s Life and Thought, (Islamic Research Institute, Islamabad,
1984), h. 3.

155 Workshop tentang Fatwa oleh ICIP, di Jakarta tanggal 1-2 Desember 2017
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Sejalan dengan Masud, Khaled M. Abou El Fadl juga mengkritisi
hukum Islam yang bersifat stagnan sehingga menghasilkan keputu-
san atau fatwa yang justru diskriminatif pada golongan tertentu, mis-
alnya perempuan. Metode hermeneutika yang mencakup komponen
teks, makna, dan konsep perwakilan harus terpenuhi dalam hukum
Islam sehingga menghasilkan hukum atau fatwa yang otoritatif, dina-
mis, inovatif, progresif, dan tidak dikriminatif, otoritarian, ataupun pa-
sif. El Fadl mencontohkan bila seorang perempuan yang terjebak da-
lam kubangan api karena kebakaran ia harus ditolong oleh petugas
pemadam kebakaran sekalipun bukan mahram sang perempuan. Atau
demi menyelamatkan jiwa dari kebakaran maka sang perempuan ha-
rus segera keluar rumah/bangunan sekalipun tanpa himar/jilbab dan
terlihat aurat ataupun rambutnya diperbolehkan. Atau juga seorang
perempuan yang akan melahirkan bayi boleh ditolong dokter laki-laki
demi menyelamatkan nyawa sang perempuan.'*®

Tawaran dari Masud dan El Fadl sangat tepat. Keduanya member-
ikan cara pandang baru dalam membaca sebuah teks dan merumus-
kan metode hukum di manamagqasid al-shari‘ah dimaknai sebagai kaca
mata dan alat yang tidak stagnan. Cara pandang seperti ini berhasil
mengembalikan hukum Islam pada nilai-nilai universal, berkeadilan,
anti diskriminasi dan kekerasan, serta penghormatan pada kemanu-
siaan.

Salah satu wujud penghormatan pada kemanusiaan itu adalah
mendengarkan suara perempuan dan menjadikan pengalamann-

dan 6-7 Juli 2018.

156 Khaled M. Abou El Fadl, ‘Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authoriry,
and Women’, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih
Otoriter ke Fikih Otoritatif, (Jakarta: Serambi [lmu Semesta, 2004). Dan
Khaled M. Abou El Fadl, And God Knows the Soldiers: The Authoritative
and Authoritarian in Islamic Discourse,’ terj. Kurniawan Abdullah, Mela-
wan Tentara Tuhan, (Jakarta: Serambi [Imu Semesta, 2004).
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ya sebagai basis pengetahuan.’® Perempuan memiliki pengalaman
yang khas tinimbang laki-laki. Dari segi fisik anatomi tubuh perem-
puan, alat-alat reproduksi perempuan berada di dalam dan tidak nam-
pak dari luar sehingga ada kerentanan penyakit yang tidak mungkin
diketahui kasatmata layaknya milik laki-laki. Lebih dari itu, pengala-
man perempuan akan bentuk-bentuk ketidakadilan gender seper-
ti streotype, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, eksploitasi, dan
kekerasan yang panjang menjadikan perempuan sebagai makhluk no-
mor dua (second sex).'>8

Bila pengalaman perempuan diabaikan (terabaikan), maka kritik
Masud dan El Fadl tentang hukum Islam yang bersifat stagnan dan ber-
potensi menghasilkan keputusan atau fatwa yang diskriminatif pada
golongan tertentu misalnya pada kelompok perempuan dapat terjadi.

157 Kritik feminis pada ilmu pengetahuan yang sangat positivistik dan mas-
kulin adalah mengesampingkan pengalaman perempuan sebagai bagian
dari pengetahuan.

158 Simone de Beauvoir, The Second Sex (Le Deuxiéme Sexe), 1949. Ungkapan
Beauvoir yang sangat terkenal, dan mengundang belbagai reaksi adalah
‘On ne saft pas femme, on ledevient' (perempuan tidak dilahirkan seba-
gai perempuan, melainkan menjadi perempuan). Dalam buku ini, Beau-
voir menarasikan kehidupan perempuan senantiasa menjadi makhluk
nomor dua, ketertindasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang senantia-
sa dialami oleh perempuan. Buku ini juga mencatat kehadiran perempu-
an dianggap tidak penting oleh negara dan penguasa karena sudah di-
wakili laki-laki sebagai manusia. Simone memberikan contoh misalnya
melarang perempuan bekerja di luar rumah berarti menghalangi pen-
carian jati diri dan kebahagiaan perempuan. Maka, sejatinya membiar-
kan perempuan menghadapi dunia luar bagian cara untuk memperkuat
dirinya. Simone bersepakat kesetaraan perempuan dan laki-laki tidak
akan berjalan dengan baik bila tidak ada dukungan dari masyarakat dan
lingkungan.

167



Salah satunya adalah tentang khitan perempuan.**®

Streotype buruk terjadi praktik khitan perempuan. Banyak peneli-
tian'®® menemukan bahwa perempuan yang tidak dikhitan dihukumi
oleh masyarakat sebagai tidak islami, akan menjadi perempuan peng-
goda ketika dewasa, liar, tidak bisa mengontrol nafsu, dan sejumlah
asumsi negatif lainnya. Streotype ini sangat merugikan perempuan. Se-
gala asumsi yang tidak terbukti tersebut seperti asumsi agar seseo-
rang tidak mencuri kala dewasa, maka baiknya tangan dipotong sejak
kecil. Asumsi-asumsi tersebut bahkan difasilitasi oleh sebuah fatwa
sehingga mendapatkan legitimasi yang kuat.

Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan, Studi Kasus

fatwa sejatinya sebuah saran atau nasihat keagamaan yang otor-
itatif. Fatwa senantiasa mengikat bagi pihak yang membutuhkann-
ya (pihak yang bertanya). Secara prinsip, fatwa tidak bisa mengikat
kelompok lain layaknya hukum nasional (hukum materiil). Kecuali bila
substansi fatwa tersebut telah dinaikkan statusnya menjadi kebijakan
atau perundang-undangan.'6!

159 Penelitian ini menggunakan kata khitan perempuan. Namun, bila ha-
rus merujuk sumber primer yang menggunakan kata sunat perempu-
an, maka saya akan menggunakan kata sunat perempuan sebagai wujud
otentik sumber primer.

160 ‘Female circumcision: a sosial, cultural, health and religious perspectives’,
(Jakarta: Universitas YARSI, 2010). ‘Sunat Perempuan di Bawah Bayang-
bayang Tradisi’ (Sumardi, dkk: 2005), ‘Sunat, belenggu adat perempuan
Madura’ (2004), Population Council dan ‘Khitan Perempuan antara Tra-
disi dan Ajaran Agama’ (Ristiani Musyarofah, dkk: 2003), serta ‘Keseha-
tan Wanita Sebuah Perspektif Global’ (1997).

161 Contohnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompila-
si Hukum Islam, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penye-
lenggaraan Ibadah Haji, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Ja-
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Akan tetapi, salah satu contoh fatwa yang justru merugikan per-
empuan dan bahkan dijadikan rujukan kebijakan adalah fatwa ten-
tang khitan perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indone-
sia (MUI) pada 7 Mei 2008 melalui Keputusan fatwa Nomor 9A Tahun
2008 tentang Larangan Melarang Khitan Perempuan. Menurut MUI,
khitan bagi perempuan adalah makrumah (memuliakan) dan pelaran-
gan khitan bagi perempuan dianggap bertentangan dengan syiar Is-
lam. Fatwa MUI ini keluar dua tahun kemudian, sebagai reaksi bere-
darnya surat Edaran Nomor: HK 00.07.1.3.1047a tentang Larangan
Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan yang dikeluar-
kan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat pada 20 April 2006.

Padahal surat edaran yang ditujukan untuk ketua organisasi profe-
si tersebut sangatlah tepat karena sudah berdasarkan hasil lokakarya
bahaya praktik sunat perempuan yang dilakukan pada Juni 2005, ha-
sil penelitian dampak buruk, dan kaidah World Health Organisation
(WHO).

Adapun isinya yakni pertama, perlindungan terhadap hak per-
empuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan serta komit-
men pemerintah Indonesia untuk menjalankan CEDAW dan ICPD IV.162
Kedua, praktik perusakan alat kelamin disebut sunat perempuan.
Praktik ini berubah dari simbolis menjadi perusakan seperti pengiri-
san, pemotongan, pengguntingan oleh dukun atau tenaga kesehatan.
Di mana praktik tersebut dilaksanakan tanpa prosedur medis dan se-

minan Produk Halal, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

162 Dalam setiap rekomendasi Komite CEDAW PBB pada pemerintah Indo-
nesia, senantiasa memberikan catatan agar pemerintah menghapuskan
praktik budaya yang menyakiti perempuan, seperti khitan perempuan.
demikian pula dalam Beijing Action Plan, agar memiliki program seri-
us sebagai upaya penghapusan khitan perempuan. Bahkan, dalam Re-
komendasi Umum CEDAW (General Recommendation) Nomor 14 Tahun
1990 juga secara khusus membahas khitan perempuan.

169



cara medis tidak memberikan manfaat bahkan merusak alat kelamin
(klitoris). Serta tindakan medis di luar prosedur yang ada dan meng-
ganggu fungsi reproduksi perempuan melanggar akidah medis. Ketiga,
berdasarkan hal di atas, maka dimohon kepada ketua organisasi pro-
fesi melakukan sosialisasi kepada anggotanya untuk tidak melakukan
praktik sunat perempuan.

Sayangnya, keputusan yang baik itu, harus berhadapan dengan fat-
wa MUI yang didasarkan pada sejumlah doktrin agama. Ayat-ayat al-
Qur’an yang dijadikan sumber yakni (QS. Al-Nahl[16], 123), (QS. al-
Nisa’ [4], 125), (QS. Ali ‘Imran [3], 95), (QS. Ali ‘Imran [3], 31), (QS. Ali
‘Imran [3], 32) dan sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW tentang khi-
tan perempuan. Hadis-hadis tersebut dinilai sebagai hadis daif oleh se-
jumlah ahli hadis. Walaupun demikian hadis-hadis tersebut dijadikan
hujah dan rujukan oleh MUI, seperti:

Ol 1B elug dlde dll o il O dal oe dolul o ll Gl 0
odins § dam 0lg)) sluil) doySs Jlor, ) diw)

Nabi Muhammad SAW bersabda: Khitan merupakan sunnah
(ketetapan Rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi per-
empuan (HR. Ahmad).!¢?

hiisly Lk Guats] 91,53% 2L G- badl B gda 3Rk o PRV
o= 95385 53615 5545 V5

Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Wa-
hai wanita-wanita Ansar warnailah kuku kalian (dengan pacar dan se-
jenisnya) dan ber-khifadhlah (berkhitanlah) kalian, tetapi janganlah
berlebihan’ (al-Syaukani dalam Nail al-Author).*¢*

163 Juz 7,h. 381, no. 267444.
164 Juga termuat dalam HR. Al-Bazar dari ibn ‘Adiy dalam Takhis al-Habir,
juz 4, h. 225.
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‘Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi, aku dan Rasu-
lullah telah melakukannya, lalu kami mandi’ (HR al-Tirmidhi, ibn Ma-
jah dan Imam Ahmad dari ‘A'Ishah RA).
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Dari Ummu ‘Athiyyah RA diceritakan bahwa di Madinah ada seo-
rang perempuan tukang sunat/khitan, lalu Rasulullah SAW bersabda
kepada perempuan tersebut: Jangan berlebihan, sebab yang demikian
itu paling membahagiakan perempuan dan paling disukai lelaki (sua-
minya)’ (HR. Abi Dawud dari Ummu ‘Atiyyah RA).

51 W JB Gl Ghads olfal Mmb E36 1JB (B o IBA 2
8B (588 V5 paadlaglis 4l A Jo 4 ds:g g Jis 4;1:.6
tg).” Ja.c ubylj (dysll

Dari al-Dhahhak ibn Qais bahwa di Madinah ada seorang ahli khi-
tan wanita yang bernama Ummu ‘Athiyyah, Rasulullah SAW bersab-
da kepadanya: khifadllah (sunatilah) dan jangan berlebihan, sebab itu
lebih menceriakan wajah dan lebih menguntungkan suami’ (HR. al-
Tabrani dari al-Dhahhak).

SNaswayIs SE) Shall e Guss 31 Suad Shall D5, 555 ol &2
OBl (285 ,aBYI (S Lyl af5s

Lima perkara yang merupakan fitrah manusia: khitan, al-Istihdad
(mencukur rambut pada sekitar kemaluan), mencukur bulu ketiak,

165 Juga termuat dalam HR. Hakim, juz 3, h. 603, no. 6236.
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menggunting kuku, dan memotong kumis’ (HR Jama‘ah dari Abi Hu-
rayrah RA).

Berdasarkan al-Qur’an dan hadis di atas, MUl memfatwakan bahwa
pertama, khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah fitrah (aturan)
dan syiar Islam. Khitan perempuan adalah makrumah, pelaksanaann-
yamerupakan bentuk ibadah yang dianjurkan. Kedua, melarang pelak-
sanaan khitan perempuan bertentangan dengan hukum syariat kare-
na khitan baik bagi laki-laki dan perempuan adalah fitrah dan syiar
Islam. Ketiga, hal-hal penting dalam pelaksanaan khitan perempuan
adalah menghilangkan selaput (jaldah/colum/preputium) yang me-
nutupi klitoris; khitan perempuan tidak boleh memotong (insisi atau
eksisi) atau melukai klitoris yang mengarah pada mutilasi berlebihan
adalah haram karena mengakibatkan darar (keburukan). MUI selan-
jutnya memerintahkan agar Departemen Kesehatan membuat pera-
turan tentang khitan perempuan yang merujuk pada fatwa MUI terse-
but sebagai rekomendasi pada pemerintah.

Departemen Kesehatan (Depkes) merespons fatwa MUI itu dan me-
ngeluarkan Peraturan Menkes Nomor 1636 Tahun 2010 yang terdiri
dari empat bagian dan sembilan pasal ini menyetujui dan mendorong
pelaksanaan khitan perempuan. Permenkes ini bahkan merinci tahap
demi tahap yang harus dilakukan agar praktik khitan bagi perempu-
an dilakukan dalam rangka perlindungan perempuan; dilakukan sesu-
ai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, serta standar profesi
untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang dikhi-
tan.!® Sejatinya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/
X1/2010 di atas tidak dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bisa
diamati secara baik, hal ini karena terdapat pertentangan antar pasal,
misalnya kalimat yang menjelaskan sunat perempuan yakni tindakan
menggoreskan kulit yang menutupi bagian depan Kklitoris tanpa melu-

166 Yulianti Muthmainnah, Larangan Khitan Perempuan, Kompas, 29 Juli
2011. https://lifestyle.kompas.com/read/2011/07/29/02515846/La-
rangan.Khitan.Perempuan, diakses 05 September 2018.

172



kai klitoris (Pasal 1 angka 1). Bagaimana bisa menggoreskan kulit tan-
pa menimbulkan luka, apalagi luka pada klitoris. Padahal di sisi lain,
klitoris adalah daerah yang sangat sensitif dan berpotensi mudah ter-
luka. Selain itu, Permen juga mensyaratkan praktik ini berdasarkan
permintaan dan persetujuan yang akan dikhitan (Pasal 3). Dalam ba-
nyak kasus justru praktik khitan perempuan terjadi bukan atas per-
setujuan sang anak (korbannya), karena dilakukan saat masih bayi
atau anak-anak yang belum paham makna khitan perempuan. Serta
petugas kesehatan harus mencatat rekam medis sebagaimana keten-
tuan perundang-undangan (Pasal 6). Bagian ini dapat dipahami ke-
wajiban tenaga medis memberikan informasi kemungkinan dampak
yang mungkin terjadi atau semacam komplikasi pascatindakan. Dalam
praktiknya, dampak khitan seperti pendarahan, infeksi, dan rasa nyeri
sering kali tidak disampaikan pada korban dan keluarganya.
Permenkes di atas tentu mendapatkan penolakan dan reaksi keras
dari para aktivis dan masyarakat yang peduli pada isu khitan per-
empuan ini. Selanjutnya terbitlah Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pencabutan Permenkes Nomor 1636 tersebut. Pasal 1
Permen 6/2014 secara tegas menyebutkan Peraturan Menteri Kese-
hatan Nomor 1636/Menkes/Per/X11/2010 tentang Sunat Perempuan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan Pasal 2 memberikan man-
dat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak menerbitkan
pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin kesela-
matan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan
mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation).
Selanjutnya, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Kemen-
terian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai majelis yang dibentuk
oleh Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab terhadap ment-
eri kesehatan, mengeluarkan surat Nomor 05/MPKS/11/2014 tentang
Penyampaian Pedoman Khitan Perempuan yang ditujukan kepada
menteri kesehatan tertanggal 26 Februari 2014. Isinya yakni penye-
lenggaraan khitan perempuan termasuk fitrah dan syiar Islam, huk-
umnya makrumah sebagai ibadah yang dianjurkan, khitan perempuan
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cukup dengan menghilangkan selaput (jaldah/columprea-pupotium)
yang menutupi klitoris dan tidak boleh berlebihan seperti memotong
atau melukai Klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan darar.
Selanjutnya pada teknik pelaksanaan surat ini menjelaskan taha-
pan-tahapan apa yang harus dilakukan/standar prosedur bila melaku-
kan khitan perempuan.

Membaca isi pertimbangan majelis di atas relatif sama dengan
fatwa MUI yang sudah dibahas sebelumnya. Dengan demikian dapat
dipahami bahwa majelis sungguh menjalankan perintah departemen
dan juga permintaan MUL Pada alur di atas, fatwa MUl menempati po-
sisi teratas. Layaknya hukum nasional yang dipatuhi oleh sebuah ke-
menterian/lembaga. Padahal dalam hierarki perundang-undangan di
Indonesia, tidak ada satu pun fatwa dari sebuah lembaga keagamaan
dapat dijadikan rujukan utama bahkan diadopsi secara utuh untuk
menyusun kebijakan. Fatwa sejatinya hanya bersifat sebuah nasihat.

Menyoal Khitan Perempuan

Khitan perempuan, oleh World Health Organization (WHO) di-
maknai sebagai female genital mutilation (FGM) merupakan persoa-
lan yang juga serius. WHO tahun 2004 menyebutkan setidaknya ada
enam cara khitan perempuan. Pertama, menghilangkan bagian permu-
kaan klitoris dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau
seluruh klitoris. Kedua, pengangkatan klitoris diikuti dengan pen-
gangkatan sebagian atau seluruh bagian dari labia minor. Ketiga, pen-
gangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti
dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (infibulasi). Ke-
empat, menusuk, melubangi klitoris dan labia, atau merapatkan Kkli-
toris dan labia, diikuti tindakan memelarkan dengan jalan memba-
kar Kklitoris atau jaringan di sekitarnya. Kelima, merusak jaringan di
sekitar lubang vagina (angurya cuts) atau memotong vagina (gishiri
cuts). Keenam, memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang mer-
usak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan demi
menyempitkan vagina. Semua cara tersebut oleh WHO dinyatakan se-

174



bagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan harus diakhiri.

FGM di Indonesia, berdasarkan riset Population Council tahun
2003, menyebutkan 86 persen anak perempuan usia 15-18 tahun
mengalami berbagai bentuk praktik khitan perempuan. Ini terjadi di
daerah-daerah, seperti Banten, Gorontalo, Makassar, Padang Sidim-
puan, Madura, Padang, Padang Pariaman, Serang, Kutai Kartanegara,
Sumenep, Bone, Gorontalo, dan Bandung. Alat untuk menyunat adalah
pisau (55 persen), gunting (24 persen), sembilu (bambu) atau silet (5
persen), jarum (1 persen), serta sisanya sekitar 15 persen pinset, kuku
atau jari penyunat, koin, dan kunyit. Caranya adalah dengan pemo-
tongan klitoris, yaitu insisi (22 persen) dan eksisi (72 persen) meng-
gunakan gunting, serta mengerik dan menggores klitoris (6 persen)
menggunakan bambu atau silet. Penelitian International Planned Par-
enthood Federation tahun 2001 menyebutkan, dampak khitan san-
gat beragam, seperti depresi, nyeri saat berhubungan seksual, men-
gurangi kenikmatan seksual, infeksi saluran kemih, radang panggul
kronik, frigiditas, pendarahan, dan kematian. Laporan dari Komnas
Perempuan (2013)%” menemukan kasus mengenai komplikasi kese-
hatan yang terjadi setelah khitan perempuan. Sebagaimana dicerita-
kan oleh bidan yang menjadi informannya menceritakan bahwa pada
suatu sore di daerah Serang-Banten ia menerima pasien anak perem-
puan berusia satu tahun yang mengalami pendarahan hebat akibat
dikhitan oleh paraji pada pagi harinya. Orang tua pasien mencerita-
kan bahwa anaknya takut dikhitan kemudian meronta, sehingga terpo-
tong banyak klitorisnya dan mengalami pendarahan hebat, anak terse-
but kemudian dirujuk ke dokter Puskesmas tetapi tidak tertolong dan
pukul tiga dini hari anak tersebut meninggal.

Berdasarkan bentuk-bentuk khitan perempuan menurut WHO dan
temuan kasus di atas menunjukkan bahwa khitan perempuan masih

167 Panduan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Khitan Perempuan bagi
Tokoh Agama, Deputi Partisipasi Masyarakat KPP-PA, 2017, hal, 22. Atau
lebih lanjut lihat Laporan Komnas Perempuan (2013).
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terjadi di Indonesia hingga kini, tidak memiliki manfaat bagi perem-
puan, kecuali justru sebaliknya menyebabkan banyak mudarat atau
keburukan. Fatwa MUI bila dihadapkan pada realita dan kasus-kasus
di atas tentu bukanlah fatwa yang diharapkan lahir sebagaimana hara-
pan Masud dan El Fadl. Fatwa tersebut jauh dari maqasid al-shari‘ah
yang bersifat universal dan melindungi siapa pun, termasuk perem-
puan.

Fatwa Larangan Khitan Perempuan dari Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki paradigma yang berbeda dengan MUI
tentang khitan (sunat) perempuan. bahkan jauh sebelum surat edaran
tahun 2006 di atas. Tahun 1999, sebagaimana dinarasikan oleh Mu-
hammad Rofiq Muzakkir dalam Suara Muhammadiyah!®® menjelaskan
kajian kritis terhadap pandangan ibn Taymiyah yang sering dijadikan
rujukan perintah khitan perempuan, termasuk oleh MUI.1¢°

Muzakkir menarasikan bahwa khitan perempuan wajib dilarang
sebagai bentuk saddal-dzari’ah sehingga tidak memunculkan hal-hal
buruk lainnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mempraktikkan
khitan kepada kerabat perempuannya. Adapun hadis yang umum di-
gunakan sebagai dalil khitan perempuan seperti dari ‘A'ishah, ia ber-
kata, Rasulullah SAW bersabda. Apabila (seorang suami) telah duduk
di antara percabangan (istri) dan khitan (suami) telah menyentuh kh-
itan (istri), maka telah wajiblah mandi besar’ sebenarnya merupakan
majas (metafora) atau perumpamaan bertemunya khitan (suami) dan
khitan (istri) maksudnya adalah bertemunya dua kelamin, bukan per-
intah untuk melakukan khitan pada perempuan. Selain itu, hadis dari

168 Muhammad Rofiq Muzakkir, Khitan Perempuan Menstabilkan Syahwat?
Kritik atas Pandanagn ibn Taimiyah, Suara Muhammadiyah 05/99, 28
Rabiulakhir-13 Jumadal Ula 1435 H, h. 52-54.

169 Pandangan MUI terkait narasi ibn Taimiyah bersumber dari Kulub wa Ra-
sail wa Fatawa ibn Taimiyah fi al-Figh, Maktabah ibn Taimiyah juz 21, h.
114.
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Dlahhak ibn Qais tentang praktik khitan yang dilakukan Ummu Atiyah
yang dipakai oleh MUI adalah hadis daif atau lemah, karena pada jal-
ur perawi bernama Ala ibn Hilal al-Raqiyy dinilai oleh ibn Ab1 Hatim
(al-Jarh wa al-Ta’dil, V1, 361) dan ibn Hajar (Tahdzib al-Tahdzib, VIII,
172) sebagai perawi yang suka membolak-balikkan sanad dan men-
gubah-ubah nama perawi hadis. Demikian pula hadis dari Anas ibn
Malik tentang praktik khitan yang dilakukan Ummu Atiyah juga, bah-
wa Imam Bukhari (al-Tarikh al-Kabir, 111, 433) dan ibn Hibban (al-Ma-
jruhin, I, 308) menilai perawi yang bernama Zaidah ibn Abt al-Raqqad
adalah perawi yang mungkar. Sehingga dari tiga hadis tentang khitan
di atas, sekalipun dari jalur yang berbeda memiliki ke-daif-an sanad
dari aspek kredibilitas moral perawi dan ketiga hadis tersebut tidak
dapat saling menguatkan.

Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT), kini disebut sebagai Majelis Tarjih,
Muhammadiyah sebagai majelis yang berwenang mengeluarkan fatwa
dan putusan resmi Muhammadiyah terkait hukum Islam yang dibu-
tuhkan warganya memiliki sikap terhadap kasus khitan perempuan.
Majelis Tarjih telah melakukan analisa secara komprehensif, termasuk
pandangan dari kelompok yang mendukung ataupun menolak khitan
perempuan. Adapun pandangan Majelis yakni pertama, terkait QS al-
Nahl ayat 123 yakni

53
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Kemudian telah Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad)
agar engkau mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus, dan ia tidak ter-
masuk orang-orang yang musyrik [QS. Al-Nahl, 123].

Ayat tersebut senantiasa dijadikan rujukan mazhab ShafiT dan
Hambali. Majelis berpendapat bahwa dalam ayat tersebut tidak ada
dalalah yang terkait dengan praktik khitan perempuan. Ayat 123 da-
lam surah al-Nahl menceritakan metode Ibrahim dalam menegakkan
ajaran tauhid, keesaan pada Allah SWT sehingga bila ayat ini dikaitkan
dengan praktik khitan perempuan justru menjadi simplifikasi makna
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ayat al-Qur’an.

Kedua, dari segi hadis, terutama hadis Ummu Athiyah yang juga
dijadikan legitimasi kelompok yang mendukung khitan perempuan.
Hadis ini berbunyi “Dari Ummu Atiyah bahwasanya seorang perem-
puan akan berkhitan di Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW berkata:
‘Janganlah berlebihan, karena lebih nikmat (ketika berhubungan sek-
sual) dan lebih dicintai oleh suami”, [HR Abii Dawud dan al-Baihaqji].
Mencermati hadis ini, Aba Dawud dalam Sunan Abiu Dawud menga-
takan hadis ini sebagai hadis yang daif (13 ; —asia «—uhl\) Hal ini kare-
na urutan sanad dari hadis ini adalah dari Ummu Athiyah disampaikan
oleh Abdul Malik, disampaikan oleh Abdul Wahab, disampaikan oleh
Muhammad ibn Hasan, disampaikan oleh Marwan disampaikan oleh
Sulayman al-Dimasyqi dan Abdul Wahhab baru sampai kepada Abi
Dawud. Menurut Abii Awud, Abdul Malik adalah seseorang yang sering
meriwayatkan hadis mursal dan Muhammad ibn Hasan adalah seseo-
rang yang membuat hadis palsu sebanyak 4.000. Karena urutan sanad
tersebut, maka hadis tersebut adalah daif. Terhadap hadis daif, Maje-
lis Tarjih tidak akan menggunakannya sebagai rujukan hukum atau ti-
dak bisa dijadikan hujah.

Merujuk analisa di atas, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluar-
kan fatwa khitan (bagi perempuan) tidak ada petunjuk dalil yang kuat,
maka dikembalikan positif dan negatifnya. Ditimbang dari kepositifan-
nya dan kenegatifannya tidak dapat untuk menganjurkan apalagi me-
wajibkannya. Kiranya ini yang menjadi pertimbangan kita, mengingat
dalil pelaksanaan khitan bagi perempuan ini tidak begitu jelas. Selan-
jutnya karena khitan bagi perempuan bukanlah suatu kewajiban, ten-
tu perempuan yang sampai dewasa ataupun perempuan yang menya-
takan Islam setelah dewasa tidak wajib khitan’.

Fatwa tersebut sangatlah progresif. Pelarangan itu bukan hanya se-
laras dengan ajaran Islam, tetapi juga kaidah kesehatan modern dan
analisa dari dunia internasional seperti WHO dan badan internasional
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lainnya.!”® Bahkan, Konferensi Internasional Kependudukan dan Pem-
bangunan (ICPD) Organisasi Kesehatan Dunia di Kairo, Mesir, 1994,
melarang khitan bagi perempuan. Alasannya, khitan merusak dan
membahayakan organ reproduksi perempuan. Bahkan jauh sebelum
WHO dan ICPD sejak 1959, Mesir melarang khitan bagi perempuan.
Adalah mufti Mesir, Syeikh ‘Ali Gham‘ah, yang mencetuskan fatwa ha-
ram khitan bagi perempuan. Mufti besar al-Azhar, Muhammad Sayyed
Tantawi, juga mendukung fatwa tersebut.!”!

Berangkat dari mudarat yang tinggi bagi perempuan, tujuan uta-
ma dari maqasid al-shari‘ah tentang pentingnya menjaga diri atau hifz
nafs, serta pentingnya keterlibatan ulama atau lembaga yang menge-
luarkan fatwa bagi kemaslahatan umat, melahirkan fatwa progresif,
tidak stagnan, dinamis, dan tidak diskriminasi sebagaimana usulan
yang telah diuraikan Masud dan El Fadl, maka fatwa Muhammadiyah
tentang Khitan Perempuan dapatlah dikategorikan sebagai fatwa yang
progresif. Majelis Tarjih menjadikan al-Qur’an dan al-sunnah sebagai
dasar hukum yang bergerak pada kebutuhan umat.

170 Pendapat Pelapor Khusus Anti Penyiksaan dan Penghukuman Juan E.
Mendez, 1 Juni 2011, dalam kunjungannya ke Indonesia pada 2011 me-
negaskan bahwa FGM termasuk bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam
sebagaimana termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 16 konvensi ini. Méndez
menekankan kewajiban negara untuk melakukan tindakan pencegah-
an, menyelidiki temuan kasus dari praktik ini, dan menghukum pelaku-
nya. Lalu, Tanggapan Umum Komite CEDAW tahun 2008 dan 2012 yang
meminta pemerintah Indonesia menghapuskan praktik FGM ini. Tahun
2012, melalui mekanisme internasional Dewan HAM PBB (PBB) telah
menggelar sidang HAM untuk membahas laporan Universal Periodic Re-
view (UPR) Indonesia pada 23-25 Mei 2012. UPR juga sudah meminta
pemerintah Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) Nomor 1636 Tahun 2010.

171 Yulianti Muthmainnabh, op. cit.
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Penutup

Kebutuhan akan fatwa yang dapat memberikan solusi atas persoa-
lan umat sangatlah diperlukan. Fatwa bukan hanya sebagai pedoman
atau aturan beragama, tetapi sebagai kebutuhan mendesak, kebu-
tuhan primer atau kategori daririydt. Fatwa sejatinya juga berpihak
pada kelompok minoritas, kelompok marginal, perempuan. Menjauh-
kan perempuan dari fatwa yang berkeadilan justru bukanlah seman-
gat utama dari maqasid syariat yang menjunjung tinggi perlindungan
diri (hifz nafs).

Inilah yang disebutkan Yusuf al-Qaradawi, apabila khitan menya-
kitkan secara fisik dan psikologis, membuat perempuan terhalang
memperoleh hak fitrahnya, tindakan itu haram. Pertanyaan kemudian,
mengapa khitan bagi perempuan sering kali dipaksakan masyarakat?
Asumsi bahwa tubuh perempuan adalah obyek kuasa masyarakat pa-
triarki masihlah kuat dalam relasi gender. Melalui tubuh perempuan-
lah budaya patriarki bermain untuk mengontrol dan menguasai orang
lain atas tubuhnya. Seksualitas perempuan dikekang dengan Kkhitan
sehingga tidak berhak menikmati hubungan intim bersama pasangan-
nya ketika organ terpenting dalam relasi seksual dihilangkan.

Padahal, kesempatan sama seharusnya diberikan kepada perem-
puan untuk mengartikulasikan seksualitasnya, sama seperti kesempa-
tan yang diberikan kepada laki-laki karena perempuan dan laki-laki
diciptakan dari substansi (nafs) yang sama (QS al-Nisa’ [4],1). Bahkan,
relasi setara telah disebutkan dalam QS al-Baqarah (2),187, yakni istri
adalah pakaian bagi suami dan demikian sebaliknya. Semoga.
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Bagian III:
Urgensi Peran Fatwa Moderat
(al-Wasatiyah) dalam Isu
Kebangsaan dan Keindonesiaan
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Pengarusutamaan Fatwa-Fatwa Moderat dalam
Kebijakan Negara: Suatu Tantangan Baru
Ahmad Suaedy

Krisis Otoritas

Fatwa sesungguhnya berkaitan dengan otoritas keagamaan, bukan
hanya substansi pandangan keagamaan itu sendiri. la terkait dengan
kekuasaan negara atau pemerintahan. Setiap agama memiliki pola
hubungannya sendiri antara otoritas keagamaan dan otoritas kekua-
saan negara atau pemerintahan (Turner, 2007). Agama Kristen atau
agama lain pada umumnya, memiliki kelembagaan otoritas agama
atau lembaga kependetaan yang terpisah sama sekali dari negara dan
pemerintahan. Namun, di dalam Islam tidak ada institusi kependeta-
an, melainkan institusi—dalam pengertian konvensional umumnya—
yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa (ifta’) disebut muf-
ti (Caeiro, 2006).

Namun dalam perkembangan sejarah, otoritas keagamaan atau in-
stitusi yang memegang otoritas agama di dalam Islam, memiliki varian-
nya sendiri tergantung pada bentuk negara dan sistem pemerintahan,
serta bentuk hubungan satu dengan lainnya. Fatwa, dengan demikian,
hanyalah nama dari produk otoritas tersebut. Sedangkan mufti, misal-
nya, hanya salah satu bentuk atau nama dari institusi pemegang otori-
tas keagamaan sesuai dengan penamaan masyarakat dan pemerintah-
an setempat. Peran atau fungsi sebuah fatwa, dengan demikian, terkait
tidak hanya dengan kekuatan pada dirinya sendiri tetapi juga dengan
kekuasaan negara dan pemerintahan.

Namun Kkini, bukan hanya otoritas agama yang sedang mengala-
mi krisis melainkan juga otoritas negara dan pemerintahan atau neg-
ara-bangsa (Dasgupta 2018; Turner, 2007). Karena itu, krisis otori-
tas keagamaan atau fatwa sesungguhnya pertama-tama bukan datang
dari otoritas kekuasaan sebelah -negara atau pemerintahan—melain-
kan terutama dari arus teknologi informasi (Turner, 2007; Chawki,
2010). Sebagaimana diungkap oleh Dasgupta (2018), negara-bangsa
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sesungguhnya sudah tidak bisa mengendalikan otoritas yang mereka
punya, kecuali mungkin batas wilayah atau territorial integrity, teta-
pi selain dari itu tidak sepenuhnya bisa lagi. Negara-bangsa tidak lagi
bisa mengimlakan seluruh tanggung jawab dan otoritasnya kepada
rakyat. Tantangan yang sama dialami oleh otoritas agama.

Sebagaimana permintaan panitia kepada penulis, tulisan ini akan
mencoba mengeksplorasi dan menganalisis relevansi otoritas keag-
amaan, hubungan otoritas keagamaan dengan otoritas negara dan pe-
merintahan, serta tantangan deotoritisasi oleh pihak lainnya, serta
bagaimana melakukan Pengarusutamaan fatwa-fatwa moderat di In-
donesia.

Otoritas Agama dalam Konteks

Secara historis diskusi soal fatwa, dengan demikian, sesungguhn-
ya bicara tentang otoritas agama bagi masyarakat atau pemeluknya
bukan hanya masalah substansi keagamaan atau isi fatwa itu sendiri.
Karena agama memerlukan figur atau kelembagaan sebagai pembawa
pesan yang merupakan representasi agama itu maka agama perlu lem-
baga. Lembaga itu baik untuk ajang dakwah atau tuntunan maupun
menjawab masalah-masalah baru yang muncul terutama yang belum
ada dalilnya secara tekstual di dalam pedoman atau sumber-sumber
utama agama itu sendiri seperti al-Qur’an dan hadis, atau pendapat
ulama yang saling berbeda satu sama lain sepanjang sejarah Islam,
bahkan untuk menentukan pilihan bagi berbagai ayat di dalam al-Qur
an dan al-hadis yang saling berbeda atau bahkan saling bertentangan.

Maka lalu, fatwa akan selalu dikaitkan dengan kelembagaan atau
figur yang merepresentasikan otoritas pandangan yang sahih dan legit-
imate tentang agama, bukan semata-mata tentang konten agama atau
pendapat itu sendiri. Misalnya, di zaman Nabi Muhammad SAW, semua
pendapat tentang dunia atau tata kelola kemasyarakatan dan agama
kembali kepada beliau, begitu juga di masa Khulafa’ al-Rashidin. Ini ka-
rena di samping masalah masih sederhana ketika itu dan dalam struk-
tur masyarakat yang super sentralistik, serta masyarakatnya yang juga
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masih sangat sederhana. Tetapi dengan kompleksitas struktur masya-
rakat dan negara pada perkembangan selanjutnya, apalagi di era mod-
ern, maka otoritas agama juga ikut berkembang.

Dalam konteks ini, tidak bisa berlaku umum sebagaimana defini-
si umumnya di masa lalu atau di dalam konteks negara tertentu, bah-
wa fatwa didefinisikan sebagai pendapat agama yang dikeluarkan oleh
sebuah lembaga bernama mufti (Caeiro, 2006; Chawki, 2010), suatu
jabatan resmi atau semi resmi suatu negara—kerajaan maupun re-
publik—yang diakui oleh negara dan masyarakatnya (Hosen & Black,
2009). Sebagai institusi otoritas, meskipun fatwa bersifat nonbinding
namun merepresentasikan struktur sosial politik masyarakat. Otori-
tas fatwa berbeda dari satu negara ke negara lainnya tergantung ben-
tuk dan tradisi kekuasaan di negara-negara tersebut.

Misalnya lembaga institusi fatwa dibutuhkan oleh masyarakat dise-
babkan karena pemimpin negara tidak lagi identik dengan kepemi-
mpinan totalitas sebagaimana masa sebelumnya, tidak termasuk di
dalamnya kapasitas tentang agama. Dengan kata lain, lembaga fatwa
menunjukkan adanya otoritas lain dari struktur negara atau pemer-
intahan khusus di bidang agama namun pada umumnya, tidak semua,
menjadi bagian dari negara (Hosen & Black, 2009).

Ini berbeda dengan tradisi Kristen atau agama pada umumnya. Se-
bagaimana diamati oleh Turner (2007) di dalam negara modern yang
notabene berasal dari ide dan tradisi Barat, maka praktis mengikuti
tradisi Kristen, yaitu pemisahan antara pemerintah dan Gereja atau
sekularisme. Gereja berposisi benar-benar mandiri sebagai institusi
agama yang memiliki otoritas penuh dalam agama, sebagaimana neg-
ara dalam politik dan pemerintahan. Maka Tocqueville (2014), misal-
nya, menempakan Gereja di Amerika sebagai representasi dari civil so-
ciety yang mandiri di dalam negara demokrasi dan bahkan berbeda
dengan karakter civil society di Eropa pada saat itu.

Sebagai sebuah tradisi yang tercipta secara historis dan selalu ter-
kait dengan struktur kekuasaan maka dalam dunia Islam fatwa memi-
liki tingkat otoritas dan hubungan dengan negara atau pemerintah
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yang berbeda-beda. Di negara-negara absolut seperti di Saudi Arabia
maka fatwa nyaris setingkat dengan kebijakan Raja. Meskipun tidak
menutup kemungkinan ada fatwa nonpemerintah tetapi hampir tidak
mungkin bertentangan dengan kebijakan sang raja. Jika raja memili-
ki kebijakan yang berlainan dengan sebelumnya maka fatwa-fatwa itu
akan berganti, seperti kasus perubahan orientasi keislaman Saudi Ara-
bia di bawah Raja Salman sekarang ini yang memberikan kekuasaan
penuh kepada putra mahkota Mohamad ibn Salman yang lebih terbu-
ka dan liberal.

Hal ini berbeda dengan di Mesir, misalnya, sebagai sistem republik
yang otoritas pemerintahannya ada di tangan presiden, namun lem-
baga fatwa memiliki kemandirian yang tinggi (Agrama, 2010). Di Me-
sir, dalam banyak hal pemerintah justru harus mengikuti fatwa yang
dikeluarkan oleh mufti. Di sini konten fatwa tidak semata-mata tergan-
tung kepada pemerintah melainkan justru tergantung kepada siapa
atau kelompok mana yang menguasai lembaga mufti tersebut. Kasus
diusirnya profesorAbii Zaed yang dituduh murtad atau kafir karena
pikiran-pikirannya, menunjukkan hal ini. Ada banyak kelompok yang
berbeda di Mesir, misalnya antara al-Azhar dan Ikhwanul Muslimin.

Di Malaysia, posisi mufti di bawah Keraton/Kerajaan mengingat ne-
gara ini berbentuk Kerajaan atau United Kingdom konstitusional tetapi
dengan sistem pemerintahan parlementer, baik dalam lingkup Federal
maupun Negara Bagian. Disebabkan karena sistem politik yang parle-
menter di mana Keraton hanya sebagai legitimator, sementara pemer-
intahan ditentukan oleh pemenang kursi di parlemen maka demiki-
an pula otoritas fatwa. Secara kultural keagamaan fatwa di Malaysia
bisa saja mengikat seluruh orang Islam di Malaysia karena hal itu seba-
gai representasi kekuasaan Keraton yang dihormati dan dipatuhi oleh
rakyatnya. Tetapi dalam praktik kepemerintahan tidak bisa diberlaku-
kan begitu saja tanpa ada legitimasi dari pengadilan, terutama penga-
dilan Federal. Kasus larangan untuk menggunakan kata Allah oleh aga-
ma selain Islam bisa diajukan sebagai contoh yang dikeluarkan oleh
mufti Negara Bagian tetapi ditolak di pengadilan Federal.
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Di Indonesia kondisinya sangat berbeda dengan tiga bentuk pe-
merintahan dan kekuasaan di atas. Kapten (2004), telah menelusuri
historitas otoritas keagamaan ini dengan menunjukkan variasi otori-
tas keagamaan Islam di Indonesia. Di masa lalu, ada kecenderungan
bahwa fatwa di Indonesia diambil dari atau berpusat pada negara-ne-
gara Timur Tengah terutama negara di mana banyak orang Indonesia
belajar seperti Saudi Arabia dan Mesir. Meskipun di Indonesia banyak
ulama dan kelompok agama, namun otoritas keagamaan saat itu ba-
nyak berkiblat kepada fatwa-fatwa mereka.

Namun setelah terbangunnya, terutama dua organisasi Islam be-
sar, NU dan Muhammadiyah dan yang lain tapi cenderung kecil, maka
praktis otoritas agama atau fatwa beralih ke ormas tersebut meskipun
namanya bukan fatwa: NU mengambil nama lembaga Bahtsul Masil
sedangkan Muhammadiyah mengambil nama Majelis Tarjih. Dengan
demikian, otoritas keagamaan Islam di Indonesia sejak saat itu ber-
ada di tangan masyarakat muslim sipil dan bersifat lokal atau pribu-
mi (bandingkan dengan karya Tocqueville 2014)). Fatwa-fatwa dari
Timur Tengah—hingga kini—tidak lebih sebagai acuan oleh mereka.
Meski demikian, produk-produk mereka—NU dan Muhammadiyah—
tidak pernah secara resmi tidak ada penyebutan fatwa dan mufti. Kini
hanya kelompok-kelompok Islam transnasional yang sering menggu-
nakan fatwa negara-negara Timur Tengah sebagai pegangan otoritas
keagamaan.

Sebelum adanya MUI (Majelis Ulama Indonesia), peran Kementeri-
an Agama sesungguhnya sudah cukup untuk menyerap sejumlah aspi-
rasi pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam
-selain Pengadilan Agama yang bersifat hukum positif--yang harus
dilakukan oleh pemerintah sebagai guiding untuk masyarakat muslim
seperti penentuan melalui ru’yah dimulainya hari Ramadan dan Idul-
fitri serta Iduladha. Baru belakangan otoritas negara di Indonesia be-
rusaha ikut campur tangan terhadap otoritas keagamaan.

Suharto pada tahun 1980-an membentuk Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dengan mengikuti sistem pemerintahan yang sentralistik dan
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hegemonik. MUI didirikan tampaknya di samping dimaksudkan untuk
mengokupasi gerakan-gerakan atau ormas-ormas Islam untuk tun-
duk kepada Orde Baru juga untuk menyatukan kepelbagaian organ-
isasi massa Islam dengan memperkenalkan kata fatwa. Namun ken-
yataannya ada kecenderungan MUI justru menjadi mazhab ketiga atau
mazhab tersendiri dari pada ormas-ormas Islam yang ada. Sejauh ini
kata fatwa hanya dikeluarkan oleh MUI, tetapi fatwa sebagai substansi
otoritas keagamaan tidak hanya dikeluarkan oleh MUI melainkan juga
ormas Islam, dan daya otoritasnya bisa lebih tinggi ketimbang fatwa
MUL

Perubahan Karakter

Perlu dipahami bahwa watak dasar dari hukum atau syariat Islam
adalah bersifat menyeluruh meliputi kehidupan manusia atau seorang
muslim, bukan hanya masalah keagamaan atau ritual seerta individ-
ual an sich, karena itu fatwa juga bisa bersifat menyeluruh, termasuk
dalam hal politik dan keduniawian. Di era Orde Baru yang sentralistik
dan hegemonik, sebagian sangat besar fatwa-fatwa MUI bersifat ritu-
alistik dan normatif, dan sebagian besar sejalan belaka atau setidakn-
ya tidak bertentangan dengan pemerintah, terutama dalam hal poli-
tik. Namun pada era reformasi, MUI berubah karakter menjadi bagian
atau setidak-tidaknya ikut serta dalam “pergulatan politik praktis.”
Keterlibatan dukungan terhadap Presiden B.J. Habibie pada Pilpres
1999 dengan serta-merta memojokkan Megawati karena ke-perem-
puan-nya yang tidak legitimate dalam Islam menurut sebagian mere-
ka, contoh paling nyata.

Lain lagi ketika Gus Dur menjadi presiden. Disebabkan karena
keinginan presiden untuk menjadikan MUI sebagai ormas atau LSM
biasa yang tidak terkait dengan pendanaan langsung dari pemerin-
tah, maka praktis MUI menjadi oposisi terhadap pemerintahan Gus
Dur, meskipun saat itu masih mendapat dukungan dana dari pemerin-
tah. Perdebatan antara MUI dan pemerintah atas haram dan halalnya
Ajinomoto menunjukkan hal itu. Perdebatan itu menjadi bagian dari
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menguatnya oposisi kepada presiden Gus Dur ketika itu.

Pada era presiden SBY lain lagi ceritanya. MUI—bersama-sama
kelompok-kelompok konservatif dan radikal ada di belakang SBY—se-
jak awal memberi dukungan kepada SBY untuk menjadi presiden se-
hingga ada semacam komitmen politik di mana SBY akan mengikuti
apa saja yang dinginkan MUI (Suaedy, 2016). Dengan demikian, tidak
sebagaimana era Orde Baru, MUI sebagai underdog pemerintah dan
pada era Gus Dur sebagai oposisi, maka di era SBY pemerintahlah
yang berada di bawah atau underdog MUI dalam isu-isu keagamaan.
Pada masa inilah berbagai fatwa yang konservatif dan anti kebinekaan
bermunculan serta kecenderungan hate speech dan kekerasan agama
meningkat karena presiden SBY underdog dari MUI yang notabene dis-
esaki oleh kalangan konservatif dan radikal (ibid..

Dengan demikian, masa 10 tahun pemerintahan SBY bukan hanya
telah melakukan Pengarusutamaan pandangan konservatifisme ke da-
lam negara dan pemerintahan melainkan juga radikalisme dan ke-
kerasan agama yang marak. Pada masa itu, seluruh komponen pen-
egak hukum, hakim, jaksa, polisi dan juga pemerintah daerah maupun
pusat berada di bawah tekanan (under pressure) gerakan konservatif
dan radikal pendukung SBY tersebut (ibid.. Pemerintah pada saat itu
termasuk MUI cenderung mengabaikan pandangan-pandangan keag-
amaan yang bersifat moderat termasuk dari NU dan Muhammadiyah.
Kasus tentang keluarnya SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah bisa diaju-
kan sebagai contoh yang mencolok dalam hal ini (Suaedy, 2010).

Perubahan politik pasca-SBY sebenarnya memberikan harapan
baru bagi berkembangnya Islam yang lebih moderat dan toleran serta
terhindar dari maraknya radikalisme dan kekerasan. Sejak pilkada Ja-
karta 2012 (Suaedy, 2014) sebenarnya pasangan Jokowi-Ahok ketika
itu memperlihatkan wajah protagonis terhadap kebijakan SBY terse-
but. Hal yang sama terjadi pada janji-janji dan visi yang ditawarkan
oleh Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (Suaedy, 2017). Pada kasus DKI Ja-
karta, penurunan tensi hate speech dan kekerasan memang berkurang,
namun itu hanya lingkup Jakarta. Pada level nasional, Jokowi tidak kun-
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jung mengubah kebijakannya atas kecenderungan warisan SBY terse-
but bahkan setelah dua tahun menjabat presiden (Suaedy, 2016a).

Wajah muram hate speech dan kekerasan agama mulai menyeru-
ak kembali mengiringi momentum Pilkada Jakarta 2017. Semula pe-
merintahan Jokowi cuek bebek terhadap situasi tersebut, namun baru
tergerak dan bertindak yang cukup menjanjikan dalam upaya mengu-
rangi tensi tersebut setelah selesainya Pilkada Jakarta 2017 (Suaedy,
2017). Apayang disebut gerakan 411 & 212 yang membawa panji sek-
tarian, muslim vs nonmuslim dan pribumi vs nonpribumi, memperli-
hatkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan gerakan
tersebut. Gerakan tersebut telah mengantarkan Ahok, mantan Guber-
nur DKI (waktu itu masih Gubernur) ke penjara dengan tuduhan peno-
daan agama, dan menggagalkannya menjadi Gubernur periode kedua
yang berlawanan kecenderungan visi dan misi keagamaan dengan
pasangan jadi Anies-Sandi (ibid..

Gejala yang paralel terjadi pada sikap MUI. Pada perubahan kebi-
jakan DKI dari sebelumnya memang tidak banyak mendapatkan re-
spons dari MUI secara berarti disebabkan karena spektrumnya yang
berisfat lokal Jakarta. Tetapi ketika naik pada level nasional, respons
MUI sangat kentara. MUI ikut terlibat secara langsung dalam mobil-
isasi pendapat, dukungan dan massa dalam gerakan 411 dan 212 yang
mengusung sektarianisme. Gerakan tersebut telah memperkuat kon-
servatisme dan radikalisme sebagai refleksi antagonis terhadap Ahok
dan juga presiden Jokowi.

Nama MUI bahkan dipakai oleh eksponen-eksponennya secara ile-
gal untuk dijadikan alat mobilisasi massa seperti Gerakan Nasion-
al Pendukung fatwa MUI (GNPF-MUI) tanpa MUI sendiri maupun pe-
merintah mampu mencegahnya. Dalam kasus ini timbul pertanyaan,
apakah MUI sebagai inisiator atau follower? Jika MUI sekadar follower
maka sesungguhnya MUI sudah kehilangan otoritasnya atas fatwa kea-
gamaannya dan telah diambil alih oleh gerakan tersebut.

Peredaman kecenderungan gerakan yang mengusung konserva-
tisme dan radikalisme itu sendiri belakangan, hanya bisa dilakukan
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oleh pemerintahan Jokowi dengan dukungan ormas-ormas Islam be-
sar, NU dan Muhammadiyah. Dengan dukungan tersebut, setidaknya
untuk sementara, presiden Jokowi mampu meredam kecenderung-
an isu sektarian, wacana muslim-nonmuslim dan pribumi nonpribu-
mi. Tindakan-tindakan konkret pemerintah, misalnya, mengeluar-
kan perppu yang kemudian menjadi UU atas kelompok dan organisasi
yang anti Pancasila dan telah membuat orang yang paling bertanggu-
ng jawab atas gerakan 411 dan 212, Rizieq Shihab, melarikan diri ke
Arab Saudi untuk menghindari proses hukum. Namun dengan pem-
berian SP 3 kepadanya beberapa waktu lalu, tampaknya belum bisa
diprediksi apa cerita lanjut dari kecenderungan belied pemerintahan
Jokowi atas MUI dan gerakan konservatifme dan radikalisme tersebut.

Strategi Pengarusutamaan

Sampai di sini kita telah melihat persaingan tiga pihak dalam mem-
bawa isu moderatisme vs konservatisme dan radikalisme di Indone-
sia, yaitu pemerintah, ormas-ormas Islam dan MUI. MUI sebagai lem-
baga semi pemerintah sebenarnya tergantung bagaimana pemerintah
melakukan relasi dan intervensi. Di era SBY telah terbangun suatu visi
dan komposisi MUI yang konservatif dan radikalistik, namun Jokowi ti-
dak segera membangun relasi baru dan melakukan restrukturisasi be-
gitu menjadi presiden sesuai dengan visi yang dijanjikannya. Baik SBY,
maupun Jokowi di masa awal, telah mengabaikan peran dan aspirasi
ormas-ormas Islam terutama NU dan Muhammadiyah dalam hal pan-
dangan moderat dan toleransi keagamaan dalam masyarakat. Presi-
den Jokowi terlambat untuk melakukan relasi baru dengan dua pihak
MUI dan ormas-ormas tersebut.

Di sisi lain, fatwa atau apapun nama pendapat keagamaan yang
memiliki pengaruh terhadap masyarakat yang nonlegal binding di In-
donesia (telah diuraikan di atas), sesungguhnya juga tergantung siapa
figur yang ada di balik organisasi-organisasi tersebut dan seperti apa
kecenderungan pendapat-pendapatnya. Pendapat atau fatwa MUI ti-
dak akan lebih kuat betapapun konservatif dan radikalnya atau mod-
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eratnya, jika pemerintah memiliki belied yang kukuh terhadap suatu
kebijakan, dan memiliki hubungan yang baik dengan ormas-ormas Is-
lam moderat tersebut. Keraguan pemerintah kini atas implementasi
dari keputusan Mahkamah Konstitusi atas status Aliran Kepercayaan
yang harus disejajarkan dengan Agama baik dalam kebijakan mau-
pun dalam KTP El, misalnya, lebih disebabkan karena tidak jelasnya
pendapat dan kekukuhan pemerintah--dalam hal ini presiden Joko-
wi dan Menteri Dalam Negeri--terhadap tugas perlindungan dan pe-
layanan hak-hak dasar mereka, ketimbang kekuatan fatwa maupun
status kelembagaan MUI.

Ketidakjelasan sikap pemerintah tersebut lebih bersumber dari ke-
cuekan atau ignorance keduanya terhadap kewajiban perlindungan
pemerintah terhadap seluruh warga negara sebagimana diamanatkan
oleh UUD 1945, namun mungkin juga disebabkan ketakutannya sendi-
ri akan mengurangnya dukungan politik mengingat akan segera pil-
pres. Kalau demikian, pertimbangan dukungan politik dianggap lebih
penting daripada kewajiban konstitusional untuk melaksanakannya.
Dengan kata lain, visi dan tanggung jawab seorang pemimpin, apakah
presiden atau menteri, menempati posisi penting dalam belied mode-
rat atau konservatif atau bahkan radikal. Karena semua peluang hu-
kum telah tersedia apakah untuk memenuhi amanat atau mengkhi-
anatinya.

Sebagai perbandingan, betapa pentingnya visi dan tanggung jawab
seorang Presiden atau Menteri disebabkan karena peluang hukum be-
sar yang dimilikinya. Baik menghapus Perpres tentang larangan Kong
Hu Chu oleh presiden Gus Dur maupun keluarnya SKB Tiga Menteri
tentang Ahmadiyah di era Presiden SBY memiliki kesamaan. Keduan-
ya bahkan berlandaskan pada UU yang sama, yaitu UU No. 1 PNPS
1965. Presiden Gus Dur dengan kewenangannya dan berdasar pada
UU tersebut mencabut pelarangan terhadap agama tersebut demi me-
lindungi rakyat yang selama ini ditindas. Sebaliknya, Presiden SBY de-
ngan kewenangannya dan berlandaskan pada UU yang sama memilih
mengkhianati amanat UUD 1945 yang diberikan kepadanya dengan

191



menindas kelompok masyarakat Ahmadiyah demi mempertahankan
dukungan bagi posisi kepresidenannya.

Presiden Jokowi kini memiliki pilihan tentang status Aliran Keper-
cayaan, apakah akan mengikuti jejak Presiden Gus Dur membebaskan
mereka dari diskriminasi atau mengikuti jejak Presiden SBY mengkh-
ianati amanah untuk melindungi Ahmadiyah sebagai warga negara.
Baik NU maupun Muhammadiyah, setidaknya secara publik, belum
pernah memberikan semacam keputusan pandangan keagamaan agar
pemerintah melarang untuk memberikan status yang sama terhadap
Aliran Kepercayaan. Namun keduanya cenderung moderat untuk me-
laksanakan keputusan MK. Hanya sebagian sangat kecil eksponen MUI
yang mengekspresikan melarangnya namun belum menjadi semacam
fatwa. Tinggal kembali kepada pemerintahan Jokowi, apakah akan
memenuhi amanat keputusan MK atau akan mengikuti ketakutannya
sendiri kehilangan dukungan dari kaum beragama tertentu.

Di sisi lain, pandangan keagamaan atau fatwa-fatwa yang dikelu-
arkan oleh ormas-ormas tersebut dan di dalam MUI juga tergantung
dari visi dan pandangan kepemimpinan yang sedang berjalan. Di NU
ada perbedaan antara di bawah KH. Hasyim Muzadi dengan di bawah
Prof. KH. Said Aqiel Siraj. Kini lebih moderat sebagai contoh terha-
dap Ahmadiyah dan Aliran Kepercayaan. Demikian juga di dalam Mu-
hammadiyah antara di bawah Prof. Din Syamsudin dengan di bawah
Dr. Haedar Nashir. Kini seharusnya juga lebih moderat. Di dalam MUI
sendiri terjadi pergeseran dalam pucuk pimpinannya antara sebelum
dan setelah Pilkada Jakarta 2017. Kini tampak lebih moderat meski-
pun belum tentu diamini oleh semua anggota di bawahnya.

Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa fatwa atau pandang-
an keagamaan terkait dengan dimensi politik, sangat tergantung dari
kepemimpinan. Fatwa atau lembaga yang mengeluarkannya tidak bisa
berdiri sendiri, setidaknya di Indonesia. Mengharapkan pada substan-
si fatwa tertentu, moderat atau sebaliknya, adalah termasuk di dalam-
nya kerja politik di samping masalah substansi fatwa itu sendiri. Akan
halnya substansi fatwa tergantung kepada penguasaan ilmu dan afili-
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asi kelembagaan dan ketokohan seseorang terhadap pandangan dan
visi tertentu tentang Islam. Jika kelembagaan dipegang oleh mereka
yang moderat atau berafiliasi kepada kelompok moderat maka dihara-
pkan moderat pula produk-produk fatwanya, demikian sebaliknya.

Selanjutnya, apakah fatwa-fatwa tersebut akan diakomodasi men-
jadi kebijakan pemerintah atau tidak adalah soal kerja politik yang
lain. Diperlukan jaringan di dalam birokrasi untuk memastikan bahwa
fatwa atau pandangan keagamaan moderat itu terakomodasi ke dalam
kebijakan pemerintah pada level tertentu. Pada level yang paling ting-
gi, presiden memiliki kekuasaan yang lebih sebagai penanggung jawab
tertinggi pemerintahan.

Melawan Arus Radikalisasi

Sebagaimana ditegaskan di atas bahwa ketiga pemegang otoritas
tersebut, pemerintah, ormas Islam dan MUI kini berhadapan dengan
otoritas paling kekinian, yaitu internet. Ketiga otoritas tersebut, de-
ngan mengacu pengamatan Tom Nichols (Tempo, 1 Juli 2018) nyaris
tidak lagi berarti. Dengan internet tidak lagi bisa dibedakan antara in-
formasi yang bisa dipertangungjawabkan yang otoritatif dan tidak. Ra-
dikalisme dan terorisme, kata Nichols (lihat juga Turner, 2007; Chaw-
ki, 2010), banyak mengacu pada model transformasi informasi ini.

Informasi via internet, menurut Nichols, telah menghancurkan
seluruh tatanan ilmu pengetahuan seperti metodologi dan verifikasi,
juga struktur kekuasaan dan otoritas. Pelurusan terhadap hoax, misal-
nya, bukan menghasilkan informasi pilihan yang benar melainkan la-
hirnya “dua kebenaran” yang sama. Bahkan hoax yang diulang-ulang
akan menghilangkan kebenaran hasil pelurusan informasi yang me-
menuhi asas ilmu pengetahuan dan otoritatif. Itulah “fatwa” riil yang
ada sekarang, tidak lagi mengindahkan prinsip-prinsip metodologis
dan otoritatif. Seluruh informasi, dalam persepsi masyarakat yang ter-
bentuk dari karakter internet, memiliki kadar otoritatif yang sama.
Karena itu, untuk melawannya sebenarnya justru diperlukan kerja
sama antara ketiga pemegang otoritas tersebut.
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Saya sendiri tidak punya jawaban untuk ini, tetapi menarik untuk
dieksplorasi kemungkinan-kemungkinannya. Saya ingin mengilus-
trasikan lahirnya Ahlal-Sunnah wa al-Jama‘ah (Aswaja) ketika al-Imam
Abt al-Hasan al-Ash‘ar1 (260 H/873M-324 H/935M) mendeklarasikan
keluar dari Muktazilah yang dipeganginya hingga usia 40 tahun. Dili-
hat dari kisruhnya konflik masyarakat yang tidak jelas lagi pegangan
kebenaran bagi masyarakat, mungkin bisa disejajarkan dengan kekis-
ruhan saat ini dalam hal kebenaran. Imam al-Ash‘ari, tentu kemudian
diikuti oleh para pemikir dan aktivis yang lain, berhasil mengeluarkan
umat [slam dari kekalutan anarkisme ketika itu.

Ketika al-Ash‘ari melemparkan paham Muktazilah dia tidak sedang
bergeser ke aliran lain atau masuk aliran musuh dari Muktazilah. Me-
lainkan dia memberikan jalan keluar metodologis atas filosofi, nilai,
dan dasar Islam untuk pemikiran dan gerakan. Ketika itu semua kekua-
saan terlibat di dalam pengesahan atas aliran keagamaan tertentu dan
memusuhi aliran yang lain. Pertentangan antara wahyu dan akal yang
ketika itu menjadi salah satu pusaran konflik dengan melibatkan pe-
mikiran teologis dan kekuasaan, segera menjadi agenda pertentangan
politik yang mengeras saat itu, oleh Ashari tidak diselesaikan dengan
menghapus salah satunya melainkan mengolah keduanya sebagai
suatu sistem pemikiran dan metodologi. Aswaja menawarkan metodo-
logi baru berislam dan berpengetahuan Islam untuk keluar dari konf-
lik yang dalam dan berkepanjangan.

Nilai kedua dari lahirnya Aswaja merupakan konsekuensi yang per-
tama. Yaitu pengambilan jarak antara ide dan praktik agama dengan
kekuasaan. Ketika Imam al-Ash‘ari menawarkan metodologi baru As-
waja tersebut tidak dengan dukungan ataupun kontra terhadap kekua-
saan tertentu, melainkan dengan kekuatan argumentasi dan dukungan
kesadaran masyarakat yang kemudian mentradisi. Salah satu elemen
yang terpenting konsekuensi dari ini adalah penciptaan tradisi dan bu-
daya di dalam masyarakat. Nilai Aswaja ketiga adalah kemerdekaan.
Pada era Imam al-Ash‘ari, kemerdekaan bisa diartikan sebagai ke-
merdekaan masyarakat untuk meneguhi pemahaman keagamaan ter-
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tentu tanpa campur tangan oleh penguasa sebagaimana sebelumnya.
Kini kemerdekaan bisa diartikan sebagai jaminan kesejahteraan dan
keamanan dan bebas dari rasa takut dari ancaman baik oleh pemerin-
tah, kekuasaan maupun dari kelompok-kelompok lain dalam masyara-
kat (Suaedy, 2017a).

Penelusuran Roy P. Mottahedeh, seorang profesor sejarawan dari
Harvard University berkebangsaan Iran, memberikan ilustrasi bagi
jalannya masyarakat pascaaswaja. Menurut Mottahedeh, kalau hanya
untuk toleransi tanpa syarat dan kesetaraan kedudukan warga negara
muslim dan nonmuslim di dalam negara Islam, tidak diperlukan adan-
ya perubahan paradigma dan menyesuaikan dengan Barat, atau HAM
universal sekali pun, tetapi hanya perlu memunculkan berbagai con-
toh pemikiran dan peristiwa serta tradisi di masa lalu yang bisa mem-
berikan pedoman, inspirasi, dan reinterpretasi bagi masa kini, sesuai
dengan tuntutan dan sistem yang ada. Secara historis, lanjutnya, Islam
sudah memberikan landasan untuk itu. Mottahedeh mengatakan, “(...)
ada baiknya kita mengingat bahwa kalangan muslim pada umumnya
lebih toleran dari pada kalangan Kristen dalam dunia pramodern, (...).”
(Mottahedeh, 1996).

Di tempat lain, Muttahedeh menjelaskan bahwa: “Toleransi dalam
contoh-contoh di atas adalah corak yang terdapat di bagian-bagian du-
nia muslim yang lebih tercerahkan, di mana kelompok-kelompok mi-
noritas diperbolehkan hidup secara damai tetapi dengan kadar peng-
hormatan dan—sering kali—kewajiban tertentu kepada kelompok
minoritas. Namun, apabila kita beralih untuk menemukan sebuah te-
ologi toleransi yang benar-benar tanpa syarat, kita pun menemukan
bahwa ada bahan yang berlimpah bagi teori semacam itu dalam tradisi
I[slam pramodern.” (Mottahedeh, 1996: 9).

Bagaimana Islam bisa sampai kepada ideologi kesetaraan warga
negara seperti itu? Senturk barangkali menjawabnya, yaitu disebab-
kan karena bekerjanya metodologi usul fikih dan qawa‘id al-fiqghiyah
(Senturk, 2005), tidak lain adalah perkembangan dari metodologi As-
waja tersebut. Para fukaha di dalam Islam secara keagamaan memang
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tidak memiliki posisi seperti pendeta dalam agama lain, tetapi peran
mereka sangat besar dalam memberikan petunjuk bagi masyarakat
dan pemerintahan. Dengan metodologi tersebut mereka bisa mengh-
indarkan benturan langsung antara bunyi teks al-Qur’an dan sunnah
dengan kenyataan sosial politik untuk dicari jalan keluar yang masla-
hat, ketika terjadi perbedaan

Dengan demikian, tantangannya bukan hanya bagaimana me-
menuhi informasi internet dengan konten yang sesuai dengan arah
moderatisme melainkan juga meyakinkan akan penting dan ur-
gent-nya metodologi sebagai indikator dari otoritas keagamaan da-
lam era internet. Dengan kata lain, diperlukan semacam revolusi ilmu
pengetahuan tradisi Islam era internet sekarang ini. Dengan demi-
kian pula, gerakan semacam ini juga akan berhadapan dengan arus
semboyan kembali kepada al-Qur’an dan hadis serta Islamisasi ilmu
pengetahuan yang secara sistemik dan ideologis telah mengikis dan
menghancurkan prinsip-prinsip dan metodologis ilmu pengetahuan
[slam tersebut.

Wallah a‘lam bi al-sawab.
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Fatwa Moderat dan Penguatan Demokrasi
Latief Awaludin

Pendahuluan

eks-teks keagamaan sebagai dasar syariat tidak membatasi ge-

rak umat dan peradaban Islam. Bahkan sebaliknya, teks-teks

itu menjadi mercusuar, pelita penerang, dan motivator yang
menuntun umat menyebarkan kebaikan dan perdamaian, serta menja-
di benteng penghalang dari segala kejahatan dan kerusakan. Bagaima-
na syariat Islam ini mampu tanggap terhadap berbagai problemati-
ka kekinian, dan kondisi sosial masyarakat yang beragam? Bagaimana
ia mampu menjawab perkembangan masyarakat, bahkan mem-
beri solusi yang memadai bagi kepentingan seluruh makhluk dalam
menyelesaikan persoalan mutakhirnya? Dan, bagaimana Islam mam-
pu mengejawantahkan tujuan-tujuan syariat tanpa melupakan sema-
ngat kekinian?

Terkait dengan pertanyaan di atas menyangkut eksistensi Hukum
Islam di era kontemporer, Taha Jabir al-‘Alwani menyatakan bahwa ha-
nya dengan ijtihad umat Islam akan mampu membangun infrastruk-
tur metodologis baru yang dapat mengatasi krisis pemikiran Islam dan
memberikan alternatif penyelesaian problem-problem dunia kontem-
porer.t’? Pernyataan ini memberikan kesan bahwa permasalahan ke-

172 Taha Jabir al-‘Alwani, The Crisis of Thought and Ijtihad (Herndon, Virgin-
ia: I1IT, 1993), h. 31. Dalam buku panduan kerja program Islamisasi ilmu
pengetahuan yang digagas kembangkan oleh International Institute of
Islamic Thought (IIIT) yang pernah dipimpin oleh Taha Jabir al-‘Alwani
dinyatakan bahwa inti krisis (core crisis) yang dihadapi umat Islam ada-
lah lemahnya pemikiran dan metodologi (malaise of thought and meth-
odology). Hal ini bisa diatasi dengan dua cara: mengintegrasikan dua
sistem pendidikan yaitu sistem pendidikan Islam yang meliputi pon-
dok pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, dan Sistem pen-
didikan sekuler dalam berbagai tingkatan. Lihat, ‘‘Abdul Hamid Abu Su-
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hidupan kontemporer berbeda dengan permasalahan masa lampau,
baik dalam format, kualitas maupun kuantitasnya. Lebih jauh, per-
nyataan Taha Jabir al-‘Alwani tersebut menampakkan kegelisahannya
atas ketidakmampuan khazanah Islam yang ada dalam memberikan
solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

fatwa sebagai produk ijtihad di samping fikih, qada’ dan ganiin
menurut Atha Mudzhar, posisi fatwa sebagai pendapat hukum da-
lam merespons sebuah pertanyaan atau permasalahan hukum yang
ditanyakan oleh mustafti (peminta fatwa) atau merespons persoa-
lan yang berkembang di masyarakat yang perlu untuk nilai secara hu-
kum walaupun produk pemikiran hukum Islam jenis sifatnya tidak
mengikat cenderung sebagai seruan moral. Namun, pengaruhnya cuk-
up signifikan dalam kelompok-kelompok Islam yang berjamaah. Sep-
erti NU, Muhammadiyah, Persis dan organisasi Islam lainnya yang
masing-masing memiliki lembaga fatwa dan para fukaha.'”®

Menurut Ahmad Rofig bahwa hukum Islam termasuk di dalamn-
ya fikih dan fatwa sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fung-
si; pertama, sebagai kontrol sosial, dan kedua, sebagai niali baru dan
proses perubahan sosial. Jika fungsi yang pertama ditempatkan se-
bagai cetak biru tuhan yang selain sebagai kontrol sosial juga seka-
ligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas
masyarakat. Sementara yang kedua, lebih merupakan produk sejarah
yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terha-
dap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik.7*

Persoalannya sekarang, adalah bagaimana menyosialisasikan pe-

layman (ed. Islamization of Knowledge General Principles and Work Plan
(Herndon, Virginia: IIIT, 1989), h. 5-20.

173 M. Atha Mudzhar, Penerapan Pendekatan Sejarah dalam Hukum Islam,
makalah pada acara diskusi PPI Unisba pada tanggal 8 Januari 1992, h.
1-3.

174 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta:
Gama Media, 2001, h. 98-99.
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mahaman yang proporsional, karena hukum Islam yang merupakan
hasil kerja intelektual seorang ahli fikih. Ini dimaksudkan agar dalam
memandang setiap perubahan sosial yang terjadi, dalam memecahkan
problema hukum yang muncul dalam masyarakat, secara metodologis
mampu menyelesaikan tanpa kehilangan semangat dari pesan Islam
sebagai hukum Ilahi. Perubahan sosial akan berjalan pincang jika ti-
dak ada alat kontrol sebagai pengawal moral dan landasan etika dalam
proses interaksi sosial. Pengawal moral tersebut adalah al-Qur’an dan
sunnah yang teraplikasi secara konkret dalam bentuk fikih. Al-Qur’an
dan sunnah bukanlah barang jadi, tetapi diperlukan kerangka metod-
ologis untuk mengistinbatkan hukum yaitu dengan jalan ijtihad.

Fatwa dan Fikih Keindonesiaan

Menuruti Nurcholis Madjid bahwa fikih disiplin ilmu keislaman
tradisional yang mapan dan paling kuat mendominasi pemahaman
orang-orang muslim. Fikih yang membentuk cara berpikir mereka.
Kenyataan ini dapat dikembalikan kepada berbagai proses sejarah
pertumbuhan masyarakat muslim masa lalu, juga kepada sebagian
dari inti semangat agama Islam.!”®

Pandangan di atas bukan tidak beralasan, sebab umat Islam di In-
donesia lebih banyak berorientasi fikih. Keberagamaan seseorang se-
lalu diukur dalam takaran fikih, sehingga dapat dikatakan bahwa ma-
syarakat Indonesia adalah masyarakat fikih. Fikih menjadi wacana
yang menghiasi gerak dinamika dan atmosfer kehidupan umat. Dina-
mika tersebut tersimpul pada pengaruh ulama sebagai sosok pemimp-
in masyarakat, terutama pada tradisi dan kultur masyarakat muslim
tradisional yang justru jumlahnya lebih banyak di Indonesia.

Fikih menjadi ilmu yang sangat berpengaruh kuat dalam masyara-
kat muslim. Hampir setiap orang Islam memahami persoalan-persoa-

175 Nurcholish Madjid, Islam doktrin dan peradaban:Telah Kritis tentang Ma-
salah Keimanan, kemanusiaan dan kemodernan, cet. IV, Jakarta: Parama-
dina, 2000, h. 235.
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lan fikih, walaupun secara sederhana. Hal ini disebabkan karena seti-
ap orang Islam mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah,
sedangkan dalam proses ibadah memerlukan pemahaman mengenai
hal-hal yang bersangkut paut dengan sah dan tidaknya ibadah terse-
but. Termasuk masalah salat, puasa, zakat, ataupun haji, semua per-
soalan tersebut memerlukan pemahaman yang paling tidak untuk diri
sendiri. Untuk itu beberapa ulama misalnya al-Ghazali berpandangan
bahwa pemahaman terhadap persoalan fikih merupakan fardhu ain
(setiap orang wajib mengetahuinya).

Oleh karena itu, dapat dikatakan hampir setiap rumah orang-orang
Islam terdapat buku-buku fikih. Kemudian juga setiap pengajian, ma-
jelis taklim, musala, masjid sampai pada lembaga pendidikan mulai
tingkat dasar sampai perguruan tinggi akan mempelajari dan mengka-
ji fikih. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain mis-
alnya, tafsir, hadis, usul fikih, ilmu falak, tasawud yang mungkin ha-
nya dikaji secara khusus di pengajian dan lembaga pendidikan seperti
dayah (pesantren) dan perguruan tinggi.

Kemudian ada hal yang menjadi kecenderungan dalam masyara-
kat Islam Indonesia seorang yang dipanggil ulama, kiai (Jawa), tengku
(Aceh), ajengan (Sunda), buya (Padang) dan gurutta (Sulawesi) serta
tuan guru (Nusa tenggara Barat) adalah mereka yang menguasai ilmu
tasawuf cenderung tidak disebut ulama. Boleh jadi karena ilmu fikih
merupakan ilmu yang lebih praktis dan langsung berkaitan dengan
persoalan-persoalan ibadah dan muamalah. Sedangkan pada ilmu-
ilmu yang lain tidak terlalu banyak persoalan.

Pada konteks masyarakat Islam di Indonesia corak fikih mereka
adalah fikih Sunni. Yaitu fikih yang mendasarkan pada empat imam
mazhab yaitu; Imam AbiiHanifah, Imam Malik, Imam ShafiT dan Imam
Hambali. Lebih khusus lagi fikih yang dianut dan dijadikan pedoman
dalam beribadah seperti salat, puasa, dan zakat dan ibadah-ibadah
lainnya adalah fikih Shafi7. Fikih Shafit merupakan fikih yang mayor-
itas dianut di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sebagai
contoh fikih yang banyak di anut di Indonesia misalnya; kunut pada
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salat subuh, mengeraskan basmalah ketika membaca al-Fatihah, khot-
bah dua kali ketika Jumat atau kedua hari raya, salat tarawih dengan
20 rakaat, dan sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut dianggap se-
bagai pendapat Imam ShafiT yang kemudian diikuti secara kuat oleh
masyarakat. Namun, pada perkembangan selanjutnya seiring adan-
ya gerakan pembaharuan Islam yang tidak terikat oleh salah satu
mazhab menampilkan fikih tarjih (al-ruju‘ila al-qur’dn wa al-sunnah)
sebagaimana yang dianut oleh Muhammadiyah, Persis dan al-Irshad
ditambah perkembangan salafi yang sangat kental fikih Hanball me-
warnai dinamika kehidupan dan ekspresi keberagamaan di Indonesia.

Fatwa Sebagai Penguat Peradaban

Para sarjana muslim kontemporer umumnya menerima pendapat
bahwa agama adalah asas peradaban, menolak agama adalah kebiad-
aban. Sayyid Qutub menyatakan bahwa keimanan adalah sumber
peradaban. Meskipun dalam peradaban Islam struktur organisasi dan
bentuknya secara material berbeda-beda, namun prinsip-prinsip dan
nilai-nilai asasinya adalah satu dan permanen. Prinsip-prinsip itu ada-
lah ketakwaan kepada Tuhan (takwa), keyakinan kepada keesaan Tu-
han (tauhid), supremasi kemanusiaan di atas segala sesuatu yang ber-
sifat material, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan penjagaan
dari keinginan hewani, penghormatan terhadap keluarga, menyadari
fungsinya sebagai khalifah Allah di Bumi berdasarkan petunjuk dan
perintah-Nya (syariat).

Syeikh Muhammd ‘Abduh menekankan bahwa agama atau keyak-
inan adalah asas segala peradaban. Bangsa-bangsa purbakala seper-
ti Yunani, Mesir, India, dan lain-lain, membangun peradaban mereka
dari sebuah agama, keyakinan atau kepercayaan. Arnold Toynbee juga
mengakui bahwa kekuatan spiritual (batiniyah) adalah kekuatan yang
memungkinkan seseorang melahirkan manifestasi lahiriah (outward
manifestation) yang kemudian disebut sebagai peradaban itu.}’® Jika

176 ‘Abdul Jabbar Beg, dalam The Muslim World League Journal, edisi No-
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agama atau kepercayaan merupakan asas peradaban, dan jika agama
serta kepercayaan itu membentuk cara pandang seseorang terhadap
sesuatu yang pada gilirannya dapat memengaruhi tindakan nyatanya
atau manifestasi lahiriahnya, maka sejalan dengan teori modern bah-
wa pandangan hidup (worldview) merupakan asas bagi setiap pera-
daban dunia.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena
fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam
(fukaha) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang mun-
cul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang
belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam
al-Qur’an,al-sunnah dan ijmak maupun pendapat-pendapat fukaha
terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang
berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum mas-
alah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetap-
kan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana
Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai yurispruden-
si Islam.

Majelis Majma“ al-Figh al-Islami al-Dawli dalam muktamar ke-17
di Aman, Yordania 24-28 Juni 2006 menjelaskan bahwa fatwa adalah
penjelasan tentang hukum yang tidak ditanyakan tetapi untuk men-
jelaskan suatu masalah agar tidak menjadi salah persepsi dan per-
lakuan terhadap hal itu. Dalam sejarahnya, Formulasi awal fatwa dis-
usun menjelang abad ke-3/10. agar suatu fatwa diterima, harus ada
otoritas yang memadai untuk berfatwa (al ijazah li al-ifta’). Otoritas
tersebut terletak pada penerimaan luas dewan hukum terkemuka ter-
hadap seseorang. Otoritas tersebut bersifat personal “penguasa tidak
ambil bagian dalam proses ini”. Seorang mufti adalah bagian dari ge-
nealogi keulamaan yang, dalam beberapa kasus, sampai kepada nabi
dan para sahabat. Prinsip kemandirian ini selalu mempunyai implika-
si penting terhadap negara (apa pun bentuknya) yang tetap bertahan

vember-Desember, 1983, h. 38-42.
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hingga sekarang.

Urgensi syarat-syarat seorang mufti ibn al-Samani dalam Irshad al-
Fuhil menyebutkan tiga syarat yaitu mampu berijtihad adil, dan ter-
hindar dari kesan memperlonggar dan mempermudah hukum. Agak
lebih rinci Abt Ishaq al-Sizazi menyebutkan bahwa seorang mufti ha-
ruslah sedang yang memahami al-Qur’an, sunnah, bahasa Arab, ij-
mak para salaf, siqoh, dapat dipelajari dan tidak mempermudah per-
kara keagamaan.'”” Imam Nawawi menyebutkan bahwa seorang mufti
haruslah nyata-nyata seorang yang wara, thiqah, tepercaya, terhindar
dari fasik, tajam berpikir, sehat rohani dan sedapatnya sehat jasma-
ni.'”® Mengenai sehat jasmani ini ia tidak memutlakkan. Menurutnya
yang penting seorang mufti harus mampu berpikir dan beristinbat.
Seorang mufti boleh orang yang merdeka, budak laki-laki atau wani-
ta, buta atau bisu, jika bisu yang penting isyaratnya dapat dipahami.

Syarat-syarat yang dituntut dari seorang mufti yang dibuat oleh
al-Baghdadi (w. 429/1037) dalam karyanya fakih, yaitu harus dewasa,
berkarakter baik, dan dapat dipercaya. Dia boleh merdeka atau budak,
tetapi harus mengetahui al-Qur’an, sunnah, ijmak para ulama terdahu-
lu dan perbedaan pendapat di antara mereka, serta ilmu giyas. Selain
itu, al-Baghdadi menekankan bahwa mufti sendiri harus terus belajar
dan tetap mempertahankan daya ingat. Syarat-syarat tersebut sama
dengan yang diajukan oleh Shafil. memang tidak perlu menguasai se-
cara sempurna keempat sumber tersebut, tetapi mufti harus mampu
menguasai cara pengambilan hukum yang asli. Artinya, kemampuan-
nya melakukan ijtihad, bukan menyandarkan diri pada taklid, akan
menjadikannya benar-benar seorang mujtahid.

Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan seba-
gai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaidah

177 Muhammad al-Shawkanyi, Irsyad al-Fuhtl ila Tahqiq al-Haq min ‘IIm al
Usul, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) h. 196.

178 Al-Nawawi, Syarah al-Majmu‘ al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV,
tt) h. 75. berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
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pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaidah menggali hukum-hu-
kum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Pasalnya, satu-satunya
cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah
dengan ijtihad, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang muf-
ti (pemberi fatwa) tidak ubahnya dengan seorang mujtahid yang men-
curahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sum-
ber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan hadis.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin
artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi
masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan ke-
beradaannya. Tawjih, yakni memberikan guidance (petunjuk) ser-
ta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama
yang bersifat kontemporer. Fungsi tabyin dan tawjih fatwa terikat da-
lam fungsi keulamaan, sehingga fatwa syariat yang telah dikeluarkan
sejak generasi sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan generasi sesudahnya
hingga generasi ulama sekarang.

Urgensi fatwa keagamaan dalam kehidupan umat Islam tidak lep-
as dari seberapa jauh kemanfaatan fatwa dalam kehidupan umat ma-
nusia. Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya masih bersifat global, se-
hingga memerlukan adanya perincian secara analisis, agar umat Islam
mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Al-Qur’an dan hadis
Rasulullah SAW masih perlu ada penjabaran secara mendetail terha-
dap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah
itu masih bersifat zanni. Sedangkan masalah dalil-dalil yang bersifat
qat‘T ada dua pendapat yang terkenal. Pendapat pertama bahwa dalil-
dalil gat 7 tidak perlu penjelasan secara terinci dan mendetail. Adapun
pendapat kedua menyatakan dalil-dalil yang gatT pun masih perlu ada
penjabaran dan analisis yang mendalam. Sepanjang tidak keluar dari
aturan penafsiran dan takwil-takwil yang telah ditentukanoleh keten-
tuan-ketentuan (kaidah) yang berlaku. Alasan-alasan tersebut dapat
dipahami, sebab pada umumnya umat belum mengetahui secara men-
dalam tantangan isi yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-hadis.

Oleh karena itu, dalam konteks ini betapa pentingnya kehadiran
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fatwa keagamaan (terutama masalah fikih) yang konkret dan bertang-
gung jawab. Pada hakikatnya fatwa keagamaan merupakan hasil kepu-
tusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum (yang ber-
kaitan dengan keagamaan) dalam memberikan, mengeluarkan dan
mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsis-
ten. Fatwa memberikan penjelasan, kekonkretan terhadap umat Islam,
dan bagaimana aplikasinya. Sehingga fatwa itu seharusnya mengand-
ung beberapa unsur pokok yang meliputi:

1. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat
yang sedang diperselisihkan

2. b .Fatwa sebagai jalan keluar (follow up) dari kemelut perbe-
daan pendapat di antara para ulama/para ahli.

3. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial ke-
agamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sebab ada ulama yang
mengatakan bahwa berubahnya fatwa sering terjadi karena ber-
tumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat, dan istiadat.

4. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian untuk menu-
ju umat wahidah.

Fatwa Moderat dan Penguatan DemoKkrasi

Pada awal abad ke-20,para pemikir politik Islam selalu bergelut
antara nilai-nilai normatif (al-Qur’an dan sunnah) dengan tuntutan
kenyataan,sehingga bagaimana menciptakan suasana yang harmonis
antara idealisme wahyu dengan realitas kekinian. Dan hingga kini, per-
soalan yang menjadi dilema di kalangan pemikir dan fukaha muslim
sekarang adalah bagaimana menyinergikan antara kenyataan dan tun-
tutan wahyu.

Ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah kaya akan
petunjuk bagaimana dan apa yang seharusnya dalam menyikapi dan
menjalankan persoalan politik. Keuniversalan dan kelengkapan dok-
trin Islam yang meliputi persoalan politik diakui para ilmuwan Barat.
Misalkan, H. A. R. Gib mengatakan, sungguh Islam bukanlah sistem te-
ologi. Islam adalah peradaban yang sempurna. Sementara itu, Firt Ger-
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ald berkata, Islam bukan sekedar agama, juga sebuah tatanan politik
sekalipun akhir-akhir ini ada di kalangan muslim moderat (sekuler)
berusaha untuk memisahkan antara agama dan politik, namun konsep
Islam yang sebenarnya adalah Islam dibangun atas dua prinsip yang
saling berkaitan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.'”® Di
antara permasalahan ijtihad yang masih terbuka adalah dalam persoa-
lan-persoalan siyasah (politik). Persoalan politik selalu berubah-ubah
karena terikat oleh ruang dan waktu. Sementara nas-nas wahyu ter-
batas dalam menjelaskan persoalan politik. Di sinilah relevansinya ij-
tihad sebagai penggerak nalar Islam untuk menjawab setiap persoa-
lan politik.

Diterimanya sistem demokrasi di negara-negara muslim seperti
Mesir, Suriah, Pakistan, Palestina, Malaysia, Irak, Indonesia dan negara
muslim lainnya lalu dihadapkan kepada persoalan pluralisme politik
dengan banyaknya Kehadiran partai-partai politik dan gerakan poli-
tik Islam sebagai konsekuensi perjuangan politik Islam dan dakwah
Islamiah tentunya menjadi perdebatan dan masuk kepada ranah fat-
wa keagamaan.

Persoalan pluralisme politik yang terwujud dalam multipartai telah
menjadi perbincangan di kalangan pemikir muslim. Masalah ini per-
nah dikaji oleh Pusat Studi Peradaban di Kairo Mesir pada 3 Agustus
1992 dalam sebuah seminar tentang pemikiran Islam mengenai plural-
isme politik. Dalam seminar itu tampil Dr. salah Saw1, seorang ilmuwan
politik Mesir menyampaikan pandangannya, bahwasanya pluralisme
politik yang berdasarkan prinsip rotasi kekuasaan adalah pemikiran
Barat yang tidak dikenal dalam sejarah Islam sebelumnya. Namun, hal
ini bisa diadopsi oleh umat Islam selama di bingkai dalam rambu-ram-
bu syariat yang tercermin dalam sikap loyal kepada supremasi syariat
sebagai hukum pokok dan memakai mekanisme syura, komitmen ter-
hadap aspirasi rakyat, nilai keadilan, perlindungan hak-hak dan kebe-

179 M. Yusuf Musa, Nizam al-Hukm fi al-Islam, Mesir, tahun 1963, h. 5.
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basan publik dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.”*8°

Dalam seminar tersebut akhirnya melahirkan beberapa pandang-
an para ulama tentang multipartai. Pertama, kelompok yang mengha-
ramkan dengan alasan karena pluralisme politik dan adanya multipar-
tai menyebabkan terjadinya perpecahan umat, sikap taassub, ambisi
dan persaingan kekuasaan dan dalam pelaksanaan pemilu selalu terja-
di pencemaran, perusakan nama orang dan yang paling parah adanya
klaim paling baik dan benar dan alasan yang mendasar tidak ada con-
toh dari perjalanan sejarah Islam. Kedua, kelompok yang memboleh-
kan, dengan syarat dalam koridor Islam dan atas dasar pertimbangan
maslahat dan mafsadah. Pluralisme politik harus diatur dalam konsti-
tusi, dikelola secara baik dengan semangat menegakkan syariat Islam.
Dan dengan alasan, dikhawatirkan kalau tidak ada partai politik Islam,
kekuasaan justru di tangan orang-orang yang anti Islam maka adan-
ya partai Islam sesuatu yang sah dalam rangka mewujudkan cita-ci-
ta Islam. Ketiga, kelompok yang membolehkan secara mutlak, dengan
mengambil argumentasi kepada kenyataan masa Islam awwal seperti
lahirnya mazhab-mazhab politik Khawarij, Syiah, Sunni dan Muktazi-
lah—yang justru dalam sejarahnya, kemunculan mazhab dalam Islam
pada mulanya adalah persoalan politik yang kemudian digeser kepa-
da persoalan akidah. Atau dengan kata lain pluralisme politik sebagai
suatu yang tidak bisa ditolak karena bagian dari sunnatullah (hukum
kemasyarakatan).'®!

Tentang multipartai, tokoh muslim moderat seperti Yusuf al-Qa-
radawi termasuk pada kelompok kedua. la mempunyai pendapat bah-
wa tidak ada larangan untuk memberlakukan sistem multipartai da-
lam negara Islam. Kalau ada larangan tentu harus didukung dengan
teks syariat. Sistem multipartai ini, kata Qaradawi, bahkan mungkin
saja merupakan suatu kebutuhan yang mendesak di zaman sekarang.

180 Mustafa Muhammad Tahhan, Menuju Gerakan Islam Modern, terj. Jasi-
man Lc. (Jakarta: Inermedia, 2000), h. 89.
181 Ibid., h.90-91.
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Sebab, sistem itu dapat menjamin keselamatan rakyat dari pemerin-
tahan diktator individu atau diktator golongan tertentu, yang sering
berlaku sewenang-wenang dan kejam. Di bawah pemerintahan seper-
ti ini rakyat akan kehilangan kekuatan untuk mengatakan "tidak” atau
"kenapa?” sebagaimana telah terjadi pada sejarah masa lalu.'®?

Namun demikian, al-Qaradawi1 tidak serta-merta membolehkan
sistem multipartai ini tanpa ada batasan atau syarat. Menurut Qa-
radaw], setidaknya ada dua hal penting yang harus dipenuhi oleh berb-
agai partai agar eksistensinya menjadi legal. Dua hal itu adalah:*8®

1. Partai-partai itu harus mengakui Islam sebagai akidah dan sya-
riat, tidak boleh melanggar ajaran-ajarannya dan tidak boleh
pula menjadikannya sebagai kedok, walaupun berbagai partai
itu mempunyai ijtihad sendiri dalam memahaminya berdasar-
kan kaidah-kaidah ilmiah yang sudah ditetapkan.

2. Partai-partai itu tidak boleh bekerja demi kepentingan pihak-pi-
hak yang memusuhi Islam dan umatnya, apapun nama dan ben-
tuknya.

Dengan dua syarat tersebut, al-Qaradawi tentunya tidak menyetu-
jui adanya partai liberal atau sekuler, apalagi partai komunis. Dia ti-
dak membenarkan pendirian suatu partai yang di sana terdapat pa-
ham yang mencela agama-agama samawi secara umum, khususnya
Islam, atau menghina berbagai keluhuran dan kesucian Islam, seperti
akidah, syariat, al-Qur’an dan Nabi Saw, secara tegas al-Qaradawi me-
nolak partai-partai tersebut.

Bahkan bagi Yusuf Qaradawi, kehadiran multipartai sama halnya
kehadiran Mazhab dalam dunia fikih dan tarekat dalam dunia tasawuf
jangan di nilai sesuatu yang merugikan dan membahayakan Islam itu
sendiri, asal bagi mereka yang terjun ke dunia politik harus memiliki

182 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu‘ashirah, (Kuwait: Dar al-Qalam: 2005), ji-
lid 2, h. 652-653.

183 Yusuf al-Qaradawsi, Fatawa Mu‘ashirah, (Kuwait: Dar al-Qalam: 2005), ji-
lid 2, h. 654.
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ilmu dan berakhlak Islami. Kekhawatiran banyaknya partai Islam per-
nah dirasakan oleh Hasan al-Banna dan Fazlur Rahman karena kalau
di antara partai Islam tidak dewasa, saling menjatuhkan dan cakar-ca-
karan akan berdampak buruk bagi kehidupan politik Islam itu sendi-
ri.’®* Dan ternyata hal ini disaksikan oleh Hasan al-Banna di Mesir dan
Fazlur Rahman di Pakistan. Maka untuk menepis kekhawatiran terse-
but semua dikembalikan kepada aktivis politik Islam itu sendiri.

Dalam kaitannya di Indonesia antara Islam dan politik tidak dapat
dipisahkan karena bagaimanapun, Indonesia sebagai sebuah negara
bangsa mayoritas penduduknya adalah muslim. Oleh karena itulah,
perjalanan sejarah politik Indonesia selalu dikaitkan antara keindone-
siaan dan keislaman. Dalam menyikapi persoalan politik kalangan Is-
lam tidak lepas dari paradigma keislaman sebagai sumber inspirasi.
Pendekatan fikih sering muncul untuk menjawab persoalan-persoalan
politik yang berkembang.

Demokrasi sebagai sistem politik secara historis merupakan pro-
duk Barat yang kemudian diserap oleh mayoritas negara-negara di du-
nia termasuk negara-negara Islam atau yang berpenduduk muslim
karena dianggap sebagai sistem politik yang adil dan sesuai dengan
kehendak rakyat. Di antara problematika politik kontemporer di Indo-
nesia adalah permasalahan Islam dan demokrasi di mana di dalamnya
lahir persoalan fikih dan tentu harus ada respons dari kalangan ulama
fikih. Misalkan munculnya keabsahan pemilu, hukum golput, presiden
perempuan, Presiden nonmuslim, Islam dan HAM juga munculnya wa-
cana klasik yang hangat kembali dibicarakan di kalangan kelompok Is-
lam seperti isu kewajiban penegakan khilafah.

Dalam sistem demokrasi yang menerima pluralisme politik tidak
menutup kemungkinan adanya dukungan politik yang sifatnya lintas
agama seperti dukungan orang muslim terhadap pencalonan legisla-
tif dari kalangan nonmuslim. Hal ini pun terbahas dalam keputusan

184 Yusuf al-Qaradawi, Fatawa Mu‘ashirah, (Kuwait: Dar al-Qalam: 2005), h.
656.
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Bahtsul Masa’il untuk menjawab dari pertanyaan warga NU bagaima-
na hukumnya orang Islam menguasakan urusan politik atau kenega-
raan kepada orang nonmuslim. Dalam keputusannya, disebutkan bah-
wa orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada
orang nonislam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu:'®°

1. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh
orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor
kemampuan.

2. Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan un-
tuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang ber-
sangkutan khianat.

3. Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada nonislam itu
nyata membawa manfaat.

Selanjutnya yang menarik dalam lokakarya selama menjelang Muk-
tamar NU ke-3 ini muncul berbagai usulan perubahan misi NU ke de-
pan. Yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang religi-
us yang demokratis dan berkeadilan. Gagasan dan gerakan tersebut
muncul merupakan hasil pergumulan pemikiran dan pergumulan de-
ngan realitas politik belakangan ini, yang dinilai bahwa penembangan
demokrasi dan igdmah al-haq (penegakan kebenaran) sebagi tugas
yang tidak bisa dihindari, karena itu segenap kajian gerakan dan per-
hatian diarahkan ke sana.

Pengembangan demokrasi membutuhkan basis yang kuat, kare-
na itu penguatan terhadap civil society (masyarakat sipil), dalam arti
bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Masyarakat sipil dirumus-
kan sebagai masyarakat etis yang menjunjung kesetaraan, menghargai
kebebasan, terdapat saling kepercayaan (public trust), kesukarelaan,
persaudaraan, keswadayaan dan kemandirian, terutama dalam berh-
adapan dengan negara dan kekuatan kapital. Prinsip-prinsip tersebut
merupakan habitat yang sangat penting bagi tumbuhnya mentalitas
dan tatanan politik yang demokratis. Walaupun demikian konsep ma-

185 M. Yusuf Musa, Nizam al-Hukm fi al-Islam, Mesir tahun 1963, h. 581-582.
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syarakat sipil bukanlah konsep yang utopis, sebab hakikat masyarakat
sipil telah ada di Indonesia, persoalannya hanya posisi yang lemah ke-
tika berhadapan dengan negara yang punya kekuatan kapital.

Maka dalam menyikapi pentingnya usaha pengembangan demokra-
si lebih lanjut, masyarakat sipil perlu diberdayakan. Dalam keputu-
san tersebut dijelaskan beberapa alasan pentingnya NU dalam mem-
berdayakan masyarakat sipil sebagai berikut: !®Pertama, sebagai
pengembangan visi etis dalam kehidupan masyarakat. Ini terutama
berhubungan dengan masyarakat modern industrial yang individual
dan materialistik, dengan adanya visi etis yang ditawarkan civil soci-
ety tersebut bisa kita tumbuhkan solidaritas sosial, rasa saling percaya
dan tanggung jawab sosial seseorang, sehingga bisa mencegah timbul-
nya despotisme dan barbarisme sosial. Karena tiadanya visi etis terse-
but bisa kita lihat, selama ini penyelesaian masalah cenderung meng-
gunakan kekerasan. Kedua, pengembangan civil society ini penting
untuk penyebaran pandangan dan sikap kesetaraan antara berbagai
individu dalam masyarakat maupun antarkelompok, karena itu da-
lam hal ini civil society menawarkan prinsip kewarganegaraan. Dalam
prinsip ini semua warga negara memiliki status, hak dan kewajiban
yang sama, tanpa membedakan ras, ideologi, suku dan agama, hal ini
bisa saja mengeliminir terjadinya konflik yang diakibatkan karena ika-
tan primordial. Ketiga, pengembangan civil society ini semakin mende-
sak untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan negara.
Karena lemahnya partisipasi masyarakat selama ini adalah karena ter-
lalu dominannya peran negara. Bahkan dengan gagasan integralitasn-
ya dengan sengaja negara menafikan keberadaan masyarakat sipil. Up-
aya membentuk keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil ini
merupakan langkah penting dalam pengembangan demokrasi.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa apa yang diperjuang-
kan masyarakat sipil bukan istilah atau sekedar konsep, tetapi prin-
sip-prinsip yang intinya memberikan peluang untuk sama pada warga

186 Hamid Kudus, Ahkam al-Fuqdha’, h. 643-644.
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masyarakat dan warga negara tanpa diskriminasi. Gerakan tersebut ha-
rus konsisten diperjuangkan, karena hanya dengan cara itu bisa mem-
bangun sistem sosial yang kokoh dan sistem politik yang demokratis
yang menghormati hak-hak semua elemen yang tercakup sebagai war-
ga negara. Maka dengan demikian gagasan dan gerakan bagaimana-
pun bagusnya yang melawan prinsip tadi harus ditolak, sebab hal itu
akan meruntuhkan fondasi demokrasi yang telah diupayakan.'®’
Penerimaan konsep tersebut memang menghendaki transformasi
yang sangat mendasar dalam memahami ajaran atau doktrin agama.
Karena konsep masyarakat sipil, sepenuhnya berangkat dari kemasla-
hatan manusia, maka setiap warga negara tanpa membedakan suku,
golongan atau agamanya. Hal itu juga perlu mengubah pandangan me-
reka tentang politik, dakwah dan hubungan antar agama. Hal ini mem-
butuhkan reinterpretasi terhadap ajaran agama yang selama ini ada,
karena banyak yang tidak sejalan dengan prinsip ini. Senada dengan di
atas Hasyim Muzadi berpendapat, selain sesuai dengan cita-cita ma-
syarakat Islam, pemberdayaan masyarakat sipil bagi NU merupakan
cita-cita yang cocok dan sesuai dengan khittah 1926 dan agar NU ti-
dak lagi berpolitik praktis dan menjaga jarak dengan kekuatan partai
politik manapun yang selalu mengorbankan jamiiyah dan warga NU.'88
Pandangan Lajnah Bahtsul Masa’il NU tentang demokrasi terma-
suk pandangan yang menerima dan mendukung konsep demokrasi
dengan catatan diisi dengan nilai-nilai Islam seperti syura, al-musa-
wa, al-‘adalah dan al-huriyah dan keputusan demokrasi jangan sam-
pai melanggar hal-hal yang gat7 dalam ajaran Islam. Ini menunjukkan
cara pandang LBM yang bersifat manhaji di mana persolan ini tidak
terdapat secara eksplisit dalam kitab-kitab pegangan LBM. Demikian
pula dalam sikapnya mengenai Hak Asasi manusia LBM berpandangan
konsepsi HAM selama mewujudkan lima prinsip dasar (al-dartriyat

187 Hamid Kudus, Ahkam al-Fuqaha’, h. 645.
188 Hasyim Muzadi, Membagun NU Pasca Gus Dur, (Jakarta: Grasindo: 1999),
h. 66-67.
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al-khamsah) maka hal ini harus didukung karena Islam sendiri sangat
menghormati kemanusiaan.

Di organisasi Islam modernis misalkan Persatuan Islam yang ber-
diri tahun 1923 di Bandung dalam menghadapi demokrasi mengha-
ruskannya mengeluarkan sebuah seruan moral (fatwa politik) bagi
umat Islam untuk ikut andil dalam pesta demokrasi. Bagainya pemilu
sebagai mekanisme demokrasi merupakan suatu jalan untuk melak-
sanakan cita-cita Islam dalam politik kenegaraan. Fatwa Persis diso-
sialisasikan kepada seluruh umat Islam dan khususnya untuk anggota
Masyumi dan Persis. Di antara isi fatwa tersebut adalah:

1. Pemilihan umum adalah hakim yang akan memutuskan dasar
negara dan hukum yang akan berlaku dalam negara Republik
Indonesia maka mengadakan pemilihan umum untuk memben-
tuk parlemen dan dan konstituante adalah wajib hukumnya.

2. Untuk membentuk sebuah negara berdasarkan Islam wajib hu-
kumnya. Oleh karena itulah wajib bagi seluruh muslim laki-la-
ki dan perempuan turut serta berjuang dalam pemilihan umum.

3. Wajib bagi seluruh kaum muslimin memilih calon-calon wakil
rakyat yang bercita-cita Islam dan sebaliknya haram memilih
calon-calon wakil rakyat yang anti cita-cita politik Islam

4. Seluruh umat Islam harus menggalang persatuan dan Kerja
sama untuk menjamin kemenangan Islam.'®

Fatwa-fatwa moderat dalam memperkuat demokrasi terus berkem-
bang puncaknya pada masa reformasi di mana pergulatan kelom-
pok-kelompok Islam dalam menghadapi persoalan siydsah begitu gen-
car khususnya dilakukan lembaga-lembaga fatwa seperti Komisi fatwa
MUI, Bahtsul Masa'’il, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah
Persis, Dewan syariat PKS dan lembaga fatwa lainnya. Dan salah satu
metodologi yang di anggap ampuh untuk menjawab persoalan persoa-

189 Pemikiran Isa Anshary tersebut didukung oleh fatwa alim ulama dalam
Muktamar Alim Ulama dan Mubalig Islam se-Indonesia pada tanggal 11-
15 April 1953 di Medan. Lihat: Ibid., h. 84-85.

215



lan baru adalah pendekatan maslahat atau yang dikenal dengan ijtihad
istislahidi mana wilayah nalar lebih dominan. Oleh karena itu dimung-
kinkan adanya perubahan fatwa dan hukum dalam menghadapi ka-
sus-kasus baru karena perbedaan maslahat, kondisi dan dinamika ilat
dan hikmah hukum. Misalkan persoalan demokrasi di dalamnya ban-
yak persoalan yang telah mengambil alih perhatian para fukaha kon-
temporer dan perdebatan karena bagaimana pun sebuah tradisi luar
ketika masuk dalam masyarakat muslim akan menjadi ketegangan.

Penutup

Fatwa bagaimana pun merupakan daya kreasi manusia yang
dilakukan melalui pergumulan secara intelektual dan sosial. Pergu-
mulan secara intelektual biasanya memperlihatkan mata rantai atau
ketersambungan antara satu gagasan dengan gagasan-gagasan sebel-
umnya, sedangkan pergumulan secara sosial adalah faktor-faktor luar
yang diduga menjadi faktor lahirnya suatu gagasan. Oleh karena itu-
lah Perubahan hukum Islam dalam persoalan ijtihadiyah itu perlu, un-
tuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter
masyarakatnya. Sehingga fatwa keagamaan khususnya menyangkut
kehidupan sosial dan politik yang ada di Arab Saudi misalkan tidak
bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena masyarakat Indone-
sia memiliki karakter sendiri. Di sinilah dibutuhkan fatwa keagamaan
yang moderat untuk menjawab memperkuat sistem politik yang
demokratis yang berdasarkan prinsip keadilan, kebebasan dan sikap
toleran terhadap agama yang lain.
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Bagian IV:
Diskursus Penggunaan Fatwa
dalam Meguatkan Islam Moderat
(Islam al-Wasatiyah)
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Fatwa di dalam Dunia Klasik dan Modern:
Pentingnya bagi al-Wasatiyah

Syafiq Hasyim

Pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan penjelasan dari
Prof. Khalid Masud dan Prof. Zahia Joulrou. Prof. Khalid Masud se-
bagaimana kita ketahui, beliau ada ahli usul fikih dan terkenal dengan
tulisan-tulisannya mengenai penggunaan maslahat, terutama tentang
al-Shatibi, karena disertasi beliau tentang itu. Kemudian pernah men-
jadi Kepala Ideologi Islam Pakistan pada zaman Presiden Musyarad
setelah pensiun menjadi pengajar di Universitas Leiden, pada waktu
itu beliau menjabat sebagai Direktur ISIM. Sekarang menjadi Hakim
Agung di Pakistan.

Kemudian Prof. Zahia adalah seorang Profesor dalam bidang Is-
lamic Studies di University of Tunisia. Beliau baru saja menerbitkan
buku menarik dan penting. Saya juga mendapatkan buku ini Prof. Kha-
lid Masud tahun yang lalu. Beliau juga membawa buku dua eksemplar
untuk kita. Judul bukunya, al-Ifta’ bayn Siyaj al-Madhhab wa Ikrahah
al-Tarikh. Secara umum buku ini berisi tentang fatwa, tetapi mengam-
bil setting di mana ibn Rushd hidup pada saat itu. Beliau berdua ini
akan memberikan overview sebentar bagaimana sesungguhnya fat-
wa dalam dunia klasik dan modern. Apakah mungkin fatwa itu menja-
di basis dan dasar menciptakan wasatiyah. Sebab selama ini kecende-
rungan yang dipelajari dan didengar, fatwa tidak berada di tengah, tapi
berada di pinggir sebelah kanan dalam pengertian fatwa lebih banyak
bicara hal normatif dan ortodoksi. Sementara dalam hal wasatiyah ini
tidak selalu mendapatkan pijakan dari hal yang ortodoksi.

Saya kasih contoh, orang secara umum melihat MUl memiliki
dampak terhadap penciptaan konservatisme. Tapi banyak orang lupa
bahwa MUI juga memiliki corak fatwa yang wasatiyah, sebagaimana
fatwa tentang terorisme, hak-hak perempuan, dan banyak fatwa lagi.
Fatwa yang bagus ini tidak pernah keluar dan diekpos di publik, se-
hingga kita merasa sulit mencari fatwa yang mendukung wasatiyah.
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Kita akan mendengar penjelasan dari Prof. Khalid Masud dan Zahia
tentang masalah ini. Masing-masing berbicara dua puluh menit dulu
karena nanti masih ada sesi lanjutan.

Khalid Masud

Persoalannya sudah dijelaskan oleh Syafiq Hasyim sebelumnya.
Saya punya dua presentasi hari ini sebenarnya. Yang pertama saya
akan membahas dengan singkat isu tentang pembuatan fatwa dan
mengapa kita harus menghubungkannya dengan wasatiyah. Kemudi-
an presentasi kedua, konsep wasatiyah itu sendiri. Kenapa ini penting,
saya harus menekankan bahwa fatwa sudah berubah sekali sejak tra-
disi al-Qur’an dulu.

Fatwa berubah dalam hal relasi negara, institusi, komunikasi, ma-
syarakat, dan pemerintahan, dan seluruh aspeknya. Tidak hanya peru-
bahan pada dampak pada fatwa tapi juga ciri fatwa sendiri. Saya akan
membahas ini sesuai kemampuan saya. Karena fatwa sangat kom-
pleks, terlalu ringkas kalau dijelaskan dalam dua puluh menit.

Fatwa pada awalnya merupakan pendapat lisan untuk merespons
pertanyaan dengan tujuan untuk menjelaskan situasi dan memberi
opini hukum. Dalam bentuk tradisional/lisan, komunikasinya berben-
tuk langsung, kepada orang yang bertanya dan mufti langsung mem-
beri jawaban kepadanya. Dalam bentuk tulisan disajikan dalam ben-
tuk tertulis, kebanyakan ditulis oleh orang yang paham bahasa fatwa
dan hukum. Terkadang ada kesalahpahaman dalam transformasi fat-
wa dari lisan ke tulisan.

Dalam era modern, media fatwa juga berubah, berubah dari me-
dia cetak, elektronik, dan sekarang media sosial/online. Saya tidak
tahu lagi media apalagi ke depannya. Setiap tahapan dari fatwa ham-
pir mengalami perubahan.

Fatwa lisan atau tulisan misalnya itu hanya berkaitan dengan orang
yang bertanya dan ditanya. Sementara kalau di era media, ketika itu di-
tanyakan, itu sudah menjadi publik. Fatwa pada zaman dahulu, mufti
hanya menjawab pertanyaan berdasarkan situasi orang bertanya dan
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jawaban itu hanya ditujukan pada pihak tertentu, khususnya orang
yang bertanya. Sementara di era media sekarang itu sudah menjadi
ranah publik

Karakter fatwa sekarang juga sudah mengalami perubahan karena
mufti tidak mendapatkan penjelasan detail soal situasi, latar belakang,
dan konteks. Sementara masyarakat semakin ambigu karena fatwa ti-
dak lagi ditujukan pada kelompok tertentu, tapi kepada ranah umum,
apalagi kalau fatwa tersebut dipahami oleh orang yang berbeda. Di TV
dan media sosial misalnya, mufti tidak tahu ke mana fatwa tersebut di-
arahkan. Dengan demikian, fatwa berhubungan erat dengan hukum,
masyarakat, dan negara yang karakteristiknya juga mengalami peru-
bahan.

Fatwa semakin menarik di masa modern, khususnya dalam set-
ting-an kolonial. Saya berikan contoh dari India, ketika Inggris men-
jajah India ada masalah di sana. Karena mereka diatur berdasarkan
hukum Islam dan kemudian bagaimana posisi hukum Inggris di sana.
Ketika itu Inggris ingin menerapkan kebijakan satu hukum di sana, yai-
tu hukum Inggris. Namun William Hunter menasihati kalau hanya ada
satu hukum, mereka akan menganggap negara ini sebagai dar al-kufr,
karena bukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga mereka tidak akan
menaati hukum Inggris. Kemudian akhirnya diambil kesimpulan bah-
wa orang India dan ulama berwenang diberi kesempatan membuat
fatwa.

Syaikh Abdul Aziz di sana mengatakan bahwa negara ini bukan dar
al-harb dan tidak menyatakan Inggris sebagai musuh. Dalam hal ini,
orang yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa hampir sama de-
ngan Paus. Dengan demikian, ada latar belakang di balik fatwa yang
keluarkan. Dan itu didasarkan pada doktrin lain, yaitu politik dan me-
nguntungkan pemerintah.

Fenomena ini tidak hanya umum bagi orang Eropa, tapi juga ma-
syarakat muslim, karena posisinya hampir sama dengan Paus. Misal-
nya, ketika Imam Khomeini mengeluarkan pernyataan dan disiarkan
ke banyak orang, itu dipahami sebagai perintah. Padahal kalau orang
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mengerti fikih tidaklah demikian.

Ini mengubah kondisi awal fatwa yang bersifat pribadi, kemudian
berubah kepada aspek yang lebih luas lagi. Sehingga setelah masa ko-
lonial, kekuatan politik diambil semua dari muslim. Islam mulai digu-
nakan untuk politik dan karena agama itu masih pribadi, maka we-
wenang mengeluarkan fatwa diambil pihak swasta. Ketika ini diambil
mufti itu menjadi problematik. Fatwa dijadikan sebagai fatwa terh-
adap sekte-sekte tertentu. Fatwa berujung pada privatisasi dan ber-
dampak pada perubahan fatwa dan karakteristiknya.

Ada upaya untuk menghentikan privatisasi fatwa dan kemudi-
an timbul pertanyaan apa itu fatwa yang baik dan siapa yang berhak
memutuskan. Di Mesir ada suatu gerakan yang melawan dan mengu-
sulkan agar terjadi agar dialog dengan masyarakat, yang menekankan
pada toleransi dan tidak mendukung kekerasan. Kemudian gerakan ini
diikuti negara lain, seperti Pakistan, Malaysia, dan Indonesia, yang sa-
ma-sama mengusulkan Islam moderat.

Ini menunjukkan telah terjadi perubahan dalam fatwa, kemudi-
an ada keinginan dan kebutuhan untuk me-review fatwa dan politisa-
si fatwa. Jadi kita akan melihat bagaimana problem fatwa. Ketika al-
Qur’an menggunakan istilah fatwa, ifta’ berati memperjelas sesuatu
dan istifta’ minta penjelasan. Masa periode al-Qur’an ada pertentan-
gan di sana, ketika Tuhan berbicara dalam konteks fatwa, fatwa bukan
diberikan Tuhan, tapi melewati Nabi Muhammad. Dengan kata lain,
Tuhan memberikan hal tersebut dan butuh penjelasan.

Ada kewenangan di balik fatwa dan Nabi pun dilatarbelakangi oleh
kekuatan ilahi. Fatwa bukan berasal dari pihak penguasa, tapi dari
orang-orang yang mengetahui hadis dan juga praktisi budaya lokal.
Karena reformis al-Qur’an ini sebagai reformasi dari praktik dari jahil-
iah. Jadi harus membedakan mana yang baik dan buruk. Jadi yang baik
harus diteruskan, dan perbuatan yang buruk dilarang.

Dalam buku Adabul Fatwa, fatwa diperuntukkan bagi orang yang
ahli. Aturan teknisnya sangat detail. Memang tidak disebut sebagai hu-
kum, tapi adab. Semacam kode etik bagi mufti.
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Pada masa dulu, fatwa dijaga agar tidak dikontrol oleh negara.
Imam Malik misalnya, tidak mau ketika pendapatnya dijadikan hukum
negara, karena masih banyak ulama yang alim di sana. Pada era mod-
ern, fatwa mengalami perubahan karena negara sebagai legislatornya.
Fatwa berubah dari ranah privat menjadi kekaisaran melalui legislasi.
Di mana mufti dikontrol oleh negara. Ketegangan terjadi lagi. Hukum
di masa kolonial direformasi. Hukum tradisional dan hak perempuan
juga berubah. Ini yang saya sebut dengan nasionalisasi syariat.

Setiap daerah memiliki keunikan sendiri. Jadi tidak harus mengiku-
ti mazhab. Nasionalisme menggantikan kekaisaran Islam. Bahkan se-
karang kenegaraan menggantikan agama Tapi tidak bisa memutuskan
hal-hal tentang agama,dan ini akhirnya menghasilkan rasialisme.

Semua elemen ini, kemudian yang terjadi adalah hukum modern
tidak ada hubungannya dengan moralitas dan lain-lain. Hal ini mem-
buat fatwa menjadi problematik di level negara dan positivisme hu-
kum. Semua diprediksi bahwa agama tidak punya arti lagi dalam hu-
kum dan mufti tidak punya peran lagi. Lalu apa yang terjadi? Pengaruh
fatwa menjadi makin penting dan dipolitisasi.

Para mufti karena dihadapkan pada tantangan modern, mereka ti-
dak kompeten semua persoalan modern, sehingga mereka bersifat
kolektif. Sehingga banyak terjadi perubahan. Fatwa menjadi penting
tidak hanya secara sosial, tapi juga politik. Karena pemerintah harus
berkonsultasi pada mufti.

Pada tahun selanjutnya, slogan dari negara Islam adalah pemaha-
man tentang konsep hukum membuat orang menulis mengenai hu-
kum. Pembatasan fatwa menggantikan juga hukum pribadi di abad 20.
Ada juga beberapa di sektor swasta dan ada tantangan globalisasi dari
hukum. Secara global juga ada masalah mengenai hak asasi manusia.
Terutama fikih banyak mengalami kontradiksi.

Kita berada pada era di mana fatwa menjadi sesuatu sangat pen-
ting, tapi juga ketidakadaan yurisprudensi pada fatwa ini. Satu hal
yang terjadi misalnya figh al-aqaliyah. Mereka tinggal di sana dan ti-
dak kembali. Aqalliyah diminta mengikuti hukum Islam. Pandangan
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ekstrem mengatakan mereka harus mendirikan negara Islam di mana
Anda tinggal. Muslim negara Barat meminta hukum Islam didirikan di
sana, tapi hal yang sama tidak terjadi di negara mayoritas muslim di
mana nonmuslim minoritas.

Ini menjadi isu yang sangat besar. Negara muslim yang besar, ter-
masuk Indonesia, berkumpul untuk mengeluarkan deklarasi bersama
terkait posisi nonmuslim dan jihad.

Pakistan juga sudah mengeluarkan deklarasi bahwa tidak akan ada
privatisasi fatwa dan kontrol negara, harus diorganisasikan, di Indo-
nesia juga ada organisasi fatwa. Perkembangan ini terjadi karena kita
dilema, sebab ada hukum barat dan yurisprudensi Islam juga tidak
bisa memberikan solusi. Itulah kenapa kita harus duduk bersama un-
tuk mendiskusikan yurisprudensi ini.

Saya akan mendiskusikan terkait wasatiyah di presentasi selanjut-
nya.

Zahia Jouirou

Pertama saya minta maaf karena Bahasa Inggris tidak terlalu jelas.
Karena saya adalah berasal dari Arab dan saya mempelajari bahasa
Arab selama 35 tahun dan bahasa kedua saya adalah Bahasa Prancis.
Saya akan bicara mengenai fatwa dan perubahan sosial. Bagaimana
perubahan sosial menjadi penting dalam hukum Islam.

Makalah ini dibuat untuk menganalisa perkembangan hukum Is-
lam di era modern, bagaimana Islam mengadopsi undang-undang
yang ada, dan bagaimana undang-undang ini berada dalam situasi
yang baru.

Saya akan menyajikan pandangan terkait pertanyaan tersebut,
terutama pandangan yang berkaitan dengan pemikiran hukum Is-
lam yang harus dikembangkan dan kemudian menjadi relevan dalam
kondisi modern saat ini. Kemudian sistem hukum Islam memiliki ke-
mampuan sendiri dikembangan dalam situasi apapun. Memang dalam
sebagian pandangan ekstrem mengatakan hukum Islam tidak bisa dis-
esuaikan dengan masyarakat modern.
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Sebelum bicara mengenai pandangan tersebut, kita harus mengeta-
hui sejarah pembuatan fatwa, karena sudah berlangsung lama. Di peri-
ode ini kita tidak bisa bicara ifta’ dan kebebasan. Dan fatwa yang diin-
stusionalkan dan terkait dengan isu yang muncul dengan mufti yang
merujuk terhadap kebudayaan, dan bahkan fatwa yang merujuk pada
zaman praislam yang merespons terhadap pertanyaan muncul menge-
nai masalah sosial yang ada.

mufti memiliki kemiripan dengan hakim. Pada saat periode terse-
but mufti memiliki kemampuan untuk langsung menyentuh sumber
hukum dan untuk memberi solusi terhadap pertanyaan yang muncul
yang diberikan kepadanya oleh masyarakat

Setelah periode ini muncullah periode institusionalisasi terhadap
fatwa. Institusionalisasi adalah sistem hukum Islam yang dilembaga-
kan dan dikarakteristikkan dengan munculnya keilmuan Islam dan
ahli hadis dan juga oleh kemunculan mazhab. Dan pelembagaan fatwa
merupakan bagian dari gerakan ini.

Dari periode ini, kita bisa membedakan dua masa: ijtihad dan tak-
lid. Imitasi selama momen ijtihad dari abad tiga sampai sembilan ban-
yak sekali fakih dan usiliyang menentukan mengenai kualitas seorang
yang bisa dipanggil sebagai mufti. Ada kategori mufti mukalid adalah
mufti yang meniru mujtahid, karena tidak memiliki kemampuan untuk
melihat dan menganalisa langsung sumber-sumber fatwa.

Mulai abad ke 14, kami mulai bicara mengenai ijtihad dan periode
ini dibicarakan dengan kemunculan undang-undang di banyak negara
Islam, mulai ada perumus undang-undangeksklusif dan mufti menjadi
berkurang jumlahnya pada saat pertengahan abad 19 dan pertengah-
an abad 20 kita tidak bisa lagi membedakan ada kekurangan fatwa, ka-
rena ada undang-undang negara yang diterbitkan.

Abad selanjutnya ini dinamakan shahwah, kami mengamati di awal
abad 21 kami mulai berbicara tentang “fawdah iftah” dalam baha-
sa Arab, di masa ini semua orang bisa mengeluarkan fatwa. Terutama
lewat media sosial, di mana semua orang memiliki laman di website.
Kekacauan fatwa ini menjadi masalah bagi masyarakat Islam dan neg-
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ara. Karena di berbagai kasus ada kontradiksi yang terjadi. Antara un-
dang-undang negara dan rekomendasi yang diberikan oleh mufti.

Kemudian fatwa ini dilembagakan, ini tergantung pada muftinya,
kalau bagus akan diikuti banyak orang, kalau tidak memiliki kemam-
puan yang kuat, maka fatwa itu tergantung kepada mufti yang mener-
bitkannya.

Kita bicara mengenai sumber fatwa dan kualifikasi mufti dari abad
ketiga kita tahu bahwa Imam Shafi‘Tt memenuhi syarat mujtahid. Mu-
jtahid bisa menjadi mufti. Beliau harus memiliki keahlian dan juga pe-
ngetahuan yang sama dengan mujtahid, dan juga pengetahuan menge-
nai al-Qur’an. Dan juga pengetahuan sunnah dan bahasa Arab.

Orang tersebut harus menjadi ahli dalam hukum dan sangat umum
di periode ini bahwa saat akan menerbitkan fatwa, mufti, tidak hanya
mengikuti apa yang harus ada dan juga harus merujuk pada generasi
pertama ijtihad. Karena fatwa ini harus diatur dalam usul fikih, sesuai
dengan al-Qur’an, sunnah, ijmak, dan giyas.

Jika seorang mufti mujtahid mengeluarkan fatwa harus mengkaji
melalui al-Qur’an dan sunnah, dan juga harus ada kajian legal sebelum
menerbitkan fatwa.

Kemudian selain itu, ada juga pengetahuan cabang yang harus diru-
juk di mana berbeda dari mazhab ke mazhab lain, misalnya, maslahat,
maslahah mursalah, dan banyak sekali sumber pengetahuan kedua
yang bisa dirujuk mufti, dan mereformulasikan pengetahuan tertentu.

ijtihad memberi peluang untuk menerbitkan fatwa. Setelah periode
tersebut, kita masuk dalam kategori mufti berikutnya. Mufti mujtahid
mustagqil, mujtahid fT al-madhhab, mufti mukalid.

Seorang mufti yang memiliki pengetahuan dan lemah dalam me-
todologi, maka jika ada kasus yang belum diselesaikan ini dinamakan
dengan mukalid, pertanyaan yang muncul, bisakah mufti mukalid me-
ngeluarkan fatwa?

Pada era modern, kisaran abad 18 sampai 19, mulai bermunculan
kasus-kasus baru dalam ranah ekonomi dan sosial, misalnya bagaima-
na hukum wakaf dari harta bergerak, musik, dan lain-lain. Sehingga
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panggilan untuk jihad mulai disuarakan oleh reformis modern untuk
mencari mufti legal terkait kasus tersebut. Pada periode ini, muncul
wacana terbukanya pintu ijtihad. Ada juga isu kodifikasi hukum Islam
oleh negara.

Pertanyaan signifikan adalah apakah hukum Islam bisa beradapta-
si terhadap perubahan kondisi. I[tulah sebabnya, ketika masuk periode
modern, kita menemukan banyak sekali pandangan yang menyatakan
bahwa kita harus menggunakan magqasid al-shari‘ah sebagai kerang-
ka analisis, jadi bukan hanya kajian legal, tapi harus menggunakan ma-
qasid al-shari‘ah.

Karena tidak cukup menggunakan undang-undang legal dalam
menghadapi situasi baru dan juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan
menggunakan giyas. Dalam menggunakan giyds harus ada presedenn-
ya, sementara ada banyak persoalan baru yang tidak ada presedenn-
ya dalam teks. Sebab itu, para ahli mulai banyak bicara mengenai ijti-
had baru di mana mereka berusaha mencari pengetahuan baru, dan
menggunakan magqasid al-shari‘ah dan maslahat, bukan sekedar meru-
juk kajian legal.

Syafiq Hasyim

Mungkin ada dua tanggapan dari peserta, terutama terkait per-
nyataan Prof. Zahia yang mengatakan giyds tidak bisa lagi digunakan
untuk merespons persoalan, karena dalam giyds harus ada preseden-
nya, sementara ada banyak persoalan yang presedennya sudah tidak
ada lagi. Di Indonesia misalnya, giyas sudah dikembangkan sehingga
menjadi relatif modern, contohnya konsep ilhaq masa’il bi naza’iriha.
Ini adalah salah satu ijtihad Islam Nusantara, yang sebetulnya sudah
digunakan MUI sejak 2000-an.

Kalau ada yang mau komentar, silakan.

Ulil Abshar Abdalla
Saya sangat menikmati presentasi anda berdua. Saya punya pan-
dangan pribadi mengenai ifta’ dan fatwa serta hubungannya dengan
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Islam moderat. Pendahuluan tadi yang disajikan Prof. Khalid Masud,
ada permasalahan fatwa di satu sisi dengan prinsip wasatiyah. Saya
punya pendapat yang berbeda. Wasatiyah adalah ciri dari fatwa tra-
disional.

Permasalahannya bukan pada ifta’ tradisional, tapi ifta’ baru yang
dikeluarkan para fundamentalis, seperti Aiman Zawahiri. Penerbitan
fatwa jenis baru ini menjadi problematik. Fatwa baru ini bukan meru-
juk pada fatwa tradisional yang kita tahu. Jadi masalahnya bukan fat-
wa tradisional, tapi fatwa jenis baru.

Kita lihat al-Azhar, banyak fatwa yang dikeluarkan al-Azhar, me-
mang kuno, tapi tidak dikeluarkan fundamentalis radikal. Ini pen-
gamatan saya.

Kedua, saya ingin mengomentari terkait pendapat Prof. Zahia. Saya
sepakat dengan apa yang beliau sampaikan. Ini presentasi bagus seka-
li. Anda tahu ada dilema antara masyarakat Islam saat ini. Dilema ini ti-
dak akan hilang. Saya tidak tahu bagaimana dilema ini akan menguap.
Mayoritas masyarakat Islam ingin sesuai hidup dengan moral Islam,
tapi hidup di sisi lain situasi yang berbeda. Mereka hidup dalam situ-
asi yang tidak memiliki preseden dengan moral Islam. Beda dengan
khalifah masa lalu. Ingin hidup sesuai Islam, tapi situasi politik tidak
memungkinkan. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ketegangan
tersebut.

Lena Larsen

Saya ingin berkomentar mengenai fatwa dan terkait wasatiyah. Dari
penelitian saya tentang fatwa Eropa, saya menemukan buku menarik
sekali ditulis oleh Yusuf al-Qaradawi, karena dia menjelaskan alasan
dan tujuan penulisan buku tersebut. Penulis buku tersebut merasa pri-
hatin dengan sahwah dan banyaknya pengeluaran fatwa dan penyaji-
an norma.

Karena fatwa itu harus dikeluarkan, bagaimana jika tidak ahli me-
ngeluarkan fatwa? Saya melihat ini sebagai hasil dari demokratisasi
dan akses terhadap pengetahuan. Dengan adanya publikasi majalah,
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di mana dulu orang menulis di atas kayu, kemudian berubah menjadi
kertas, dan seterusnya.

Khalid Masud

Saya akan menjawab dengan singkat, saya punya jawaban leb-
ih lengkap di presentasi kedua. Anda sudah menganalisanya dengan
baik. Fatwa fundamentalis berasal dari tradisi mereka. Kesalahann-
ya ada pada tujuan. Maka dari itu, wasatiyah harus juga berada dan
mengacu pada magqasid.

Problemnya masih ada dalam gqiyas. Qiyds ini mulai dari Imam
Shafi ini bukanlah sebatas logical, tapi suatu yang lebih luas. Sebe-
narnya, metode ijtihad ini melalui proses yang ketat dan kekuatan hu-
kumnya menjadi hilang.

Masalah kedua yang diajukan Ibu Lena, awalnya mufti pada tradisi
awal, mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat. Jadi meskipun
ada orang yang ahli dalam sastra, musik, dan lain-lain, mereka itu ma-
sih dianggap awam. Ini masalah. Kemudian mufti juga tidak diberikan
pertanyaan oleh orang yang bersangkutan secara langsung, tapi dia
hanya menerima pertanyaan dan menjawab langsung. Mereka meng-
gunakan masa lalu untuk menjawab masalah hari ini.

Zahia Jouirou

Mafhum wasatiyah bukan hanya ilmi, tapi juga situasional. Sesung-
guhnya syariat tidak hanya berkaitan dengan ibadah dan akhlak, tapi
juga gantn dan relasi sosial. Ini satu sisi. Ada pendapat lain, ada yang
berpendapat bahwa syariat salih li kulli zaméan wa makéan, dan mampu
menjawab seluruh masalah yang ada.

Kemudian masalah tidak selamanya dari mufti, tapi kita tidak mer-
apikan dan mengatur orang yang minta fatwa. Solusinya, kita harus
pindah dari pengetahuan tradisional kepada pengetahuan baru yang
lebih sempurna. Magadsid sudah diawali oleh al-Shatibi, dia beralih dari
usul fikih kepada filsafat tashri‘. Kita perlu juga beralih pada metode
yang berlandaskan filsafat tashri‘. Maslahat tidak hanya berlandaskan
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teks, tapi juga menggunakan akal. Hal ini sudah dilakukan Muktazilah.
Syafiq Hasyim

Kita akan istirahat sekitar 10 menit. Nanti akan dilanjutkan pada
sesi berikutnya. Terima kasih
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Prinsip Pembuatan Fatwa bagi Moderatisme
Islam (al-Wasatiyah): “Fatwa yang
Buruk” dan “Fatwa yang Baik”

Dadi Darmadi

Perkenalkan nama saya, Dadi Darmadi, saya dosen di UIN Syarif Hi-
dayatullah Jakarta. Mohon izin untuk satu jam setengah ke depan kita
akan berdiskusi mengenai status topik yang menarik dalam sesi ini
prinsip pembuatan fatwa bagi moderatisme Islam atau Islam wasati-
yah. Kita secara spesifik akan melihat fatwa yang baik dan fatwa yang
buruk. Mungkin itu menjadi permasalahan tersendiri apakah benar
ada fatwa yang baik dan fatwa yang buruk.

Telah hadir di tengah kita tiga narasumber. Saya akan bacakan
nama lengkapnya sesuai dengan urutan presentasinya. Pertama, KH.
Dr. Imam Nakha'i, kemudian diikuti presentasi kedua oleh Prof. Dr.
Musdah Mulia, dan yang ketiga, last but not least, Prof. Khalid Masud,
yang sudah dari tadi siang bersama kita di depan.

Baik, untuk sesi ini, saya sekilas membaca TOR itu sangat menar-
ik sekali, di mana di tengah pergulatan ideologis, perdebatan teologis,
berbagai isu yang seolah-olah membelah pandangan dan sikap masya-
rakat di Indonesia, fatwa menjadi sebuah faktor yang sangat penting.

Kita lihat beberapa tahun terakhir, produksi fatwa dari berbagai
lembaga resmi, seperti MUI, bukan hanya banyak, tapi juga kontekstu-
al. Berbagai isu dibahas. Dari sekian banyak itu, tentu ada saja ada be-
berapa fatwa yang masih diingat oleh teman-teman, terutama di kalan-
gan aktifis Islam seperti kita. Ada beberapa fatwa yang kontroversial,
misalnya tahun 2005 ada fatwa dari MUI yang mengharamkan Plural-
isme dan sebagainya. Mungkin nanti Mas Ulil bisa memberikan back-
ground tentang hal itu atau tentu saja kita juga ada Prof. Musdah di
sini.

Kemudian ada juga fatwa tahun 2012 tentang larangan mengucap-
kan selamat natal. Tapi di luar itu, sebetulnya cukup banyak fatwa yang
dianggap “baik”, misalnya tahun kemarin Lembaga Bahstul Masa’il NU
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mengeluarkan fatwa yang melarang kita menyampaikan ujaran ke-
bencian dalam segala hal. Kemudian dari aspek lain, dari aspek gender
misalnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah menegaskan prinsip dasar
pernikahan itu adalah monogami. Konsekuensinya, pengurus Muham-
madiyah tidak boleh poligami.

Ini hal-hal menarik dan sangat kontekstual dengan diskusi men-
genai Islam moderat. Untuk yang pertama, saya mengundang KH. Dr.
Imam Nakha'i, beliau lahir di malang 1970, beliau dosen Mahad Ali
Situbondo, meraih s3 di UIN Surabaya, kemudian sekarang di Jakarta
dan menjabat Komnas Perempuan.

Imam Nakha'i

Saya terpaksa menggunakan Bahasa Indonesia, karena memang ti-
dak bisa Bahasa Inggris. Sesi pertama tadi sudah dipaparkan Prof. Za-
hia bahwa ada problem fatwa, tidak hanya pada mufti tapi juga ada
mustafti.

Kalau boleh saya petakan, dari sesi pertama tadi, problem fatwa
setidaknya ada di tiga ruang. Pertama, perubahan fatwa, biasanya fat-
wa itu dikeluarkan untuk menjawab persoalan faktual dan baru, atau
al-masa’il al-waqi‘iyah al-lati waqa ‘at fi'l, bergeser pada sekarang fat-
wa itu tidak hanya menjawab persoalan yang faktual, tapi juga men-
jawab persoalan pengandaian, bahkan masalah hoax pun dijawab se-
karang.

Ini problem serius, hal-hal yang belum jelas yang terjadi di ruang
sosial itu juga kadang-kadang direspons oleh mufti. Ini melahirkan fat-
wa yang ceroboh. Misalnya, bagaimana hubungan Via Vallen dengan
Pak Kiai siapa. Padahal belum ada. Ini fatwa yang menimbulkan prob-
lem.

Kedua, perubahan dari individu ke ruang publik. Dulu fatwa sangat
individu. Misalnya, dulu ada fatwa al-Rammli, fatwa ibn Taymiyah, fat-
wa al-Nawaw1i, dan seterusnya. Sekarang fatwa itu justru dilembaga-
kan oleh kelompok. Misalnya, MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan
seterusnya menjadi lembaga fatwa yang tentu saja daya ikatnya jauh
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lebih kuat daripada fatwa yang dikeluarkan individu.

Ketiga, perubahan dari fatwa yang tidak mengikat menjadi
mengikat. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, fatwa merupakan
opini keagamaan yang disampaikan oleh orang yang sudah memenuhi
persyaratannya. Karena fatwa itu pendapat ulama mestinya tidak
mengikat. Tapi kemudian saat ini sepertinya fatwa itu harus mengikat
secara moral. Karena kalau tidak mengikat nanti dianggap sesat, tidak
boleh dikuburkan di kuburan tertentu, tidak boleh dishalatkan di mas-
jid tertentu, dan seterusnya.

[tu perubahan fatwa. Berikutnya adalah perubahan kapasitas. Bah-
wa ada keterbatasan metodologi fatwa misalnya. Hal ini akan kita bic-
arakan setelah ini, metode fatwa mana yang mampu menjembatani an-
tara sudut kanan dan sudut Kiri.

Misalnya, tadi disebutkan, Prof. Zahia, ada pertanyaan mendasar,
apakah magqasid atau maslahat di luar teks, artinya, apakah akal mam-
pu mengetahui kemaslahatan tanpa panduan teks, atau kemaslahatan
dan kebaikan itu berada dalam wadah teks. Selama ini ada jawaban
yang menciptakan pola polarisasi. Misalnya, ulama klasik mengatakan,
al-nustus aw’iyatul masalih /teks adalah wadah kebaikan. Tidak ada ke-
maslahatan dan kebaikan di luar teks. Di sisi lain, ada kelompok lain
yang kemudian mengatakan bahwa akal sepenuhnya mampu menge-
tahui kemaslahatan tanpa bimbingan teks atau rasul. Ini saya kira
sudut yang berbeda dan itu bukan wasati menurut saya.

Kemudian ada juga problem pengetahuan bahasa Arab yang ku-
rang mendalam menurut saya. Ini adalah problem kapasitas. Sebetul-
nya, usul fikih sudah menyajikan kajian Bahasa yang mendalam, hanya
saja dalam memahami teks, pemahaman mendalam terhadap teks itu
tidak dipakai. Misalnya, saya jarang pemikir Indonesia yang jarang me-
lihat kajian ini. Ada teks yang disebut lafal kulli, yaitu lafal yang memi-
liki makna dalam ruang sosial yang beragam. Lafal kulli ada dua: mut-
awathi’ dan musyakik.

Mutawathi’ itu kalau satuan maknanya memiliki kesamaan. Misal-
nya, lafal insan/manusia. Manusia disebut lafal kulli karena maknanya
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banyak. Misalnya, Mas Syafiq manusia, Prof. Zahia manusia, Mas Dadi
manusia, pertanyaannya lebih manusia mana di antara orang-orang
ini? Sama manusianya, tidak ada perbedaan.

Tapi juga ada kulli yang mushaqqiq, maknanya banyak, tapi tingka-
tannya beda. Misalnya, lafal putih, maknanya banyak, ada yang putih
sekali dan ada yang putih sedikit.

Pemahaman seperti ini misalnya kalau kita coba terapkan dalam
memahami lafal musyrik atau kafir. Dalam al-Qur’an dikatakan,

“Bunuhlah orang musyrik”. Musyrik itu kan man asyraka,orang
yang syirik. Yang disuruh perangi dalam al-Qur’an itu musyrik yang
mana? Yang warnanya seperti apa? Musyrik murni, atau musyrik se-
perti orang Bali misalnya? Dan lain-lain.

Ini saya kira juga penting dalam kajian kebahasaan. Masih banyak
lagi. Ini hanya sekedar contoh. Kajian seperti ini dalam usul fikih su-
dah disediakan, hanya memang tidak didalami. Ahok dikatakan kafir
misalnya, itu kafir yang mana? Sehingga itu juga berpengaruh pada
pimpinan, yang tidak boleh memimpin itu kafir yang mana? Itu keter-
batasan dalam memahami Bahasa. Ini juga akan menimbulkan prob-
lem.

Berikutnya, penggunaan sumber-sumber teks untuk fatwa itu juga
beda-beda dan melahirkan problem. Maka sebagian ulama menga-
takan, hakikat ikhtilaf itu bersumber dari dua hal: menggunakan sum-
ber dan bagaimana cara memahami sumber yang dirujuk.

Ruang selanjutnya yang menjadi akar problem fatwa adalah
bagaimana membawa fatwa yang dirumuskan dalam konteks tertentu
itu ke dalam konteks saat ini. Itu nanti disebut dengan problem tahqiq
al-manat. Ada banyak fatwa yang dirumuskan dalam konteks tertentu
untuk menjawab masalah tertentu dengan dinamika tertentu, kemudi-
an dibawa dalam konteks yang sama sekali berbeda. Ini saya kira yang
menjadi akar dari problem fatwa itu.

Saya sudah coba menulis dan saya kira saya tidak akan merujuk tu-
lisan ini. Saya akan menjelaskan secara singkat saja, bagaimana mem-
bangun fikih yang wasatiyah. Saya berangkat dari sebuah paradigma
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mendasar bahwa kita semua sepakat, pijakan syariat adalah untuk ke-
maslahatan manusia. Ini sering dikutip pemikir manapun, termasuk
fundamentalis sekalipun. Asas wal mabna syariat li masalih al-‘ibad fi
al-ma’ash wa al-ma’ad.

Ini kita semua sepakat. Tapi problemnya adalah, dalam bayangan
saya, bagaimana memahami syariat itu. Dalam keyakinan saya, tidak
ada moderatisme/moderatisasi di dalam satuan ayat al-Qur’an dan
hadis Nabi. Dalam bayangan saya, tidak ada ayat dan hadis yang ber-
diri sendiri. Pandangan ulama berdiri sendiri, tidak ada yang moderat.
Jadi, al-Qur’an dan hadis Nabi yang berdiri sendiri-sendiri tidak ada
yang moderat.

Moderat bagi saya, kalau teks itu dipahami secara utuh dan kemu-
dian diletakkan dalam ruang yang tepat. Baru itu bisa wasati. Problem
kita, bagaimana nanti kita akan menawarkan metode lanjutannya. Se-
belumnya, saya ingin melihat wasatiyah dalam syariat Islam.

Saya sudah mencoba menelusuri pemikiran ulama terdahulu ten-
tang bagaimana beliau mendefinisikan syariat itu. Saya kira soal maf-
hum al-wasatiyah sudah dijelaskan oleh Prof. Zahia. Dasar al-wasati-
yah adalah ayat al-Qur’an. Ayatnya, al-Isra’ 29, al-Furqan 67, al-Isr&
110, dan lain-lain.

Menurut kiai saya, wasatiyah itu sebenarnya pengertiannya ada
dua: satu, bukan ini dan bukan itu, misalnya Islam itu bukan liberal
dan bukan tradisional, tapi di antara keduanya. Masalih itu bukan se-
mata diambil dari teks, dan juga bukan lepas sama sekali dari teks,
tapi ada di perpaduan antara keduanya. Ada pengertian yang kedua,
wasatiyah itu perpaduan antara dua hal. Misalnya, Islam itu perpad-
uan antara dunia dan akhirat.

Saya coba mengumpulkan wasatiyah dalam dua pengertian itu.
Misalnya, perbedaan antara syariat dan fikih, mana yang Islam syariat
dan fikih. Saya sebetulnya tidak setuju dengan pandangan ini. Karena
memang ada orang yang membedakan antara syariat dan fikih. Syari-
at adalah al-Qur’an dan hadis. Kemudian, pemahaman ulama terhadap
al-Qur’an dan hadis. Meskipun saya tidak setuju, tapi kategori ini san-
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gat bagus dipakai sebagai pijakan mendasar.

Kemudian berikutnya, syariat antara i‘tiqadi, khuluqi, dan ‘amali.
Nanti ini kaitannya dengan Islam Nusantara. Sebagian tokoh terna-
ma di Indonesia mengatakan, Islam nusantara hanya bisa disemat-
kan pada fikih, bukan syariat. Islam Nusantara hanya bisa disematkan
pada amaliah, tidak bisa disematkan pada khulugiyah dan i‘tiqadiyah.

Selanjutnya syariat itu ada dimensi ketuhanan dan dimensi kema-
nusiaan. Syariat bukan hanya ketuhanan dan juga bukan hanya kema-
nusiaan. Tapi syariat itu memadukan di antara keduanya. Itu bagi saya
wasatiyah.

Berikutnya, idealitas dan realitas. Ini yang banyak mewarnai Islam,
dalam Islam ada azimah dan rukhsah sebagai wujud dari idealitas dan
realitas.

Kemudian, ada syariat antara ta‘abbudi dan ta‘aqquli. Mana yang
ta‘abbudi dan ta‘aqquli. Pada umumnya, ulama mengategorikan syari-
at ada yang ta‘aqquli dan ta‘abbudi. Ta‘abbudi adalah ajaran agama di
mana Allah tidak memberikan ruang yang cukup pada akal untuk me-
ngetahui rahasia di balik ketentuan itu. Bukan tidak ada rahasianya,
tapi Tuhan tidak memberi ruang yang cukup. Kemudian ta‘aqquli ada-
lah hukum-hukum Tuhan yang bisa dinalar akal manusia.

Kategori berikutnya, syariat antara qat7 dan zanni.

Kategori hanya ingin menjelaskan bahwa ke-wasatiyah-an Islam itu
kalau kita mampu mengumpulkan dua sudut-sudut tadi, karena kalau
gagal, maka itu akan melahirkan kecenderungan Islam yang tidak mo-
derat, yang terlalu keras dan bisa juga Islam yang liar.

Terakhir saya ingin menawarkan metodologi fikih wasatiyah.
Meskipun sesungguhnya sudah dirumuskan oleh teman-teman di sini.
Ada Cak Mugsith, Mas Ulil, Kiai Husein, dan Mas Syafiq juga sebetulnya
tokoh-tokoh muda ini sudah merumuskan Islam wasati itu. Dan juga
sudah dibubukan dalam keputusan NU. [tu keputusan yang sangat ba-
gus kalau dipakai menurut hemat saya.

Salah satu metodologinya adalah mengetahui kaidah ustliyah, ini
sebuah keniscayaan. Bagi seorang mujtahid ini adalah keniscayaan.
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Bagi orang yang tidak mengetahui kaidah usiliyah, apalagi baha-
sa Arab, sudahlah mengalah dulu dan jangan menjadi mufti. Cukup
menyerahkan kepada tokoh-tokohnya.

Kedua, mengetahui asbabunnuzul, sebab turun ayat, ada sebab
khas dan ‘amah. Asbabunnuzul khas berati konteks spesifik yang mel-
atarbelakangi turun ayat. Sementara asbabunnuzul umum berati kon-
teks sosial dan ekonomi ketika ayat itu diturunkan. Ada asbabunnuzul
yang menarik, yang coba ditawarkan oleh beberapa pemikir, yaitu as-
bab al-nuzil al-jadid, sebab nuziilyang baru, artinya, kita membayang-
kan seakan-akan al-Qur’an diturunkan kemarin. Bagaimana membaca
al-Qur’an dalam konteks yang baru.

Ketiga, bagaimana mengaitkan satu teks dengan teks yang lain. Kita
tidak boleh membawa satu teks ke mana-mana, sementara ada teks
lain yang diabaikan. Saya ingat Mbak Nur Rofi’ah sering mengatakan
seperti ini, ada orang yang sering mengatakan menurut al-Qur’an, pa-
dahal sesungguhnya adalah menurut salah satu ayat al-Qur’an yang
saya pilih.

Keempat, mengaitkan satu hukum dengan hukum lain. Ini juga pen-
ting. Misalnya, untuk konteks Aceh, mereka sangat semangat sekali un-
tuk menerapkan hudud, semisal potong tangan, rajam, zina, cambuk,
dan seterusnya. Tapi mereka melepaskan hukum lain yang berkaitan
dengan hudud. Ayat yang berbicara mengenai potong tangan itu ha-
nya satu ayat. Sementara ayat yang berbicara soal infak dan bagaima-
na menyantuni orang miskin ada puluhan ayat. Infaknya tidak pernah
dilihat secara komprehensif, tapi potong tangan dilihat secara serius.
Seakan-akan tidak potong tangan berate tidak Islam, tapi kalau tidak
infak tidak masalah.

Terakhir, mengetahui maqasid al-shari‘ah. Ini menjadi catatan san-
gat penting. Terakhir sekali, soal giyas yang tadi disebut Prof. Zahia.
Di Indonesia sudah mulai berkembang bukan hanya qiyds juz, yang
mengacu pada satu asal, tapi juga berkembang qiyaskulli yang acuann-
ya maqasid al-shari‘ah. Itu ternyata terinspirasi dari kitab-kitab klasik,
misalnya dalam al-mankhiil karya al-Ghazali, ketika masuk dalam qi-
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yas justru yang disarankan adalah mengedepankan prinsip universal
ketimbang hal-hal yang partikular.

Berdasarkan rujukan ini, dalam NU dikembangkan gqiyaskulli un-
tuk menjawab persoalan yang tidak ada rujukannya dalam teks secara
langsung. Saya kira itu, sementara, terima kasih.

Siti Musdah Mulia

Terima kasih, singkat saja. Pertama, sepanjang sejarah Islam pro-
duk hukum Islam itu kita kenal ada empat macam: kitab fikih, produk
hukum yang dilahirkan pengadilan agama, produk undang-undang Is-
lam: misalnya zakat, haji, dan lain-lain, dan fatwa. Menariknya, dari
keempat produk ini yang paling banyak menimbulkan kegaduhan itu
adalah fatwa. Mengapa? Karena fatwa itu selalu bersifat politis.

Terutama di masa Orde Baru, MUI itu hampir menjadi bemper pe-
merintah, seolah-olah MUI menjadi terompet pemerintah.

Tahun 2004 SBY mengulangi apa yang terjadi di masa Orde Baru de-
ngan menjadikan MUI sebagai satu satunya pijakan dan landasan sega-
la hal yang berkaitan dengan keislaman. Karena itu, tahun 2005 mun-
cullah berbagai macam fatwa yang isinya itu ketika pascareformasi
kelompok Islam konservatif inilah yang paling mampu menggunakan
kesempatan di era reformasi, justru bukan dari kelompok-kelompok
demokrat.

Di era demokrasi ini justru kelompok yang paling banyak menggu-
nakan ruang-ruang demokrasi adalah kelompok seperti PKS, HTI, dan
macam-macamnya. Karena itu, produk hukum atau fatwa kebanyakan
lahir dari kelompok itu. Karena itu perlu menjadi pikiran bagi kita ber-
sama bagaimana mengembalikan kondisi ini kepada wasatiyah yang
sedang digagas oleh NU, Muhammadiyah, atau pemerintah Indonesia.
Tapi saya juga masih ragu apakah pemerintah Indonesia punya kon-
sep yang matang untuk mengembangkan Islam wasatiyah, karena di
NU sendiri, masih terbelah pikiran tentang apa itu wasatiyah. Demiki-
an juga di kelompok yang lain.

Maka dari itu, saya mengapresiasi acara ini dan ini penting seka-
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li untuk mengembangkan fatwa seperti apa sebetulnya yang mencer-
minkan Islam wasatiyah.

Kedua menurut saya, bagaimana seharusnya memandang fatwa
dalam kehidupan kita? Apakah kita mau menjadikan fatwa itu seba-
gai sumber normatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ter-
us terang saja, kalau dalam bidang ekonomi misalnya, sejumlah fatwa
yang dibuat Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, misalnya fat-
wa yang berkaitan dengan ekonomi syariat, itu tidak banyak menim-
bulkan keributan. Karena tidak terlalu banyak disosialisasikan fatwa
yang berkaitan dengan ekonomi. Sebagaimana fatwa-fatwa yang bic-
ara soal label halal. Ini Tidak banyak dikomentari. Sementara pandan-
gan-pandangan yang tercermin dalam fatwa itu tidak mencerminkan
Islam wasatiyah menurut saya.

Seperti apa sebetulnya fatwa yang seharusnya kita gagas untuk
menjadikan dan mencerminkan Islam wasatiyah dan solutif, atau fat-
wa yang dapat menjelaskan situasi masyarakat agar bisa keluar dari
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini saya agak
ragu, karena persoalan yang paling besar dalam kehidupan beragama
kita adalah kita belum menjadikan persoalan kemanusiaan sebagai
masalah penting dalam kehidupan beragama kita.

Karena itu, kalau kita ingin mengusulkan fatwa wasatiyah, menurut
saya pakai aja konsep ibn Qayyim al-Jawziyah ketika dia menyebut-
kan maslahat. Terkait kemaslahatan, pertama yang harus dijelaskan
adalah kemaslahatan buat siapa? Menurut saya adalah kemaslahatan
umum, bukan kemaslahatan partai, elitis, dan segelintir orang. Saya
kira kemaslahatan umum bisa dilihat.

Kemudian kedua prinsip keadilan. Bicara keadilan di dalamnya ada
kesetaraan semua warga negara. Karena kalau bicara keadilan tanpa
ada kesetaraan, saya kira itu nonsense. Bicara kesetaraan itu mudah
ngomongnya, tapi implementasinya sangat susah.

Menurut saya, gagasan paling dahsyat yang pernah digagas Rasul
adalah kesetaraan umat manusia. Saya lihat dari sejarah kemanusiaan
kita, apa yang diproklamirkan oleh Rasul pada masa dulu tentang ke-
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setaraan manusia itu baru diimplementasikan dalam kehidupan glob-
al di dunia internasional baru pada abad 20, dengan lahirnya perjan-
jian internasional tentang anti rasial, anti perbudakan, dan lain-lain.

Tapi implementasi dari perjanjian internasional ini di dunia Islam
juga sangat miskin. Indonesia menandatangani banyak perjanjian in-
ternasional, tapi ketika sampai di Indonesia tidak banyak diimplemen-
tasikan dengan baik, apalagi oleh para ulama. Karena itu, menurut
saya penting sekali membicarakan prinsip keadilan ini secara luas.

Keadilan juga adalah penghargaan. Bisa enggak kita mulai dari se-
karang untuk menyebut kata kafir itu tidak hanya seperti yang dipa-
hami masyarakat kita. Kata kafir selalu dipahami sebagai bukan Islam.
Tahu tidak Paus yang sekarang ini sering mengatakan jangan sebut
kami orang kafir karena kami orang beriman.

Definisi kafir ini penting sekali buat saya, karena saya baru saja me-
nemukan ide tentang kasus bom bunuh diri itu hanya berangkat dari
satu ayat, wa /& tuthi kafirin wa jahidhum, jadi menurut mereka kafir
itu adalah nonmuslim.

Tapi bagaimana kalau kita ajarkan kepada masyarakat bahwa orang
kafir itu juga koruptor, orang yang serakah, orang yang mengeksploita-
si kemiskinan, anggota DPR yang suka tidur pas rapat, jadi kita harus
berjihad melawan itu, melawat ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan,
dan lain-lain. Ini harus mulai dari sekarang. Mau enggak kita semua
menyampaikan ini secara frontal.

Memang pada awalnya masyarakat akan kaget, tapi kalau tidak ada
yang memulai ini juga persoalan besar ketika kita hanya berani bicara
di sini, tapi kalau sudah keluar tidak berani karena takut kehilangan
pekerjaan, popularitas, dan segala macam.

Terakhir menurut saya adalah apa yang perlu kita sentuh dalam
isu fatwa-fatwa yang penting dalam kehidupan kontemporer kita?
Menurut saya adalah isu perdamaian. Karena berbicara perdamaian
berati membicarakan suatu hal yang paling inti dalam kemanusiaan
kita. Bukankah Islam itu agama yang paling depan membicarakan dan
menekankan pentingnya perdamaian.
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Kedua, isu lingkungan. Bicara lingkungan berati kita bicara air
bersih, sampah, energi, dan lain-lain. Fatwa-fatwa mengenai ini sangat
miskin sekali dalam kehidupan kebangsaan kita.

Kemudian, tentu saja saya juga pro untuk melahirkan fatwa-fat-
wa yang berkesetaraan gender. Kalau saya lihat ada sekitar enam fat-
wa yang berbicara tentang perkawinan, tapi semuanya meminggir-
kan perempuan. Tapi belum ada satu pun fatwa yang bicara mengenai
keadilan dan kesetaraan gender. Mengapa? Karena MUI tidak sensitif
terhadap persoalan yang berkaitan dengan perempuan. Apalagi MUI
menyatakan, kami hanya menggunakan teks tidak akal, padahal kalau
kita sudah menggunakan teks berati sekaligus sudah menggunakan
akal, karena tidak mungkin teks tanpa akal.

Tahun 1992 kami pernah melakukan penelitian di LITBANG, kena-
pa ayat ini paling banyak disampaikan di masyarakat. Selama setahun
kami mendengarkan khotbah Jumat. Kami meneliti ayat apa saja yang
sering diucapkan dan ayat apa saja yang tidak pernah diucapkan. Jadi
pilihan ayat khatib juga berkaitan dengan interest mereka. Karena itu
perlu juga ada lembaga seperti NU yang menjelaskan kepada masyara-
kat bahwa ayat ini juga perlu disampaikan.

Menurut saya penting juga ada lembaga yang memperhatikan war-
na keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sehing-
ga kita benar-benar wasatiyah, tidak hanya ke kanan terus dan juga ti-
dak ke kiri terus.

Penting juga menurut saya penting juga nuansa keagamaan yang
populer di masyarakat. Ada semacam keseimbangan yang bisa kita
lakukan. dilakukan. Ini terakhir dari saya, saya berharap setelah ini
kita bisa merumuskan fatwa alternatif yang bisa menyelesaikan per-
soalan kita. Terima kasih.

Khalid Masud

Saya punya dilema, untuk merepresentasikan dalam sepuluh menit
saja. Sebelum saya sudah ditekankan kebutuhan untuk melihat wasati-
yah. Kita punya pengalaman wasatiyah, tapi bukan berati biner saja.
Wasatiyah mestinya bukan dihadapkan pada dualisme: apakah ini se-
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buah ideologi islami, apakah ini dari tradisi Islam. Tuhan menciptakan
sisi baik dan sisi buruk.

Saya senang Imam Nakha'i sudah menjelaskan. Menurut saya prob-
lem ini muncul dari diskusi teologis tentang baik dan buruk. Bagaima-
na cara mengetahui baik dan buruk? Muktazilah mengatakan baik dan
buruk bisa diketahui oleh akal. Sementara pandangan lain menga-
takan baik dan buruk berasal dari wahyu ilahi.

Ini sebetulnya bukan pertanyaan hukum, karena hukum menim-
bang dan memperhatikan pengalaman manusia. Dari pengalaman ma-
nusia menurut saya, manusia bisa mengetahui baik dan buruk dari
pengalaman mereka. Pengalaman ini bisa memutuskan mana yang
baik, tapi tidak sepenuhnya baik, dan syariat menekankan mana yang
lebih baik itu.

Sumber hukum Islam dalam usul fikih ada empat: al-Qur’an, sun-
nah, ijmak, dan giyds. Kemudian sumber ini dibagi menjadi dua: sum-
ber primer dan sumber sekunder. Al-Qur’an dan sunnah adalah sum-
ber utama, sementara ijmak dan giyds adalah sumber giyds. Setelah
muncul mazhab fikih keempatnya dianggap sebagai sumber utama.
Sering kali kita melewati persoalan ini, kita membuat ijmak menjadi
teks dan sumber utama.

Saat ini, muslim menghadapi masalah yang lebih rumit lagi, yaitu
bagaimana menghadapi teks dengan logical reasoning. Menurut saya
yang kurang adalah hermeneutika. Sebagian tradisi legal agama sudah
menerima hermeneutika. Misalnya, Talmud adalah teks, komentarn-
ya adalah pemahaman. Anda harus melihat penjelasannya dalam me-
mahami teks. Misalnya dalam tradisi agama Yahudi, satu kitab men-
gomentari kitab sebelumnya. Jadi ini adalah lapisan mengetahui teks.
Karena Anda tidak bisa memahami teks tanpa memahami komentarn-
ya.

Ahli hermeneutika mengatakan ada cara memahami suatu secara
alami. Dalam alam ada hukum universal yang tiak berubah. Jadi ada
kata-kata yang tidak mengalami perubahan. Ada kata yang dari dulu
sampai sekarang maknanya sama saja. Yang membuat berbeda adalah
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ketika teks dibaca berdasarkan budaya masing-masing, karena budaya
menjadi sudut pandang. Jadi pemahaman dan penafsiran Anda akan
dipengaruhi di mana budaya Anda hidup.

Jadi anda tidak bisa meminta orang lain memiliki pemahaman yang
sama dengan anda jika pemahamannya ada di abad lalu. Ini adalah hu-
bungan yang sangat dinamis. Jadi ini adalah masalah yang dihadapi
masa sekarang jika kita tidak mempertimbangkan hermeneutika mod-
ern. Hal ini bukan berati kita memilikinya dalam tradisi Islam.

usul fikih sudah bahas ini. Tapi masalahnya kita lebih menekank-
an pada tata bahasa. Kita tidak bahas maknanya. Kita tidak melibat-
kan orang-orang hadis, karena ada banyak metafora dan terminologi
yang harus dikembalikan pada pemahaman yang sudah dilakukan se-
belumnya.

Dalam hermeneutika, dualisme berasal dari pikiran Iran dan Per-
sia yang sudah dipengaruhi tradisi Kristen dan Yahudi, yang dekat de-
ngan Arab.

Yang menarik dan penting adalah saya melihat dalam surat al-
Fatihah, ghayr al-maghdib ‘alayhim wa la al-dallin, maknanya bukan
jalan Yahudi dan Kristen. Karena ini menjadi kategori yang biner.

Menurut al-Shatibi, ihdina al-sirat al-mustaqim, harus dibaca seba-
gai pembuka al-Baqarah. Mustaqim didefinisikan sebagai orang yang
tidak seperti generasi sebelumnya.

Saya agak terburu-buru, dalam Surah al-Bagarah menurut al-
Shatibi sebagai penjelasan atau tafsir dari wasatiyah. Kalau diperha-
tikan Surah al-Baqarah, 21 ayat pertama, itu membahas perbedaan
keyakinan. Dua kali diulang sebagai sesuatu yang konklusif. Wasat ada-
lah takwa. Dalam hadis dikatakan takwa adalah jalan yang dipenuhi
semak berduri dan Anda berjalan dengan sangat hati-hati. Jadi orang
yang bertakwa adalah orang yang hati-hati.

Tadi, Imam Nakha'i sudah bicara soal kategori kafir dan musyrik,
sebetulnya al-Qur’an tidak hanya menjelaskan kafir dan musyrik, tapi
juga ada muslim dan munafik. Ayat 22 sampai 39 dalam Surah al-Baqa-
rah menyimpulkan tujuan penciptaan manusia adalah takwa. Pencip-
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taan manusia ini untuk keuntungan manusia dan orang yang tidak ber-
takwa akan celaka. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang
Bani Israil dan Kristen yang tersesat. Sampai ayat 193 membahas soal
Yahudi dan Kristen serta membahas kelemahan dan kesesatan mere-
ka.

Sesat dari mana? Bukan dari Yahudi dan ajaran mereka, tapi ses-
at dari ajaran Nabi Ibrahim. Di sini saya harus menyebut satu hadis
dari ‘Abdullah ibn Mas‘id, di mana Nabi Muhammad menjelaskan al-
sirat al-mustaqim adalah jalan lurus, dan menarik garis, serta mem-
buat garis dari kanan dan kiri. Wasatiyah adalah bagian tengah dari
dua garis. Kalau lingkaran titik tengah adalah wasatiyah. Ini adalah pe-
mahaman dari sirat mustaqim.

Dalam ayat 143, sampai pada perubahan kiblat. Secara teologi ini
perubahan besar, jika anda lihat lagi kata dari al-Qur’an yang men-
gatakan bahwa ini bukan masalah ritual, jadi semua pembahasan ini,
sampai pada ayat 178 mengenai ahli kitab. Al-Qur'an mengatakan
muslim sebagai ummah wasat yang membedakannya dari Yahudi dan
Kristen, juga sebagai saksi dari orang-orang, syhuda alal nas, dan un-
tuk tetap lurus dalam jalur yang ada.

Kemudian ajaran Islam mengenai wasatiyah dari ayat 152, polanya
adalah bahwa Tuhan memberikan cobaan yang sulit, bagi orang yang
sakit ada pengecualian. Semua ini contoh bahwa al-Qur’an menjelas-
kan masalah ini. Pengecualian ini hanya harus dibuat sesuai kebutuh-
an. Jadi ini menurut saya sebagai arti dari wasatiyah.

Al-Shatibi juga tidak membahas wasatiyah dalam arti ifrat dan ta-
frit. Ada lima hal mendasar, bukan hanya untuk muslim, tapi untuk
semua tradisi. Kehidupan manusia bergantung pada hal tersebut.
Darturiyat adalah inti. Hajiyat kebutuhan yang memiliki pengecualian.
Tahsini suatu yang datang dari budaya. Ini hal penting, tapi tidak ba-
gian dari hukum.

Semua ini saling melengkapi. Semua ini kompleks. Jadi setiap anda
melihat fatwa anda melihat pengecualian apa yang harus dilihat dan
sejauh mana fatwa berpengaruh di situ.
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Wasatiyahjuga berkaitan dengan niat. Maslahat bukan untuk tu-
han, ahli teologi yang bilang bahwa tuhan melihat apakah anda patuh
atau tidak. Karena tuhan tidak melakukan apa-apa, semuanya untuk
manusia. Kemudian bahasa harus dapat dipahami agar komunikatif.
Al-Shatibi juga membahas sifat atau ciri syariat sebagai ummiyh, yaitu
standar bagi fatwa bagi normalitas legal ini adalah tingkatan.

Jadi anda tidak punya keharusan. Harus di tengah saja. Kebaikan
ini dipahami dalam tahapan manusia biasa. Kewajiban tidak boleh
melebihi fisik dan kapasitas manusia

Walaupun syariat untuk kemaslahatan anda, akan membutuhkan
ikhtiar lebih. Untuk memahami ifrat dan tafrit ini adalah biner dan
pengecualian, seperti kita membuat peraturan ada pengecualian juga.
Kita harus menjadi contoh bagi umat manusia, bahwa kita tidak hanya
berinteraksi dengan muslim saja, tapi juga keseluruhan manusia. Jadi
kita ambil semua ini. Menurut saya, kebutuhan kita dalam hal reason-
ing dan dalam hal hermeneutika juga.

Al-Shatibl sudah memberikan contoh itu dan kita ingin memecah-
kan bukan problem kita tapi problem seluruh umat Indonesia, dan Is-
lam bagian dari itu. Terima kasih.

Dadi Darmadi
Waktunya sebetulnya sudah lewat, mungkin ada beberapa per-
tanyaan, satu atau dua penanya.

Mahbub Maafi

Pertama, saya agak tersentak dengan judul moderatisme fatwa, pa-
dahal tidak ada fatwa yang tidak moderat, karena prinsip fatwa adalah
ghayr al-mulzim.

Al-Qarafi dalam al-IThkam mengatakan, ada fatwa yang tidak sesuai
ditinggalkan saja, tidak semua hukum itu perlu diamalkan. Ini selesai.
Semua fatwa itu moderat. Jadi tidak ada yang tidak moderat sepanjang
sesuai dengan kaidah yang ada.

Prof. Zahia mengatakan maslahat bisa diketahui akal, mestinya akal
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dan nas secara bersamaan memahami nas.

Kedua, terkait giyaskulli, kalau di NU, ketika qiyas tidak memung-
kinkan, maka yang dilakukan adalah ilhdq masai. Ini sudah dibahas
jauh-jauh hari di NU.

Arwani Faishal

Apa yang disampaikan Syaikh Khalid, ada dua hal yang perlu diang-
kat. Memang benar bahwa dalam al-Qur’an ada istilah al-wasatiyah,
yaitu ‘ummah wasat. Sebetulnya tidak hanya al-Shatib1 yang menjelas-
kan hal ini, tapi juga ada ulama lain.

Dalam tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, dan ibn Katsir, kata wasat dipa-
hami bukan ngambang, bukan ini dan bukan itu, wasat bayn al-ifrat wa
al-tafrit, artinya ada dalam posisi tengah, ma bayn al-tarfayn, tidak ke
kanan dan tidak pula ke kiri. Posisinya di tengah.

Dalam hadis Nabi, ma hawl al-hima, jadi harus di tengah, jadi kita
harus kembali kepada tafsir bukan usul, karena itu bukan pembaha-
san usul.

Saya terima kasih kepada narasumber. Kami berharap agar majelis
ilmu dan buhiith ini tidak menyebut lembaga-lembaga ini dan itu. Jadi
kalau merujuk satu imam itu tidak moderat. Jadi jangan diartikan mo-
derat itu tidak ada pembanding dan perselisihan pendapat. Bukan itu.

Saya merasa bersikap moderat termasuk tidak menganggap pihak
lain rendah.

Imam Nakha’i

Wasatiyah itu adalah sifat yang dilekatkan pada manhaj atau pada
hasil? Wasatiyah itu menurut saya bisa disifatkan pada dua-duan-
ya, bisa usul fikih dan hasil. Jadi, al-jam‘ wa zaw&hir al-nustsuh wa
al-masalih. Ini adalah termasuk wasatiyah fi al-manhaj. Ada juga
wasatiyah dalam hasil. Apakah wasatiyah itu selalu melekatkan pada
fatwa? Tapi itu baru satu aspek. Tapi ada aspek lain. Misalkan, mun-
gkin fatwa tidak mengikat tau tidak. Tapi karena ada unsur lainnya,
yang harus dilihat dari seluruh aspeknya.
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Mungkin perlu ditekankan, saya meyakini, bahwa wasatiyah ada-
lah sifat yang melekatkan pada Islam itu sendiri. Tapi bagaimana me-
mahaminya? Apakah sesuai dengan wasatiyah atau tidak? Ini soal lain.
Kita yakin bahwa setiap qawl pasti ada yang ditolak dan diterima ke-
cuali Rasul. Itu karena pemahaman siapa pun belum tentu sejalan de-
ngan kehendak tuhan.

Khalid Masud

Saya rasa diskusinya sudah selesai. Semua fatwa moderat. Dan itu
yang harus kita camkan, karena itu yang ingin saya targetkan. Saya in-
gin bertanya, al-Qur’an adalah sumber dan pemahaman, dan kenapa
tafsir bukan sebagai sumber dari pemahaman kita.

Lena Larsen

Jika kita puasa Ramadan, kita tahu kapan boleh makan, dan kita
santai kapan kita makan. Dan kita kebablasan jadwal, jadi kita tidak
tahu waktunya. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi.

Dadi Darmadi

Kita sudahi sesi ini, dan kita lanjutkan pada sesi berikutnya, jam 8.
Terima kasih
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Diskusi Soal Peranan Ulama
Perempuan dan Fatwa KUPI'°

Syafiq Hasyim

Pada sesi ini diskusi dengan KUP]I, yaitu organisasi ulama perem-
puan yang pernah menyelenggarakan konferensi di Cirebon, yang
datang dari berbagai negara. Hari ini ada KH. Husein Muhammad, Dr.
Nur Rofi'ah, dan Dr. Athiya Ulya. Ketiganya berasal dari organisasi yang
berbeda.

Athiyatul Ulya

Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta workshop hari ini.
Pertama kami ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan
ICIP. Pada sesi ini kami diminta bicara tentang KUPI. Saya akan men-
yampaikan secara umum tentang sejarah ulama perempuan, mulai se-
jak masa awal, yaitu masa Nabi Muhammad, yang menjadi motivasi
diselenggarakannya KUPI. Peran ulama perempuan pada masa awal
sangatlah penting dan betul-betul didengar oleh Nabi sebagai pemba-
wa risalah. Banyak riwayat yang menjelaskan peran sahabat perem-
puan pada masa Nabi di mana perannya cukup luar biasa, terutama
untuk memperjuangkan persoalan-persoalan yang dihadapi perem-
puan.

Paling tidak ada tiga hal yang dihadapi perempuan secara umum:
persoalan pemberdayaan perempuan, persoalan hak yang seharus-
nya diperoleh perempuan, dan persoalan memandang sebelah mata
perempuan, atau istilah sekarang ini bias gender. Ini sangat kelihatan
sekali pada masyarakat ketika itu.

Misalnya, persoalan pemberdayaan perempuan, ada salah satu ri-
wayat dari sahabat yang bibinya pada masa itu sedang mengalami
masa idah karena dicerai suaminya, dan ingin memanen buah kur-

190 KUPI adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, kali pertama diada-
kan di Cirebon pada 25-27 April 2017.
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ma yang dia punya. Tapi apa yang dia lakukan itu ditegur oleh sahabat
laki-laki, karena dianggap sedang idahdan tidak layak itu dilakukan
sekalipun buah kurma itu miliknya sendiri. Kemudian ini dilaporkan
kepada Nabi SAW, jawaban Nabi sangat luar biasa, bukan memperkuat
larangan itu, tapi membolehkannya. Kata Nabi, “Dengan memanen
buah kurma kamu bisa berbuat baik”.

Ini adalah salah satu contoh pemberdayaan perempuan yang seb-
etulnya boleh dilakukan, tapi karena pandangan tertentu, itu diprotes
sahabat laki-laki.

Kemudian upaya perlindungan perempuan, dalam sebuah riwayat
disebutkan bahwa beberapa perempuan telah mendatangi rumah
Nabi dan mengadu tentang perlakuan suami-suami mereka yang telah
berlaku kasar kepada istrinya. Merespons persoalan itu, Nabi menga-
takan, “Berlaku kekerasan kepada perempuan bukanlah sesuatu yang
disukai, paling baik di antara kalian adalah yang baik kepada istrinya”.

Kemudian contoh lain, ini sering saya sampaikan di berbagai kes-
empatan, Siti ‘A'ishah memprotes keras beberapa sahabat yang men-
gonfirmasi hadis tentang perempuan dan keledai. ‘A'Ishah berkata,
bagaimana mungkin kalian menyamakan kami dengan keledai? Yang
ketika itu dikonfirmasi adalah salat seorang akan batal bila lewat di
depannya anjing, keledai, dan perempuan. Dalam riwayat Abt Dawud
itu ada penjelasan ‘A'ishah atau konfirmasi terkait riwayat seperti itu.

Jadi banyak sekali sebetulnya riwayat tentang bagaimana perjuan-
gan sahabat perempuan ketika mereka menghadapi persoalan tentang
penuntutan hak yang mestinya diperoleh perempuan ketika itu, tapi
pada waktu itu belum diperoleh. Setelah mereka mengadukan kepada
Nabi, baru hak mereka terpenuhi.

Problem yang dihadapi perempuan kala itu, ternyata pada masa
sekarang ini, masih juga muncul, soal pemberdayaan perempuan, ke-
kerasan, bias gender, itu sampai saat ini masih kita lihat di masyarakat.
Dalam catatan Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan
dengan berbagai macam bentuknya setiap tahun semakin meningkat.
Kemudian, pernikahan di usia anak juga semakin banyak dan dampak-
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nya cukup luar biasa terhadap keluarga itu sendiri.

Saya ingin berbagi cerita kepada bapak ibu sekalian. Saya juga per-
nah mengalami kekerasan, meskipun bukan kekerasan secara fisik,
tapi secara verbal. Ketika ayah saya di akhir menjelang wafatnya, beli-
au menceritakan kepada saya bahwa ketika saya lahir, beliau kecewa
karena saya perempuan, beliau berharap sebetulnya agar yang lahir la-
ki-laki. Dan beliau sudah disiapkan nama untuk laki-laki. Karena mera-
sa kecewa, beliau tidak mau memberi nama untuk perempuan. Sehing-
ga ibu saya yang akhirnya yang memberi nama saya. Saya diberi nama
Athiyatul Ulya dengan harapan saya menjadi hadiah bagi mereka ber-
dua. Hadiah yang istimewa.

Sampai kepada anak keempat, ibu saya melahirkan semuanya per-
empuan. Tekanan yang luar biasa itu datang dari lingkungan. Saya
menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat mengatakan kasihan
sekali tidak punya anak laki-laki dan seterusnya. Sehingga ibu saya
sebisa mungkin, pada masa kelahiran putra kelima, mengikuti saran
yang dianjurkan untuk memperoleh anak laki-laki.

Sebetulnya, tekanan seperti itu, kalau keluarga tidak memberikan
dukungan, mungkin tidak seberat itu tekanannya. Kemudian dari sisi
pemberdayaan, ketika bapak saya sakit, ibu saya harus terpaksa beker-
ja berdagang di pasar. Apa yang dikatakan masyarakat waktu itu, ter-
masuk keluarga waktu itu, mereka mencemooh apa yang dilakukan
ibu saya dengan berbagai alasan. Ada juga mengatakan alasan agama.
Bahkan, ibu saya sampai menangis karena diejek di Pasar. Nah, apa
yang saya sampaikan ini, kembali kepada isu-isu apa yang dialami per-
empuan sekitar lima ratus tahun yang lalu sampai saat ini itu masih
terjadi.

Pentingnya peran ulama dalam memberikan pemberdayaan kepa-
da perempuan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini,
kehadiran ulama perempuan, yang didefinisikan oleh KUPI, tidak ha-
nya perempuan, tapi juga laki-laki yang memberi perhatian pada per-
soalan perempuan.

Kebetulan saya juga di Majelis Tarjih Muhammadiyah, dengan dili-
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batkannya perempuan dalam Majelis Tarjih itu juga mewarnai terh-
adap putusan-putusan Majelis Tarjih. Misalnya, putusan tentang kel-
uarga sakinah. Dalam penyusunan keluarga sakinah, Majelis Tarjih
melibatkan ‘A'ishah, hasilnya, pernikahan yang sah tidak cukup de-
ngan syarat yang ada, tapi juga harus dicatatkan dalam buku nikah
di KUA. Kemudian pernikahan sebaiknya tidak dilakukan di usia dini.
Termasuk prinsip pernikahan monogami, perlindungan anak, dan se-
bagainya.

Ada banyak hal menurut saya, kehadiran perempuan dalam lemba-
ga itu cukup memberi warna dalam menghadapi persoalan yang diha-
dapi perempuan. Mungkin itu saja, nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Nur
yang membidani lahirnya KUPI.

Nur Rofi’ah

Yang saya hormati Prof. Khalid Masud, mentor saya di al-Musawa,
dan juga Prof. Zahia. Saya sebetulnya, kalau dalam surat, diminta shar-
ing soal peran perempuan dan fatwa. Karenanya saya mulai dengan
gambar-gambar. Ini gambar suasana Bahstul Masa’il NU dan saya sen-
ang sekali karena di sana ada perempuan, di ujung sana, tapi kayaknya
hanya sebagai notulen saja.

Berikutnya, ini suasana umum dalam Bahstul Masa’il NU seperti
ini. Yang menarik dalam NU adalah Bahstul masa’il tidak tunggal. Ada
Bahstul Masa’il yang menempel dalam forum resmi NU. Mungkin di
sini perempuan tidak bisa menjadi peserta aktif secara formal, karena
NU punya organisasi perempuan, dan perempuan letaknya di Musli-
mat, Fatayat, dan seterusnya. Sehingga, ketika Muktamar berlangsung,
Banom itu seingat saya masih belum bisa menjadi peserta Muktamar.
Karenanya tidak bisa menjadi peserta Bahstul Masa'’il yang nempel di
Muktamar. Yang jelas di NU terbuka, tetapi mayoritas pesertanya la-
ki-laki.

Perkembangan yang menarik adalah Bahstul Masa’il sudah mulai
dilakukan pondok pesantren putri. Saya belum pernah ikut forum itu,
tapi yang saya dengar, tim perumus dan musahhih itu masih harus dari
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Pak Kiai.

Kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah juga sama. Saya masih in-
gat dulu Bu Nyai saya, namanya Khoiriyah Hasyim, itu menjadi anggota
Syuriah, jadi bukan tidak ada, sejak awal juga sudah ada anggota per-
empuan, tapi masih sangat minim dan perlu kualitas yang tinggi seka-
li untuk bisa masuk ke sana.

Berikutnya, MUI, ada di sana Prof. Huzaimah Tahido Yanggo. MUI
memang tidak punya organisasi sayap perempuan. Ini suasana forum
sidang komisi MUI. Sebetulnya dari foto itu, sekalipun perempuan bisa
menjadi anggota, bahkan Pak Kiai Husein itu punya pengalaman seka-
li dalam Bahstul Masa’il NU, di mana di situ ada perempuan dan saya
rasa itu juga menjadi cikal bakal lahirnya KUPI. Waktu di Munas Lom-
bok ada seorang perempuan, dia berbicara lantang di forum itu yang
hampir semua laki-laki dan pendapat dia akhirnya memengaruhi ha-
sil akhir Bahstul Masa'il.

Artinya, di NU sendiri memang tidak tabu untuk mendengarkan
pendapat dari perempuan, cuma memang mayoritas masih laki-laki.
Perempuan sebetulnya bukan sebagai isu, tapi cara pandang. Secara
metodologi, di Muhammadiyah mungkin lebih memungkinkan ada
pandangan baru yang tidak bersumber dari kitab klasik, tapi menurut
saya yang problematis adalah adanya kesadaran yang terlalu kuat ter-
hadap teks, sehingga teks itu menentukan mana yang maslahat dan
mana yang tidak. Bahkan kalau teksnya tidak ditemukan bisa sampai
pada kondisi mawquf.

Sementara dalam konteks perempuan, banyak teks dianggap qat¥,
karena dalam al-Qur’an dan hadis ada, tapi karena perbedaan konteks
dalam pengalaman perempuan itu melahirkan problem. Misalnya, soal
waris dan poligami, pemukulan perempuan, dan lain-lain, itu teksnya
jelas ada dalam al-Qur’an, sehingga sulit bagi kita untuk mengatakan
poligami tidak dianjurkan, karena memang teksnya membolehkan.
Karenanya, Fakih lebih memilih kalimat monogami dan tidak meny-
inggung poligami.

Karena didominasi oleh laki-laki, pengalaman perempuan tidak
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menjadi bahan pertimbangan dan tidak dianggap sebagai sesuatu
yang penting dalam melahirkan fatwa. Di samping itu, otoritas perem-
puan dalam ruang fatwa belum terlalu kuat.

Terkait itu semua, meskipun ada banyak fatwa yang cukup meng-
gembirakan bagi perempuan. Tapi, ini berdasarkan pengalaman kami
saja, ketika mengadakan halakah tentang sunat perempuan, calon pe-
serta muktamar sudah datang dan dijelaskan secara sosiologis, kedok-
teran, dan lain-lain, tapi salah satu peserta itu komentar begini, “Apap-
un yang kalian katakan, kami tetap ikut ulama”. Jadi informasi baru itu
tidak berlaku apa-apa.

Saya sangat senang dengan NU karena peran perempuan itu ada.
Tapi dalam fatwa NU misalnya, pertanyaannya, bolehkah perempuan
naik sepeda, bolehkah perempuan belajar sesuatu selain al-Qur’an,
tapi pola jawabannya masih, kalau tidak menimbulkan fitnah itu boleh.
Kalau dikhawatirkan, maka makruh. Kalau pasti menimbulkan fitnah
maka tidak boleh.

Karena itu, kita harus berjuang keras. Saya mau masuk ke KUPI.
KUPI itu bukan titik awal. Tapi dia berawal dari sejarah yang sangat
panjang yang terjadi di Indonesia. Tahun 1990-an, ketika saya masih
kuliah di Yogyakarta, itu sudah mulai ada diskusi Islam dan Gender.
Ada mainstreaming gender di pemerintahan oleh Gus Dur. Lalu ada
NGO yang bergerak di isu Gender sudah banyak. Pesantren dan uni-
versitas Islam. Dan ormas juga sudah mulai ada bagian yang menggu-
nakan lensa gender.

Dan yang sangat penting adalah sarjana Islamic Studies sudah mu-
lai bekerja sama dengan LSM. Saya contohkan, di Alimat itu ada pro-
gram pemberdayaan perempuan kepada keluarga. Konsep kepala kel-
uarga itu tidak lagi al-rijalu qawwamiin ‘ala al-nis&@’, karena dalam
realitasnya ada puluhan ribu perempuan menjadi kepala keluarga.

Kemudian, ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan ting-
gi dan pengetahuan itu membuatnya takut kepada Allah, memiliki
kepribadian yang baik, dan tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi
juga menerapkan dan menyebarkan. Dalam kongres ulama perem-
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puan itu ada dua kata kunci yang penting sekali: perempuan ulama
dan ulama perempuan. Perempuan ulama berati ulama dalam arti bi-
ologis yang punya kapasitas seperti di atas. Tapi perspektinya belum
tentu menggunakan lensa gender. Sementara ulama perempuan, ini
istilah yang agak ideologis, karena tidak berkait dengan biologis, dia
adalah ulama yang percaya dan mengintegrasikan keadilan substantif.
Percaya bahwa kebijakan negara harus menjangkau perempuan, begi-
tu juga kearifan sosial dan keadilan agama untuk mewujudkan kema-
nusiaan yang beradab.

Kongres ulama perempuan Indonesia sendiri mengumpulkan tidak
hanya ulama perempuan, tapi juga sahabat ulama perempuan. Percaya
atau tidak, tidak satu pun teman yang mau disebut ulama perempuan.
Di kongres itu, ada ulama perempuan dan sahabat ulama perempuan.
Sahabat perempuan adalah mereka yang menjadi korban kekerasan
dan pendampingan. Jadi kongres ini mempertemukan perempuan dari
latar belakang yang berbeda.

Agenda utamanya adalah musyawarah keagamaan. Benar kata Mas
Syafiq, ketika audiensi dengan MUI, kami diingatkan agar tidak meng-
gunakan kata fatwa. Kita sendiri menyebutnya sebagai hasil musy-
awarah keagamaan.

Ini landasan teologis, inilah yang kemudian penting membuat satu
forum ulama perempuan memiliki kesadaran seperti ini. Ada tiga lev-
el kesadaran manusia: pertama, perempuan tidak penting, karenanya
perempuan tidak dianggap dalam merumuskan kebijakan. Kedua, kes-
adaran menengah, di mana manusia itu laki-laki dan perempuan, tapi
laki-laki menjadi standar. Ini yang sering terjadi kemaslahatan per-
empuan berdasarkan standar laki-laki. Ketiga, ini yang dikembangkan
di KUPI, kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, tapi
pengalaman perempuan yang khusus itu diberi perhatian lebih.

Perempuan kita lihat dalam dimensi individual, keluarga, ma-
syarakat, dan sebagai bagian dari anggota umat Beragama. Kondisi
khas yang perlu dicatat betul dalam merumuskan kemaslahatan ag-
ama adalah secara biologis perempuan itu mengalami menstruasi, ke-
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hamilan, nifas, dan lain-lain, ini harus diperhatikan karena dalam ka-
sus pernikahan anak, laki-laki yang dinikahkan di usia anak tidak akan
mengalami ini. Tapi perempuan yang dinikahkan di usia anak, dia akan
mengalami hal ini. Begitu juga secara sosial, sangat mungkin mengala-
mi ini, sehingga dalam merumuskan kemaslahatan agama perlu dipas-
tikan kalau perempuan tidak mengalami diskriminasi dan subordina-
si. Karenanya yang disebut kemaslahatan agama adalah kemaslahatan
yang menimbang kondisi biologis perempuan.

Struktur fatwa kupi adalah seperti ini, sumbernya, al-Qur’an, had-
is, pendapat ulama. Hampir sama dengan NU, paling yang membeda-
kan adalah konstitusi negara itu menjadi sumber. Maka dalam fatwa
KUPI itu tidak akan memberikan rekomendasi yang bertentangan de-
ngan konstitusi negara.

Ada beberapa fatwa yang dibahas kemarin, di antaranya, apa hu-
kum mencegah perkawinan anak yang mudarat dalam konteks per-
nikahan sakinah. Jadi kita tidak menanyakan bagaimana hukum kaw-
in anak dan tidak mempertanyakan hukum Rasulullah nikah dengan
‘Aishah. Yang kita pertanyakan adalah kalau perkawinan anak sudah
jelas mudarat, bagaimana hukum mencegahnya? Jawabannya adalah
wajib. Yang kedua adalah hukum kekerasan seksual jawabannya ha-
ram baik di dalam dan di luar perkawinan.

Saya Kkira itu, terima kasih.

Husein Muhammad

Saya ingin numpang sedikit mengurai tentang aql al-wasati, saya
membuat tujuh kategori tentang aql al-wasati: pertama, nalar mo-
derat memberi ruang bagi yang lain untuk yang lain untuk berbeda
pendapat; kedua, nalar moderat menghargai pilihan, keyakinan, dan
pandangan hidup seorang; ketiga, nalar moderat tidak menganggap
apa yang benar dari pendapatnya sendiri dan memutlakkan kesalah-
an orang lain; keempat, nalar moderat tidak pernah melakukan dan
membenarkan tindakan kekerasan atas nama apa pun; kelima, nalar
moderat memahami setiap kalimat selalu mungkin untuk ditafsirkan;

254



keenam, nalar moderat selalu terbuka untuk kritik konstruktif; ketu-
juh, nalar moderat selalu mencari pandangan yang hanif.

Bapakibu sekalian, saya ingin masuk pada problem utama kita. Saya
ingin menegaskan sebelumnya, KUPI sudah menghasilkan deklarasi,
ikrar, dan sebuah manifesto yang menegaskan perempuan adalah ma-
nusia, dengan seluruh potensi kemanusiaannya: akal intelektual, men-
tal spiritual, dan energi sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Atas dasar
ini, maka perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan
laki-laki dalam mengelola dan menata kehidupan bersamanya di ru-
ang mana pun: privat ataupun publik.

Saya ingin menyatakan bahwa deklarasi ini adalah reeksistensi ula-
ma perempuan, karena sesungguhnya ulama perempuan telah eksis
dan berperan aktif dalam ruang-ruang sosial, budaya, ekonomi, dan
politik sepanjang sejarah, dan memberikan sumbangan yang berharga
bagi peradaban Islam. Sayang sekali fakta sejarah ini kemudian teng-
gelam dalam tumpukan politik patriarkis.

Pertanyaan Kkita hari ini? Apa hal utama yang harus dilakukan ula-
ma perempuan? Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi
kegelisahan saya. Pertama, sumber pengetahuan keagamaan muslim
mayoritas sampai hari ini masih diwarisi nuansa abad pertengahan
yang memiliki nuansa partiarkis. Kitab-kitab yang dipelajari di lemba-
ga pendidikan Islam di seluruh dunia itu adalah produk abad perten-
gahan dalam nuansa Arabia.

Dalam perjalanannya mengalami proses pembakuan. Bahkan da-
lam beberapa kasus mengalami proses mistifikasi. Keadaan ini tidak
hanya pada produk, tapi juga pada teori dan tokohnya. Produk-produk
itu dijaga dengan sangat ketat. Kritik terhadap produk dan tokoh itu
menjadi seakan-akan terlarang, tabu, bahkan sering resisten dan stig-
matik.

Teori hukum kita masih tetap lama. Saya melihat ada banyak hal
yang harus dikiritsi betul. Pertama adalah tentang teori naskh-man-
sukh. Naskh-mansukh sebagai raf* al-hukm itu dibakukan. Sehingga
akan terjadi nanti dyah al-qital nasikhah bi dyah al-salam. Ini dibaku-
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kan dalam teori usul fikih maupun tafsir. Kedua, haml al-mutlaq ‘ald al-
muqayyad dan haml al-‘am ‘ala al-khas dibakukan, jadi kita telah mem-
partikularisasi sesuatu yang universal.

Kesetaraan adalah universal dan pembedaan serta subordinasi itu
partikular dan berlaku terus menerus. Ini adalah kontekstual. Jadi yang
partikular itu adalah kontekstual dan dia harus bisa berubah. Yang ha-
rus menjadi dasar bagi kita adalah sesuatu yang universal, kesetaraan,
keadilan, dan lain-lain.

ijmak sendiri juga begitu. [jmak seharusnya bisa berubah. Apalagi
negara kita sekarang sudah berubah, bukan khilafah, tapi nation-state.
Maka ijmak seharusnya adalah ijmak lokal, dan ijmak nasional. Bisa
jadi ijmak sudah tidak mungkin dan tidak ada.

Konservatisme dan pengulangan-pengulangan suatu pemahaman
dan pemikiran tanpa kritik serta ditransfer melalui doktrinal pada gili-
rannya akan melahirkan keyakinan banyak orang bahwa produk pemi-
kiran yang diwariskan itu kebenaran agama dan keyakinan itu sendiri,
bukan sebuah produk pemikiran.

Maka, yang terjadi adalah universalisasi norma partikular dan
partikularisasi norma universal. Keadaan ini akan menimbulkan
problem dalam sejarah agama dan peradaban. Konservatisme yang
berulang-ulang ini akan berpotensi dan berkembang menjadi eks-
tremisme, dan ekstremisme pada gilirannya akan berkembang men-
jadi radikalisme.

Sejarah sosial dan politik mengingatkan kepada kita bahwa kalau
ekstremisme dan radikalisme semakin meningkat, maka perempuan
adalah korban pertama dan utama. Perempuan menjadi sasaran uta-
ma pengaturan dan kebijakan yang dibuat mereka. Contoh fatwa yang
agak Afghanistan saat dikendalikan oleh Rezim Taliban, kaum perem-
puan terperangkap dalam siklus diskriminasi dan kekerasan.

Rasionalitas tidak berkembang dan tidak progresif. Kalau tidak
mau disebut stagnan dan mandek. Penggunaan akal dan pikiran akan
distigma sebagai kaum liberal. Sebuah istilah yang mengandung mak-
na peyoratif. Orang yang menggunakan akal dianggap kesesatan yang
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akan mengantarkan ke neraka.

Dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti ini, konservatisme,
radikalisme, ujungnya adalah terorisme. Kita harus bagaimana? Para
ulama baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya mengembang-
kan pemahaman atas teks-teks agama melalui pendekatan yang lebih
terbuka dan inklusif, menerima semua pemikiran dari mana pun yang
baik dan maslahat. Kritis, rasional, substantif, dan kontekstual. Bersa-
maan dengan itu, saya berharap agar ulama laki-laki dan perempuan
bekerja keras untuk melahirkan fatwa-fatwa yang berkeadilan dan
nondiskriminatif.

Bapak dan Ibu sekalian, belum banyak yang menulis fikih kontek-
stual tentang demokrasi, tentang nation-state. Jadi yang dibaca hanya
Ahkamul Sulthaniyah al-Mawardi saja. Masih bicara soal dar al-kufr
dan dar al-harb. Masih itu saja yang kita pelajari.

Saya berharap ulama perempuan juga melakukan analisa Kritis ter-
hadap hadis-hadis Nabi yang berkaitan perempuan. Ini tantangan be-
sar sekarang ketika dihadapkan pada aliran-aliran baru yang tekstua-
lis dan mengandalkan kepada sanad, tidak pada kontennya. Saya kira
sekarang berkembang sekali hadis misoginis dan diskriminatif.

Saya punya pengalaman ketika mengkaji kitab ‘Uqid al-Ujayn,
karya Imam al-Nawawi, di situ ada sekitar 90 hadis yang diambil dari
berbagai macam sumber. Analisa kita terhadap kitab ini menemukan
bahwa di dalamnya terdapat sekitar 33 persen hadis yang yang la asla
lahd, alias mawdii‘. 22 persen adalah daif. Sisanya sahih dan hasan. Itu
baru dinilai dari sisi sanad, belum matan.

Terakhir, itu harus dilakukan, tugas ulama perempuan adalah
melakukan analisis takhrij hadis. Sudah saatnya ulama perempuan dan
laki-laki beralih kepada pendekatan takwil, hermeneutika. Dari kon-
servativisme ke progresivisme. Dari memahami teks sampai pada me-
nemukan maksud teks. Seperti ditulis Imam al-Ghazali dalam al-Mus-
tashfa, fahmul murad khitab. Itulah yang kita sebut dengan magqgasid
al-shari‘ah. Cita-cita itu adalah terciptanya keadilan dan prinsip kema-
nusiaan. Terima kasih.
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Ahmad Ginanjar Sya’ban

Terima kasih, menarik sekali ulasan tentang ulama perempuan
Indonesia, ini harus dikembangkan. Ada beberapa hal yang belum
tersentuh dalam konteks tersebut. Karena saya yang menerjemahkan
dokumen KUPI ke bahasa Arab. Terutama tentang kiprah perempuan
Indonesia. Duluy, di Indonesia setidaknya ada empat murshidah yang
pernah ada, di antaranya dari Aceh, Yogya, Cirebon, dan lain-lain. Ini
menarik karena pada saat itu kebanyakan mursyid adalah laki-laki,
tapi di Indonesia ada mursyid perempuan.

Kemudian, ada fakta mengejutkan bahwa Istri Kiai Muhaimin, Kh-
oiriyah Hasyim, mendirikan sekolah perempuan di Mekah. Kemudian
dikembangkan madrasah baru ini selanjutnya oleh perempuan juga.
[tu artinya, perempuan-perempuan dan ulamanya sangat luar biasa.

Ada tesis dari Universitas Yordania tentang Dawrul Mar’ah fi Ri-
wayah al-Shahihain. Ada tiga musnid perempuan di dunia. Ini sekarang
dilupakan. Ke depan KUPI perlu melahirkan dan menerbitkan karya
ulama perempuan, yang sebagian besar sayangnya masih dalam ben-
tuk manuskrip. Demikian, mohon maaf, terima kasih.

Zahia Jouirou
Aturan yang melarang perempuan mengeluarkan fatwa itu aturan
yang patriarkis, bukan dari Islam

Arwani Faishal

‘ANishah disebut ahli dalam berbagai ilmu, hadis, tafsir, dan lain-lain.
Banyak orang-orang besar berguru kepada ‘A'ishah, kalau Imam Malik
dan Shafi7 pun kalau diurut gurunya kemungkinan sampai kepada
‘ANishah.

Mestinya, ini perlu dijadikan ibrah, bagaimana program pengem-
bangan peran wanita juga dilakukan dengan kaderisasi mufti perem-
puan, sehingga benar-benar ada ulama perempuan.
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Nur Rofiah

Saya sharing kondisi psikologis menjelang kongres, situasinya
panas dingin: ada yang pengen tinggi, ada yang bilang jangan terla-
lu keras, karena ada banyak pertimbangan untuk memutuskan hasil
musyawarah keagamaan. Kita sepakat untuk tidak terlalu frontal, yang
penting ada pengakuan ulama perempuan sepanjang sejarah.

Dengan adanya gerakan ini, mulai terpikir untuk peran ulama se-
jak dulu. Bagaimana ke depannya mengumpulkan itu antara lain. Tapi
juga membangun narasi baru. Sebetulnya kajian ulama perempuan su-
dah banyak sekali.

Mengapa menggunakan kata hasil, karena Bahstul Masa’il pun ti-
dak menggunakan fatwa, Majelis Tarjih juga tidak menggunakan itu,
hanya MUI yang menggunakan itu. Jadi kita tidak ingin berdebat de-
ngan istilah itu. Supaya substansi yang menjadi perhatian, jadi bukan
berdebat dalam level istilah yang bukan substansi.

Mengapa perempuan eksklusif, kita sengaja menggunakan istilah
itu bukan eksklusif perempuan. Kata perempuan di sini adalah cara
pandang, jadi hanya bukan perempuan. Jadi kami inginkan agar ula-
ma memperhatikan perempuan, misalnya menimbang kondisi biolo-
gis perempuan yang berbeda dengan laki-laki.

Begitu juga dengan apa yang disebut arif, khusus pada agama, mer-
umuskan kemaslahatan perempuan, menimbang kondisi psikologis
dan biologis perempuan. Misalnya, sunat perempuan, laki-laki tidak
akan melahirkan, tapi kalau perempuan melahirkan, maka sunat bagi
perempuan kalau tidak ada standar akan berdampak buruk pada per-
empuan.

Apa yang baik laki-laki belum tentu baik bagi perempuan. Ini ada-
lah cara pandang yang dibangun perempuan Indonesia.

Husein Muhammad

Saya senang ada yang mengapresiasi cara pandang perempuan,
dan mudah-mudahan ini menjadi bagian proses kesetaraan laki-laki
dan perempuan. Di hadapan peserta kongres ulama perempuan saya
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membaca puasa dari Ahmad Syauqi. Dalam puisi itu disebutkan, “Men-
gapa perempuan tidak bisa dipercaya dan tidak bisa tampil sebagai
seorang pemimpin”.

Dalam kongres ulama perempuan itu, saya menulis perempuan di
panggung sejarah, ada banyak tokoh perempuan yang berpengaruh
dalam sejarah. Saya kira cukup mudah-mudahan ini menjadi awal per-
temuan.

Athiyatul Ulya

Terima kasih KH. Arwani yang sudah memberikan apresiasi. Saya
memberikan ilustrasi, mungkin dalam ruang ini sudah selesai, tapi ka-
lau sudah keluar dari realita yang ada, saya pernah bertanya ke teman
saya, siapa yang akan dipilih, saya mengikuti Kiai saya yang memilih la-
ki-laki, bukan perempuan.

Saya menduga kepemimpinan perempuan, bisa jadi dipahami dari
bahwa perempuan tidak boleh menjadi perempuan berdasarkan hadis
Nabi. Di beberapa tempat, hadis ini dijadikan argumen larangan memi-
lih perempuan. Kemudian saya dan mahasiswa melakukan penelitian
uang mahram, bagi perempuan melaksanakan umrah, maka ada pem-
bayaran tambahan yang harus dibayar. Uang mahram ini diberlakukan
bagi perempuan yang berusia 40 tahun ke bawah. Jumlah pembayaran
uang mahram beragam, sekitar 500 ribu ke atas, kebijakan ini bersum-
ber dari pemerintah Arab Saudi yang tidak membolehkan bagi perem-
puan bepergian kalau tidak disertai mahramnya.

Di Indonesia itu bisa diakalin dengan membayar uang mahram. Dan
di visa ditempelkan nama laki-laki.

Saya hanya ingin mengilustrasikan bahwa cara pandangan terha-
dap teks memiliki dampak terhadap kebijakan negara. Dan di tempat
tertentu itu menjadi penghasilan tertentu.

Mungkin cara pandang kita selesai, realitas di masyarakat perspek-
tifnya masih seperti itu.
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Syafiq Hasyim
Terima kasih, sekian untuk sesi ini.
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Fatwa antara Batasan Madhahib dan
Pengendalian Sejarah (al-Ifta bayn Siyaj
al-Madhahib wa Ikrahat al-Tarikh)

Latief Awaluddin

Yang terhormat Prof. Khalid, peserta. Sesuai dengan agenda, kita
akan mendengarkan presentasi dari dua pemateri: Prof. Zahiya dan
Mas Ulil. Saya tidak akan membaca CV beliau karena sudah terkenal.
Tema kita hari ini akan membahas apa yang sudah ditulis Prof. Zahiya,
yang perlu dikaji secara historis dan krisis.

Sebetulnya fatwa alat mendasar. Dari fatwa itu lahir mazhab. Lalu
negara butuh aturan jadilah ganiin dan jadilah putusan pengadilan.
Kedudukan mufti sangat mulia. Imam Shafit menyebutnya sebagai pe-
waris Nabi. Maka, ulama salaf sangat hati hati dalam berfatwa.

Fatwa sekarang lebih kepada petunjuk. Muhammadiyah misalnya
mengeluarkan fikih air, jadi fatwa sudah bergeser fungsinya, dari opini
hukum menjadi panduan masyarakat.

Untuk mempersingkat, saya persilakan kepada Mas Ulil.

Ulil Absar Abdalla

Saya akan menyampaikan dalam Bahasa Indonesia saja, meskipun
presentasi yang saya buat dalam Bahasa Inggris. Pertama, saya sebe-
narnya diminta untuk membuat presentasi tentang bagaimana men-
garahkan fatwa untuk mendukung atau menguatkan wacana menge-
nai [slam yang moderat. Saya akan berbicara mengenai tema itu, tetapi
kemudian saya juga akan bicara mengenai lingkungan sosial politik di
mana ini semua harus kita pertimbangkan dalam membuat fatwa da-
lam era saat ini.

Karena itu judul presentasi saya adalah the changing realities andthe
challenge of fatwa making. Saya mencoba untuk mengajak teman-
teman melihat sejumlah fakta-fakta baru yang belum sepenuhnya
diperhitungkan secara serius oleh para sarjana maupun ulama yang
masih secara konsisten menerbitkan fatwa atau membuat fatwa.
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Saya akan mulai dengan beberapa fakta baru atau new realities ten-
tang perkembangan yang sekarang kita hadapi:

Pertama adalah apa yang saya sebut sebagai kemunculan negara
bangsa. Kita semua berhadapan dengan fakta ini, tapi fakta ini belum
dipertimbangkan secara serius dalam proses pembuatan fatwa saat
ini.

Kemunculan negara bangsa yang pada ujungnya melahirkan suatu
perkembangan penting, yaitu penyatuan hukum nasional. Kita meng-
hadapi itu di Indonesia dan juga negara-negara muslim pascakolo-
nial juga menghadapi itu. Akibatnya, hukum Islam hanya berlaku pada
wilayah yang terbatas.

Kedua, munculnya satu lingkungan geopolitik baru, yaitu muncul-
nya global government, pemerintahan global, yang di dalamnya ada
kerangka normatif baru yang menjadi panduan dalam merumuskan
hukum nasional. Apa yang saya sebut sebagai pemerintahan global ini
tiada lain adalah PBB atau United Nation. PBB menurut saya fase pen-
ting dalam sejarah manusia modern, selain negara bangsa.

Munculnya, PBB melahirkan situasi baru yang unik, yaitu adanya
suatu perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi rujukan dalam
legislasi nasional. Yang paling berpengaruh dalam legislasi nasional
adalah perjanjian mengenai hak politik dan hak sipil, di mana nilainya
saat ini tidak kalah suci dengan kitab-kitab fikih yang dipelajari di pe-
santren. Bahkan dalam banyak kasus memiliki pengaruh yang sangat
penting daripada literatur hukum yang dipelajari pelajar Islam atau
santri di kampus-kampus.

Ini menurut saya perkembangan yang unik. Saya menyebut kela-
hiran PBB sebagai kelahiran khilafah baru setelah hilangnya khilafah
lama yang berdasarkan agama. Sekarang kita menyaksikan era kekhal-
ifahan baru yang disebut dengan global government, yaitu pemerintah-
an global yang memiliki pengaruh, meskipun tidak langsung, tapi pun-
ya pengaruh signifikan dalam legislasi negara-negara bangsa.

Ketiga, yang perlu dipertimbangkan lagi adalah kelahiran global
government ini melahirkan banyak kerangka normatif baru. Bagaima-
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na kita merumuskan fatwa dalam lingkungan yang seperti ini. Prak-
tik sekarang ini jarang memperhitungkan global normative framework
sebagai akibat dari pemerintahan global ini. Membuat fatwa yang ter-
isolasi dengan konteks global ini menurut saya tidak ideal. Idealnya
adalah ketika orang membuat fatwa saat ini harus menimbang dua
konteks sekaligus: konteks global dan nasional. Konteks global adalah
perjanjian yang sudah disepakati oleh berbagai negara. Kemudian juga
hukum yang disahkan melalui parlemen negara yang itu juga menjadi
pengatur warga negara yang sangat penting pengaruhnya.

Keempat, satu pihak umat Islam sekarang ini dipaksa atau mengh-
adapi tekanan untuk membangun suatu kehidupan, baik level nasional
maupun secara global. Ada suatu tekanan umat Islam untuk hidup de-
ngan norma global yang sekarang berlaku. Sekarang sangat sulit umat
[slam membangun kehidupan tanpa mempertimbangkan norma glob-
al. Sekarang ini ketika ada ulama atau sarjana muslim membuat fat-
wa yang bertentangan dengan norma internasional, misalnya larangan
kekerasan terhadap perempuan, itu akan menimbulkan protes dan
tantangan dari berbagai negara.

Sekarang membuat fatwa tidak semudah dulu karena diawasi ko-
munitas global yang membuat seorang mufti tidak bisa bergerak be-
bas. Di satu pihak ada paksaan umat Islam untuk hidup sesuai norma
global ini, tapi di sisi lain ada juga dorongan umat Islam untuk hidup
sesuai dengan hukum Islam yang mereka imani. Ini menurut saya ada-
lah situasi dilematis saat ini: ada keinginan hidup secara universal se-
bagai bagian dari masyarakat global, tapi di sisi lain ada satu keinginan
mereka hidup secara otentik sebagai masyarakat muslim. Ini menurut
saya adalah suatu ketegangan yang akan kita hadapi dalam waktu yang
cukup lama. Kita semua sekarang ini hidup dalam situasi seperti ini
dan mencari solusi sebetulnya bagaimana mencari keseimbangan da-
lam dua daya tarik ini.

Kemudian fakta berikutnya adalah yang ingin saya diskusikan di
sini adalah struktur masyarakat Islam unik sekali. Struktur masya-
rakat Islam nyaris menyerupai struktur masyarakat Protestan. Tidak
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adanya satu otoritas tunggal yang mengikat. Tidak adanya otoritas itu
menimbulkan problem bagi kita. Apalagi di era sekarang.

Absennya kekuatan yang sentralistik ini menciptakan situasi di
mana sekarang ini seperti yang disebutkan Prof. Zahia dalam diskusi
kemarin, munculnya fatwa yang kacau balau, karena tiadanya otorita-
tive power yang bersifat sentral itu kemudian melahirkan aktor mufti
baru yang tanpa otoritas dan karena tersedianya platform terbuka un-
tuk berfatwa, seperti situs elektronik, maka itu membuka kemungk-
inan untuk semua orang membuat fatwa secara bebas, yang lahir ada-
lah semacam situasi chaos di mana ada banyak orang atau situs-situs
yang melayani fatwa.

Sebetulnya, struktur masyarakat Islam yang desentralistik seper-
ti ini ada banyak nilai positifnya. Tapi di dalam konteks fatwa itu me-
nimbulkan persoalan, persoalan yang muncul adalah siapa yang pun-
ya otoritas untuk buat fatwa sekarang ini? Tentu saja masing-masing
kelompok akan mengklaim kalau mereka punya otoritas. Kemudian
bagaimana fatwa itu otoritatif? Berikutnya, otoritatif untuk siapa, ka-
rena belum tentu fatwa yang otoritatif di komunitas A akan otoritatif
di komunitas B. Apalagi saat ini ada banyak perpecahan internal di ka-
langan umat Islam sendiri.

fatwa yang dianggap otoritas di kalangan NU belum tentu dianggap
otoritas di kalangan Persis atau fatwa yang otoritatif di kalangan Per-
sis belum tentu otoritatif di kalangan Nahdlatul Wathan.Ini problem
menurut saya yang akan dihadapi dalam waktu yang cukup lama. Dan
akan menjadi problematis ketika kita hidup dalam digital era.

Dengan melihat realitas-realitas baru itu, kita berhadapan juga de-
ngan fakta yang terus bertahan, yaitu fakta yang berkaitan dengan
praktik fatwa yang lama. Fakta yang perlu dipikirkan bersama ada-
lah meskipun adanya realitas baru, yaitu realitas negara bangsa dan
pemerintahan global, tetapi pada kenyataannya adalah proses pem-
buatan fatwa umumnya dirumuskan terisolasi dari konteks-konteks
ini. Saya ambil contoh misalnya, ketika bicara masadir al-istinbdt atau
masadir al-hukm, kita selalu mengulang-ngulang formula yang selama
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ini kita sudah hafal semua.

Pertanyaannya adalah apakah kerangka seperti ini memadai da-
lam menghadapi situasi yang baru? Kenapa masadir al-hukm tidak
dikembangkan untuk merespons konteks baru yang tadi disebutkan.
Di mana letak KUHP dalam perumusan fatwa Kkita, di mana letak kon-
stitusi nasional dalam perumusan hukum Kkita, di mana letak perjanji-
an internasional dalam perumusan fatwa ini.

Saya mungkin keliru, di sini ada banyak praktisi fatwa yang banyak
sekali, tetapi kesan saya adalah proses pembuatan fatwa di masyara-
kat Islam saat ini mengabaikan konteks-konteks baru ini. Tidak per-
timbangan perjanjian internasional yang mana itu kerangka normatif
baru yang tidak bisa diabaikan umat Islam.

Selalu kalau baca rumusan fatwa ini sesuai dengan ayat ini dan had-
is itu, ibarat kitab A dan B. Itu semua penting dan otentik untuk mem-
bangun fatwa yang berasal dari Islam. Tapi dalam pandangan saya itu
tidak cukup. Itu baru sebagian. Sebagian lain adalah bagaimana fatwa
dihadapkan pada realitas baru yang dihadapi umat Islam.

Kemudian fakta berikutnya adalah munculnya politik identitas. Ini
juga salah satu fenomena baru yang memengaruhi karakter fatwa saat
ini. Politik identitas menimbulkan suatu kecenderungan menarik da-
lam kalangan Islam, yaitu fatwa yang mengharamkan lebih disukai dari
fatwa yang membolehkan, karena fatwa mengharamkan membuat ma-
syarakat Islam itu menjadi sesuatu yang unik. Karena kalau sesuatu itu
boleh, maka umat Islam akan sama dengan yang lain.

Oleh karena itu, Jalal al-Azm, dia menulis Dzhihniyah tahrim/pikiran
pengharaman, ini akibat dari politik identitas di kalangan umat Islam.

Umat Islam lebih membutuhkan fatwa mengharamkan daripada
membolehkan. Misalnya perayaanValentine dan fatwa tentang lifestyle
baru, kalau cenderung menghalalkan tidak disukai, karena kalau di-
halalkan membuat orang Islam itu tashabbuh bi al-akharin. Karenan-
ya, fatwa yang mengharamkan itulah yang membuat mereka sama de-
ngan yang lain.

Menurut saya itu adalah salah satu akibat dari politik identitas.
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Akan tetapi, meskipun banyak tantangan, ada perkembangan posi-
tif yang perlu diangkat, ada kesadaran di kalangan ulama dan sarjana
baru untuk merumuskan kerangka baru. Misalnya, NU mengembang-
kan bermazhab secara manhaji.

Tantangan ke depan adalah saya ingin mengajak teman-teman un-
tuk mengingat kembali tentang Prof. Fazlur Rahman yang mengemu-
kakan bahwa fikih sebagai tradisi legal praktis itu terpisah dari teologi.
Padahal kalau dibaca usul fikih ShafiT dan Maliki itu sebetulnya pun-
ya karakter yang unik, yaitu pembahasan teologi dan filsafat bercam-
pur dengan fikih. Tapi dalam praktiknya, fikih seolah-olah tidak berhu-
bungan dengan filsafat dan teologi.

Jadi ketika ada masalah itu hanya dibahas melalui cara pandang
fikih, tanpa memperhitungkan hal filosofis dan teologis. Di dalam
menghadapi isu-isu baru itu terkadang tidak memadai. Kita perlu me-
lihat pertanyaan dan permasalahan tersebut tidak hanya berdasarkan
fikih, tapi juga dari sisi filosofis.

Misalnya, soal hukum mencoblos dalam pemilu, mungkin ini bisa
merujuk fikih lama, tapi itu tidak memuaskan bagi masyarakat seka-
rang, karena butuh pada pembahasan yang berasal dari filsafat politik,
yang diperlukan sekarang ini. Saya kira itu yang bisa saya share, semo-
ga bermanfaat.

Zahia Jouirou

Saya akan mendiskusikan topik yang pernah saya tulis dalam diser-
tasi saya, yaitu tentang sejarah. Kemudian saya juga akan membicara-
kannya dalam konteks kekinian. Sejarah mazhab sejak abad keenam
doktrin Sunni sudah berkembang. Mufti sudah mengikuti aturan yang
dirumuskan pendiri mazhabnya. Maka ada istilah mufti mukalid. Tapi
di sini lain banyak muslim yang menghadapi situasi baru.

Saya mencontohkan situasi baru ini, banyak negara muslim yang
hidup di bawah otoritas Kristen. Misalnya di Andalusia, bagaimana
mufti menghadapi situasi tersebut. Di timur tengah ada banyak fatwa
yang mengharuskan jihad yang berkaitan dengan situasi di mana Suri-
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ah berada di bawah otoritas Kristen.

mufti Andalusia misalnya, ibn Rushd, ada banyak fatwa tentang ini.
Fatwa Andalusia lainnya mewajibkan untuk minta tolong, meskipun
orang Andalusia tidak mau menerima bantuan dari Maroko. Tapi mufti
mewajibkan minta tolong ke negara tetangga, daripada dikuasai orang
Kristen.

Ibn Rushd meminta muslim yang tidak bisa mengerjakan kewajib-
an agama. Ada beberapa warga Andalusia mengatakan bahwa negara
muslim tidak bisa melakukan salat berjamaabh, tapi mereka diwajibkan
hidup secara Kristen.

Dari situ ada beberapa fatwa yang berkaitan dengan situasi terse-
but. Ibn Rushd mengatakan warga Islam Andalusia harus mengikuti
jihad, karena mereka bahaya mereka mengalami penaklukan. Sama
halnya dengan warga Kristen yang hidup tinggal dalam otoritas. Ibn
Rushd tidak ingin mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan
kelompok tersebut.

Ibn Rushd diminta bagaimana warga Kristen yang hidup dalam Is-
lam, dia menjawab mereka bisa dikeluarkan dan mereka di keluarkan
dari Granada ke bagian selatan magrib.

fatwa ini menjadi contoh bahwa mufti ketika berada dalam kondi-
si keterbatasan itu, mereka bisa mengeluarkan fatwa di luar mazhab.
Mereka bisa menawarkan sikap yang normatif. Kadang-kadang fatwa
berlawanan dengan aturan yang ada di dalam mazhab. Dalam situasi
semacam itu, kondisinya di mana teori maqasid yang dijelaskan oleh
al-Shatibi, di mana dia tinggal ditaklukkan oleh Kristen dan keluargan-
ya hidup di bawah otoritas Kristen. Di mana mereka mengalami keter-
batasan hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Itulah mengapa al-Shatibi, memberikan teori maqdsid, dan mere-
ka mengatakan bahwa untuk menyelamatkan nyawanya boleh untuk
tidak melakukan salat berjamaah. Sehingga orang lain tidak menge-
tahui statusnya. Jadi secara umum, warga muslim dalam situasi sema-
cam itu, ketika undang-undang yang ada bertentangan dengan hifz
al-nafs, warga muslim bisa mengesampingkan apa yang ada dalam al-
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Qur’an, kita tahu keterbatasan ini menjadi satu faktor dalam mengem-
bangkan teori hukum.

Sebagaimana tadi dijelaskan Ulil Abshar, kita menghadapi kenda-
la, kendala globalisasi, norma hukum, HAM, semua kendala ini men-
gizinkan muslim mempertanyakan bagaimana kita menghadapi ken-
dala ini? Saya beri contoh dari kendala ini adalah keseteraan gender,
saya menggunakan beberapa materi dari gerakan global muslim, ka-
rena Musawa telah mengelaborasi pendekatan baru, yaitu pendekatan
feminis yang membaca persoalan berkaitan dengan perempuan.

Kita tahu bahwa yang dipresentasikan cara berpikir muslim dan
pelajar muslim telah mengkaji bahwa bagian hukum mengenai hu-
kum mengenali muamalah. Khususnya ahkam al-nisa’, banyak tanta-
ngan sosial yang mengubah keadaan wanita di mana perempuan ikut
berperan mencari nafkah, lebih dari itu, perubahan sudah ada seperti
pembatasan pria dan wanita yang telah berubah.

Dari hukum keluarga Islam secara bertahap berubah seperti per-
anan laki-laki terhadap wanita. Bagaimana kendala ini memengaruhi
hukum keluarga, khususnya hukum keluarga Islam. Kita memiliki hu-
kum keluarga Islam adalah sangat divarsitas dan pemahaman syariat
yang sangat penting dalam hukum keluarga.

Alat dan metodologi yang digunakan feminis Islam, kita dapat
mengkaji terminologi hukum negara, dan mengkaji terminologi ini.

Poligami dalam syariat dikatakan dalam surat al-Nisa’ Saat kita
membaca ayat ini dengan pendekatan baru, poligami diizinkan dalam
kondisi tertentu, kondisinya adalah keadilan bagi perempuan.

Keadaan seperti ini sepertinya tidak mungkin, itulah yang ditu-
lis syariat dalam al-Qur’an. Poligami diizinkan dalam kondisi apapun.
Diizinkan untuk seorang istri menuliskan perjanjian. Ibn Rushd men-
gizinkan menuliskan dalam kontrak pernikahan agar suami tidak poli-
gami, kalau itu dilakukan maka perempuan boleh minta cerai.

Dalam mazhab Maliki, diizinkan menuliskan kondisi ini dalam kon-
trak negara. Bagaimana dengan hukum negara? Poligami diizinkan
hampir di negara muslim. Seperti perlakuan adil dalam memberikan
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waktu dan hak seksual.

Seperti Aljazair, Bahrain, dan Maroko, poligami dilarang, dari con-
toh ini kita berkesimpulan ada banyak sekali hukum keluarga muslim
memiliki pemahaman sendiri atas syariat. Yang dikeluarkan oleh femi-
nis muslim adalah magqasid al-Qur’an. Al-Qur’an adalah sumber utama
tidak dapat adil beristri lebih dari satu.

Islam membatasi tidak lebih dari 4 istri. Ini untuk menetapkan
keadilan. Yang ditetapkan keadilan adalah keadilan dalam al-Qur’an,
bukan mengizinkan poligami. Apa itu keadilan adalah tujuan Islam.
Poligami adalah untuk keadilan. Kalau pemahaman ini diikuti poligami
sudah tidak ada. Ini yang dilakukan perempuan Tunisia untuk mela-
rang poligami dengan menggunakan pembacaan magqasidi.

Tujuan manusia di seluruh harus memahami nilai ini. Bagaimana
kita bisa bekerja sama untuk menegakan keadilan ini.Masalah untuk
mendekatkan ini pertanyaan Islam keadilan dan kesetaraan gender
dan tujuan Islam, maka bagaimana dengan kesetaraan gender. Hukum
di masa sekarang, kita tidak bisa adil tanpa kesetaraan gender, ada hu-
bungan antara dua nilai ini. Kesetaraan gender secara umum sudah
diterima dalam abad dua puluh ini. Banyak umat Islam wanita, salah
satu aspirasi wanita muslim adalah pemahaman keadilan di masa lalu
tidak mencakup perempuan dan laki-laki. Di masa lampau keadilan
adalah untuk setara. Tapi bukan berarti setara dalam hidup.

Apa alat dan metodologi untuk mencapai kesetaraan: hukum dalam
sistem, ada banyak alat yang bisa digunakan, konsep usul fikih yang
dapat digunakan untuk reformasi. Semua konsep ini bisa digunakan
untuk kesetaraan gender.

Saat kita menimbang kontrak pernikahan kenapa memberi suami
untuk menceraikan, tapi tidak memberikan kesempatan itu pada wan-
ita. Posisi laki-laki dalam pernikahan untuk memasukan tanpa adanya
wali, contoh selanjutnya pernikahan anak, prinsip maslahat, pernika-
han anak menghalangi wanita mengalami dari pernikahan, dan juga
memengaruhi keadaan ekonomi keadaan negara.

Kita bisa menggunakan beberapa konsep untuk mengadvokasi dan
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bimbingan orang tua. Maslahat juga bisa digunakan hubungan anta-
ra keluarga dan membentuk, memahami prinsip Islam sesuai dengan
keadaan sekarang. Proses ini dapat dibimbing dengan nilai kesetaraan,
kebaikan, yang sering dikenal dengan bi al-ma riif, sebagaimana dalam
al-Qur’an banyak disebutkan prinsip yang lebih egaliter, misalnya su-
rat al-Ahzab ayat 33 sampai 35.

Yulianti Muthmainnah

Tadi dikatakan, haram disenangi, halal tidak disukai, hal seper-
ti mestinya ditanggapi dengan cepat, misalnya pengharaman kawin
anak.

Imam Nakha'i

Posisi nasional global dalam fatwa bagaimana posisinya, KUPI su-
dah dijelaskan bahwa fatwanya memperhatikan konstitusi, di Indone-
sia masih ada dikotomi hukum Islam dan hukum nasional. Karena na-
sional nalar, sementara Islam berasal dari nas. Sehingga dia berada di
luar syariat. Konstitusi itu ke depan dianggap produk senilai dengan
produk yang digali dari sumber. Karena digali dari ayat tuhan yang
lain, ayat sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kita harus mulai merambah
kepada ayat kawniyah.

Deny Hamdani

Sejauh mana sebetulnya objektivitas fatwa dari kaumnya. Itu kan
penyelesaian masalah yang sederhana, apakah pertanyaan itu layak
disebut fatwa. Sejauh mana otoritas pendakwah dalam hal member-
ikan jawaban tadi.

Mursyidah Thohir

Saya ingin menanggapi dari Mas Ulil, fatwa Majelis ulama itu posis-
inya di mana? Setahu saya fatwa MUI tidak mengikat, sementara un-
dang-undang mengikat. Jadi sebetulnya Majelis ulama melayani fatwa
bagi siapa yang minta, baik dari perusahaan, jadi tidak betul MUI ha-
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nya menjadi corong pemerintah.

fatwa berdasarkan selalu diminta, dan tidak selalu haram hukum-
nya. Misalnya berbeda dengan ekonomi syariat, itu diminta menteri
keuangan. Sebelum mengeluarkan fatwa selalu berdiskusi dengan pi-
hak terkait. Untuk membuat fatwa butuh waktu berbulan bulan, dan ti-
dak terpaku pada mazhab lama.

Terkait poligami, yang kami pahami, pernah dibahas di MUI, per-
lu dilarang seperti di Mesir, yang berkembang, poligami bukan semua
kebutuhan laki-laki. Tidak semua laki-laki butuh poligami dan tidak
semua perempuan menolak.

Riri Khariroh

Seperti yang disebutkan tadi, dalam kasus poligami apa yang
dilarang di Tunisia, apakah hasil dari fatwa atau pengaruh dari hu-
kum positif lainnya, kalau hasil dari fatwa maka ini menarik dilihat,
bagaimana kemudian menghasilkan poligami yang berlawanan de-
ngan tradisi mainstream.

Ulil Abshar Abdalla

Bidang studi yang layak dipelajari kembali adalah teori amar, satu
bidang studi yang menarik, tapi kurang mendapatkan perhatian, ka-
rena hukum dalam Islam teorinya hukum itu adalah khitabullah yang
berisi kemungkinan perintah, takhyir, pilihan, nah tapi yang disebut-
kan dengan khitab adalah nahy atau amar.

Teori amar itu menarik karena dibahas banyak literaturnya, misal-
nya ayat fankihii ma thaba lakum min al-nis&’, itu ada perintah, orang
yang tidak paham teori amar, itu dipahami sebagai perintah. Padahal
dalam usul fikih memahami amar itu cukup kompleks sekali. Misalnya,
al-amr ba ‘d nahy, itu bukan perintah, tapi itu boleh: misalnya, hadis la-
rangan ziarah kubur, kalau tidak paham, maka itu bisa dipahami wajib.

Saya khawatir, sekarang ada gerakan poligami, dugaan saya mema-
hami kata fankihii sebagai perintah. Promosi poligami berdasarkan pe-
mahaman yang salah dari teori pemerintah. Teori pemerintah ini san-
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gat bernuansa dalam diskusi hukum Islam.

Saya curiga mereka memahami itu perintah. Padahal menurut saya,
ayat itu mirip dengan hadis larangan ziarah kubur. Artinya, sekedar di-
bolehkan, problemnya dari ibdhah menjadi amar. Saya terus terang se-
dih dengan gerakan poligami.

Terima kasih kepada ibu Mursyidah yang mengoreksi pendapat
saya. Observasi saya berdasarkan temuan mutakhir yang berkaitan de-
ngan politik identitas. Karena kalau ada sesuatu yang unik, umat Islam
ingin, padahal mereka butuh kejelasan garis demarkasi antara muslim
dan nonmuslim. Tapi kalau yang tidak berkaitan dengan politik iden-
titas, mereka tidak terlalu peduli, misalnya soal pelindungan terhadap
perempuan.

Seperti sunat perempuan bisa didekati dari dua sudut: politik iden-
titas dan keadilan, dan juga proteksi terhadap perempuan. Rupanya
ada masalah juga ada di lingkungan perempuan, tidak semuanya pa-
ham soal kesetaraan gender.

Zahia Jouirou

Saya berpikir ulang mengenai konsep secara keseluruhan dalam
hukum Islam adalah satu hambatan kita. Misalnya memikirkan ulang
terminologi syariat apakah hukum atau cara hidup? Menurut nilai-
nilai tertentu, terutama nilai-nilai makruf, menurut saya, saat kita me-
ngetahui ayat-ayat ahkam dalam al-Qur’an hanya 500 ayat, dan men-
gulang hukum yang sama dalam banyak ayat ini, jadi ada sekitar 100
ayat tentang hukum.

Al-Qur’an bukan syariat, syariat hukum. Al-Qur’an adalah teks un-
tuk hidup dan di masa yang akan datang, terminologi syariat adalah
cara hidup menurut nilai-nilai ini. Lalu bagaimana dengan ahkam,
sebagian besar ahkam dalam al-Qur’an adalah preislamic ahkam, al-
Qur’an mengambil ahkdm ini biasanya ada alternatif lain, sebelum Is-
lam

Contohnya poligami, poligami diizinkan, al-Qur’an dalam bahasa
Arab tidak hanya aturan tapi juga sebuah visi seluruh dunia. Semua tu-
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lisan ustli yang diperkenankan mengenai kaidah Bahasa itu sebabnya
fi'l amr berati wujub, fi'l amr dalam fankihii bukan berati wajib, sama
dengan hadis larangan ziarah kubur. Karena berkaitan dengan konteks
dan sigotnya.

Perbedaan antara lam dan lan dalam bahasa Arab memiliki arti
khusus. Tidak mungkin adil mungkin pada wanita adil kepada wani-
ta di masa datang dan sekarang. Maka, fikih pemahaman manusia ten-
tang syariat. Untuk syariat kita menggunakan dua pendekatan: pemb-
acaan kontekstual, untuk masalah sosial masyarakat dalam masa ini.
Tapi apakah sama di masyarakat di masa sekarang saat kita menggu-
nakan bacaan kontekstual ahkam.

Saat kita melihat contoh ini, akad adalah kesetaraan, apa itu ma-
gsad poligami, apa yang kita katakan poligami diizinkan dalam situasi
khusus, diizinkan dengan kondisi khusus, law dalam bahasa Arab ada-
lah kondisi, bahkan kita adil kepada wanita, tidak mungkin adil bila
memiliki empat istri.

Berdasarkan pemahaman ini, mahkamah melarang poligami, salah
satu tokohnya Syekh ibn ‘Ashir, itu adalah adalah interpretasi mere-
ka. Mereka memberikan interpretasi ini, saya tidak mengatakan fatwa,
karena kita tidak memiliki fatwa, kondisi umum di Tunisia, kita tidak
suka mengeluarkan fatwa dan interpretasi dari al-Qur’an dan hadis.
Poligami adalah tafsir ibn ‘Ashir. Izin poligami adalah keadilan. Itu se-
babnya kami para feminis muslim terinspirasi oleh bacaan ibn ‘Ashiir,
Thahir Haddad, dia memberikan bacaan yang sama mengenai poliga-
mi, talak, dan mengenai masalah baru ini.

Latief Awaludin

Terima kasih karena waktu terbatas, terima kasih kepada Mas Ulil
dan Prof. Zahia.
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Melembagakan Fatwa-Fatwa Moderat
dalam Kebijakan Negara

Hasan Anshari

Tema kita sekarang ini sangat kontekstual dan saling terkait satu
sama lainnya, yaitu melembagakan fatwa-fatwa moderat dalam kebi-
jakan negara. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tantangan fatwa
itu ada: tantangan internal, tadi sudah dijelaskan Pak Ulil, yaitu na-
tion-state dengan semua karakternya yang dicirikan dengan legal plu-
ralisme; tantangan eksternal yang terkait dengan globalisasi. Meski-
pun ini sebetulnya bukan partikular Indonesia, tapi juga berlaku
hampir di semua negara Islam, yang kebanyakan negara baru berdiri
pascaperang dunia kedua.

Ini sangat menarik sekali, kita bersyukur sekarang kita punya dua
narasumber: Ahmad Suaedy dan Abdul Mogqsith Ghazali. Langsung
saja saya persilakan kepada Ahmad Suaedy.

Ahmad Suaedy

Saya merasa kurang pantas bicara di sini, karena kurang punya
background lembaga fatwa, Bahstul Masa’il, dan lain-lain. Topik yang
diberikan kepada saya bukan hanya substansi dari fatwa itu sendiri,
tetapi kedudukan fatwa dan otoritas fatwa. Fatwa sebenarnya adalah
religious authority kalau dihadapkan dengan state authority. Dalam
Islam memang punya ciri khas dan beda dengan agama lain. Hampir
semua agama lain keterpisahan agama dan negara. Mereka sebagian
besar punya lembaga kependetaan. Di Islam itu tidak punya. Karena
itu, Islam memiliki karakter tersendiri mengenai hubungan otoritas
agama dan negara. Dan itu mengalami perkembangan dari waktu ke
waktu. Dulu di masa Nabi SAW dan khulafa’ al-rashidin, otoritas nega-
ra sama dengan agama. Tapi setelah itu, tidak seperti itu lagi.

Ini bukan sekularisasi, memang ada yang menyebut ketika pusat
pemerintahan pindah ke Syam itu sebagai sekularisasi, tapi ini bukan
sekularisasi sebagaimana yang terjadi di Barat. Ini sebenarnya hanya
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pemecahan otoritas di mana otoritas agama masih menjadi bagian
dari otoritas negara. Apakah itu hubungannya saling mendukung atau
berbeda, tapi tidak bisa dikatakan otoritas agama dan negara itu terp-
isah sama sekali.

Di negara masyarakat Islam sendiri punya karakter yang berbeda,
misalnya di negara-negara seperti Arab Saudi, dalam negara seperti ini
otoritas fatwa sangat tergantung dari raja. Meskipun ada sekelompok
masyarakat yang boleh berfatwa tapi tidak boleh bertentangan de-
ngan raja. Oleh karena itu, kalau ada perubahan kebijakan raja, maka
seluruh fatwa akan berubah. Misalnya, fatwa yang dulu perempuan ti-
dak boleh menyetir, sekarang sudah mulai berubah.

Berbeda dengan Mesir, fatwa punya kekuatan lebih, bisa memen-
garuhi negara dan pengadilan. Kasus diusirnya Abtu Zayd misalnya, di-
tuduh murtad dan kafir, dan pindah ke Belanda, itu adalah salah satu
contoh fatwa mampu memengaruhi pemerintah. Di Malaysia berbeda
lagi, mufti adalah bagian dari keraton, sedangkan sistem pemerintah-
annya parlementer. Agak rumit sedikit. Fatwa yang dikeluarkan di ne-
gara bagian tidak selalu bisa diterapkan di negara federal. Fatwa bisa
saja menjadi acuan yang berlaku di masyarakat, tapi belum tentu ber-
laku di negara.

Kasus menarik misalnya adalah fatwa keharaman nonmuslim
menggunakan kata Allah yang dikeluarkan mufti state, tapi ditolak fed-
eral. Namun, fatwa ini didengar masyarakat. Di Indonesia, sama seka-
li beda dengan Saudi dan Mesir, ada yang menelusuri sejarah fatwa di
Indonesia, yaitu Nico Captein, dia mengatakan pada masa dulu fatwa
Indonesia cenderung mengikuti fatwa Timur Tengah. Lalu setelah ada
NU dan Muhammadiyah, serta ormas lainnya dilakukan pribumisasi
fatwa. Jadi di Indonesia pada saat itu tidak dikenal kata fatwa. Yang
dikenal adalah Bahstul Masa’il dan Majelis Tarjih. Inilah yang disebut
fatwa saat itu sebelum ada MUL

Jadi, hubungan otoritas agama dan negara bisa dikatakan sama
sekali berbeda. Meskipun ada departemen agama, tapi hanya mem-
buat “fatwa” yang berkaitan dengan “tugas-tugas negara”, misalnya
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menentukan awal puasa dan akhir puasa. Jadi, dalam paper saya, saya
imajinasikan Indonesia seperti situasi di Amerika, seperti dalam tu-
lisan Alex Tocqueville, lembaga agama menjadi representasi civil so-
ciety saat itu sebelum ada MUI, tapi oleh Soeharto disatukan dengan
adanya MUI, Islam disentralisasi. Tujuannya adalah untuk menyatukan
berbagai macam pendapat. Tapi hasilnya, MUI malah bukan menyatu-
kan, tapi menjadi versi lain dalam fatwa.

Fatwa secara resmi digunakan MUI. Sementara ormas lain di Indo-
nesia tidak menggunakan fatwa. Otoritas fatwa berkaitan dengan otor-
itas government. Munculnya kata fatwa berkaitan dengan otoritas pe-
merintah. Dalam MUI sendiri ada sejarahnya, yaitu pada pertama MUI
lahir bisa dikatakan sebagai underdog, legitimasi, dari pemerintahan.
Kalaupun ada yang tidak sejalan itu biasanya berkaitan dengan ritual,
tapi kalau politik sudah pasti sejalan. Ada disertasinya Atha Mudzhar
tentang fatwa-fatwa yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Pada masa Gus Dur, MUI menjadi oposisi. MUI sejak reforma-
si ikut dalam politik praktis. Saat Habibi bersaing dengan Megawati,
MUI praktis ada di belakang Habibi dan membuat fatwa anti pemimp-
in perempuan dan sebagainya. Saat pemerintahan Gus Dur, MUI mulai
menjadi oposisi terutama setelah MUNAS tahun 2000, Gus Dur men-
gatakan saya ingin MUI menjadi civil society seperti ormas lain. Oleh
karena itu, saya kasih MUI uang satu miliar sebagai modal dasar. Yang
terjadi adalah kemarahan Gus Dur. Dan kemudian terjadi konflik fatwa
Ajinomoto. Ini puncak konflik MUI dan Gus Dur.

Masa SBY, justru pemerintah menjadi underdog MUI. Ketika SBY
bersama kelompok konservatif muslim, dalam pidato 6 juli 2005, di
depan MUNAS dia mengatakan, kami menempatkan MUI sebagai sen-
tral dari pandangan agama dan pemerintah mau mengikutinya. Sela-
ma 10 tahun pemerintah SBY, ada under pressure terhadap pemerin-
tah, polisi, jaksa, dan lain-lain, ada di bawah pressure di bawah gerakan
I[slam. Sebagian besar proses pengadilan yang diperkuat MUI, keputu-
san pengadilan akan mengikuti MUI.

Masa Jokowi, sebenarnya Jokowi sejak awal memberikan hara-
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pan baru terkait otoritas agama dan negara, terutama tentang kon-
servatisme dan radikalisme. Tapi dia tidak memberikan ujung komit-
men sampai setelah Pilkada Jakarta, setelah ada gerakan 411 dan 212,
baru dia mengeluarkan Perppu Ormas yang kemudian undang-undang
tentang ormas, pendekatan hukum terhadap aktor kekerasan agama.
Yang saya maskud adalah negara sebenarnya sampai pada Pilkada
2017 adalah pressure dari gerakan ini di mana MUI ada di dalamnya.

Bahkan MUI sendiri tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, misaln-
ya dengan lahir gerakan pembela fatwa MUI, menurut MUI sendiri itu
gerakan ilegal, tapi mereka tidak bisa mencegahnya, Pertanyaannya,
apakah MUI masih punya otoritas? Atau otoritas sudah diambil kelom-
pok lain.

Dengan adanya konservatisme dalam MUI ini sampai masa SBY, pe-
merintah tidak lagi mendengarkan suara dari NU dan Muhammadiyah.
Misalnya soal Ahmadiyah, lahirnya SKB tiga Menteri soal Ahmadiyabh,
sebetulnya NU dan Muhammadiyah secara publik berbeda pendapat
dengan MUI. Dan pemerintah mengikuti MUI, bukan NU dan Muham-
madiyah. Sehingga ada semacam penguatan konservatisme dan pen-
garusutamaan intoleransi ke dalam sistem negara.

Oleh karena itu, posisinya ada pada proses pembaikan. Jokowi su-
dah sedikit melakukan perbaikan itu, tapi belum bisa dikatakan pen-
garusutamaan toleran.

Bisa disimpulkan di Indonesia ada tiga otoritas yang saling ber-
saing: otoritas agama civil society, yaitu NU dan Muhammadiyah; otori-
tas semi government, yaitu MUI; dan otoritas government. Di lain pihak
ada arus lain yang sekarang mengambil alih ketiga otoritas tadi, yai-
tu otoritas digital fatwa. Fatwa benar-benar liar sebagaimana karak-
ter dari internet itu sendiri. Bukan hanya dalam agama, tapi semua hal.

Oleh sebab itu, ketiga otoritas ini sebetulnya sudah terkikis. Ada tu-
lisan yang menarik tentang hilangnya otoritas nation-state, itu sama
halnya dengan hilangnya otoritas NU, Muhammadiyah, dan MUI. Maka,
saya kira yang perlu didiskusikan adalah bukan soal substansi fatwa,
tapi menurut saya perebutan discourse dan policy antara entitas-enti-
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tas tadi itu. Saya menyebut, mainstreaming fatwa moderat adalah ger-
akan politik sebetulnya.

Tadi ada tiga entitas, gerakan politiknya juga berbeda. Yang kedua
adalah menyatukan tiga entitas itu. Kalau bisa MUI, NU, dan Muham-
madiyah untuk melawan digital authority. Yang ketiga adalah sema-
cam gerakan ilmu pengetahuan. Karena digital authority bisa merebut
dan menghabiskan ilmu pengetahuan Islam. Seolah-olah yang dimiliki
Islam hanya al-Qur’an dan hadis. Padahal al-Qur’an dan hadis itu seb-
etulnya adalah hasil dari ilmu pengetahuan. Yang awalnya terpisah di-
kumpulkan, dari lisan menjadi tulisan, dikasih harakat, dan seterusn-
ya. Tapi ilmu pengetahuan itu sekarang dihabis, sehingga yang tinggal
hanya teks.

Kemudian, islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah salah satu hal
yang mengikis dinamika ilmu pengetahuan Islam. Saya tertarik, de-
ngan pendapat Said Nursi, tradisi Islam prapenjajahan adalah tradisi
Islam yang toleran. Meskipun secara resmi ada dhimmi dan lain se-
bagainya. Dalam kenyataan itu tidak terjadi. Bagaimana bisa sampai
kesimpulan seperti itu, menyamakan semua kedudukan negara, itu ka-
rena ada metodologi Islam: usul fikih dan fikih. Gerakan ilmu penge-
tahuan ini perlu pembaharuan usul fikih dan fikih dalam baru, versi
digital. Yang keempat tentu saja adalah collective movement. Tanpa itu
mustahil untuk dilakukan. Terima kasih.

Abdul Mogsith Ghazali

Kalau merujuk kepada al-Qur’an, Allah itu adalah mufti juga, dalam
al-Qur’an dikatakan, “Masyarakat bertanya kepada Muhammad ten-
tang perempuan, Alldhu yuftikum fihinna, maka Allah akan berfatwa
kepadamu tentang perempuan”. Karena itu kedudukan mufti menja-
di penting sekali. Nabi di samping sebagai mulfti, dia juga sebagai gadi,
mujtahid, dan kepala negara.

Maka ketika al-Shafi‘Tmendefinisikan mufti dia mengatakan, seo-
rang mufti di tengah komunitas umat Islam dia menduduki posisi nabi.
Ini yang membuat mufti itu dianggap punya otoritas dan otoritatif. Jadi
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siapa yang bisa memenuhi derajat ini, al-qaim fi al-ummah magqaman
nabi, maka dengan sendirinya otoritas itu bisa dimiliki.

Al-mufti mukhbir bi hukmillah li marifatih bi dalilih, orang yang
menginformasikan hukum Allah karena dia tahu mengenai dalilnya.
Maka ibn ‘Abidin dalam kitab Radd al-Mukhtar mengatakan mufti ‘ind
al-usuliyyin huwa al-mujtahid, mufti adalah mujtahid itu sendiri. Maka
orang yang hanya mengonservasi ungkapan mujtahid yang ada di da-
lam kitab fikih, dia bukan mufti dan pendapatnya juga bukan fatwa, dia
hanya penukil pendapat-pendapat fikih.

Kedudukan mufti itu tinggi karena dia menginformasikan hukum
Allah yang disebutkan dengan dalil syariat. Nabi sebagai mufti, tapi
sepeninggal Nabi, para sahabat menggantikan Nabi sebagai mufti. [bn
Qayyim al-Jawziyyah dalam kitab I'lam al-Muwagqqi’in, dari sekian ra-
tus mufti yang populer di kalangan sahabat, hanya ada tujuh yang pa-
ling produktif dalam mengeluarkan fatwa, yaitu ‘Umar ibn Khattab, ‘Alt
ibn Abi Talib, ‘Abdullah ibn Masud, ‘Abdullah ibn ‘Abbas, dan ‘A’ishah.

Setelah itu, baru masuk ke dalam generasi tabiin, Imam Abu Hani-
fah, Imam Malik, Imam Shafii, Imam Ahmad. Tapi tidak menutup ke-
mungkinan Imam Shafi‘T dalam satu kasus, dia bertaklid kepada ulama
yang lain. Kata Imam ShafiT dalam suatu waktu, pendapat ini taklid ke-
pada Atha ibn Ab1 Rabah.

Tapi yang menarik, fatwa itu biasanya tidak berkaitan dengan hu-
kum shar yang qat, biasanya berkaitan dengan permasalahan yang
belum ada ketentuan hukumnya. Itu sebabnya, fatwa ulama Arab Saudi
bisa berbeda dengan fatwa ulama Pakistan dan ulama Indonesia. Maka
Al-Qarafi mengatakan, apabila datang seorang kepadamu dari negeri
entah dari mana bertanya sesuatu kepadamu, tanyakan terlebih dahu-
lu bagaimana tradisi dan kebiasaan masyarakatnya, karena al-jumiid
‘ala al-manqilh abad dalalah fi al-din wa jahl bi maqasid al-‘ulama
al-muslimin, tidak boleh stagnan dalam satu kutipan, tidak boleh satu
pendapat saja, itu hanya menyia-nyiakan pandangan lain.

Selanjutnya, saya kutipkan dari ‘Abdullah ibn Bayah, seorang ula-
ma Arab Saudi yang dianggap paling moderat sekarang. Kata dia, seti-

’
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ap zaman ada masalahnya sendiri dan berbeda-beda dari perbedaan
kondisi dan sesuai. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan, karena perbe-
daan ‘urf pendapat Imam ShafiT ketika di Baghdad bisa berbeda keti-
ka dia berada di Mesir.

Tapi yang menarik, seorang mufti jangan terlalu boros berfatwa,
sehingga kurang hati-hati. Dari Qasim ibn Abt Bakr, anak Abl Bakr
dari istri yang lain, seorang laki-laki datang kepadanya dan bertan-
ya, dia mengatakan, “Saya tidak terlalu bagus tentang ini”. Kemudian
yang bertanya mengatakan, “Saya didorong ke sini untuk bertanya ke-
padamu”. Qasim berkata, “Jangan fokus pada panjang jenggot saya dan
orang berkumpul di sekitar saya, demi Allah saya tidak mengetahui hal
itu”. Kemudian dia melanjutkan, “Demi Allah lebih baik lisan ini dipo-
tong ketimbang saya berfatwa terhadap sesuatu yang tidak diketahui”.

Ibn Mas‘tid mengatakan, “Siapa yang berfatwa terhadap seluruh se-
suatu yang dimintakan fatwa kepadanya, maka dia itu bodoh”. Karena
tidak mungkin semua orang mengetahui semua masalah.

Abi Hanifah berkata, tidak boleh seorang berfatwa dengan
pendapat AbiiHanifah, sampai dia tahu dari mana dia mengambil
pendapat tersebut. Imam Malik ditanya mengenai 48 masalah, 32 ma-
salah dia berkata tidak tahu. Pernah juga Imam Malik ditanya suatu
masalah, dia berkata tidak tahu. Yang bertanya balik lagi menjawab,
“Bukankah itu masalah yang remeh-temeh”. Imam Malik marah sam-
bil berkata, “Tidak ada sesuatu yang remeh dalam ilmu pengetahuan,
seluruh ilmu itu berat dan tidak ringan, apalagi yang berkaitan dengan
hari akhirat”.

Imam Shafim pernah ditanya suatu masalah dan beliau diam dan ti-
dak menjawab. Setelah itu yang bertanya berkata, “Kenapa engkau ti-
dak menjawab?” Imam Shafim berkata, “Saya akan menjawab hingga
jelas bagiku apakah lebih baik menjawab atau diam saja”.

Sekarang kita ambil pendapat ulama di luar pendapat Imam
Mazhab, yang ingin saya ambil contoh adalah pandangan ulama ten-
tang khilafah. NU menolak tegas khilafah. Tapi Asnawi memiliki pan-
dangan menarik tentang khilafah, dia mengatakan, “Khilafah bukan

281



rukun iman dan syariat, dia hanya bagian dari sejarah Islam. Karena
itu, orang yang mencampurkan Islam dan sejarah kekeliruan nyata.
Khilafah itu tidak pernah menyatukan dunia Islam. Pernah ada satu
masa, umat Islam memiliki tiga khilafah. Khilafah ‘Abbasiyah di Bagh-
dad, Khilafah Fatimiyah di Mesir dan Khilafah Umawiyyah di Andalu-
sia.

Kemudian kriteria pemimpin publik, ini bukan untuk mengevalu-
asi fatwa MUI. Kemarin kita bicara soal fatwa alternatif. Penting me-
ngetahui calon pemimpin yang relevan, ada dua kategori: kekuatan
dan amanah. Ibn Taymiyah mengatakan, orang punya kekuatan dan
amanah sedikit sekali.

Kemudian, tugas pemimpin dalam pandangan al-Mawardi ada dua:
memelihara agama dan mengatur kehidupan publik.

Terakhir, melembagakan fatwa. Saya sengaja kutipkan pernyataan
yang populer di kalangan NU. Syaikh al-Nawawi dalam Nihdyah al-Zayn
mengatakan, wajib menaati pemimpin, kalau imam menyuruh sesuatu
yang wajib, maka makin wajib; kalau dia mewajibkan yang sunnah,
maka dia menjadi wajib; kalau dia memerintahkan suatu yang mubabh,
kalau di dalamnya ada kemaslahatan umum, maka wajib. Hal ini beda
kalau kepala negara mewajibkan suatu yang haram dan makruh yang
di dalamnya tidak ada kemaslahatan umum maka tidak boleh tunduk
dan taat.

Pertanyaannya, apakah hukum positif yang diambil dari syariat itu
adalah syariat sendiri atau bukan? Misalnya, Pancasila bagi sebagian
besar umat Islam itu sesuai dengan syariat, apakah Pancasila itu syari-
at itu sendiri atau bagaimana?

Sebagian Kiai mengatakan naik levelnya, Pancasila itu bukan tagut,
kedudukannya menempati syariat. Tapi Mas Ulil bilang tidak mungkin
hukum Islam dilegalisasi. Itu mungkin dalam kasus jinayah. Tapi dalam
kasus muamalah, ini contohnya di Indonesia, ada Undang-Undang ten-
tang kompilasi hukum Islam yang mengatur perkawinan. Yang menar-
ik dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 diatur mengenai poligami. Ada
tiga syarat boleh poligami. Padahal dalam hukum Islam tidak ada per-
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syaratan ini. Ini ada langkah yang dilakukan ulama Indonesia untuk
maju memperketat mengenai poligami.

Maka kalau komnas Perempuan kreatif, tidak terlalu sibuk mengu-
rusi MUJ, ini penting saya kira, me-review seluruh keputusan hakim
agama mengenai nawdzil-nya. Ambil satu contoh, kalau gugatan cerai
dilakukan istri kepada suami jatuhnya talak ba‘in. Dalam banyak keja-
dian, dalam bayak kasus perceraian di Indonesia istri gugat cerai kare-
na kekerasan. Jadi mengubah dari talak raj’ ke talak bain itu artinya is-
tri tidak mendapatkan nafkah. Istri tidak mendapatkan tempat tinggal.

Kalau poligami sudah beberapa kali diajukan judicial review. Tapi
akhirnya gagal. Karena sebagian orang ini bertentangan dengan sya-
riat Islam.

Saya kira ini taqnin yang lumayan moderat. Dulu saya pernah ber-
sama beberapa teman membuat CLD-KH]I, tapi itu ditolak. Jadi kalau
ingin membuat fatwa dan aturan yang bagus harus masuk menjadi an-
ggota DPR dan menjadi bagian pemerintah.

Yang menarik fatwa MUI itu sampai sekarang masih didengarkan.
Dilihat dari komposisi fatwa itu sangat keren. Maka, yang dikritik Mas
Suedy itu adalah MUI masa lalu, bukan MUI masa sekarang.

Rifki Muhammad Fatkhi

Terkait moderatisme fatwa, menurut saya fatwa yang problematik
itu harus dihentikan dan dihapus. Karena banyak orang merujuk fat-
wa dalam kitab klasik, sehingga kita butuh revisi terhadap kitab-kitab
itu. Misalnya, poligami itu ada dalam kitab klasik. Jadi harus dihenti-
kan pengutipan kitab klasik yang tidak sesuai. Ijtihad masa lalu yang
tidak sesuai harus dihentikan.

Latief Awaluddin

Fatwa yang moderat ini harus diturunkan dalam bentuk kriteria
dan dawabit. Kalau bisa kita ada rumusan untuk membangun fatwa
moderat dan memordenisasi lembaga fatwa. Lembaga fatwa harus
otoritatif. Dar al-1fta’ misalnya, ada website, kursus, dan metodologi. Di
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Indonesia ada banyak lembaga fatwa, jadi kalau ada isu yang berkaitan
dengan kepentingan publik harus satu, jadi harus sering silaturahmi
antara masing-masing lembaga fatwa.

Lena Larsen

Saya punya komentar pendek tentang poligami, menariknya, poli-
gami tidak didiskusikan dalam hal kenapa ini diizinkan? Ada yang bil-
ang ini tidak bisa dilakukan. Lalu merujuk pada nabi Muhammad yang
tidak ingin anaknya dimadu. Jadi kemudian untuk interpretasi dari
sumbernya, yang merupakan sumber segalanya, berdasarkan her-
meneutika, manusia membawa sudut pandang saat penafsiran. Ma-
salahnya, penafsiran pria itu sudah menjadi tradisi, dan suara bung-
kam perempuan tidak menjadi bagian dari hal ini. Ini menimbulkan
pertanyaan, pengalaman sosial dan budaya, apakah kita membawa
keadaan ideal, apakah karena laki-lakinya kuat, rasional, dan harus
dipenubhi, jika tidak cukup satu istri harus menikah lagi. Kenyataann-
ya, banyak laki-laki yang tidak subur, ini bukan istri tidak bisa melahir-
kan anak. Jadi perempuan itu disuruh bungkam. Kita harus melindungi
keluarga, yang menjadi korban adalah anak, karena anak butuh orang
tua. Ini tidak dibahas dalam diskusi ini.

Ahmad Suaedy

Tujuan kita adalah memperkuat otoritas, ada tiga otoritas di Indo-
nesia, kalau ketiga otoritas ini satu maka itu akan sangat mapan untuk
menghadapi digital authority. Ada banyak analisis tentang fatwa dan
digital, kesimpulannya sama dengan informasi pada umumnya, infor-
masi tidak ada otoritas.

Ada buku yang menyebutkan hukum kriminal Islam berpengaruh
pada hukum kriminal internasional, sayangnya hukum Islam tidak
mengadopsi perkembangan terakhir. Karena perkembangan hukum
kriminal Islam ditaruh di bawah meja di masa kolonial. Jadi hukum Is-
lam perlu didiskusikan agar berkembang.

Pertanyaan dari Pak Mogsith, apakah hukum Islam bisa diundang-
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kan? Kalau diundangkan kita harus siap untuk dihapus. Jadi, penting
sekali mendiskusikan pengetahuan ini. Apakah kriminal hukum Islam
itu seperti itu atau bisa memasukan dimensi lain.

Saya kira tidak mengkritisi MU], tapi otoritasnya. Misalnya, dalam
kasus pengawal fatwa MU], itu otoritas siapa.

Abdul Mogsith Ghazali

Soal poligami belum selesai. Saya mau cerita, saya punya Jemaah
pengajian kelas menengah muslim. Dulu poligami disukai perempuan
untuk motif ekonomi. Menjadi istri Kiai status sosial dan ekonomin-
ya naik.

Maka, di Jawa Timur tidak ada Kiai yang jatuh karena poligami, ka-
rena ekonominya kuat. Makin ke Barat, beda situasi sosialnya. Maka
ada Kiai jatuh karena poligami karena kondisi sosialnya beda. Dulu
ada tendensi ekonomi, belakangan ada perempuan yang kaya, mere-
ka mau menjadi istri kedua, karena tidak hanya menjadi istri konven-
sional. Menurut mereka, poligami itu masuk akal. Ini yang belum saya
temukan jawabannya.

Anak-anak yang lahir dari saintis, percaya dengan gen, misalnya,
kalau generasi Gus Dur dan Cak Nur dikembangkan akan lahir mus-
lim generasi moderat. Ini argumen lain dari poligami itu untuk men-
cari bibit unggul.

Kemudian, Pak Rifki mencoret referensi lama, NU punya keputu-
san penting tentang pendapat masa lalu, pendapat ulama dulu bisa
diterapkan dari aspek takhrij manat, tapi tidak diterapkan dalam tah-
qiq manat, contoh pajak secara paksa, kalau berdasarkan hadis tidak
boleh, tapi kalau tidak dilakukan bisa mudarat, maka nas bisa diting-
galkan dan beralih kemaslahatan.

Hasan Anshari

Saya kira waktunya sudah habis, terima kasih kepada Pak Mogsith
dan Pak Suaedy.

285



Metode dan Strategi dalam Membuat Fatwa
Moderat: Penguatan Kapasitas Mufti Perempuan

Ruby Khalifa

Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Rubi Khalifah, beker-
ja di AMAN. Bicara tentang fatwa, yang paling merasakan dampak dari
fatwa yang negatif adalah kelompok minoritas, misalnya Syiah dan Ah-
madiyah. Tetapi sebetulnya kita juga punya fatwa yang sangat positif.
Misalnya, KUPI mengeluarkan tiga pandangan keagamaan: kekerasan
seksual, perkawinan anak, dan kerusakan lingkungan. Yang menarik
adalah fatwa ini diambil ulama perempuan yang bekerja di lembaga
advokasi kekerasan anak.

Siang ini sudah ada tiga narasumber di hadapan kita: Lena Larsen,
Asep Saifuddin Jahar, dan Imam Aaraqutni.

Lena Larsen

Saya akan bicara dua hal tentang pemberian fatwa: pertama, isu
gender; kedua, ulama perempuan. Apa pertanyaan yang harus diaju-
kan? Tradisi apa yang ada di luar dan di dalamnya. Apa yang saya ka-
takan, tradisi adalah tidak peka terhadap gender. Kebanyakan kitab
masa lalu berdasarkan pemahaman hermeneutika modern, mereka
juga membawa pengalaman sendiri sebagai pria. Masalahnya adalah
sudut pandang perempuan mulai hilang dan sudut pandang pria di-
anggap. Ini masalahnya.

Kemudian kita menghadapi paradigma baru, mencari kualitas.
Intinya tentang keadilan. Saya akan menguturakan satu poin. Saya in-
gin mengarahkan isu utama. Saya akan membahas mengenai mufti
sendiri. Hal ini berdasarkan pengalaman saya dalam menulis disertasi.

Sebelum membahas itu, saya akan menjelaskan, kita sudah ba-
has giyas apakah ada fenomena lain yang ada dalam sejarah menge-
nai aktor masa depan. Saya akan membahas pramodern, bagaimana
manuskrip itu ditransformasikan. Dalam tradisi Kristen, bagaimana
teks agama itu disalin. Dia duduk menulis ulang setiap halaman satu
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per satu.

Ada satu tenaga ahli yang hafal teksnya, dan duduk, dan ada ban-
yak orang yang didikte olehnya. Jadi ada semacam dokumen tertulis
dalam Islam. Pada saat cetakan ini menjadi kenyataan, itu dianggap se-
bagai solusi.

Di Kerajaan Ottoman dizinkan mencetak buku sekuler dan teks ag-
ama adalah bahaya dalam hal tidak direpresentasikan secara penuh
pada saat disalin ulang. Dan ini berati bahwa menjaga tradisi dan ber-
kaitan dengan dan mereka sendiri merasa terancam karena perspek-
tif yang muncul dan mereka takut untuk tidak dapat penghasilan. Ini
mengingatkan kita pada kerangka fatwa. Ada kerangka normatif baru.
Ada moralitas global yang sedang tumbubh.

Jadi bagi para mufti apa yang menjadi basis pembuatan fatwa ada-
lah fatwa harus benar menurut metodologi dan sumbernya. Dan,
pendekatan yang peka gender adalah pencarian atas kesetaraan ini
juga termasuk bahwa klaim sumber lain juga bisa digunakan.

Ini merupakan tantangan yang juga dihadapkan mufti saat ini. Para
mufti adalah ahli yang terdidik dari berbagai macam ilmu, bisa dokter
dan filosofi. Mereka ahli dalam bidang fatwa. [Imu pengetahuan dihim-
pun saat mereka mengeluarkan fatwa. Masa sekarang mufti tidak lagi
melakukan banyak hal ini. Seperti hukum sekuler, saat pengambilan
putusan butuh ahli lain agar putusannya adil dan untuk menghasilkan
fatwa yang benar. Contohnya, di bidang kesehatan, pengetahuan alam,
teknologi, dan juga ilmu politik, keuangan, dan seterusnya, jadi pada
dasarnya mengarah pada pertanyaan penting apa sumber dasar dari
fatwa apakah teks saja atau realitas dan pengalaman sosial.

Ini bukan pertanyaan baru, karena di masa lalu ini sudah dibahas,
sudah ada realitas dan pengalaman sebagai norma, kita tidak hanya
mengandalkan teks tapi juga pengalaman.

Saya melihat, mufti sudah sadar mengenai realita sosial, kenapa
mereka sadar realitas, karena mereka menerima pertanyaan, dan ber-
dasarkan dari pertanyaan yang sudah saya belajar, para perempuan ini
vokal, sadar hak mereka. Mereka ingin jawaban yang mereka dapatkan
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bisa menjadi alat untuk mempromosikan hak mereka.

Mengapa hal ini tidak tercermin dalam fatwa, karena ada fatwa
publik dan privat. Kalau publik dirumuskan secara hati-hati, siapa
yang akan menerima fatwa.

Saya akan menjelaskan setting-an ini di saat berada di tengah mufti.
Saya punya rekan yang menulis tentang mufti. Rekan saya bebas duduk
bersama para mufti. Sementara saya harus buat perjanjian dulu. Ke-
tika saya duduk sendiri dengan mereka, mereka baik sekali, berusa-
ha menjelaskan dengan sabar. Orientasinya adalah tentang solusi dan
berbeda dengan lainnya yang berorientasi pada otoritas.

Mereka di satu hal lain menjadi sandera dari rekan sama mufti,
agar tidak melewati batas. Jika anda tahu yang dipertaruhkan kenapa
tidak keluar adalah mereka bilang ini bukan waktu tepat.

Tentu saja, mufti perempuan diajak bergabung, tapi kurang banyak.
Ini bukan berati bahwa isu gender dibawa oleh perempuan karena me-
reka sendiri beragam sekali opininya. Misalnya, bagaimana cara wan-
ita ini bergabung dalam lingkaran mufti ini, ini sebenarnya berkaitan
dengan kuota.

Ini butuh waktu dikenali sehingga para wanita ini memilih kuotan-
ya. Jadi perempuan ini mengadopsi tradisi lama. Dari mana tantangan
ini datang, dari lembaga dan organisasi yang tidak mau berubah.

Tantangannya adalah merumuskan dialog kepada mufti sehingga
reformasi ini bisa dilakukan. Saya merepresentasikan tahun 2002 un-
tuk mufti Eropa, tantangannya adalah poligami, cerai, dan kekerasan.
Ada beberapa poin lagi, tapi itu yang utamanya saja.

Saya ditanya waktu itu, semua yang anda presentasikan kuat, tapi
tidak akan memengaruhi, karena anda tidak berargumen dengan cara
I[slam. Kalau anda melakukan itu, mungkin anda akan bisa lebih jauh
lagi. Ini membuat saya belajar, kita harus butuh mufti perempuan yang
paham agama dan bisa menjelaskan argument sebagai bagian dari tra-
disi tersebut.

Ini berati kita butuh mufti perempuan, yang juga mengenai tradisi.
Indonesia saya harapkan terjadi perubahan ini.
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Asep Saifuddin Jahar

Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Presenta-
si saya adalah penggunaan maqasid al-shari‘ah dalam fatwa. Saya in-
gin memberikan pendahuluan dulu terkait pentingnya magqasid al-
shari‘ah dalam mengembangkan fatwa untuk perempuan. Ini adalah
mainstream dari fatwa yang mengikuti prinsip syariat.

Mufti berusaha memahami fatwa sesuai dengan kondisinya, seba-
gai contoh dalam Indonesia kasus maslahat dalam NU dan Muham-
madiyah, MUI, dalam membentuk fatwa. Isu utamanya digunakan un-
tuk kepentingan

Kembali kepada konsep yang akan saya jelaskan, telah dijelaskan
sebelumnya. Maqasid sudah digunakan untuk mencapai fatwa yang
maslahat. Tapi paradigma maslahat tidak spesifik didiskusikan. Ada
tiga macam maslahat: dartriyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. Ketiga ini
sangat fundamental.

Inilah tiga kategori yang menjadi isu utama. Masalah utama adalah
bagaimana merekonsiliasi dari yang teks yang tertulis dengan inter-
pretasi yang aktual demi kemanusiaan, untuk membedakan yang baik
dan buruk, seorang harus merujuk ke al-Qur’an dan membandingkan
dengan sunnabh.

Harus dibedakan antara masalah agama dengan yang bukan agama.
Kebiasaan tetap, dan kebiasaan agama tetap. Magasid dapat dengan
cara induksi di mana menerbitkan undang-undang. Ini sangat berkon-
tradiksi di antara mereka undang-undang bagaimana cara merekon-
siliasi untuk kepentingan manusia. Dan bagaimana mencapai konsep
Tuhan agar sesuai dengan hukum. Ini dua hal yang sangat kontradiktif
untuk menganalisa yang tidak tertulis secara eksplisit dalam al-Qur’an.

Usul fikih adalah metode yang digunakan Imam. Oleh sebab itu,
teks dipahami sesuai dengan pemahaman mereka dan hikmah mengi-
kuti maslahat yang ada. Kita saat ini bergerak dan berkonsiliasi untuk
menerapkan hukum Allah yang saling bertentangan, maka kita sampai
konsep fatwa itu sendiri.

Fatwa adalah pendapat untuk kelompok tertentu, sesuai dengan
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pandangan undang-undang. Siapa yang berhak memberi otoritas, ini
adalah pertanyaan utamanya sesuai dengan interpretasinya, fatwa di-
hubungkan dengan keputusan, oleh sebab itu, kita tiba pada hal lain,
apakah dapat digunakan semua orang atau tertentu saja. Fatwa juga
berkaitan dengan teks atau sesuai dengan teksnya. Kebutuhan produk
fatwa dapat menjadi tekanan antara tekstual dan keadaan aktual yang
berubah setiap waktu.

Inilah yang saya pahami dari. Saya berusaha wasatiyah, fatwa mi-
noritas dan hukum Islam berdasarkan kontekstual berdasarkan kon-
tekstual Islam. Mereka mempraktikkan yang di mana mereka mengha-
dapi masalah lain, mereka berusaha menghadapi membuat kehidupan
lebih mudah. Ini secara jelas ditemukan dalam maqasid al-shari‘ah.
Mereka membuat pendekatan yang lebih sesuai, dan berusaha meng-
gunakan metodologi hukum. Ini kasus di Eropa. Bagaimana cara mere-
ka mengadaptasi kehidupan mereka di Eropa.

Di Indonesia, fatwa tradisionalis, fatwa dibuat berdasarkan kitab
fikih dan argumennya diambil langsung dari buku tersebut, dan digu-
nakan sebagai jawaban isu-isu sosial. Ini disebut taklid. Tapi itu seka-
rang sudah berubah; modernis, Muhammadiyah fatwanya dibuat ber-
dasarkan perumusan secara independen, metode ini sebagai jihad.

Imam Addaraqutni

Pertama saya mohon maaf, kepada Syafiq Hasyim, karena dia men-
gatakan akan mengundang saya, terutama dengan Prof. Khalid Masud,
Prof. Zahia, dan saya udah bilang bahwa Asrorun Niam lebih paham
dari saya, tapi dia memaksa saya untuk hadir, harusnya dari kemarin
saya berada di sini dengan bapak ibu sekalian

Metode dan strategi membuat fatwa moderat. Sebagai anggota
komite MUIL Saya umumkan teman saya pak Nurul ‘irfan siap mem-
beri kritik nanti. Saya tidak terlalu paham arti wasatiyah, dan saya ya-
kin anda tahu atau tidak dari wasatiyah.

Yang dimaksud dengan pikiran moderat, apakah mau mengambil
al-Qur’an, maka arti dari wasatiyah, saya hanya pura-pura paham, ka-
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rena sangat sulit untuk setuju pada definisi. Saya ingin bicara di te-
ngah, saya tidak tahu NU, MUI, wasatiyah atau tidak. Standar dari fatwa
dalam MUI, proses pembentukannya harus responsif, sangat menda-
lam, untuk ditetapkan. Kami di Majelis ulama khawatir, apakah ini cara
yang tepat atau tidak. Objeknya benar-benar baru, sementara yang
menjadi acuan sangat lama. Pendekatan biasanya melalui teks atau
qawl ulama.

Proaktif memberi alat masalah yang akan timbul di masa depan.
Mengantisipasi masalah di masa depan. Harus didasarkan pada ban-
yak dalil yang lebih penting adalah dalil yang sesuai dengan ayat al-
Qur’an dan sunnah.

Selanjutnya, tagnin dari fikih dari perspektif manusia seperti kita
tahu perspektif Allah dan Rasulullah. Ini yang dikenal sebagai, kon-
tekstual dari kenyataan juga menjadi masalah. Metode membuat fat-
wa moderat. Dalam diskusi sebelumnya, materi untuk fatwa, dengan
menggunakan penelitian yang komprehensif. Memberi kerangka dari
masalahnya. Kemungkinan poin krusial yang berhubungan dengan ka-
susnya. Bila menurut kesimpulan. Kita harus menunda untuk diterap-
kan

Kajian komprehensif mencakup hal yang banyak sekali mengenai
masa lampau. Mengenai masalah opini legal kita bisa membaca jurnal
akademik. Beberapa ahli fikih untuk ditentukan apakah bisa menjadi
fatwa atau tidak.

Bila kebutuhan fatwa oleh majelis ulama. Maksudnya adalah salah
satu anggotanya dan anjuran al-Qur’an, sunnah dan lainnya. Ini lebih
pada bayani. Juga dapat mengundang sumber otoritas ahli terkait ma-
salah khusus. Selanjutnya diserahkan pada pimpinan yang membutuh-
kan jumlah tertentu, sebagaimana ditetapkan ulama. Hampir separuh
di Indonesia wanita juga seorang mufti.

Ada perbedaan pendapat di antara, penetapan fatwa harus ditetap-
kan dengan cara kompromi, dengan metode jam*wal tawfig. Sehubun-
gan dengan dasar hukum, penetapannya harus berdasarkan, bila tidak
dapat kompromi kasusnya ditetapkan sebagai kesepakatan mutual,se-
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suai dengan argumentasi yan ada.

Saya akan memberikan sedikit perbedaan pemberian nama dari
Muhammadiyah misalnya ada tarjih, dari nama bayani, NU adalah
‘irfant. Itu sebabnya sering kali antara NU dan Muhammadiyah berbe-
da. Misalnya dalam isu rokok, Muhammadiyah haram dan NU mem-
bolehkan.

Al3’i Najib

Apakah ke depan orang akan membutuhkan fatwa? Apalagi seka-
rang ada banyak buku tentang tanya jawab keislaman dan digitalisa-
si fatwa.

Arwani Faishal

Sebenarnya mengenai metode fatwa pada prinsipnya sama dalam
komunitas masing-masing, usul fikih relatif sama dalam mazhab em-
pat. Sampai muncul manhaj yang lebih cair, dalam al-Qur’an dan hadis,
usul fikih, dan gawa id tidak ada, masih bisa menggunakan istislaht, su-
dah jelas metodologinya, tapi yang menjadi masalah adalah dalam hal
menentukan mana yang maslahat yang lebih besar.

Meskipun kaidahnya sudah jelas, kalau bertemu dan bertentangan
dua maslahat, maka yang didahulukan maslahat lebih besar. Faktanya
bukan hanya dalam fatwa NU dan Muhammadiyabh, tapi kitab yang ser-
ing dijadikan maraji’, meskipun sama-sama kitab Shafi.

Rifki Muhammad Fatkhi

Pertama, berkenaan soal fatwa, pertimbangan fatwa di samping
maslahat, itu juga ada dampak dari fatwa, mungkin ini belakang yang
kurang mendapat perhatian dari MUI. Tapi yang saya tanyakan, ada ke-
maslahatan apa di balik jilbab halal?

Riri Khariroh
Ibu lena, kita masih punya soal gap antara perempuan dan laki-la-
ki, perempuan akan sangat sulit mengakses, apalagi ketika dia punya
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anak-anak, ketika melebihi laki-laki dia harus berusaha sekuat mun-
gkin

Lena Larsen

Mengenai fungsi fatwa dan apakah fatwa punya fatwa di masa de-
pan. Menurut saya kita akan punya fatwa di masa depan, karena fatwa
sebagai sumber untuk menjadi muslim yang lebih baik, memberikan
kepemilikan di masa lalu dan masa depan. Fatwa tetap akan masih ada

Mengenai dampak fatwa, saya setuju diberi penekanan saat fatwa
diberikan. Misalnya kasus anak, argumentasi utama pernikahan anak,
contoh dari pernikahan anak, apakah fatwa satu-satunya yang menen-
tukan pernikahan anak? Ini adalah satu bagian puzzle yang besar, ini
tentang ekonomi, masa depan anak, ada banyak hal bagaimana hid-
up dalam masyarakat, tanpa menentukan aspek yang lain tidak akan
membantu.

Asep Saefuddin Jahar

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi, selama ada demokrasi dan
Pancasila selalu akan berkembang. Misalnya, waris gono-gini itu ada-
lah hasil gerakan perempuan yang berjuang dan memengaruhi legisla-
tif. Kuncinya harus masuk ke legislatif.

Sebagaimana dijelaskan Prof. Zahia negara harus menentukan, tapi
bukan menentukan persoalan agama. Dan negaralah yang memberi-
kan rambu-rambu fokus kepada publik, terutama urusan keamanan.
Selama kita demokratis dan menguasai wilayah strategis.

Imam Addaraqutni

Akan lebih menjadi liberal di masa depan, akan lebih banyak lagi
ulama yang lebih ‘irfanidari bayani, dan jika para ulama menggunakan
al-Qur’an dan hadis ini hanya memperkuat opini ulama, bukan karena
berubahnya hukum dan undang-undang.

Jadi inilah mengapa, menurut pendapat saya, praktik dari pengam-
bilan keputusan Muhammadiyah dan MUI. Muhammadiyah masih ta-
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kut mengonfrontasi apa yang ada di al-Qur’an.

Jadi menurut saya Muhammadiyah menjadi konservatif, ini lebih
liberal, sekali lagi, jika ada, maslahah ima@m mandiit bi al-maslahah. Jadi
ini juga akan memperkuat penggunaan maslahat yang terpisah dari
sunnah lain. Di majelis ulama maslahat ini dijadikan bagian dari pen-
gambilan keputusan. Saya tidak menganggapnya metode, ini salah satu
cara untuk mengidentifikasi masalah.

Arwani Faishal

Jadi di MUI menyatakan halal atau tidak terkait makanan dan mi-
numan itu di LPPOM, hasil pemeriksaan itu dibawa ke komisi fatwa.
Tiba-tiba muncul kulkas ada label halal. Semua itu permintaan peru-
sahaan. Jadi kalau sudah ada label halal marketing naik. Jadi ini bukan
inisiatif komisi fatwa dan LPPOM.

Kenapa harus ada label halal? Karena ada konsumen menemukan
ada karet di dalam kulkas yang diduga mengandung babi.

Ruby Khalifa

Terima kasih, semuanya sepakat fatwa harus mementingkan masla-
hat. Pendekatan untuk memahami maslahat sudah ada bisa dibaca
dari referensi yang ada. Dengan itu, metode yang lainnya dari referen-
si yang ada, semoga ke depan fatwa kita lebih berdampak tidak hanya
dari mayoritas, tapi juga minoritas.
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